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BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR . O TAHUN 2019
 TENTANG |
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIE

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6)
dan {7), Pasal 28 ayat (5) dan (6), Pasal 31 ayat (2) dan (3)
‘Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keilangan Desa, perlu -menetapkan Peraturan Bupati
tentang = Pengelolaan Keuangan' Negeri dan Negeri
Administratif; | | |
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten'tang
Pengelolaan Kenangan Negeri dan Negert Administraﬁf; :

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
' Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat [ Malula (Lerabaran
Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2645 K ‘ :

- 2. Undarg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); '

3. Undang-Undang Nomor: 12 hun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234); : :

4, Undlang-Undang Nomor- 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 20j4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495); _

©. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah - (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
‘sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan . Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah - Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Ambon (Lembarari’ Negara'. Tahun 1979 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3137); o
Peraturan Pemerintah 'Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa’ (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

123, -Tambahan  Lembaran Negara Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
,Pemerintkah Nomor 43. Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5717); o '

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168,

. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);

Peraturan Presiden Nomor 17 ‘Tahun 2018 Tenta;lg
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan

- Tertentu {Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 34);
10.

Pératuran Menteri Dalerm Neaeri Nomor 121 Tahiin @61
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara

- Tahun 2014 Nomor 2091);

11

12

13.

14,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang - Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terdnggal,
Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,
Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan
‘Usaha Milik Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 296);
Peratiran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuksan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036); . )
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 4) sebagimana telah

~diubah denga.r_l Peraturan -Menteri Dalam Ne"ge‘r%f Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentarig Pengangkatan

- dan 'Pemberhentian . Kepala ‘Desa (Berita Negara ‘Tahun

15.

.2017 Nomor 12292); -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor-83 Tahiun 2015
tentang Pengangkatan. dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 5) sebagimana telah
diubah ‘dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tabun 2017 tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan

~dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun

2017 Normor 1223); -

kA,
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. Menétapkan -

16.

17. :
' . tentang Penetapan Kembali Negeri ‘Sebagai Kesaman
‘Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah' Pemerintahan -

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Takuri
2018 Nomor 611); oL |
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 ‘tahun 2005

Provinsi Mahiku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun
2005 Nomior 14); -+ - : )

Peraturan Daerah Kabupater—;- Maluku Tengah Nomor 01
Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten

‘Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D);

MEMUTUSKAN:

\

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
NEORRT DAN NHODRS ADMINIGTRATE

1.
2.

. kewenangan daerah. gb‘tonom.

.~ BABI
KETENTUAN UMUM -
- Bagian Kesatu
Pengertian' |

v Pasal 1

. Dalam “Peraturan; B-upati.ihi yahg._dimaksud dengan :
- Daerah adalah Dacrah Kabupaten Maluku Tengah.

Pemerintah- Daerah adalah Bupati sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan  urusan pemerintahan yang menjadi
Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. - |
Sekretaris’ Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Maluku Tengah. . S '

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada. Bupati melalui Sekretaris
Daerah. - S ' :
Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang
bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah,
be'rwcriang mengatur dan mengurus  kepentingan
-masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat
istiadat %éte‘mp‘at berada di Kabupaten Maluku Tengah
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. - ‘ |
Negeri Administratif adalah kesatuahn masyarakat hukumn
dii Luar Negeri geneologis yang memiliki 'wewena'ng
melaksanakan urusan Pemerintalian Negeri Administratif

- 'sebagaimana di atur ‘dalam ketentuan Perundang—

undangan yang berlaku.
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11.

12.
13.

" 14.

15.

"16.

Pemerintahan ‘Negeri -adalah penyelenggaraan ‘urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat
setempat dan. diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri Administratif
dan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif dalam
mengatur - dan - mengurus kepentingan masyarakat
setempat sesuai- ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan

- Negara Kesatuan Republik Indonesia.
I . ]-0‘ | . N
- Perangkat ©  Pemerintah - Negeri sebagai unsur

Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan

penyeleriggaraan Penierintahan Negeri. S _
Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pémerintah
Negeri Administratif. dan Perangkat Pemerintah Negeri
Administratif = sebagai " unsur penyeclenggaradn
Pemerintihan Negeri. - o - - o

Kepala: Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah
Negeri yang mempunyai ‘wewenang, tugas dan kewajiban,
untuk - menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. o SN e
Kepala _Perﬁérintah ‘Negeri Administratif adalah Pejabat

 Pemerintah Negeri yang. mempunyai wewenang, tugas dan
 kewajiban untuk menyelenggarakan . rumah tangga
- Negerinya ‘dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah. . T

_Saniri Negeri adalah. Lembaga/Badan ‘yang merupakarn -
_perwujudan . demokrasi = dalam _ penyelenggaraan

Pemerintahan Negeri dan’ sebagai unsur penyelenggara
pemerintalian negeri, bcrﬁlngsi_' sebagai badan Iegislatif
'yan'g bersama-sama kepala pemerintah negeri membentitk _
Peraturan Negeri, . mengawasi - pelaksanaan tugas dari

kepala pemerintah Negeri serta ‘merupakan badan yang
. mendampingi kepala pemerintah' Negeri dalam mermimpin

Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

. Badan Permusyawaratan’ Negeri adalah lembaga yang

merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan  yang dibentik ditingkat pemerintahan
Negeri administratif dan ‘merupakan unsur penyelenggara
Pemerintahan Negeri Administratif. ' _ :
Perangkat Negeri .adalah unsur Pembantu Kepala
Pemerintah -Negeri dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan

‘unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah ‘Negeri dalam

y
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17.

18.

19.

20.

22,
- 23.°
24.

23.

.. 26.

- adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan
- pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

anggaran berikutnya. -

ath

-5- ’. |

‘pelaksanaan kebijakan ~ yang diwadahi dalam bentulk

pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat Negeri Admiinistratif adalah unsur Pembantu

Kepala Pémeriritah Negeri Administratif dalam penyusunan

- kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat

Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala

. Pemerintah Negeri ' Administratif "dalam pelaksanaan

kebijakan yang di wadahi dalamn bentuk pelaksana teknis
dan mlsur'kcwila'yahan_. - : o _

Keuangan Negeri.dan Negeri Administratif semua hak dan
kewajiban Negeri dan “Negeri Administratif yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan -
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban Negeri dan Negeri Administratif. -
Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif

pertanggungjawaban  keuangan - Negeri dan Negeri
Administratif. =~ = = | .

Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
yang. ‘selanjutnya. disebut RKP * Negeri dan Negeri
Administratif adalah penjabaran dari RPJM Negeri dan

_ . Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
' 21. . J
B ~Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri ‘dan Negeri

Negeri Administratif, adalah Rencana Keuangan Tahunan
'Pemerinltaha.n Negeri dan _N'egeﬁ Administratif. o
Penerimaan Negeri dan Negeri Administratif adalah uang
yang - masuk ke - rekening kas Negeri dan Negeri
Administratif. o -
Pengeluaran Negeri dan ‘Negeri Administratif adalah uang
yang * keluar dari rekening kas Negeri dan Negeri
Administratif. R : |
Pendapatan adalah semua: penerimaan Negeri dan Negeri
Administratif dalam 1 (satu} tahun anggaran yang menjadi
hak Negeri dan Negeri Administratif dan tidak pertu

. dikembalikan oleh Negeri dan Negeri Administratif.

Belanja Negeri . dan Negeri Administratif adalah semua
pengeluaran yang merupakan kewajiban Negeri dan Negeri
Administratif dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

‘akan  diterima . kembali oleh Negeri dan Negeri
Administratif, 3
'Pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif adalah semua

penerimaan yang _i:ierlu_' dibayar kembali dan/atau

‘pengeluaran yang akan diterima kembatli, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan . maupun pada tahun
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27.

- 28,

_'6'__

Pcméga'ng‘ kekuasaah Pengéloiaan Keuangan Negeri dan
Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat PKPKN, |
adalah kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif

vang karena jabatannya mempunyai' kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan  pengelolaan keuangan
Negeri dan Negeri Administratif. o
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Negeri dan- Negeri

' Administratif, yang selanjutaya disingkat PPKN, adalah

29.

- 30.

31.

33.

- 34.

- perangkat Negeri dan -Negeri Administratif. yang
- melaksanakan pengelolaan: keuangan Negeri dan Negeri
Administratif berdasarkan keputusan kepala pemerintah
-Negeri dan Negeri Administratif . yang menugaskan
sebagian kekuasaan PKPKN. o : _

Sekretaris Negeri dsn Negeri Administratif adalah gra‘ngkat
'Negeri. dan Negeri Administratif yang - berkedudukan
sebagai unsur pimpinan sekretariat Negeri dan Negeri
-Administratif yang menjalankan tugas sebagai koordinator

. 'PPKN

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut . Kaur, adalah
perangkat Negeri * dan Negeri - Administratif yang
~berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Negeri dan
Negeri Administratif yang menjalankan tugas PPKN. :
Kepala Seksi,. yang Sclanjﬁmya disebut 'Kasi, adalah .
- perangkat Negeri dan Negeri - Administratif yang
berkedudukan sebagai: pelaksana teknis yang menjalakan
tugas PPKN. ' . '
Rekenin'g Kas Negeri dan Negeri Administratif yang
-selanjutnya  disebut  RKN  adalah rekening tempat
menyimpan ' -uang Peinerintahan Negeri dan Negeri
administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri
dan Negeri administratif dan digiinakan untuk membayar
seluruh pengeluaran N‘egeri dan Negeri administratif pada
- Bank yang ditetapkan. .. . o
Rekening Dana Cadangan Negeri dan Negeri Administratif

~ adalah rekening tempat ‘menyimpan uang Peinerintahsan
- Negeri dan Negeri Administratif yang menampung seluruh

Dana Cadangan Negeri ' dan Negeri Administratif dan
digunakan untuk -mendanai kegiatan yang ditetapkan
dalam Peraturar Negeri dan Negeri Administratif tentang
Pembentukan.  Dana Cadangan Negeri- dan, Negeri -
Administratif dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang

ditetapkan. - o S

Badan Usaha Milik Negeri -dan Negeri Administratif,

selanjutnya disebut BUM Negeri, adalah badan usaha ya_ng
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negeri-
dan . Negeri Administratif  melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan Negeri dan Negeri

. Administratif yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

A
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35.

- 36..

37.
38.

- 39;

40.

41.

42.

- 43.

' 'pelayanan da.n usaha lmxmya untuk . sebeSdr-besa.tnya
> kesejahteraan masyarakat Negeri dan Negeri Administratif.

Dana Cadangan adalahh dana yang disisihkan guna
rmondaiini kegiotan' vons inemeriuiiag  dani wolntir Bobne

yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Surplus Anggaran Negeri dan Negeri Administratif adall
selisih  lebih antara pendapatan’ Negeri . dan Negeri

Administratif - dengan 'belanja Negeri dan Negé’r’i'

Admmlst:ratlf

Defisit Negeri dan Negeri. Administratif adalah selisih
kurang antara pendapatan Negeri dan Negeri Administratif
dengan belanja Negeri dan Negeri Administratif, '

ISlsa Lebih Perhitungan Anggaran yang selan_]utnya disebut

SiLPA. adalah seh31h lebih realisasi- penerimaan dan
pengcluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selan_]utnya
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian

- setiap Kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
" penarikan .dana untuk keglatan yang akan dﬂaksanakan
' berdasarka.n ‘kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
‘Negeri dan Negeri Admmlstratlf '

‘Dokumen - Pelaksanaan Perubahan | Anggaran yang
selanjutnya. dlsmgkat DPPA adalah dokumen yang memuat

- perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan

dan rencana penankan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan

- dalam Perubahan APB Negeri dan. Negeri Administratif

- dan/atau Perubahan Pen_;abaran APB Negeri dan Negen
Administratif. '

Dokumen Pelaksanaan Angga.ran Lan_]utan yang

selanjutnya dlsmgkat DPAL adalah dokumen yang memiat
kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk

kegiatan - la.t_uutan, yang anggarannya berasal dari SiLPA

tahun anggaran sebelumnya. . _ _
Pengadaan barang/jasa Negeri dan Negeri Administratif

Yyang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa

adalah ' kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Pemerintah -~ Negeri dan Negeri Administratif, baik
dllakukan melalui -swakelola - dan/atau penyed.la
bara.ng/ jasa.

Rencana Anggaran Kas Negeri dan ‘Negeri Administratif
yang selanjutnya . disebut .RAK Negeri ‘dan Negeri
Administratif adalah dokumen yang memuat arus kas

.masuk dan arus kas keluar yang d1gunakon niengatur

a penarikan dana dati rekening kas wuntuk mendanai

" pengeluaran- -pengeluaran  berdasarkan DPA yang telah

disahkan oleh kepala Negeri dan Negerl Admmlstratlf

f%{
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44,

- 45,

46.

Surat Permintaan Pem.bayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan

- pengadaan barang dan jasa.

Aparat Pengawas Internal Pemenntah yang selan_]utnya

'unlt pengawasan lcmbaga pcmcrmtah nonkementenan,

inspektorat daerah provinsi, ‘dan inspektorat daerah
kabupaten / kota. _

Penjabaran ‘APB Negeri dan Negcn Administratif ada.lah
pelaksanaan dari  Peraturan Negeri dan -Negeri

. Adrministratif tentang APB Negeri dan Negeri ‘Administratif
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pemenntah

_ K Negeri dan: Negeri Administratif,
47.

Catatan Atas Laporan Keuangan | Negen dan. Negen

‘Administratif yang selanjutnya disebut CalK Negeri dan

Negeri Administratif adalah baglan dari Laporan Keuangan
Pemerintah Negeri dan Negeri Adlmmstratlf yang berisikan

-Informam Umum, Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan

Rmma.n Pos Laporan Reahsa31 Anggaran

Baglan Kedua

Asas Pengelolaan Keuangan Negen dan Negen Administratif

1y

o

@

Pasal 2

Keuangan Negen dan Negeri Admnustratlf dikelola
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta

o dJlakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
APB Negeri rne‘upakan dasar pengelolaan keuangan _
' Negeri dan Negeri Administratif dalam masa 1 {satu) tahun

anggaran mulai. tanggal 1 Januan sampzu dengan tanggal

.31 Desember

- BABII
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

: Pasal 3 .
Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Negeri dan
Negeri Administratif dalam Peraturan Bupati ini untuk

- memberikan - kepastian = hukum = Dalam Pengelolaan

Keuangan Negeri dan Negeri Administratif,
Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Negeri dan
Negeri Administratif ‘dalam Peraturan - Bupati ini untuk

- memberikan pedoman teknis dalam Pengelolaan Keuangan

Negeri dan Negeri Admm1stratlf

At
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Pasal | ‘

Rua.ng ]mgkup Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negen
Admniinistratif dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a.

kekuasaan: pengelolaan keuangan Negeii dan Negen

‘ Adrmmstratlf

anggaran pendapatan dan bela.n_]a Negen ~dan Ncgen

' "A«lnlhﬂnumlslﬁ

C..

(1)

(2)

_ ',','-(3)' _
o Negcrl dan. Negen Administratif sebagalmana dimaksud

- pada ayat (2), Kepala Pcmennta.h Negeri dan Negeri
'Admnustrahf menguasakan. ‘sebagian kekuasaanriya

)

pengelolaan; dan _
pembinaan dan pengawasan.

- " BABIII
- KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
' NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

: Baglan Kesatu
Pemcgang Kekuasaan Pengeloiaan Keuangan
| Negeri dan Negeri Administratif

: : Pasal 3
| Kepala Pcmermtah Negen dan Negeri Ad.tmmsﬁ'auf adalah
PKPKN dan mewakili Pemerintah Negeri dan Negeri

Admuustrau.f dalam kepemilikan kekayaan riilik Negeri
. dan Negen Administiatif yang dipisahkan. -

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri- Adlmmstratlf selaku
PKPKN sebaga.lmana d1maksud pada ayat (1}, mempunyal
_kcwenangan :

" a. menetapkan kebljakan tentang pelaksanaan APB Negen

~ dan Negeri Administratif; - _

b: menetapka.n kcbl_]a.kan tentang pengelolaa.n barang
. milik Negeri dan Negeri Admlmstratlf

c. melakukan tmdakan yang mengaklbatkan pengeluaran

_atas beban APB Negen dan Negen Administratif;

- menetapkan PPKN; =

- menyetujui DPA,, DPPA clan DPAL; _

menyetujui RAK Negen dan Ncgcn Admm:stratlf dan

g. '.menyetu_]m SPP _

Dalam melaksanakan kekuasaan pengclolaan keuangan

rﬂp? =3

kepada perangkat Negen dan Negen Admuustratlf selaku

" PPKN.

Peh.mpahan sebagla.n kekuasaan PKPKN kepada PPKN
‘ditetapkan dengan keputusan’ Kepala Pemerintah Negeri

~ dan Negeri Admmlstratlf

vy
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10--

Dala.m melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku

PKPKN, Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif

dapat diberikan Honorarium sesuai standarisasi yang
tercantum dalam Lamplran yang merupakan baglan tidak

e terpisahkan dari Peraturan Bupatl ini.

Baglan Kedua a

Pelaksana Pengclolaan Keua.ngan
: Negem dan Negeri Adminisﬁmtlf

" Pasal 6

PPKN sebagalma.na d1fnéksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri
atas:

a. .
b.
. e

(1)

(2)

Sekretarls Negcn dan Negen Admunstratlf

) ‘Kaur dan Kasi; dan

Kaur keuanga.n

- Pasa.l 7
Sekretans Negen dan Negen Adm.lmstratlf sebagalmana
dimaksud dalam - Pasal 6 huruf a bertugas scbaga.l.
koordinator PPKN. | .
Sekretaris - Negeri dan. Negen Admlmstratlf sebagalmana_
dimaksud ‘pada ayat (1) mempunyai tugas: :
-a. mengoordinasikan® penyusunan dan pelaksanaan
o kebljakan APB Negen dan Negeri Administratif;
b. mcngoordmas:kan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan APB Negen dan Negen Adnnmstrattf .
C. ,mengoordma&kan penyusunan rancanga.n APB Negeri
dan Negen Admm13trat1f dan rancangan perubahan
APB Negeri dan Ncgen Administratif; '

- d. mengoordmasnkan penyusunan rancangan peraturan

~ ‘Negeri dan Negeri Admmstranf tentang APB’ Negeri dan
"Negeri Administratif, perubahan APB Ncgen dan Negeri
- Administratif, dan pertanggun'awaban pelaksanaan
. - APB Negeri dan Negeri Administratif; '
e.. mengoordmas:kan penyusunan rancangan pcramran
- kepala pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
. tentang. Penjabaran APB Negen dan  Negeri
- Administratif dan Perubahan Penjabaran APB Negei'i |
~dan Negeri Administratif, -
f. mengoordinasikan tugas perangkat Negen dan -Negeri
Administratif lain yang metijalankan tugas PPKN; dan
g mengoordmasﬂsan penyusunan laporan keuangan -
' .Negerx ‘dan. Negen Admlmstratl.f dalam rangka
pertanggungjawaban pclaksanaan APB Negeri dan
Negeri Admlmstrauf

AtA
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Sela.m tugas sebagalmzma dimaksud - pada ayat (2),

Sekretaris Desa mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;

b. _-melakukan verifikasi- terhadap RAK Negen dan Negen

Adnnmstratlf dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan

' pengeluaran APB Negeri dan Negeri Administratif. :
Dalam melaksanakan tugasnya sebagal koordinator PPKN,
Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif dapat diberikan |
Honorarium sesuai standarisasi yang terca.nt:um dalam
Lamplra.n yang merupakan bag:tan tidak tcrplsahkan dari
Peraturan Bupau 1.

C ' Pasa_l 8 :
Kaur dan - Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b bertugas sebagai pelaksana keglatan afntggaran.

Kaur scbagaimana, dimaksud pada: dyat (1) terdln atas;
a. Kaur tata usaha dan umum; dan

b, Kaur perencanaan.

(3

Kasi sebaga.lm ana chmaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: '

.a. Kasi pemerintahan:

b. Kasi kese_]ahteraan, dan -
¢. Kasi pelayanan. =
Kaur dan Kasi sebaga.lmana d1maksud pa_da ayat (1)

- mempunyai tugas:

a. melakukan tindakan yang menga]gbatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan angga.ran kegiatan  sesuai bidang
tugasnya : -

C. mengendahkan keg:atan sesuai. bldang tugasnya;

d. menyusun DPA, DPPA ‘dan DPAL sesuai bidang
tugasnya; '

e.. menandatangani - perjanjian kerja sama dengan

penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan
yang ‘berada dalam bidang tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
‘tugasnya untuk pertanggun.awaban pelaksanaan APB
‘Negeri dan Negeri Administratif,
Pembagian ‘tugas Kaur dan Kasi pelaksana kcglatan.
-anggaran sebagannana dxma.ksud 'pada ayat [4) dilakukan

~ berdasarkan bidang tugas' fnasing-masing dan’ ditetapkan
- dalam RKP-Negeri dan Negen Administratif..

Dalam melaksanakar tugasnya sebagau pelaksa.na
kegiatan anggaran - selaku PPKN, Kaur dan Kasi dapat
diberikan Honora.num s€suai standarisasi yang- tercantum
dalam: Lampiran 'yang mempakan bagla.n tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupatl ini,

f%é
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Pasal 9

'Kaur dan Kasi dalamn melaksanakan tugas sebagalmana
ditnaksud  dalam Pagal ‘8 dyat (@) dupat dibatta-eleh fim

yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
karena sifat dan j Jjenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Tim ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari
unsur perangkat Negeri dan Negeri Administratif, lembaga
kemasyarakatan Negeri dan Negeri Adrmmstr'\t:lf dan/ atau

; masyarakat yang terdm atas
- a. ketuad '

b. sckretans‘ dan - K ,--' |

C. anggota

Perangkat Negcn da.n Negcn Administratif sebagalmana
dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
Pembentukan tim scbagmmana dimaksud pada ayat (1) :

diusulkan pada saat penyusunan RKP Negen dan Negen
Administratif. '

Tim sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) dltetapkan

melalui keputusan Kepala Pemenntah Negen dan Negen\
Administratif, '

Dalam - hal Kaur dan Kasi melaksanaka.n tugas
sebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dibanty
oleh . tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan
barang/ Jasa, tugas. penandatanganan perjanjian kerja
sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa

- sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat'(4) huruf e
- dilakukan oleh. Kaur dan Ka31 sesua.1 dengan bidang
. tugasnya :

‘Tim yang melaksanaan mgas sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1) dapat diberikan honoranum berdasarkan kegiatan

'sesum strandansam yang tercantum dalam Lampiran yang
_ mempakan baglan tidak tcrp1sahkan dan Peraturan

Bupati ini. -
Dalam hal a.nggota Tim sebaga.i.mana chmaksud pada ayat
(2). melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, maka dapat
diberikan honorarium berdasarkan jumlah keglatan ya.ng
tugaskan ' -

Pasal 10 , '
Kaur kf-uangan sebagalmana dimaksud da]am Pasal 6-
hurif ¢ melaksanakan fungsi kebendaharaan. '

Kaur keuangan ‘sebagaimana dirmaksud pada ayat (1),

'mernpunyal tugas:

a. menyusun RAK Ne'gex_"i- dan Negeri Administratif; dan
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima,
menyimpan, - - menyetorkan / membayar,

i
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menatausahakan  dan mempertanggungjawabkan

.penérimaan pendapatan Negeri dan Negeri Administratif

dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Negeri
- dan Negeri Administratif,

(3) Kaur Keuangan dalam- ' melaksanakan  funasi
kebendaharaan memiliki ' Nomor Pokok Wajib Pajak
pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, '

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bendahara, Kaur
Keuangan dapat diberikan Honorarium sesual standarisasi
yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.

‘BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

: o Pasal 11 =

(1) APB Negen dan Negeri Admnustratlf terdari dari:.

| a. pendapatan Negeri dan Negeri Administratif;

. b. belanja Negeri dan Negeri Administratif; daiz.
~ ¢. pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif.

{2) Pendapatan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut
kelornpok Jjenis dan objek pendapatan.

{3) Belania Negeri dan Negeri Administratif sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut
bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, -
dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
diklasifikasikan menurut. kelompok jenis dan objek
pemblayaan

_ Pasal 12 _
Pendapatan N egeri dan Negeri Administratif, belanja Negeri dan
- Negeri Admmlstratif dan pembiayaan Negen dan Negeri
Administratif diberi kode rekening.

| Bagian Kesatu
Pendapatan

-  Pasai 13 .
(1) Pendapatan Negen dan Negeri Administratif sebagaimana
- dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu semua
penerimaan Negeri dan Negeri Administratif dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang menjadi hak Negeri dan Negeri
Administratif dan tidak perlu dikembalikan oleh Negeri
dan Negeri Administratif.

P
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Pendapatan Negeri dan Negéri Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. pendapatan asli Negerl dan Negeri Administratif;

b. transfer; dan - |
c. pendapatan lain.

Pasal 14
Kelompok per' dapatan asli Negeri dan Negen Administratif

_sebaganna_na chmaksud dalam Pasal 13 ayat (2} huruf a,

terdiri atas jenis:.
a. hasil usaha; E

b. hasil aset;

C. swadaya part[mpam dan gotong royong, dan.
<. pondapatan asit Nogerl dan Nogerl Administras lain.

~ Hasil usaha Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil
BUM Negen dan Negeri Administratif,

Hasil aset sebagalmana dimaksud pada ayat (1} huruf b,

- antara lain, tanah kas Negeri dan Negeri Administratif,

tanah/kebun Negeri, meti Negeri, tambatan perahu, pasar

Negeri- dan Negeri .Administratif, tempat pemaridiar
VAU, ndineen 10igast, o hianll asi lninsya  resviai

dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala Negerl dan Negen
Admm1$trat1f o '

Swadaya part181pa51 dan gotong royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah penerimaan yang
berasal ‘dari sumbangan masyarakat Negeri dan Negeri

' Admlnlstratlf
- {5).

Pendapatan asli Negeri dan Negeri - Administratif lain
sebagaunana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain
hasil pungutan Negeri dan Negeri Administratif.

Hasil pengelolaan tanah/kebun Negeri dan meti Negeri
sebagannana dimaksud pada ayat (3) dan swadaya,

partisipasi dan gotong royong yang tidak berupa uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukan dalam
APB. Desa yang angga.ralmya tidak dimasukan dalam
rekening Kas Desa namun dlcatatkan dalam CalLK dan_
Buku Kas Umum.”

Pasa] 15

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
a. - dana Negeri dan Negeri Administratif;

, b. bagian dari hasil pajak dacrah dan retribusi daerah

kabupaten; -
c.. alokasi dana Negen dan Negen Adnumstratlf

«‘54%
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d: bantuan keua.ngan dari Anggaran Pendapatan
¢ Belanja Daerah Provinsi; dan _

€. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan _
~ . Belanja Daerah Kabupaten.

Bantuan keua.ngan dari- Anggaran Pcndapatan Belan_]a

" Dacrah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana -
- dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf ¢ dapat berSIfat, .

Y :
Hertn dnn B 1H""E’Eaam'. bersitat khuaus sebagatmana

dimaksud pada ayat (2) dJkelola dalam APB Negeri dan
Negeri Administratif tetapi tldak diterapkan - dalam
ketentuan- penggunasn paling sedikit 70% (tujuh puluh
per seratus) dan. palmg banyak 30% (tiga puluh per
seratus).

‘Bantuan x(euanga_n yang bCI'Slfat umum sebagamlana |
" dirhaksud pada ayat (2). pcruntukan dan penggunaannya
_chserahkan sepentuhnya - kepada Negeri dan Negeri
- Administratif penerima bantuan dalam ‘rangka membantu

pelaksanaan ‘tugas - pemenntah daerah di Negeri dan

Negeri Administratif. -

Bantuan keuangan yang bersﬁat khusus sebagajmana

* dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya
ditetapkan oleh pcrnermtah daerah pemberi bantuan

dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan
Negeri dan Negeri Adrmmstratlf pembangunari Negeri dan.

‘Negeri- Administratif, Pembinaan Kemasyarakatan Negeri

 dan Negeri Administratif, dan Pemberdayaan Masyarakat

- (6)

a.

b.

Negeri dan Negeri Administratif.
Peruntukan dan penggunaan Bantuan Keuangan bers1fat

- Umum sebagalmana dimaksud pada ayat (4) dan Bantuan
Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada.
ayat (5] diatur dan d1tetapka.n dengan Peraturan Bupati:

Pasal 16

| IKelompok px,ndapatan lain sebagaimana - d.lmaksud dalam
- Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

penerimaan dari hasil kerja sama Negeri dan Negen
Adrmmstraﬁf :

penerimaari “dari - bantuan perusahaan yang berlokasi- d1
Negen dan Negeri Admm13trat1f

.- peherimaan dari hibah dan sumbangan dan pﬂ.ak ketlga,
. koreksi kesalahan belan_}a tahun anggaran sebelumnya
yarig mengakibatkan penerimaan di kas Negeri dan Ncgen

Adnnmstratlf pada tahun anggaran berjalan; .
bu.nga bank dan B -

/%%
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- Bagian Kedua
- Bclarlja

o . Pasal 17
Belanja Ncgen dan Negeri. Administratif sebagalmana

. dlmaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu semua

: pengeluaran yang merupakan kewajlban Negen dan Negerl
- Administratif dalam 1 (satu} tahun anggaran yang tidak
_ akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Negen dan

Nuguﬂ Ad,nﬂxﬂatrﬂuf

Belania Negeri dan Negen Admm13trat1f sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai
penyelenggaraan kewenangan Negeri dan  Negeri
Admnnstrahf ' - '

- Pasal 18 \
K.lasﬁikam belanja Negerl dan Negeri Adrmnlstrat:lf terdJn
atas bldang

. a." penyelenggaraan pemenntaha_n Negeri . dan Neg"én

, IAdmmmtratlf

-~ b. 'pelaksanaan pembangunan . Negen dan Negeri

: Admlmstratlf

¢. pembinaan kemasyarakatan Negen dan Negcn _
. Administratif; ' '

- d. pemberdayaan masyarakat  Negeri dan Negeri

 Administratif; dan.

e. -penanggulangan benca.na keédaan darurat dan

mendesak Negeri dan Negeri Administratif,

Klasifikasi belanja sebagannana dimaksud pada ayat (1)
, huruf 4, sampai dengan huruf-d d1bag1 dalam sub bidang

dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Negeri dan- Negeri

_ 'Adnumstratlf yang telah dltuangkan dalam RKP Negen dan

Negeri Adrmmstrahf

Klasifikasi ‘belanja. sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf e dibagi dalam sub bidang sesua1 dengan kcbutuha.n-
Negeri dan Negeri Administratif untuk penanggu]angan
bencana, keadadan darurat dan mendesak yang tCI]adl di
N egen dan Negeri Admlmstrauf

Pasal 19 :

KIasﬁikam belanja sebagaimiaria dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:

a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
dan operasmnal pemerintahan Negen dan Negeri
Admunstrat!f _

b. sarana dan prasarana pemerintahan Negeri dan Negeri

A
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¢. administrasi keperidudukan, pencatatan sipil, statistik,
dan kearsipan; . -
d. tata prajé" pemeriniahan, perencanaan, keuangan, dan
pelaporan; dan S
e. pertanahan. e
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat {1} huruf b dibagi dalam sub bidang: '
pendidikan; .
kesehatan; \
- pekerjaan umum dan penataan ruang; -
kawasan permukiman; _
kehutanan dan lingkungan hidup;
_perhubungan, komunikasi dan informatika; -
energi dan sumber daya mineral; dan
pariwisata; ' ' _
Kliasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

- ayat (1) huruf ¢ dibagi dalam sub bidang:

a.- ketentraman; ketertiban, dan pelindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan kegamaan; _ o '
c. kepemudaan dan olah raga; dan

d. kelembagaan masyarakat- S
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1} huruf d dibagi dalam sub bidang: |

a. kelautan dan perikanan;

'b. pertanian dan peternakan;

C.  peningkatan kapasitas aparatur Negeri dan Negeri
Administratif, . - |

d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
kehiarga; ' .

“e.. koperasi, usaha mikro kecil dan_mericngah;

f. dukungan penanaman modal; dan
g. perdagangan dan perindustrian.
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

- ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana: -

b. keadaan darurat; dan
¢. keadaan mendesak.

" Pasal 20

- Sub bidang sebégajmana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1). sampai dengan ayat (5) dibagi dan dirinci dalam
kegiatani - yang- tercantumi - dalam Lampiran yang

~Mmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini. o -

Kegiatan penerimaan. lain Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif dan perangkat Negeri dan Negeri
Administratif dapat ditambahkan, yang anggarannya
dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah/kebun Negeri,
meti N;eri dan/atau bantuan khusus pada sub bidang
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penyéléng'garaan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan
' '0perasmnal pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif
' Bldang Pcnyelenggaraan Pemenntahan Negen dan Negerl
'Admlmstrauf. -

‘Popnampatan lcagié,tan aebﬂgaimana rnmakaud pﬁda ayat
(2} tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling

! banyak 30% (tiga puluh per seratus) sesuai ketentuan

pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 takun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Taahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 21

Jenis Belan_]a sebagaimana dlma_ksud dalam Pasal 17 ayat (1),

~ terdiri atas: :

a. belanja pe‘gawaJ;

b. belanja barang/jasa;

‘c. belanja modal; dan

d. Ibelanja_'taliit terduga. -

: ' _ Pasal 22

(1) Belan_]a pegawm sebagajmana dimaksud dalam Pasal 21
Churuf g, dlanggarkan untuk pengeluaran penghasilan
tetap, .tunjangan, ‘tunjangan dari penerimaan lain, dan
pembaiyaran Jaminan sosial bagi Kepala Pemerintah Negen
dan Negeri Administratif dan perangkat Negeri dan Negen

- Administratif, serta tunjangan BPN/Saniri Negeri.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

. dianggarkan dalam bldang penyelenggaraan pemerintahan
Negen dan Negeri Administratif. o :
{3) .Belanja- pegawai sebagaJmana dJmaksud pada ayat [ 1)
T pelaksanaa_nnya dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebaga.lmana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan pcratw'an perundang-
undangan dan kemampuan APB Negen dan Negen
Administratif, '

'(5) Dikecualikan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai-

sebagaimana  dimaksud pada ayat . (3) terhadap
pembayaran tunjangan tambahan penghasilan Kepala

‘Pemnerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat

Negeri dan Negeri Administratif untuk Pemberian
Penghargaan bagi Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif dan Perangkat ‘Negeri -dan  Negeri

' Administratif yang diberikan. 1. (satu) kali pada saat akhir

‘masa jabatan atau han terakhjr purna tugas

/?41%
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Kepala Pemerintah Negeri, Perangkat Negeri dan-
Pimpinan/Anggota BPN/Saniri Negeri yang keputusa.n
pengangkatannya d1tetapkan pada tanggal 1 sampai
dengan tanggal 16 pada bulan dikeluarkannya ketetapan

tersebut, . kepada:  yang.  bersangkutan - diberikan
penghasilan tetap dan’ tunja.ngan penghasilan BPN/Saniti
Negeri untuk bulan berjalan.

Kepala Pemf_:rmta]_:l Negerl, Peréngkat Negeri dan
Pimpinan/Anggota BPN/Saniri Negeri - yang keputusan

. pengangkatannya dltetapkan diatas tanggal 16 pada bulan
_ d1keluarkannya ketetapan tersebut maka penghasilan

tetap dan tun_]angan penghasﬂa.n BPN /Sanm Negeri-yang
bersangkutan - mulai - diberikan, . setelah _. bulan

- diterbitkannya ketetapan d1maksud

(8)

i

-Penghasilan tetap dan tun_]angan penghasﬂa.n BPN/ Saniri
Negeri :sebagaimana. dimaksud pada ayat (1} muilai

dihentikan - pembayarannya = apabila ketetapan
pemberhcntlan pegawai diterbitkan di bawah tanggal 16 .

~pada bulan dikeluarkan ketetapan.

Penghasﬂa.n tetap dédn tunjangan pehghasﬂa.n BPN/ Saniri
Negeri sebagaiimana - dimaksud . dalam ayat (1) tetap

. dibayarkari - untuk bulan ber;]alan apablla ketetapan
: _pemberhent:an pegawaJ diterbitkan di atas tanggal 16

| (10)

(11)

pada bulan saat diterbitkan ketetapan tersebut.

Apabila’ terdapat kekosorigan jabatan pada struktur
organisasi pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif
maka a.loka31 belanja pegawai yang diperuntukkan bagi |

jabatan tersebut wajib disetorkan kembali oleh Kaur

Keuangan ke Kas Negeri dan Negeri Administratif,

Apabﬂa terdapat jabatan yvang dijabat secara rangkap oleh
salah ' satu pegawai -dalam organisasi penyelenggara
pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif, maka
Ppembayaran tunjangan penghasilan hanya diberikan

- untuk jabatan yang lebih tinggi dalam struktur organisasi

dan atau’ apabila jabatan yang dijabat secara rangkap

- tersebut . berkedudukan sama, : maka - _tunjangan

‘ penghasﬂan tetap tersebut dlbayarkan untuk salah satu
K _]abatan saja.

(12)

- (13)

Belanja pegawai yang t:ldak dibayarkan scbaga.l akibat dan

adanya. kekosongan Jabatan dan atau! terdapat adanya

jabatan rangkap, wajib disetorkan kembali oleh Kaur
Keuangan Negeri dan Negeri Adlmmsu'atlf ke Kas Negen
dan Nege"1 Administratif. '

Bukti setor kembali ke kas Negen dan Negeri Adm1mstrat1f o

‘sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10} dan ayat'( 12)
dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Dana Alokasi Dana Ncgen dan Negeri
Administratif. '

At
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Pasal 23 -

Belanja barang/jasa sé¢bagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan
barang/ jasa-yang ‘nilai 'manfaauiya kurang dan 12 {dua
Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘a. operasional peméi‘mtah Negeri dan Negeri'Administratif;

- b. pemeliharaan sarana prasarana Negeri dan Negeri

- Administratif, | R .

kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan /bimbingan teknis;

operasional BPN/Saniri Negeri; S

- insentif 'Rukun:._'l'l‘,etangga/'quun Warga; dan .
pemberian baj-ang_' pada masyarakat / kelompok
- masyarakat. - . o '- _.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk
operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga

untuk  membantu pelaksanaan tugas  peélayanan

o0

| - pemeriritahan, péréncanaan pembangunan, ketentraman

@

(5)

- dan ketertiban, serta -"'pembe_rdayaan, mzsyarakat Negeri
~ dan Negeri Administratit.- P :
. Besaran  insentif = untuk' operasional  Rukun

Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat

Negeri.. - o L
Pemberian ©  barang  pada ‘masyarakat/kelompok

(_3-] ditetapkan dengan Su:at-Kepu_tusan Kepala Pemerintah

'masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f

dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Negeri

~ dan Negeri' Administratif dan ditetapkan dengan Surat

6

o

(2}

3

.Keputusan Kepala Pemerintah Negeri. -

Dalam Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri
‘sebagaimana -dimaksud pada -ayat (5} antara lain

- mencamtumkan jumlah dan jenis barang, nama dan

alamat penerima bantuan.

~ Pasal 24

-’Eelanja modal sebagaimana_ dimaksud dalam Pasal 21
“huruf . ¢, digunakan - untuk pengeluaran pengadaan

barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 {dua belas)

“bulan dan menambah aset. |

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
Negeri dan ' Negeri Administratif. .

Dalam hal kegiatan ‘pembangunan infrastruktur fisik,
maka jenis® belanja barang/jasa dapat dimasukan dalam
jenis belanja modal untuk kepentingan pencatatan aset

Negeri Za n Negeri Administratif.
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: Pasal 25 _

Belanja tak terduga scbagpimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf d m"‘erupakan belanja untuk kegiatan pada sub
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
keadaan mendesak yang berskala lokal Neg ri dan Negeri
Administratif. :

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak

Sehaammanﬂ dimakaud pada dyat (1) prling eesilss
memenuhi kriteria sebagai berikut: -

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya;

b. = tidak diharapkan terjadi berulang; dan

¢ berada di luar kendali pemenntah Negerl dan Negeri

- Admiinistratif. :
K{asiﬁnﬂﬂ pada aub bldnﬂg pcmmxggulangmi hsneana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya

tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan
bencana sosial.

_Keglatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana

dimaksud  pada ayat (1) merupakan  upaya
penanggulangan  keadaan darurat karena adanya
kerusakan dan/atau tefanca.mnya penyelesaian
pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan
harga yang menyebabkan terganggunya pelavanan dasar

‘masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan
upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 26 -
Ketentuan kriteria bcncana alam sebaglmana dlmaksud
dalam Pasal 25 ayat (3) adalah bencana yang dlaklbatl__;an
oleh peristiwa atau  serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi,
tsunam1 gunung meletus, banjir, ba_npr ba.ndang, angin
topan, angin puting beliung, tanah longsor, kekenngan
kebakaran, kebakaran hutan, kebakaran ' lahan,

- gelombang pasang atau -badal gas beracun, abrasi dan

tanah longsor . .
Ketentuan kriteria’ bencana sosml adalah bencana yang
diakibatkan oleh penstlwa atau serangkaian peristiwa
yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat
dan teror. '

it
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Ketentuan kriteria kegiatan yang dapat dibiayai u.ntuk
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah

. merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya

bencana alam dan bencana sosial berupa kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana
untuk menangam dampa.k buruk: ya_ng d1t1mbu1km1
mehpun o -
a. kegiatan penyelamatan  dan evakuas_i awal
- masyarakat terkena bencana; - '
pemenuhan kebutuhan dasar/pelayanan dasar; .
c. perlindungan terhadap kelompok rentan dan
© pengurusan pengurnigsi;
-perbaikan lingkungan daerah bencana,
pemulihan dengan segera sarana dan prasarana
vital/umum;
pemberian bantuan perbalkan rumah masyarakat
- permulihan sosial psikologis; '
pelayanan kesehatan,
_ rekonsialiasi dan resohusi konflik;
.pemuhhan sosial, ekonomi dan budaya;
pemulihan keamanan dan ketertiban; -
pemutihan fungsi pemerintahan; dan’
pemulihan fungsi pelayanan publik.
Penetapan kriteria kegiatan yang dapat -dibiayai untuk
penanggulangan bencana alam dan bencana, sosial

o o

~sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati bersama .

antara Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan
BPN/ Saniri Neger1 yang dituangkan dalam Berita Acara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan ,
- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. '

Berdasarkan Berita .Acara sebagannana dimaksud pada
ayat (4) Kepala Pemerintah Negeri dan Negen Administratif
menetapkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif tentang kriteria kegiatan yang dapat
dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27
Kntena - keadaan darurat adaldh adanya kerusakan

- dan/atau terancamnya penyelesalan pembangunan

sarana dan prasarana -akibat kenaikan harga atau akibat
lainnya yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar

masyarakat meliputi :

a. kenaikan harga yang berskala kabupatcn, dan
b. kenaikan harga yang mengakibatkan tidak dapat

At
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dﬂakukan perubahan/penyesuaian anggaran untuk
menyelesaikan kegiatan yang ada.
Kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sarana dan prasarara pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat
dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum

- dan ' perlindungan masyarakat, dan sosial yang
‘memerlukan penanganan segera. -

Dalam hal - terjadi keadaan . darurat karena adanya
kerusakan dan/atau = terancamnya penyelesaian

: pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan

harga dan/atau akibat lainnya yang menyebabkan

. terganggunya pelayanan dasar masyarakat sebagaimana

dimaksud pada -ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif menga_]ukan permohonan kepada

. Bupati melalui Perangkat Daerah yYang menangani Urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri lewat Camat untuk
dapat ditetapkan dalam keadaan darurat.

Penetapan keadaan darurat sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) dan sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dltetapkan oleh Bupati dengan Keputusa_n Bupati.

, Pasal 28

Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam

pasal 25 ayat (5) adalah keadaan yang memaksa untuk
segera dilakukan, dipertuhi, dan diselesaikannya upaya
pemenuhan kebuttihan primer ‘dan pelayanan dasar
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan berupa
kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Kriteria: niasyarakat miskin yang mengalami kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah im-_arga Negeri
dan Negeri Administratif yang sama sekali tidak
mempunyai  sumber ‘mata pencaharian  dan/atau

mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tdak

mempunym kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
yang iayak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling Sed.lklt
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m?
per orang; '
b. jenis lantai tempat tinggal terbuat dari bambu/ kayu
-~ murahan;

/%M
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_'c. jenis dmdmg tempat tinggal dari bambu/ rumbla/

- kayu berkualitas rendah/tembok tanpa c‘lplester

- d. tidak memiliki fasilitas buang air besar; o
. e. sumber pencrangan _. rumah’ tangga ' tidak

' mef‘i‘ggunakan listrik: -

't sumber aly mitium bes'aaal daﬂ aumw/ m&t;a, air el

terlindung/sungai/air hu_]an

g bahan bakar untuk memasak sehari-hari

menggunakan kayu bakar/arang/minyak tanah;

‘h.  -hanya mengkonsumsi dagmg/ susu/ ayam 1 (sam)'

- kali seminggu; :
i." - hanya mampu membeli 1 (satu) stel pakaian baru
dalam setahun; - .
_hanya sanggup makan dalam 1/2 kali dalam sehari; _
" tidak sanggup membayar blaya pcngobatan di
--_"puskesmas/pohkhmk S
. sumber pcnghasﬂan kepala rumah tangga adalah
. petani dengan luas. lahan 500m?, buruh tani,

. nelayan, buruh bangunan buruh perkebunan, buruh
' pelabiihan, buruh  pasar, buruh terminal atau

pekérjaan lainnya dengan pendapatan d1bawah Rp

.- 600.000,- per-balar:. -

m. Feadidikan tcru.nggi chala. mmah tangga tidak
sekolah /tidak tamat SD/tamat SD;

| n. Tidak memiliki tabungan/ parang yang muadah dJJual

dengan mlmmal Rp 500. 000 sepert:l sepeda motor;
- 'dan
0. . Kond131 kehldupannya sangat mempnhantlnkan
KOI'.ldlbI keadaan mendesak sebaga.tma.na dimaksud pada

‘ayat (1} dan masyarakat miskin yang mengalami
' kedaruratan sebagalmana dimaksud pada- ayat (2}

dlsepakatl melalui - Musyawarah Negeri dan Negeri

‘Admm1strat1f_ yang ° dltuangkan ‘dalam Berita Acara

sebagalmana terca.ntum dalam Lampuan yang merupakan

B_erdasarkan Berita Acara sebagaimana dnnaksud pada .
ayat (3} Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
menetapkan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Adrministratif tentang kondisi keadaan mendesak

- sebagai dasa.r pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat

miskin yang menga]aml kedaruratan

, . Pasal 29 '
Tata cara penggunaan anggaran untuk keglatan pada sub
bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan

" keadaan mendesak yang berskala lokal Negen ‘dan Negeri
- Administratif sebagalmana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

(1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga
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'.Belanja tak terduga unu.k kegiatan pada sub bidang
' pena.nggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan

mendesak yang berskala lokal Negeri dag Negen
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

‘dianggarkan melalui APB Negeri dan Negeri Administratif

dan/atau APB Negeri dan Negeti Administratif Perubahan.

Belanja tak terduga yang dianggarkan dalam APB Negefi
dan Negeri Administratif dan/atau APB Negeri dan Negeri
Adm.lmstratl.f Perubahan sebaga.lmana dimaksud pada
ayat (2); urzian rercana anggaran blayanya dibuat secara
global tanpa dirinci. : '

Sumber pendanaan belan_la tak terduga dapst, dlambﬂkan
dari pendapatan, dan /atau penerimaan pembiayaan yang

- dianggarkan dalam APB. Negeri dan Negen Administratif

| dan/ataiy AFD Rogerl dan Nl AdFinIetrats BaFhahian.

Realisasi Belanja - Tak Terduga sebagaimana dimaksud
pada.. ayat’ (3) dan ayat (4) dllaporkan sesuai dengan

-kultan31/ pengeluaran /belanja yang dilakukan. ,
Tata cara penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga.

sebagdiimana dimaksud. pada ayat (1) dan ayat (2) adalah

langsung ‘dibelanjakan. pada saat terjadinya kondisi

penanggulangan bencana keadaan darurat, dan keadaan
mendesak yang berskala  lokal Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) setelah dipenuhinya
ketentuan sebagalmana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4),

pasal 27 ayat (4), dan/atau pasal 28 ayat (5}

Tata cara penggunaan ‘Anggaran Belanja Tak Terduga
sebagauna.na dlmaksud pada ayat [1) dan ayat (2) sebagai
berikut:

—a. Kepala Pemermtah Negen dan Negerl Adm.lmstratl.f

-mengeluarkan. pemyataan ‘tanggap darurat bencana,
keadaan darurat - dan keadaan mendesak
 berdasarkan Berita Acara yang disepakati bersama
- antara Pernenntah Negeri dan Negeri Administratif

- " dan BPN/Saniri Negeri; '
b. . Kepala Pemerintah Negeri dan Negen Adrmmstrauf
' :menetapkan TPK tanggap darurat bencana/keadaan
. darurat/keadaan me'ldesak ya.ng terdiri dari seluruh

_ perangkat Negen “ :

6. TPK - . tanggdp darura't o benca'na/ keadaan

. ~dariirat/keadaar . mendesak yang mengajukan
rencana kebutuhan belanja tanggap darurat bencana
kepada. Sekretaris Negeri dan Negeri Admm_lstratlf

" selaku koordinator PPKN;

d. ‘Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif

memvenﬁkas1 rencana kebutuhan belanja tersebut;

/@ﬁr%
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Kaur Keua.rigan- méncéjrkan dana tanggap darurat

- bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak

kepada TPK tanggap darurat bencana/keadaan

I' darurat/keadaan mendesak paling lambat 1 (satu)

hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana
kebutuhan belanja; :

penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat
- pada buku kas umum tersendiri oleh Kaur Keuangan;
TPK  tanggap  darurat bencana/keadaan
darurat/keadaan mendesak bertanggung jawab

- secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan

dana tanggap darurat yang dikelolanya;
pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap
darurat bencana disampaikan oleh TPK tanggap
darurat bencana/keadaan darurat/keadaan
mendosnk kepddn Kopald Dariarintiah  Nogeel ohn
Negeri Administratif dengan melampirkan bukti-bukt
pengeluaran yang sah dan lengkap;

pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia
anggaranmya dapat menggunakan belanja tidak
terduga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan

~ Kepala Pemerintah Negeri berdassrkan persetujuan
. pimpinan Saniri Negeri; dan '

dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi

" dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana

dari hasil perubahan anggaran dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan atau memanfaatkan
uang kas yang tersedia. ' :

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 30

Pembiayaan Negeri-dan Negeri Administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf ¢ menipakan
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau--
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkitan maupun pada tahun

- anggaran berikutnya. |
Pembiayaan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1} terdiri atas kelompok: '

penerimaan pembiayaan; dan
pengeluaran pembiayaan.

Il
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Pasal 31
Penenmaan pembIayadn sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi: - '
a.  SiLPA tahun sebelumnya;
b. . pencatran dana cadangan; dan

¢  hasil penjualan kekayazn Desa yang d;pleahkan

kecuali tanah dan bangunan.

SiLPA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a paling
sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan
'terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana
kegiatan yang beluin selesai atau lanjutan.

‘Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud. pada
ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan
kebutuhian dana cadangan yang. selanjutnya dicatatkan

 dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Negeri dan

Negeri Administratif.

Hasil penjiratan kekayaa.n Negen dan Negf:n Adininistratif
yang dipimahitan sobageimesa  dlogmisseg peda mpat (1)

huruf ¢ dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil

penjualan kekayaan Negert dan Negeri Administratif « yvang
dipisahkan. :

~ Pasal 32

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2} huruf b, terdiri atas : ]

a.
b.

(1)

(2)

(3)

pembentukan dana cadangan; dan
penyertaan modal.

Pasal 33
Pembentukan dana cadangan sebagaimana ulmalcsud

_dalam Pasal 32 huruf a' dilakukan untu:r: mendanat

keglatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekahgus
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dlmaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan ‘peraturan Negeri dan

Negeri Admlmstratlf
Peraturan Negen dan Negeri Administratif sebaga.v:nana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. * program dan kegiatan yang. akan dlblayaj. dari dana
cadangan _
c. _besara.n dan rincian tahunar dana cadangan yang
" harus dianggarkan; '
sumber dana cadangan; dan ,
e. . tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Attt
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Pembentukan dana cada_ngan dapat bersumber dan

penylsman atas penerimaan Negcn dan Negeri
-Aclimm1strat1f, kecua.h dari penenmaan_ . yang
‘pehggunasnnya  telah . ditentukan secara ‘kh'usus

TrisElnanTlen T PRERERAN FOFHORAESERARAAE,
Penganggaran dana cadanga.n tidak melebihi tahun akhir

masa jabatan kepala Negen dan Negeri Administratif. -

Progam dan Kegiatan yang dapat d1b1aya1 dari Dana

Cadangan sebagalmana dunaksud pada ayat {3) huruf b

meliputi: '

a: dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pllkades dan
‘Pemilihan BPN (yang men_]adl kewenangan Negen dan
' -'Negen Administratif); '

b. pengisian/penjaringan/ penyanngan : - Kepala
Pemerintah Negeri dan Negeri- Admm_lstrahf dan
‘Badan Permusyawaratan Negen dan Negeri

Administratif: : ' u ‘

e pemberian penghargaan purna ‘ tugas Kepala |

Pcmenntah Negen ‘dan’ Negeri  Administratif dan
perangkat Negeri:daii: Negen Admmlstratlf dan/atau

Q. keglatan laln sesual dengari kondisi, kebutuhan dan

Kewenangan Negeri dan Negen Administratif,
Pengelolaan Dana. - Cadangan Negeri dan Negeri
Administratif dilaksanakan melalui rekening Dana
Cada.ngan Negen dan Negeri Administratif pada bank atas

‘nama Pemerintah Negerl dan Negeri Admlmstratlf

Rekening Dana Cadangan Negeri da.n Negeri Administratif
sebagaimana - dimaksud pada ayat (7) dibuat oleh
Pemerintah Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
dengan spesimen tanda tangan Kepala Pemerintah Negen
dan Negeri Adlmmstrahf dan Kaur Keunangan.

Nomor rekening Dana Cadangan Negen dan Ncgerl
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 8

_dilaporkan kepala Negeri dan Negeri Administratif kepada
‘Bupati melalui Camat.

~ Bagian Keempat -
' -Peny'ertaan Modal

: - , Pasal 34 '
Penyertaan moda_l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

.~ huruf b antara lain digunakan untuk me*xganggarkan

h kekayaan pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang

: dunvestasﬂcan dalam BUM Negeri dani Negen Administratif

untuk meningkatkan - pendapatan Negeri dan Ncgen
Adm.lmstrahf atau pelayanan kepada masyarakat. .
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Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- merupakan kekayaan Negeri dan Negeri Administratif yang

dipisahkan = yang. -dianggarkan dari  pengeluaran
pembiayaan dalam APB Negeri dan Negeri Administratif,
Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalarn’ bentuk tanah kas Negorl dan Negeri Adnﬂniatratif.
dan bangu_nan tidak dapat dijual. _ _
Penyertaani modal pada BUM Negeri dan Negeri

. Adnumstratn“ melalui proses analisis kelayakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
Moda.l BUM Negeri dan Negeri Adm.lmstrauf secara

mayontas dimiliki oleh Negeri dan Negen Administratif.

Penyertaatr modal ‘sebagéinmiatia dimaksud pada’  ayet ( 1)
dilalrukan = dengan prinsip  kehati-hatlan  dengan

_mempertlmbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. penyertaan modal direncanakan melalui proses’
.. Musrembang Negeri dan ditetapkan dalam Peraturan
- Negeri  tentang RKP Negeri dan selanjutnya
dianggarkan  dalam APB Negeri dan Negeri
Administratif;

-b. - penyertaan modal dialokasikan dengan

memperhatikan kemampuan keuangan Negeri dan
- Negeri Administratif dan pofensi pengembangan
" Usaha-usaha BUMNeg;
c. penyertaan modal dapat dilakukan hanya kepada
BUMNeg yang sudah terbentuk melalui Musyawarah
i Negeri dan ditetapkan melalui Peraturan Negeri dan
Negeri Administratif tentang pembentukan BUMNeg
serta Surat Keputusan. tentang pengangkatan
pengurus BUMNeg telah ada dan pengurusnya telah
. dilantik;
d. penyertaan modal Negen dan Negen Adrmmstra‘uf
- ditetapkan dengan Peraturan Negeri dan Negeri
.- Administratif' tentang Penyertaan modal Pemerintah
- Negeri Pada BUMNeg; dan

e peraturan Negeri dan Negeri Adminisiratif tentang

-penyertaan modal ke BUMNeg sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf d antara lain mencantumkan
jumilah - penyertaan modal, penanggungjawab
- pengelola dana dan tujuan peruntukan penyertaan
‘modal dimaksud.
i.  penyertaan modal bisa dilakukan dalam tahun jamak;
g. bukti legal formal penyertaan modal adalah:
1) Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang
. Pembentukan BUMNeg, '

At
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' 2) Peraturan Negen dan Negeri Admmistratif tentang

' Penyertaan modal ke BUMNeg;

K 3) Surat Keputusan ‘Kepala Pemerintah Negeri dan

- Negeri Adnnmstratlf tentang  Pengangkatan
pengurus BUMNeg; : :
4) Anggaran Dasar -(AD) dan Anggaran Rumah
~ Tangga (ART) BUMNeg; '
S) ‘Berita ' Acara penyerahan modal;

) 6) Bukti transaksi pemindahbukuan dari rekening

- Negeri dan I\aegen Adnumstratlf ke rekening
- 'BUMNeg.
penanggun.awab pengelola da.na penyertaan modal
BUMNeg wajib menyampaikan laporan perkembangan
pengelolaan dana BUMNeg sekumng—klnang 1 (satu)
kali dalam setahun kepada Kepala Pemerintah Negeri

~dan - Negeri Administratif selaku Penasihat BUMNeg
- dan Samn/ BPN selaku Pengawas BUMNcg -

“h

; Pasal 35

(1) . Penyertaar mo'da.l pada BUM Negeri dan Negeri
Administratif dapat terdiri atas: '

o a.

hibah dari pihak swasta, lembaga sosml ekonom1
kemasyarakatan - dan/atau - lembaga donor- yang
disalurkan melalui mekamsme APB Negeri dan

B Negeri Adm]mstratlf

" bantuan Pemenntah Pemenntah Daerah Provms1, |
-~ dan Pemermtah Daerah Kabupaten yang disalurkan

melalui mekanlsme APB Negeri dan Negen

- Administratif;

- kKerjasama usaha dari plhak swasta lembaga sosial

" ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor

yang dxpashkan sebagal Kekayaan kolektif Negeri
~dan Negeri Administratif dan msalurkan melalui

- Imcka.msme APB Negen dan Negen Administratif;

‘aset Negen dan Negcn Adm.lmstratlf yang
diserahkan képada. APB Negen dan Negeri

] Administrati{ sesuai dengan ‘ketentuan peraturan

perundang—undangdn tentang Aset Negen dan Negeri
Administratif. :

(2) ’I‘ata cara penyertaan modai pada BUM Negen dan Negcn
* Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat
(4) diatur dengan memperhatikan ketentuan md.lkator
penyertaan miodal yang dapat dlsertakan dan indikator
analisa kelayakan penyertaan modal.
[3)"' Ketentuan - indikator penyertaan modal yang dapat
diser sebagmmana dlmaksud pada ayat (2} meliputi:

At
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b f. A

a. Iddgnya s__u'niber pendapatan’ yang dapat digunakan
- untuk penyertaan Modal pada BUM Negeri dan
" Negeri Adxmmstratif dan/atau

b: adanya sumber Penenmaan Pemblayaan yang dapat

. digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM
. Negeri dan Negeri Administratif. '
Ketentuan- indikator analisa kclayakan penyertaan modal

sebagalmana dimaksud pada. ayat (2) mehputl

& msinaya Foratusadi Nugiel - dm‘l Nﬁgﬂﬁl Aﬁfmnlstmur

-tentang Pendirian BUM Negeri .dan Negeri
' Administratif . yang mengatur . tentang orgdnisasi
, -pengelola ‘BUM Negeri dan Negeri Administratif
- dan/atau struktur organisasi BUM Negeri dan Negeri
Administratif, moda.l usaha BUM ----- Negeri dan Negeri
Admm1stra.t1f Jenis Usaha BUM Negeri dan Negeri

' Admmlstratlf Anggaran Dasar dan Anggaran Ruiiah -
Tangga BUM Negeri dan Negeri Administratif dan

- pengurus BUM Negeri dan Negeri Administratif; dan
b. adanya Peraturan Negeri dan Negeri Administratif

‘tentang Penyertaan Modal BUM Negeri dan Negeri - |

Administratif yang. metnuat paling sedikit:
‘1. jumlah modal yang d1sertakan
2. . mekanisme pengembalian modal
3. alokasi keuntungan untuk desa settap penode
- pengelolaan; : - -
B Ihak dan kewajiban plhak desa dan BUMDesa
' secara kelembagaan; dan .
S. . ]angka wakta penyertaan modal.
Penetapan Peraturan Negen dan Negen }‘dmlmstratlf
tentang Penyertaan Modal BUM Negeri dan Negeri
Administratif sebagaimana- dlmaksud pada ayat (4} huruf
b dengan mempertunbangkan

R proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM

---Negen dan Negeri Administratifs dan

.b'. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Negen

-.dan Negeri Administratif dcngan memperhat]kan

" 1. aspek Sumber Daya Manusm, EIE
i3 aspek Ekonoml, dan S ,-'!i"- | _
3., aspek Sarana dan Prasarana' I

'Proposal penga_]uan penyertaan modal dleh BUM Negen.
~dan Negen Adlmmstrahf st,bagalmana dlmaksud pada

ayat - (5] huru.f a dlsusun dengan sxstematlka sebagal

bel’lk'l.lt I : i _- ' .;". : |l| : . i'
pendahuluan L R

b.' keglatan yang tf:lah dan akan dlkembangkan
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T

(2)

c'.l " rencana pemanfaatah penyertaan inodal/Rencana
Anggaran Biay'a (RAE) sesuai kebutuhan; :
‘rencatia pengembangan usaha; o

d.
~e. analisa kelayakan usaha; -
‘ _

| _penutup; dan
g_ latnpiran. S s
Lampiran proposal penga_]uan penyertaan modal oleh BUM
Negeri. dan Negeri Adnnmstratzf tCI‘dlI'l dari dokumen
sebaga.l berikut: ' '

‘a..- surat permohonan penyertaan moda] usaha BUM

Neégeri dan Negen Adnumstratlf
b.: Peratm;an Negen dan Negen Administratif tentang
" pembentukari BUM Negeri dan Negen Administratif; '

el dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Tangga (ART) BUM Negen dan Ncgen Administratif;

- d. surat Képutusan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri

Admnustratlf tentang ‘pengangkatan pengurus BUM
. Negen dan Negcn Admuustrahf dan
e. rekening’ BUM Negeri-dan Negeri Administratif.

[

' PENGELOLAAN

| R Pasal3s . R
\ 'Pengelolaan keuangan Negen dan Negen Adlmmstratué ;o

meliputi: | : R ;

a. perencanaan; S |
- b.  pelaksanaan;

C. penatausahaan;

d. peldporan; dan’

e.

pertanggunawaban- '

Pasal 37

-Pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Admmmh'atlf

sebagamlana dJmaksud dalam Pasal 36 dﬂakukan dengan
Basis Kas:’ '

-'Bas1s- Kas sebagannana dlma.ksud pada ayat (1)

mempakan ‘pencatatan’ tansaksi pada saat kas diterima
atau dlkeluarkan dan rekenmg kas Negen dan Negeri

S Admlmstratlf : N

- 3).

Pengelolaan keuangan Negen da.n Negen Admuustratlf

dapat dilakukan dengan menggunakan smtem mformas1

| _yang z;?ola Kementenan Dalam Negen
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Bagian Kesatu
Perencanaan '
Pasal 38

Percncanaan pengeloldan keuangan Negeri dan Negeri
Admmlstra’af merupakan perencanaan penerimaan dan

'pengeluara.n pemerintaharn Negeri' dan Negeri Admmlstratlf

pada tahun anggaran berkenaan yang dlanggarkan dalam

(2)

(1)

@

®)

4

APB Ncgen dan Negcn Admm1$trat1f ,
Sekretaris - Negeri =~ den Negen - 'Admlmstratlf
‘mengoordinasikan f pényusunan rancarigan APB Negen dan
Negerl Administratif berdasarkan RKP Negeri dan Negeri
Administratif ta.hun ‘yang paling sedikit memuat: -
a. smkromsam kebijakan pemerintah daerah kabupaten
' 'Idengan kewenmgan Negeri dan Negeri Administratif
. dan RKP Negeri dan Negen Administratif; _
b. ‘prinsip penyusunan APB Negen . dén ‘Negeri .
 Administratif;’ o

C. -_kebljakan penyusuna.n APB Negen dan- Negeri

: -_Admlmstratlf

d. teknis penyusuna_n 'APB: Negen Idan Negeri

- Administratif; dan
e. ' hal khusus lainnya.
Rancangan APB Negeri dan Negcn Adlmmstratlf yang telah

] disusuni  merupakan bahan penyusunan ‘rancangan
' Peraturan Negcn dan ‘Negeri Administratif tcntang APB
Negen dan Negen Admmlstratlf ‘

" Pasal 39

-Sekretaris Negen dan Negeri Adrmmstratlf menyampalkan

Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
tentang APB Negeri dan Negeri Administratif kepada

-‘Kepala Pemerintah- ‘Negeri-dan Negeri Administratif.
Rancangan -, Peraturan Negen dan Negeri Administratif

tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat { 1] disampaikan Kepala Pemerintah

Negeri dan Negeri Administratif kepada BPN /Saniri Negeri

untuk dibahas dan disepakati bersama dalam
_ musyawarah BPN/Saniri Negeri.

Ranca.ngan Peraturan' Negeri ‘dan Negeri Administratif
tentarnig APB Negeri dan Negéti Administratif sebagaimana

dirmaksud pada ayat (2] disepakati bersama paling lambat
“bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam = hal " 'BPN/ Saniri Negeri tidak menyepakati
rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
tentang APB Negen dan Negen Administratif yang
disampaikan chala Pemcrmtah Negeri dan Negen

A
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Administratif, Perérintah Negeri dan Negeri Administratif

hanya dapat melakukan kcglatan yang berkenaan dengan
pengeluaran - operasmnal penyelenggaraan pemerintahan

- Negeri dan' Ncgen Admm1strat1f dengan mengglmakan

pagu tahun sebeiumnya

menetapkan Pcraturan Kepala Pemcnnta.h Negcn da.n
Negeri Administratif sebagai- ‘dasar pelaksanaan keglatan
sebagannana d.lmaksud pada ayat (4).

_ Pasal 40 o

BPN/Sdniri . Negeri dan Kepala Pem‘ér‘fﬁtah "Negcri dan
Negeri  "Administratif  membahds dan _mienyepakati
ra.ncanga_n Peraturan Negeri dan Ncgen Administratif
tentarig APB Negeri dan Negeri ‘Administratif  yang
diajukan . Kepala Pemenn_tah Negeri dan Negeri
Administratif, :

Pembahasan ra.ncangan Peraturan Negen ‘dan Negeri

- Adrmmstrat]f tentang APB Negeri dan Negeri Administratif

BPN/%nn;n " Nemn: 'éi'___ AFTE

B3

)

5

sebaga.lmana dlmaksud pada ayat ( 1) dlselenggarakan oleh

Negeri. .
Rancangan Peraturan BPN / Samn : Ncgen tcntang APB

‘Negeri dan Negeri Administratif yang diusulkan Kepala

Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif sebagaumana'
dJmaksud -pada ayat (1} dibahas terlebih dahulu dalam
musyawarah internal BPN /Saniri Negeri paling lambat 10
{scpuluh] hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan
Negeri dan Negeri Admmlstratlf dltenma oleh BPN/ Saniri -

- Negeri.

Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Negeri
dan Negeri Admmlstratlf tentang APB Negeri dan Negeri
Adrmmstratlf sebagalmana dimaksud pada ayat (1) antara

- BPN/Saniri Negen dan Kepala Pemerintah Negeri dan
- Negen Adnumstratlf untuk pertama Kali dilakukan paling
- lama 30 (tiga pu.luh] hari sejak pelaksanaan musyawarah

1nterna.l BPN / Sanifi Negen

Ncgerl Admunstratlf tentang APB Ncgen dan Negen

. Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakuikan pencatatan prosés yang dltuangkan dalam
notulen -musyawarah dan/atau" berita acara hasil

; mlusyawarah BPN/Saniri Negeri. -

e



(1)

(@)

(3)

{4)

(1)

{2)

(1)

(2)
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Pasal 41
Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Negeri dan
Negeri Administratif tentang < APB Negeri dan Negeri
Administratif antara BPN/Saniri Negeri dan Kepala

-Pemenntah -Negeri dan Negeri Administratif ' tidak

mencapai  Kzta sepakat, musyawarah bersama (otap

. mengambil  kepulusan dengan disartal catatan

permasalahan yang tidak disepakati.

Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif

tentang APB Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana

dimaksud pada .ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala

Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif kepada Camat

atas nama . Bupati disertai catatan permasalahan yang

tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

musyawarah. pembahasan terakhir untuk mendapatkan

evaluasi dan pembinaan. ‘

Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk : |

a. penghentian pembahasan; atau

b.  pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan
-kesepakata.n rancangan Peraturan Negeri dan Negeri

Adniinistratif tentany APB Négeri  dan " Négeri
Administratif,

Tiﬁdakla‘njut pembahas'a.n dan kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} huruf b dapat dihadiri Camat atas

nama Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk Camat.

Pasal 42
Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Pemenntah
Negeri dan Negeri  Administratif dan BPN /Saniri Negeri

'sebagannana dimaksud da.lam Pasal 39 ayat (3), Kepala

Pemerintah Negeri ‘dan Negen Administratif menylapkan
Rancangan Peraturan Kepala - Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif mengenai penjabaran APB Negeri dan
Negeri Administratif. o

Sekretaris Negeri -dan - Negeri Administratif
mengoordinasikan = penyusunan Rancangan . Peraturan
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Admmistratjf :
sebagalmana dlmaksud pada ayat {1).

Pasal 43 . S
Bupau mendclcgasxkan evaluasi Rancar '
Negeri dan Negeri Administratif tentang
Negeri Administratif kepada Camat.

‘Bupati mendelegasikan klarifikasi Peratv _ S
' Negeri Administratif ' tentang APB Neg : / , . |
 Administratif kepada Camat. ; e

th
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Caiﬁat dalain melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan

'Negen dan Negeri 'Administratif tentang APB Negeri dan -

Negen Adiniristratif dan Klanﬁkam Peraturan Negeri dan
Negeri. Adzmmsu-atlf tenitang APB  Negeri dan Negeri
Administratif membentuk Tim Evaluasi dan Klarifikasi
Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat yang terdiri

-dari: -

a. Ketua : Carnat . ,
b.. Sekretaris: Sekretaris Camat
c. .. Anggota : 1. Kasi Ekbang/PMD
o ' 2. Kasi Pemerintahan
' 3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :
4 Kepa_la UPT Terkait
Da_lam ‘melaksanakan - tugas Evaluasi dan Klanﬁka31

" sebagai ‘dimaksud. pada ayat (3), Timi, Tim Evaluasi dan

Klarifikasi - Tingkat. Kecamatan  dapat  diberikan

 Honorarium sésuai dengan Peratu.ran Bupatl mengenal
. Standarisasi Indéks Biaya Honorarium Keglatan Biaya
‘ Penclﬁlaraan Dan Blaya Pengadaan Barang/ sta

Keglatan Pemenntah Kabupaten

Pasal 44

| Rancangan Peraturan Negeri. dan Negeri Admlmstrauf .
. tentang APB Negeri dan Negeri AdIIllnlStt'&tlf sebagaimana -

d1maksud dalam Pasal 39 ayat (3) disampaikan. Kepala
Pemermtah Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati-

" melalui camat paling lambat 3 {tiga) ha.rl sejak. dlsepakatl :

untuk dievaluasi.
Camat dalam melakukan evéluam bcrpedoman dengan

) panduan Evaluasi Rancangan Peratu.ran Negerl dan Negeri
* Administratif tentang APB Negeéri dan Negen Admlmstratif

Penyampa_lan Rancangan Peraturan Negeri dan ‘Negeri
Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Adnumstratlf
sebagaﬂnana dimaksud pada. ayat (1) dllengkam dengan
dokumen ' paling sedikit mehputl '
a. surat pengantar: ' '

- b. .keputusan ketua. IBPN / San:n Negerl rnengenau

. pentapan hasil kesepakatan pembahasan Rancangan
N Peraturan Negeri | dan .Negeri -Administratif tentang
- 'APB. Negen dan Negen Administratif beserta Benta

a 'Acara Hasil Musyawarah BPN /Saniri Negen

c.. ra.ncangan peraturan Kepala Pemerintah Negén dan

I\legen Administratif mengenal pen_]abaran APB Negen
dan Negeri Administratif; '

d. . peraturan Negen dan Negeri Administratif mengehal

. kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
- kewenangan lokal berskala Negen dan Negeri
Admnnstrauf _ .'

I,
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e. pératuran Negen da.n Ncgcn Admuustratlf mengenal
. RPIM Negeri dan Negeti Administratif;

f. peraturan Negeri ‘dan Negeri Administratif mengenai

RKP Negeri dan Negen Administratif;

8. peraturan ‘Negeri dan Negeri Adnnmstrat f mengenai

0
o Negen Admiinistratif  dan/atau aparat Negeri dan Negeri

@

3

@

(5)

(1

' .. pembentuksan dana cadangan, jika tersedia;
h.. jperaturan Negen dan Negeri Administratif mengenai
o penyertaan modal,’ _]lka tersedla, dan o

Pasa.l 15
Camat dapat rnengundang Kepa]a Pemerintah Negen dan

Administratif terkaut dalam pelaksanaan evaluam
Hasil ‘evaluasi seoagaumana dimaksud pada ayat (1)

d1tuangkan dalam Keputusan' Camat dan disampaikan |

kepada’ Kepala Pemerintah Negen dan Negeri Administratif .

‘paling lama 20 (dva “palah) han kerJa terh;tunu aaiak
diterimanya rancargan dimaksud. . :

Dalam hal Camat tidak- memberikan hasil evaluasi dalam |

batas waktu sebagaimiana dimaksud pada “ayat (2),

. rancangan peraturan -Negeri dan Negen Adrmmstratlf

dimaksud berlaku dcnga.n sendm.nya ,
‘Dalam hal hasil evaluas1 ‘sebagaimana dlmaksud pada
ayat. (')) telah sesuau dengan. ketentuan peraturan

. perundang undangan yang  lebih tmggl, kepentingan

Umum, dan RKP Negeri:- dan Negcn Administratif,
selan_]utnya Kepa]a Pemerintah Negeri dan' Negeri

" Administratif menetapkan ‘menjadi Peratu.ran Negerx dan

Negeri Administratif. |
Dalam hal hasil evalua31 sebagalma_na dlmaksud pada

perundang—undangan yang leblh tinggi," kepentingan

‘umnum, dan RKP Negeri dafr Negen Admm13trat1f Kepala
'Pemenntah Negeri dan Negen Admmlstranf bersama

BPN/ Saniri ‘Negeri ‘melakukan penyempurnaan paling
latha 20 {dua puluh) han kelja terh1tu.ng se_]ak dltenmanya

hasnl evalua81

Pasal 446

'Apabﬂa hasil evahiasi sebagaimana du:naksud dalam Pasal

35 ayat# {5) tidak dltmdaldanjutl oleh - ‘Kepala Pemerintah
Negeri. dan Kepala Pemcnntah Negeri dan Negeri
Admm_tstrauf tetap menetapkan Rancangan Peratura.n
Negeri dan Negeri Adrmmstratlf tentang APB Negeri dan-

. Negeri Administratif men_]ad1 Peraturan Negeri dan Negeri

Administratif - dan Rancangan Peratura_n Kepala

_ Pemenntah Ncgen dan Negcn Admmstra’uf tentang

e

“ayat- (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

S



(2)

(3) !
- (1) Kepala' Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif

(1)

(2)

(3)

@)
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Pehjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif manjadi
Peraturan - Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif,  Camat. atas nama Bupati ' dapat
membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan
Camat dan dilaporkan kepada Bupati.

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
memberhentikan pelaksanaan Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif dan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri Administratif paling lama 7 (tyjuh} hari kerja
setelah pembatalan ‘'sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan selanjutnya ‘Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif bersama BPN/Saniri Negeri mencabut
Peraturan Negeri dan Negeri Administratif dan Peraturan
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
dimaksud. - . _ ' :
Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat

hanya dapat melakukan’ pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan ‘pemerintahan  Negeri -.dan Negeri
Administratif ~ dengan  menggunakan pagu = tahun
sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan
Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri dan
Negeri  Administratif disampaikan dan mendapat
persetujuan Camat. | '

-. Pasal 47
Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif

‘tentang APB Negeri dan. Negeri Administratif yang telah

dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan
Negeri- Administratif tn‘enjadj Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tentang APB N egeri dan Negeri Administratif.
Peraturan N egeri dan Negeri Administratif tentang APB
Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah
Negeri- dan Negeri Administratif tentang penjabaran APB
Negeri dan Negeri Administratif sebagai peraturan
pelaksana dari Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
ten'téng APB Negeri dan Negeri Administratif,

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
menyampaikan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif
tentang APB Negeri dan Negeri Administratif dan
Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif tentang penjabaran APB Negeri dan Negeri
Administratif kepada Camat atas nama Bupati paling

AV



(5)

-39

lama. 7 I(tujuh)-- han f'ke]'ja - Setélah ditetapkan dan
'chundangkan R :
" Peraturan Negerl dan Negen Adrmmstrahf yang telah

dmndangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

_disampaikan oleh Kepala Pemcnntah Negeri dan Negeri

. Administratif kepada ‘Camat atas nama Bupati paling
" lamibat. 7 - {tujub) Hari se_]ak dlundangkan untuk

o)

(7).

, dlklanﬁkam.

Camat 'atas nama Bupati bers’ama Tim Klarifikasi
Kecamatan melakukan klarifikasi atas Pcraturan Negeri
dan Negeri Administratif sebagalmana dlmaksud pada ayat
(4) paling lambat 30 {tiga puluh) hari sejak diterima.

Hasil klarifikasi %cbagmmana dimaksud pada ayat (6]-

_ dapat berupa:

a. hasil klar1ﬁkas1 . yang sudah sesuai |, denga.n.'

o kepentmgan uimiiin; ' dan/atau ketentuan: Peraturan

o Pcrundang unclanga.n yang lebih tinggi; dan

b. hasil  klarifikasi yang  bertentangan dengan "
_.kcpentmgan umum dan/atau ketentuan Peraturan
| Perundang—undangan yang lebih tinggi. |

- Dalam hal hasil klanﬁkam sebagaimana dzmaicsud pada
-ayat. ('7) Peraturan Negeri dan Negeri Admunstrahf tidak

'bertentangan dengan kepentlngan umum, dan/atau

 ketentuan ' peraturan perundang-undangan yang lebih

B tinggi ‘Camat atas naina Bupati menerbltkan ‘Keputusan
.. Cainat Kasil klanﬁka31 yang bcn31 hasﬂ klanﬁkam yang

(9)

telah sesuai.

‘Dalam hal hasil klanﬁkas1 sebagannana dunaksud pada -

‘ayat [-') bertentangan dengan kepentingan umumn,

. dan/: atau ketentuan peraturan perundang—undangan yang

(1)

@

lebih -tifiggi * Camat . atas - nama Bupati membatalkan

Peraturan Ncgen dan Negen Administratif tersebui“ dengan
Keputusan Camat

: Pasal 48
Kepala Pemerintah  Negeri dan’ Negen Admlmstratlf .'
menyampaﬂ(an informasi mengenai APB Negeri dan Negeri

‘Administratif kepada triasyarakat melalui media informasi.

Informasi sebagaimana dlmaksud pada " ayat [1) paling )

‘sedikit memuat:
- a. APB Negcn da_n Negen Adrmmstratlf o
b, _pelaksana keglatan . anggaran dan tim yang'

- melaksanakan keglatan dan

c. alamat pernigaduarn:



{1}

» *40*-;. 

: _ Pasal 49 -
Pemenntah Negen ' dan Negeri Admnnstrat:lf dapat
melalalkan - perubahan APB Negeri - dan Negeri
Adm_lmstratﬁ' apabila terjadi: : -

-4, penambahan - dan/dtau pcngurangan " dalaim

- pendapatan Negcn dan Negen Admmistrauf pada
tahun anggaranbeqalan S

b, - s1sa penghematan belanja dan sisa Ieblh perhltungan

- pemblayaan tahun - beqalan yang akan dlgunaka.n
dalam tahun berkenaan '

c.  keadaan yang- menyebabkan harus dilakukan

-_pergeseran antar ‘bidang, antar sub blda,ng, antar
kcp,latan. dﬁm antar ien elanjag dan AR

L d keadaan yang menycbabkan SiLPA tahun éébalumnya

(2)

@

(4)

)

(6)

(7)

harus dlgunakan dalam tahun anggaran berjalan.

’Pcrubahan APB Negeri dan Negeii Administratif hariya -

dapat dllakukan 1 ‘(satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. :

'Knj:ena keadaan luar biasa sc_bagannana. dimaksud pada

ayat (2) adalah keéadaan tidak seperti biasanya atan suatu
kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan
tidak dapat dihindarkan “sehingga suatu kegiatan tidak

-dapat dllaksanakan scbagalmana mestlnya seperti

peperangan, kcrusuhan' revolusi, pemogokan, dan

" kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang :

berweriang. - :
Kejadian lainnya sebagasmana dlma_ksud pada ayat (3)

adalah: ke_]adlan yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APB  Negeri.dan Negeri, Admm_lstranf mengalami

: penlngkatan lebih dan 50% (lima puluh per seratus) atau

kejadlan yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APB Negen dan Negen Administratif mengalanu_

‘Penetapan _ keadaan luar biasa sebagaimana chmaksud
- pada ayat (3) disepakati bersama dalam Musyawarah

Negeri dan Negeri Administratif serta ditetapkan dengan

h Kepuﬁls'ari' Kepala Pemerintah . Negeti ~dan Negeri

Administratif yang dilaporkan kepada Bupati lewat Camat.

'Perubahan APB i ‘Negeri dan Negeri Administratif

sebagzumana__ d].maksud pada ayat (1} ditetapkan dengan
peraturan Negeri dan' Negeri Administratif mengenai

perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif dan tetap

mempedomam RKP Negen dan Negeri Administratif.

Sisa penghematan belanja sebagaxmana dimaksud pada
ayat (1) huruf b adalah sisa atas penghematan belan_]a dari
keg1atan yang tela.h selesal dﬂaksanakan dan dibayarkan .

f@%



(8)

1 o

serta dllaporka.n semuanya sebelum Pembahan APB

‘Negeri dan Negen Administratif,

Dalam hal anggaran sisa pen'ghematan . belan_]a
sebagmmana dimaksud pada ayat (1 buruf b akan

- dlgunakan untuk kcglatan lain dalain tahun berkenaan

(9)

(10}

maka perubahan ‘besaran anggaran jenis belan_]a

disesuaikan dalam Perubahan APB Negen dan Negeri

Adininistiatif. e
Dalam hal terjadl bantuan keuangan Prov1ns1 dan/ atau
Kabupaten disampaikan - kepada Negeri dan Negeri -
Administratif setelah - Peraturan Negeri dan Negeri
Adnumstratlf tentang Perubahan APB Negen dan Negeri
Administratif dltetapkan sebagaimana dlmaksud pada ayat
(2), Kepala Pemerintah : :Negeri dan - Negeri Adsinistratif .

dapat | melakukan - perubabian AP, Negerl ‘dan Negeri

Administratif kembali yang ditetapkan ‘dengan Peraturan
Kepala Negeri dan Negeri Administratif.

Kepala Pemerintah Negen dan ‘Negeri Admlmstratlf
memberitahukan kepada BEN /Saniri Negeri mengenai
penetapan Peraturan Kepa_la Pemen.ntah Negeri dan Negeri

_' Administratif tentang perubahan APB Negeri dan Negeri
- Administratif sebagmmana dlmaksud pada ayat {9) dan

o

: selan_]umya disampaikan kepada Camat atas nama Bupati

melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala
Pemermtah Negeri dan Negeri Administratif tentang

"perubahan APB Negeri dan Negen Adm1mstrat1f

S Pasal 50 | L
Pemermtah Negen “dan . Negeri . Adxmmstrat:f dapat
melakukan = perubahan - terhadap Peraturan Kepaia

 Pemerintati - Negeri “dan- Negen_ Admsztratlf tentang
’perubahan ‘penjabaran  APB -Negen dan  Negeri

(2)

Adrmmstratlf sebetum Rancangan Peraturan Negen dan
Negen Administratif - tentang Periibahan APB Negen dan
Negeri Adm_lmstratlf dltctapkan

Peraturan- Kepala . Pemenntah Negen dan Negen

Adrmnlstrauf tentang perubahan penjabaran APB Negeri

“dan Negen AdJIllI].IStI’atlf sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1) dapat dﬂakukan apablla terjadi:

a. . penambahan dan/atau pengurangan " dalam
pendapatan Negen dan’ Negen Adm.lmstratlf . pada
tahun anggaran beljalan o

b. - keadaan yang menyebabkan harus - segera dﬂakukan

o pergeseran antar objek belan_]a, den

c kegiatan yang belum dilaksariakan tahun sebelumnya

. dan menyebabka_n SiLPA akan dﬂaksanc.kan dalam
- tahun anggaran berjalan. : |

'/W
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@

Kepala .. Pemenntah Nccren dan Negen Adrmmstratlf
membentahukan kepada BPN/Saniri " ‘Negeri mengenal'

' penetapan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Ncgen

Administratif tentang perubahan penjabaran APB Negen

_da.n Negeri Administratif dan selan_]umya d.lsampajkan
kepada | Camat atas ‘nama Bupati melalui ‘surat
‘ pernbcntahuan mengenai Peratura.n Kepa!a Pemerintah

Negeri 'dan Negeri Admmlstrabf tentang perubahan
penjabaran APB Negeri dan Negeri Administratif.

Perubahan pen_]abaran - APB Neger: - dan Negen
Adnumstrat_lf sebelum Rancangan Peraturan Negeri dan
Negeri Admuustrauf tentang Perubahan APB. Negeri dan
Negeri Administratif ditetapkan sebagalmana dimaksud

! pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1° (satu) kali

. Sepanjang ter]ad1 hal—hal Sebagazmana dlmaksud pada

ayat (2) .
Pasal 51

Ketenman mengenau penyusunan Peraturan Negerl ‘dan Negeri
' Admmlstrduf inengenai’ APB Negeri dan Negeri Administratif
sebagaunana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal
S0 berlaku secara muitatis mutand1s terhadap penyusunan
Peraturan Negeri-dan Negeri Administratif mengenai perubaha.n
APB Negeri dan Negcn Adrmmstratlf

1)

@)

(3),_

| Bagian IKe'dua
Pelaksanaan
_ _Pasal 52
Pelaksanaan pengelolaan keuangan Negen dan Negeri

~ Administratif- merupakan penerimaan . dan pengeluaran

N egen dan Negeri Administratii yang dilaksanakan melalui

" rekeéning . kas Negeri dan Negeri Admmlstratlf pada bank'
 yang d1tunjuk Bupati.

_ Rekemng kas Negeri dan Negcn Admlmstratlf sebagalmana
‘dimaksud pada ayat (1) dlbliat oleh Pemenntah Negcrl dan

Negeri Adnnmstrat]f dengan spesmcn tanda tangan Kepala

]Pemenntah Negen dan Negen Adnumstratlf dan Kaur

Keuangan .
Ncgen dan Negen Admsztran yang belum mem:hlﬂ

‘pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Negen

dan Negeri Administratif dibuka di wilayah terdekat ya.ng

dibuat oléh - Pemerintah Negen dan - Negeri Administratif

| “dengan Spesnnen tanda tangan’ Kepala Pemerintah Negen

4

dan Negeri Administratif dan Kaur Keuangan.

Penun_]ukan bank dalam pengelolaan keuangan Negen dan
Negeri Administratif melalui rekemng kas Negeri dan
Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d1tetapWengan Keputusan Bupati.



(1)

@)

(3)

[&)]

)

4

Pasai 53 -
Nomor rekenmg kas Negeri dan Negeri Adrmmstratlf

' sebagaunana dimaksud ‘dalam Pasal 52 dilaporkan Kepala

Pemerintah Negeri dan Ncgen Adnumstratlf kepada Bupat1
lewat Camat. '

- Bupati melaporkan daftar nomor rekemng kas Negen dan
" Negeri Administratif kepada Gubernur dengan tembusan
‘Menteri Dalam Negéri melalui Direktur Jenderal Bina
' Pemerintahan Desa. -

Laporan sebagaimana djmakbud pada ayat {3) digunakan
untuk pengenda]lan penyaluran dana transfer.

- ' Pasal 54 | I
Kaur Keuangan dapat menyimnpan uang tunai dengan

) ]umlah paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepulub juta
o fygiah) c-uritdk memetivh kebtituhan operaawn&l

pemsriyitan Noger! dan Wegar] Administracls,
Penylmpanan uang tunai ‘oleh  Kaur Keuangan

.sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mempcrt[mbangkan aspek keamanaan dan kOIldlSl Ncgen

_ dan Negeri Administratif.
e (3)

Kebutuhan ‘operasional pemermtah Negen dan Negeri
Admm1strat1f sebagannana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk belanja - - kegiatan Penyediaan  Operasional -
Pemerintah - Negeri' ‘- dan Negcn ‘Administratif (ATK,

-Honorarium PKPKD dan PPKD perIcngkapan perkantoran, _

pakaian dinas /atribut, listrik/ telpon, dan lain lain) pada
Sub Bidang. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,

-'I‘un_]angan dan Operasmnal Pemenntahan Negen dan -

Negen Administratif. :

Dalam hal kaur keuangsn akan menyimpan ua_ng tunai
untuk memenuhi - kebutuhan operasional pemerintah
Negen dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud
pada ‘ayat. {1}, maka. harus atas persetujuan Kepala

Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran dari uang
tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

| besaran yang . tertera. dalam SPP yang diajukan oleh

Pelaksana Keg1atan Penyedlaan Operasmnal Pemerintah

'Negeri dan Negen ‘Administratif -setelah ‘'mendapatkan

persetujuan. dari Kepala Pemenntah Negen dan Negeri

~ Administratif sesuai dengan ' hasil verifikasi yang
' dllakuls. o e¢h sekretaris Negen dan Negen Administratif.



(1)

' _4.4_,;._ .

Pasal 55
Kepala Pemermtah Negeri da_n Negen Admm.lstratlf '

-menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari
kerja setelah Peraturan Negen dan. Negeri Administratif
tentang APB Negeri dan, Negeri Administratif dan

- Peraturan chala Pemerintah - Negeri dan Negeri

)

(3)
@)

- (5)

- (6)

- Administratif tentang Penjabaran A.PB Negen dan Negen :

Administratif ditetapkan.
DPA sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. - Rencana Kegiatan dan Anggaran Negen dan Nege‘n

Adnumsti atif;

,-b. .Rencana Keljé‘ 'Kegiata,ﬁ" -Negeri “ dan Negeri

- Adiinistratif; dan -
¢. ' Rencana Anggaran Blaya
Rencana Kegiatan dan Anggaran Negen -‘dan Negen

) Admuustratlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf

a merinei. setJap kegiatan; anggaran yang disediakan; dan

- fonoana penarman ,dana. untuk kcglatan yang - telah
- dianggarkan. '

Rencana Kerja Kegmatan Negen dan Negen Administratif ‘

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b merinci

lokasi, volume, biaya, sasaran, wakiu pelaksanaan :
kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang

melaksanakan kegiatan.

_ Rencana Anggaran B1aya sebagaimana dlmaksud pada
“ayat- 2y huruf c menn01 satua.n harga untuk setiap

kegiatan,’ _
Kaur dan, Ka31 pelaksana keglatan anggaran menyerahkan
raricangan DPA kepada Kepala Pemerintah Negeri dan

' Negen Administratif melalui Sek:retans Negen dan Negeri
| Adnumstrat[f paling lama 6 (enam) “hari kerja setelah

o penugasan sebagaumana dmlaksud pada ayat (lj

(1)

(2)

. L
.t-;l. T

: L Pasal 56 o
Sekretans ‘Negeri dan Negen Adnnnlstranf melakukan_

verifikasi rancangan DPA, pa.hng lama 15 (lima belas) hari

kerja se_]ak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
Kepala Pemcnntah ~Negeri. dan Negen ‘Administratif
menyetu_]m rancangan DPA yang telah d1venﬁkas: -oleh
Sekretaris Negen dan Ncgen Admlmstratlf

Albh
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' Pasal 57

: Dala.m hal tCI]adl perubahan Peraturan Negcn dan Negen

- Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif

2)

®)

G

(2}

(3)

(4)

dan/atau perubahan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri

tentang Pen_]abaran APB Negeri dan Negeri Administratif

- yang ‘menyebabkan terjadlnya pcrubahan anggaran

dan/ atap ter_]ad1 perubahan keglatan Kepala Pemenntah _

Negeri- dari Negeri Adrnm1strat1f menugaskan Kaur dan

Kasi pclaksana keglatan anggaran untuk menyusun

rancangan DPPA. =

DPPA sebaga.lmana dlma_ksud pada ayat (1) terd1r1 atas:
‘Rencana Kegiatan dan Anggaran Negen dan Negeri
Adnnmstratlf Perubahan; dan '

: b'. Rencana Anggaran Biaya Perubahan
3}

Kaur dan Kasi _pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan
rancaigan DPPA  képada Kepala Negeri dan Negeri

. Administratif melalui - Sekretans . Negeri * dan Negeri
~Administratif paling lama 6 (enam} ham kerja setelah
’ penugasan sebagaimsna dimaksud pada ayat (1).

. Sekretaris ‘Negeri dan ‘Negeri Administratif melakukan
- verifikasi rancangan DPPA pahng lama 15 (lirna belas) hari

kerja sgjak Kaur da.n Kasi menyerahkan DPPA. :
Kepala Pemermtah  Negeri dan - Negeri Administratif

'menyetu__]m rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh
. Sekrelans Negerl dan Negen Admuustratlf

.  Pasal 58. _ -
Kaur Keuangan menyusun . rancangan RAK Negen dan
Negeri Administratif. berddsarkan DPA yang telah disetujui

- Kepala Pemenntah Negeri dan Negen Administratif.

Rancangan RAK Negeri dan Negeri Admm_tstratﬁ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Ademstratlf melalui

‘Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif. -

Sekretaris Negeri dan Negeri Adnumstratzf mclakukan'

,ven.ﬁkam terhadap rencangan RAK: Negeri dan Negen

Admnnstrattf yang diajukan Kaur Keuangan -

Kepala ‘Pemerintah Negeri dan Negeri', Administratif
menyetu_;ul rancangan = RAK ‘Negeri * dan Negen
Administratif yang telah diverifikasi Sekretans Negeri da_n
Negen Admm1strat1f :

Pasal 54

RAK Negen dan Negeri Admm1strat1f sebagalmana dlmaksud

dalain Pasal 58 memuat arus kas masik dan arus kas keluar
- yang dlgunakan mengatur penankan dana dari rekening kas
untuk mendanai- pengeluaran berdasarkan  DPA yang telah
disahkan - oleh Kepala Pemerintah Negeri | da.n Negen

_ Admlmstra%
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(2)

@ A

2)
(3

(4.

5)

)

e

3).

@)

(5)

Pasal 60

-Arus kao masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

memuat: semua . pendapatan Negeri dan Negeri

- Administiatif yvang berasal-dari Pendapatan -Asli Negeri dan

Negeri Administratif, transfer dan pendapatan lain.
Setlap pendapatan sebagaunana dimaksud pada ayat (1)
dldukung oleh bukti yang lengkap dan sah )

_ Pasal 61 _
Aru_s kas keluar sebagaunana dﬂnaksud dalam Pasal 48

- meémuat semua pengeluaran belanja atas beban APB

Negen dan Négeri Administratf. - o
Setiap pengeluaran ‘sebagaimana dlmaksud pada aya‘r (1)

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) mendapat
persetuyjuan  Kepala - Pemenntah Negeti dan Negeri
Administratif dan Kepédla Pemerintah Negeri dan Negeri
Adrn.lmstrat_lf bcrtanggung jawab atas kebenaran material
yang timbul dari penggunaan bukti térsebut.

Kaur - dan = Kasi - pelaksana - kegiatan . . anggaran

hmrtﬂ-ﬂgghns]ﬂ“fﬂb _ wrhuclq.p , Llutiﬂ.kﬂu pmngﬂluaran

.sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan :

buku pembantu kegiatan untuk mencatat - semua .

pengeluaran anggaran keg1atan sesuail dengan tugasnya.

\ Pasal 62 | B -
Kaur dan Kasi melaksanakan keglatan bcrdasarkan DPA
yang telah d1setu_]ul KepaIa Pemenntah Negen dan Negeri

Administratif. - .0 0 Urodn I _
'Pelaksanaan keglatan sebagammna dunaksud pada_ ayat

(1) dilakukan dengan pengaddan melaim swakelola'

'dan/atau penyedla barang/]asa - 4

Pelaksanaan kegiatan sebagalmana dlmaksud pada ayat
(2} d1utamakan melalizi Swakelola.

‘Pengadaan. ‘melalui swa;celola sebaganmana dlmaksud

pada. ayat, (3] dilakukan denga_n memaksuna]kan'

' .penggunaan material/bahan dari wﬂayah setempat dan

gotong royong.dengan mehbatkan part181pa81 masyarakat
untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan_
masyarakat setempat ) _
Dalam hal’ pelaksanaan kegmtan tidak dapat dﬂaksanakan
melalm swakelola, baik sebaglan maupun kcseluruhan_
dapat dilaksanakan - oleh penyedla barang/ jasa yang

-dianggap mampu dan memenuhl persyaratan

fﬂ% A



(6)

(1)

(@)

e

* dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh} hari kerja, Kaur dan

(3}

(4)

G

'I[:.éil. ‘--i' : |i|l-_:".- I. .‘I - I::..II . .: . -" i

'.Ketentuan lebih lan_]ut mengenal tata cara pelaksanaan
© kegiatan - pengadaan barang/j Jasa di! Ncgen dan Negeri

Administratif sebaga.lmana dlmaksud pada. ayat ({2)
berpedoman pada’ peraturml perundang—undangan

" mengenai pcngadaan barang/jasa ‘di Negerl dan Ncgen

Admmlstranf ;
: Pasal 63

Kaur dan Kasx pelaksana kegiatan anggaran mengajukan
SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai
dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan
normnal sama besar atau kurang dan yang tertera dalam
DPA. . |

Pcnga_]uan SPP waij menyertakan laporan pcrkembangan

. peIaksanaan kegiatan dan anggaran

i ' Pasal 64
Penggunaan anggara.n yang dltenma dari penga_]uan SPP

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk keglata.n

, pengadaan barang/ jasa sccara swakelola udak lebih da.n
.10 (sepuluh) hari ker_la

Dalam hal pembaya_ran pengadaan barang/ jasa belum

Kasi pelaksana kegiatan - -anggaran wajib mengembahkan
dana yang sudah diterima kepada Kaur. Keuangan untuk

“disimpan dalam kas Negerl dan Negeri Admmlstratlf

Kaur . Keuangan = mencatat pengcluaran " anggaran -
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1} ke dala.m buku kas
umum dan buku pembantu panjar, - :

Kaur . dan Kasi - -pelaksana kegiatan  anggaran
rnenyampalka_n pertanggun.awaban pencairan anggaran

'sebagaimana dimaksud pada’ ayat (1} berupa bukti”

transaksi pembayaran: pengadaan barang/jasa - kcpada
Sekretaris Negeri dan Negeri Admmmtratlf

Sekretaris Negeri 'dan Negeri- Adrmmsu‘atlf memeriksa

. kesesuaian  bukti LransakSL pembayaran dengan

(6)

_ pertanggungjawaban . pencairan - anggaran yang
_ disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksa.na keglatan
. anggaran. o :

- Dalam hal _]umlah reahsasx pengeluaran pembayaran

barang/j Jasa lzbih kecil dari Jumlah uang yang diterima,

Kaur dan Kasi pelaksana keglatan anggaran

mengembahkan sisa uang ke kas Negeri dan Negen
Administratif. -

A
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Ce Pasal 65 g
(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya
dilaksanakan - melalm penyedia barang/; jasa dilakukan _

. sctela.h barang/ jasa diterima.

(3)  Pengajuan SPP sebagamlana d1maksud pada ayat (1)

-dllampln dengan: _
- a. pemyataan ta.nggung jawab belan_]a, dan
b. bukti penenmaan barang/ jasa di tempat.
(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada
- ayat (1), sekretaris Negen dan Negen Admlmstratlf

K berkewajlban untuk: :

a. . ‘meneliti kelengkapan pcrnnntaan pembayara.n yang

dla_]ukan oleh Kaur dan Ka51 pclaksana keglatan
b. * menguji kebenaran perh1tungan taglhan atas beban
. APB Negeri dan. Negeri Administratif yang tercantum

i : dalam permintaan pembayaran; _ _'
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud;
d. -menolak pengajuan permintaan. pembayaran oleh

‘Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila.
‘tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(4) '-Kepala Pemenntah Negeri dan Negeri  Administratif
. menyetu_;m permmtaa.n pembayaran sesuai dengan hasil
'venﬁkam yang. dﬂaku.kan olch sekretans Negeri dan Negeri
Administratif. '

" (5) Kaur Keuangan melakukan penca‘iran anggaran sesuaj
dengail beésaran - yatig tertera dalam SPP setelah
mendapatkan persetujuan dari Kepa.la Pemermta.h Negen

, dan Negen Ad.rnm13trat|f

T

_ o ~ Pasal 66 : .

Kaur - d'an " Kasi pelaksana keglatan anggaran wa_ub
menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan
dan anggaran kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri

Administratif paling lambat 7 (tu_]uh] hari sejak seluruh
kegiatan selesau :

. ' Pasal 67 :

(1) Kaur dan/ atal  Kasi - pelaksana keglatan anggaran
. menyusim RAB pelaksanaan .dari anggaran belanja tak
terduga yang diusulkan kepada Kepala Peerintah Negeri -
dan Negeri Administratif mclalul sekretaris Negeri dan

- Negeri Administratif.
(2} Sekretaris Negeri dan Negeri Administratif melakukan
* verifikasi terhadap  RAB.- yang diusulkan sebagaimana
dlmaksu /Jada ayat (1]

ﬁﬂ'i‘



(3)

4)

ay

'Kepala Pememltah Negen dan Negen Admmlstratlf melalui

surat keputusan Kepala - Pemcnntah Negeri dan Negen

_' Admuustratlf ‘menyetujui’ RAB pelaksanaan kegiatan

anggaran. belanja tak terduga sesitai - dengan  verifikasi
yang  dilakukan oleh “sekretaris Negen dan Negen '
Administratif. :

Kepa_la Pemerintah Negen dan Negeri Admlmstratlf
melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga
kepada Carhat atas nama Bupati paling lama 1 (satu) ,
bula.n sejak keputusan Kepa.la Pemerintah Negen dan
Negeri: Admlmstratlf dltetapkan

Pasal 68
Senap pengeluaran ‘kas- Negen dan Negeri- Adn'umstratlf
yang menyebabkan béban atas anggaran Belanja Negeri

‘dan Negeri. Adnumstratlf dﬂ{enakan paJak Sesuai dengan

o lmvr;hii’mm faarnmm_

-yang berlaku. :
Kaur Keuangan sebagm Wajlb pungut pajak melakukan

@

@)

@

pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Negeri dan

'Negen Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -

Pemotongan Ppajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

_ mehputl pengcluaran kas Negeri dan Negeri Administratif
. ‘atas beban belanja. pegawal barang/j _]asa dan modal.
Kaur- Keuarigan Wajlb ‘menyetorkan seluruh penerimaan

pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan-
perundang undangan -

: Pasal 6.9

Arus kas masuk da.n arus kas keluar sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 60 dari mekamsme pembiayaan sebagalmana
dunaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dianggarkan dala.m APB

'_ Negen dan Negerl Admm1strat1f

n

@

- Pasal 70

Penenmaan pemblayaan dari SiLPA tahun sebelumnya
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 31 huruf a dlgunakan
untuk: s

a. menutup1 - defisit anggaran  apabila  realisasi

pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dar

b ‘mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
. SiLPA yang digunakan untuk: menutupi defisit anggaran

sebaga.unana dimaksud pada ayat (1} huruf a merupakan
perhitungan perkiraan penerimaan - dari pelampauan

pendapatan  dan/atau - penghematan belanja’ tahun
- sébelumnya yang digunakan untuk membiayai kegidtan-

kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri dan
Negeri Adestratf tahun anggaran berkenaan :

kil w“b;i"«“‘“ﬁ *“ﬁ“ﬂﬂﬂul RB!‘HM&HW e
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SlLPA yang dlgunakan uqtuL mendanal keglatan vang

belum selesai atau lan_]utan scbaga.lmana dJmaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan pcrh.ltungan riil dari anggaran
dan kegiatan yang harus dlselesalkan pada tahun
anggaran berlkutnya _ "'

Kaur dan fatau - Kasi pelaksana keglata:n angga.ran
menga;uka.n kembali rancangan DPA untuk disetujui

- Kepala Pemerintah Negeri dan Negen Administratif

(5)

©)

R

S

@

(4)

(5)

men_]ach DPAL untuk mendanai kegiatan yang behim

. selesai atau lan_]utan sebagalmana dlmaksud ‘pada ayat (1)

huruf b. -
Kaur dan/atau Kasi pelaksana keglatan anggaran dalam
‘mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada

- ayat {4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir

realisasi pelaksanaan keglatan dan anggaran kepada
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif paling
lambat pertengahan bula.n Desember tahun anggaran
berjalamn. .
Sekretaris Negen dan Negen Admm13u'at1f mengu_]r
kénesuaian jamlah nnggnrnn dan sind Hopinthn yﬂﬁs Hlstm

dlsahkan dalam DPAL.

DPAL yang telah dlsetu_]ul ‘menjadi dasar penyelesaian
kegiatan yang belum selesa.t atau lanjutan pada tahtun
anbgaran benkumya '

Pasal 71 ,

_ PencaJra.n ‘dana cadangan sebaga.lmana dlmaksud dalam
Pasal 31" huruf b dan pembentukan dana cadangan

sebagalmana dimaksud. dalam Pasal 32 huruf a dlcataﬂ{an

-dalami Catatan atas Laporan Keuangan.
Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaumana

dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran

‘dand- cadangan dalam rekenmg kas Negeri dan Negeri

Administratif.
Pernbentukan Dana Cada.ngan sebaga.lmana dlmaksud

‘pada ayat (1) dilarang . digunakan untuk membiayai
" program dan kegiatan' lain diluar yang telah thetapka_n

dalam Peraturan Negeii dan Negen Admmmtratli' mengenal

~dana cadanga.n

Program 'dan - kcglatan ya.ng dltetapkan berdasarka.n
Peraturan Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana

: cadangan telah mencukup1 untuk melaksanakan program

dan keglatan
Dalam hal dana cada.ngan Scbagalmana dimaksud pada

‘ayat - (4] belum mencukupi sampai dengan tahun
'pelaksa.naan programm dan kegiatan yang ditetapkan

beérdasarkan Peraturan Negeri dan Negeri 'Administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka program dan
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dana
cadangan yang telah ada. _

Ak
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(7)

@)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) melebihi anggaran yang telah ditetapkan akibat
adanya pena. mbahan- dari keuntungan Bunga Bank, ‘maka
program dan. kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif mengenai dana cadangan.

Kelebihan atas anggaran Dana Cadangan akibat adanya
penambahan dari’ keuntungan Bunga Bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) masuk sebagai pendapatan yang
dapat digunakan untuk program dan kegiatan selain dari
program - dan Kkegiatan = yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Negeri dan Negeri Admlmstranf mengenai dana
cadangan. _
Dana cadangan bebagaumana dunaksud pada ayat (4)
dianggarkan pada’ penerimaan pembiayaan dalam APB
Negeri dan Negeri Administratif.

Pasal 72
Penyertaan modal sebagaimana dlmaksud dalein Pasal 32

huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

Hasil keuntungan dari penyertaan mcdal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan
abh Negeri dan Negcn Admxmstratlf

Bagmn Ketzga
Penatausahaan

' Pasal 73 _ - ¥
Penatausahaan keuangan dilalikan olehl Kaur Keuangan.
sebagai pelaksana fungsi kﬂbendaharaan | .
Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat : (1]
dilakukan dengan mencatat: setldp penermaan dan
pengeluaran dalam 'buku kas umum. . S :
Pencataan, pada buku kas wmnum sebagaamana dimaksud

| pada ayat (2) dltutup setlap akhir bulan

| _, Pasal 74 }ﬁ o
Kaur Kﬂuanga_n wajib membuat buku pemba.ntu kas
umum yang terdiri atas: i :
a. buku pembantu bank . '

b. buku pembantu pajak; dan
¢.  buku pembantu panjar. ' :
Buku pembantu bank sebagalmana dlmaksud pada ayat

1) huruf a - merupakan’ catatan penemad.n dan

._'pengeluaran rnela_lm reﬁemng kas Negen -dan . Negeri

Administratif.

A
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Buku pembantu pa_]ak sebaga.lmana dmmksud pada ayat

(1) huruf b merupakan catatan - penenmaan potongan
- pajak dan pengcluaran setoran pa_]ak _
- Buku pembantu parnijar sebagannana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ .merupakan ' catatan ~pemberian dan

- perw.nggungjawanm uang pan_]af

Pasal 75

Penenmaan Negen dan Negen Administratif d.13etor ke rekemng' :
kas Negeri dan Negeri Administratif dengan cara:

a.

b

(1)

[2)

(3)

“@
)

@

o

dlsetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemen.ntah

! Provms1 dan Pemerintah Daerah Kabupaten/' Kota;

disetor melalui bank lain, -badan, lembaga keuangan
da.n/ atau kantor pos oleh pihak ketlga, dan '

d1setor oleh Kaur Keuangan u_m:uk penenmaan yang
dlperolch darl p1hak ketiga. :

. : Pasal 76 :
Perigeluaran atas beban APB Negeri dan Negen'
Administratif dﬂakuka_n berdasarkan RAK Negeri dan

Negeri ~Administratif Yang -telah dzsetugm oleh” Keépala
Pemerintah Negen dan. Negeri Administratif.

Pengeluaran ‘atas - beban APB: Negen dari Negen
Administratif untuk keglatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur
dan Kasi pclaksana keglatan anggaran atas dasar DPA dan
SPP yang diajukan serta telah dmetujm oleh Kepala
. Pemeérintah Negen dan Negerl Administratif.

Pengeluaran atas beban APE Negeri dan Negen _
* Administratif urituk keglatan ya.ng dﬂakukan melalai
penyedla barang/j _]asa dikeluarkan oleh Kaur Kcuangan
langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang
diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah
disetujui oleh Kepala Pemermtah Negen dan Negen |
Admlmstratlf : '
Pcngeluamn atas beba.n APB Negen dan Negeri-
Administratif untuk belanja pegawai, dilakukan secara
langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala
Pemermtah Negen dan Negeri Administratif.

Pengeluaran * atas beban - APB Negeri dan Negen
Admm1strat1f sebaga.lmana dimaksud pada ayat (2}, ayat
(3), dan ayat (4) dlbuktjkan dengan ku.ltansx pengeluaran
dan kuitansi penetimaan. '
Kuitansi pengeluarsan scbagalmana dlmaksud pada ayat
[5] dltandatangam oleh Kaur Keuangan.

Kuitansi penenmaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (5)
ditandatarigani oleh penenma dana.

R



(1)

: e Pasa.l 77 :
Buku kas “umm yang dltutup setiap akhlr bulat
sebagmmana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilaporkan
oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Negeri dan Negeri
Administratif paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan

o benkutnya

(2)

.. 3

Gekroturls Nogord dan. P{Ug:srl Adminiatmtif melaicukan
verifikasi, evaluasi dan anah31s atas laporan sebagaunana

dimaksud pada ayat (1).
Sekretaris Negeri dan Negeri Adrmmstratﬂ' melaporkan
hasil- verifikasi, evaluasi dan analisis - sebagaimana

 dimaksud pada . ayaf (2) disampaikan kepada Kepala

(1)

{2)

(3)

. ' 'Pemcnntah Negen dan Negen Admuusn'auf untuk
o .-_j'-.:.dlsetu‘]u1 e s S et e e D i e it

-.'Eiagian Keempaf- -
- -Pélaporan'
- Pasal 78

Kepala Pemerintah Negeri dan - Negeri Administratif
menyampaikan laporan pelaksanaan APB Negeri dan

e

. Negeri Administratif semester pertama kepada Bupati

melalui camat

Laporan scbagannana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APB- Negeri dan Negcn
Administratif; dan -

b. . laporan realisasi keg1atan X

Kepala Pemerintah Negeri - dan Negen Adm.l.mstratlf

Tieniyusun laporan sébagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan cara’ menggabungkan  seluruh - laporan
_sebagmmana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat
' 'mmggu kedua bulan Juh tahun beqa]an

g Pasal 79

Bupati- menyampalkan laporan konsolidasi pelaksanaan APB

Negeri dan Negeri Adrmmstre_mf kepada Menteri Dalam Negeri
- melalui Direktur Jenderal Bina Pemierintahan Desa paling
lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

)

Bagian Kelima
Pertanggungiamban
: : ‘Pasal .80
Kepala Pemerlntah ‘Negeri ‘dan Negeri - Admn‘ustranf
menyampa.lkan laporan pertanggun’awaban realisasi APB
Negeri dan Negeri Administratif kepada Bupati melalui
camat setiap akhir tahun anggaran.

i
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Cesan

Lapdran: .'péfflzanggﬁniawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat: 1) dlsampalkan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah akhir tahun' anggaran berkenaan yang dltetapkan
dengan Pefaturan Negerl dan Negeri Administratif.

Peratura.n Negen dan . Négeri- Administratif sebagalmana

- dnnaksud pada ayat: (2) disertai dengan:

- a. laporan keuangan, terdiri atas:

4

-

(2)

(1)

(2)

- 1. laporan - realisasi "APB Negen dan Negen'
' Administratif, dan -
2. catatan atas laporan keuangan

) b laporan realisasi keégiatan; dan

c.” daftar program sektoral, program daerah dan prograr
© lainnya yang rnasuk ke Negen dan. Negen
-Adn'umstrauf :
Dafta_r program sektoral, program daerah dan program :
lamnya yang masuk ke Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana dlmaksud pada ayat (3} huruf c adalah_

_program keg1atan yang - masuk ke Negeri dan Negen

Administratif bersumber’ dari Anggaran Pendapatan dan
Bela.nja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B Prowns1 Anggaran Pendapatan dan . Bela.n_]a Daerah
‘ Kabupatcn atau Anggaran lamnya namuir udak masuk
dalam APB Negen dan Negen Adnnmstratl.f

Pan] 81

Laporan Pertanggun.awaban sebagalmana dlmaksud_
dalam ' Pasal 80 merupaka_n bagian dari’ laporan

penyelenggaraan Pemermtahah Negen ~dan Negen

Admnustratlf akhir tahun anggdran.
Bupatl mcnyampalka_n laporan konsohdam rea.hsam
pelaksanaan APB . Negeri dan Negeri Administratif kepada

Menteii -Dalam Negeri melalui Dlrektur Jenderal Bina

Pemerintahan Desa ‘paling lambat mmggu kedua Bulan

_ Aprﬂ tahun bezjala.n

_ Pasal 82 :
Laporan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal
80 - diinformasikan kepada masya.rakat melalui media
informasi. ' .
Informas1 bebagalmana dLmaksud pada ayat (1) paling

-sedilat mernuat
a. laporan realisasi APB Negeri dan Negerl Adnumstratlf

b. . laporan reahsa31 kegiatan;

c. kegiatan yang belum selesai ~dan/atau _tida.k

_ terlaksana

d. sisa anggararn; dan

€. ﬁZpengaduan. o | i
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: - Pasal 83 |
Format .Kode Rékening,l ~ Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administrati,
. Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif
tentang Penjabaran APB Negeri dan Negeri Admini:stratif,
Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Adm.inistratif,
surat pengantar Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif penyampaian Rancangan Peraturan Negeri dan
Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri
Administratif;” Berita 'Acara - Hasil Musywarah BPN/Saniri
" Negeri, Keputuéan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan
" Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negeri
dan Negeri ‘Administratif, Keputusan Camat . tentang Hasil
Klarifikasi Peraturan Negeri ‘dan Negeri Administratif tentang
APB Negeri dan Nege'ri"Ad'ministraﬁi‘,' Peraturan Negeri dan
- Negeri 'Adnjjnistratif tentang Perubahan APB Negeri dan Negeri
Administratif, Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri
Administratif tentang Penjabaran Perubahan APR Negeri dan
Neg’eri'_ Administratif, DPA, 'DPPA, RAK Negeri dan Negeri
' Administratif, = Buku - Pembantii . Kegjatan, Laporan
Perkembangart = Pelaksanaan Kegiatan dan Anggara.n, SPP,
Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran,
DPAL, . Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentahg
Perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif, Peraturan
Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang
Perubahan Penjabaran APR Negeri dan Negeri Administratif,
Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, XKuijtansi,
Laporan Pelaksanaan APB Negeri dan Negeri Administratif
Semester Pertama, Laporan Pertanggungjawaban dan format
kelengkapan lainnya tercantum dalam Lampiran yang
', merupakan bagian tidak terpisahkan dayi Peraturan Bupati ini,
~ BABWI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEUANGAN
' NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

_ . Pasal 84 o
['1) PeﬁYelésaiah atas perselisihan yang muncul sebagai akibat

' dari penyimpangan dan atau penyalahgunaan anggaran
-dalam keuangan Negeri dan Negeri Administratif dilakukan

~ dengan mendahulukan proses penyelesaian secara
administratif secara berjenjang dimulai dari tingkat Negeri
dan Negeri Administratif, tingkat kecamatan dan tingkat
kabupaten.

Al
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Proses ‘penyelesaian  secara _administfatif pada tingkat

kabupaten dilaksanakan setelah diperoleh bukti-bukti sah
adanya. penyimpangan - anggaran dalam pelaksanaan
-keuangan Negeri dan Negen Admnus&atlf dari hasil

- 'pernenhsaan yang dﬂaksanakan ‘oleh Inspektorat

(3)

Kabupatcn Maluku Tengah

'Apablla atas persehsﬂlan sébagalmana dlma.ksud pada
- ayat (1) -tidak diperoleh penyelesaian dan  atau hasil

penyelesaian tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang

. melakukan tindakan penyimpangan anggaran ‘keuangan

Negeri dan Negeri Admmlstratl_z maka jalur penyelesaian
perselisihan. dﬂakukan thelalui badan peradilan sesuai

'dengan ketentuan hukum yang- berlaku, sehingga

diperoleh keputusan penyelesman yang berkekuatan
hukum tetap ' _

" BABvI
'PEMB’INAAN

Pasal 85

Bupat1 melakukan pembmaan atas pelaksanaan Pengelolagn
Keuarngan Negeri dan. Negeri Administratif, dengan membentuk

tim Fasilitasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dan Aloka31
Dana Negen dan Negen Admm1strat1f

(1)'
Masyarakat Negen Pemberdayaan ‘Perempuan. dan

@

- berupa: _
a. I-membenkan pedoman pelak‘sanaan Alokam Dana .

: - Pasal 86 s
Pemenntah Kabupaten ‘melalui Dlnas Pemberdayaan

Perhndungan Anak melaksana.kan pembinaan ~dan.

pengawasan dalam pengelolaan keuangan Nf-gcn dan

Negeri Admnustrah.f meliputi pembeérian pedoman
bimbingan, supcm31 konsultasi,” pendidikan dan
pelatlhan o S !

Pedoman blmbmga.n ‘supervisi, konsultasi, pend_tdjkan
dan pelatlhan sebaga_ma.na d}maksud pada ayat (1} dapat'

- Negeri - dan Negen Adnumstranf Dana 'Negen dan
Negeri Administratif;
b., memberikan pedoman penyusunan RPJM Negeri dan
Negen Administratif dan RKP Negcn dan Negeri
' Adnumstratlf '

~c. . memberikan’ pedoman penyusunan APB Negen dan

_Negen Administratif;”

d. memberikan  bimbingan dan  arahan dalam

penyelenggaraan ~ keuangan Negeri dan Negeri

-



: [1_)

(2)

(1)

(2)
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Administratif yang mencakup perencanaan dan-
penyusunan APB Negeri dan Negeri Administratif,
' pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Negeri
dan Megeri Adminisiratif;. '
e. sosialisasi atas kebijakan mengenai Alokasi Dana
* Negeri-dan Negeri Administratif, Dana Negen dan
- Negeri Administratif; dan
f.  memfasilitasi kclkutsertaan perangkat Negeri dan
' Négeri Administratif dalam pendidikan dan pelatihan
pengelolaan = keuangan Negeri dan Negeri
Administratif,. |

Pasal 87

_-Pemantauan / momtormg dan evaluasi dﬂaporkan hasilnya

kepada Bupati.
Pemantauan scbagannana dimaksud pada ayat (1)

' dllakukan terhadap :

a. penyampaian Peraturan Negen dan MNegeri Administratif
tentang APB Negeri dan Negeri Administratif dari
-_masmg—masmg Negeri dan Negeri Administratif sesuai

.- ketentuan yang berlaku :

b. penyaluran Alokasi | Dana -Negeri dan Negeri
Administratif, Dana Negeri dan Negen Administratif
dari RKUD ke RKN;

C. pencairan  Alokasi Dana Negeri dan Negeri
Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif
dari Rekening Kas Negeri oleh Kepala Pemerintah
'Negeri dan Negeri Administratif dan Kaur Keuangan;

d. laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Alokasi Dana Negeri dan Negen Adrmrustratlf Dana
Negeri dan Negeri Administratif: dan

¢. sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif,

' Dana Negeri dan Negeri Adnnmstratlf di rekening Kas
Negeri (RKN). '

: ~ Pasal 88 .
Pefnantauan terhadap penyampaian Peraturan Negeri dan
Negeri Administratif tentang APB Negeri dan Negeri
Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat
2) horuf a dilaksanakan  untuk . menghindari
keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tentang APB Negeri dan Negeri Administratif.
Dalaimn hal terjadi keterlambatan penyampaian Peraturdn
Negeri dan Negeri Administratif tentang APB Negen dan
Negeri Administratif, Bupati dapat menugaskan Camat dan
OPD teknis untuk memfasifitasi pcrcepatan penyusunan

A



(3)

dan  penyampaian = Peraturan Negeri dan Negeri
Administratif tersebut, :
Pemantauan terhadap penyaluran Alokasi Dana Negeri dan

-Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri A dministratif

 dari "RKUD ke RKN sebagaimana dimaksud dalam pasal

(4)

5

(1)

87 ayat (2) buruf b dilakuken untik  niemastisn
penyaluran Alokasi-Dana Negeri dan Negeri Adminisiratif,

Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan sesuai
ketentuan perundang—undangan

Pemantauvan terhadap pencairan Alokasi Dana Negeri dan
Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif
dari Rekening Kas Negeri oleh Kepala Pemerintah Negeri
dan. Negeri Administratif dan Kaur Keuangan sebagaimana
dimaksud pada pasal 87 ayat (2} huruf ¢ dimaksudkan
untuk mengetahm jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri
Administratif dan Dana Negeri dan Negeri Administratif
yang telah dicairkan dan untuk memastikan pencairan

- Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri

dan 'Negeri Administratif- tersebut’ dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku.

- Pemantauan terhadap realisasi penyerapan dan capaian

output Alokasi Dana NeaoTi dan Nt’.'ﬂ‘t'-l‘t'l Adminin‘n‘m#‘. Dine
Negeri dan Negeri' Administratif sebagaimana dimaksud

‘pada pasal 87 ayat {2} huruf d. dimaksudkan untuk

memastikan penggunaan dan penyerapan Alokasi Dana

Negeri dan Negeri - ‘Administratif, Dana Negeri dan Negeri

Administratif yang telah digunakan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pemantauan terhadap sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri
* Administratif, Dana Negeri dan Negeri Administratif di

Rekening Kas Negeri scbagaimana dimaksud dalam pasal
87 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk mengetahui sisa
Alokasi Dana Negen dan Negeri Administratif, Dana Negeri
dan Negeri Administratif yang ada pada kas Negeri dan
Negeri Administratif pada akhir tahun anggaran.

Pasal 89 _
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa

-Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negen

dan Negeri Administratif di RKN sebagaimana dimaksud:
dalam pasal 88 ayat (6} ditemukan sisa Alokasi Dana
Negeri dan Negeri Administratif, Dana Negeri dan Negeri
Administratif di RKN lebih dari 30% (tga puluh pcrsen),
maka Bupati:

a. meminta penjelasan kepada Kepala Pemerintah Negeri

.- dan Ncgen Administratif mengenai sisa Aiokasi Dana

A



W




@

“)

_ 59.‘-.- -

Né'geri dan Negert Administratif, Dana Negeri dan
Negeri Administratif di RKN tersebut; dan/atau |
b. ' meminta Inspektur Kabupaten Maluku Tengah untuk
melakukan  pemeriksaan dan audit terhadap
pengelolaan dana tersebut.
'Slsa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Admm1strat1f Dana
Negen dan Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga

puluh pernnn) aobagaimana dimaleaiid prda avas (1),
dihitung dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif,

Dana Negeri dan Negeri Administratif yang diterima Negeri
dan Negeri Administratif pada tahun anggaran berjalan
ditambah -sisa  Alokasi Dana Negeri dan Negeri

Admmlstratlf Dana Negeri dan Negen Adnun*stratlf tahun
' a.nggaran sebelumnya -

@

Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Adnnmstranf wajib
menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Negeri dan

- Negeri Administratif, Dazia Negeri dan Negeri Administratif

sebagaiimana dlmaksud pada ayat (2} dalam rancangar
APB Negeri dan Negen Adxmmstra‘af tahun anggaran
berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Alokasi Dana
Negeri dan Negeri Adnumstratlf Dana Negeri dan Negeri
Admmlstrauf tersebut.

Dalam hal rancangan APB Negeri dan Negeri Administratif
tahun anggaran berikutriya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) telah ditetapkan, sisa Alokasi Dana Negeri dan ' -
Negeri Admlnlstratlf Dana Negeri dan Negeri Administratif
tersebut dapat digunakan mendzhului penetapan
Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentarnig -
perubahan APB Negeri dan Negeri Administratif dengan
cara menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan

- Negeri Administratif- tentang perubahan penjabaran APB

Negeri- dan . Negeri Administratif dan memberitahukan
kepada ‘BPN/Saniri Negeri untuk selanjutnya ditampung

~dalam Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang

perubahan APB Negcn da_n Negerl Adnnn1st:1 atif.

Pasal 90

Apabﬂa dalam laporan hasil pemantauan terhadap realisasi
penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif, Dana
Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKN yang tidak
. sesuai dengan ketentuan yang berlaku bcrupa.

a.

keterlambatan penyaluran dan/atau kehdaktepatan
jumlah, maka Bupati meminta penjelasan .teknis dari
SKPD yang bertanggung;awab dalam penyaluran Alokasi
Dana Negeri dan Negen Admlmstratlf dan Da_na Negeri
dan Negeri Administratif dunaksud

apabila, dalam lapord.n hasil pcmantauan ditemukan
ada.nya keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri dan

A






'Negen Adlmmstrat:f tentang penetapan APB Ncgen dan
"Negeri Administratif maka Bupati- membenkan teguran
kepada Kepala Pemenntah Negen da.n Negen Ad.mmlstratlf
~dan Can:lat setcrnpat -

Pasal 91.

Pemantauan terhadap laporan reahsasx penggunaan Alokasx
Dana Negeri dan Negeri’ Adrmmstratlf Dana Negeri dan Negeri
"Adrnlmstrauf dilakukan - untuk menghmdan penundaan
penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Admlmstratlf dan
Dana Negeri da.n Negéri Admlmstranf '

&

(2

Pasal 92
T1m Pemblna Dana- Negen dan Negeri Admm18trat1f dan
Dana . Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif
Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat, dengan

~ susunan keanggotaan sebagal berikut :

al Pﬂnanggun.awab : Camat _
b.  Keordiriator - - : -Sekretaris Kecamatan

. ¢ Ketua . - . Kepala Seksi Ekonomi dan

' Pembangunan

. d. Anggota i - : 1. Kepala Seksi -

‘ S - L " Pemerintahan;

AR o 2. Kepala Sekei

Trantib;

3. Kepala Seksi

. PMD; - _

4. Staf/Petugas Teknis
Kecamatan; <

T1m Pembma Dana Negen dan Negeri Admmmh'atlf dan

Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif

Kecamatan | sebagalma.na dimaksud = pada ayat [1),'

mempunyai tugas : - .

a.  fasilitasi pcnyusunan Peraturan Negeri dan Negen
. Administratif tentang APB Negeri dan Negeri
-~ Administratif - dan Peraturan Kepala Pemerintah
- 'Negeri dan Ncgen Administratif tentang Penjabaran

APB Negeri dan Negen Admhnstran.f

b.. fasilitasi pengeiolaan - keuangan Negeri dan Negeri

Adrnuustratlf dan pendayagunaan aset Negen dan
Negeri Admm13trat1f :

- C fasilitasi penyusunan Iaporan pertaanggun-awaban

'-Ireahsam APB Negeri dan Negeri Administratif;

d. fasilitasi penyusunan Laporan Penyeleng'garaan

Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif: _
e. koordinasi péndampingan. Negeri dan Negeri
' Administratif ~ di ~wilayahnya - terkait dengan



(1)

-1 -

B pengelolaan kehangan_ Negeri dan  Negeri
Administratif; -

f. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis administrasi .

" dan teknis operasional mulai dari proses penyusunan

RAB dan/atau gambar, pelaksanaar kegiatan

pembangunan ‘dan pemberdayaan - masyarakat,

E penatausahaan keuangan dan

pertanggungjawabannya;

 memverifikasi kelengkapan dan keabsahan APB. Negeri

dan Negeri. Administratif yang msampalkan -oleh
Posterin ol Negori dan Nﬂgmi Ammnmwﬁm '

mengevaluasi rancangan Peraturan Negen tentang APB
Negeri -dan Negeri Administratif yang' “disampaikan oleh
masing-masing Képala ‘Pemerintah Negeri dan Negeri

' Adrm.mstranf

melakukan pembinaan, pemantaua_n dan mengevaluas1
kemajuan penggunaan Dana - Negeri dan ‘Negeri
Administratif dan Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri
Administratif sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya
dan/atau gambar; :

memantau  pengelolaan Dana = Negeri dan Negen
Administratif dan Dana Alokasi Dana Negeri dan Negeri
Administratif mulai  dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian
hasil pembangunan; _
mengkoordinasikan 'pembahasan dan penyelesaian
permasalahan  yang timbul sebagai temuan hasil
pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat;

dan

menyampaikan rekapitulasi Laporan Realisasi
Pelaksanaan APB Negeri dan Negen Administratif oleh
Pemermtah Negeri dan Negeri Admmlstrauf

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 93
Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana

Negeri dan Negeri Administratif dan Dana Alokasi Dana

Negen da.n Negeri Admunstratlf dilakukan oleh Aparat
Pengawasan. Internal Pemerintah/Inspektorat Daerah
Kabupaten Malukua Tengah dan lembaga-lembaga

‘pengawasan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil - pengawasan  Aparat Pengawasan  Internal
Pemerintah/Inspektorat Daerah  Kabupaten Maluku
Tengah dilaporkan kepada Bupat.



(1)

2)

(1)

(2

(3)
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. BAR IX
- KETENTUANM LﬁlN»LAIN_
o Pasal 94 o
Negeri dan Negeri Administratif persiapan mendapatkan

‘alokast -biaya operasional dan biaya lainnya . yang

ditetapkan dalam ‘APB Negeri dan Negeri Administratif
induk berdasarkan RKP Negeri dan Negeri Administratif
induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lamnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
penjabat Kepala Pemermtah Negeri dan Negen
Administratif Persmpan '
Pelaporan ~ dan - pertanggun.'awaban alokasi blaya
operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. -

Pasal 95 _
Penyusunan anggaran belanja kegiatan di Negeri dan
Negeri Administratif setiap tahun- anggaran berpedoman

© pada. Standarisasi sesuai . dengan Peraturan Bupati

tentang' Standarisasi Indeks Blaya Honorarium Kegiatan,

. Biaya Pemelihardan . Dan Biaya Pengadaan Barang/ Jasa

Kegiatan Pemerintah Kabupaten.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Standarisasi untuk Biaya Perjalanan Dinas
Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, Honorarium
Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif,
dan, Honorarium Pelaksanaan | Keg1a;an Pembangunan
Negen dan Negeri Administratif yang besarnya diatur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan
ayat (2} merupakan harga tertinggt yang dalam

- pelaksanaannya agar diusahakan menggunakan harga

terendah serta layak sesuai dengan harga pasarana umum
dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 96 '

Kerugian Negeri dan Negeri Administratif yang terjadi karena
adanya pelanggaran administratif dan/ atau peianggaran pidana
diselesaikan’' sesuai dengan ketentuan pcratu.ran perundang—
undangan. |

i



(1)

2)

(3)

0 BABX .
KETENTUAN PERALIHAN

" Pasal 97
Pcngelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif

yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan
Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuarigan Negeri dan Negeri Administratif di
Kabupaten - Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten
Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 207.a) dan Peraturan
Bupati Maluku Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri dan Negeri
Administratif Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah
Kabupaten Maluku Terigah Tahun 2016 Nomor 24 1) tetap

‘berlaku sampai tahun anggaran 2018 sepan]ang tidak

bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. _
Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang

Pembentukan BUM Negeri dan Negen Administratif ‘dan

Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang
Penyertaan Modal BUM Negeri dan Negeri Administratif
yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
tetap berlaku sepanjang tldak bertentangan dengan
Peratl_lran Bupatl i, : :
Pengelolaan keuangan Negeri dan Negeri Administratif
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai
dilaksanakan untuk APB Negeri dan Negeri Administratif
tahun anggaran 2019.

BAB XI.
PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupatl

Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Keuangan Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten
Maluku - Tengah {Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2015 Nomor 207.a) dan Peraturan Bupati Maluku
Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis

- Pengelolaan Dana Negen dan Negeri Administratif Kabupaten

Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Tahun 2016 Nemor 241) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A
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o _  Pasal §9 . | _ :
Peraturan Bupati-ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agé.r Sétiap ' orang mcnge‘tahuljnya., memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
B datan Bene Deoraly Kabuparon Miadilsy Pongat.

Ditetapkan di Masohi o
pada tanggal 9 Tebruar) , 2019
4 BUPATMMALUKU TENGAH,

Diundangkan di Masohi i | .
pada tanggal 9 Febroars

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH/
MALUKU TENGAH,

. 2 0 19 /___/',,,/......,

RAKIB SAHUBAWA | |
BERTi'A DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 429



A. Format Kode Rekening

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR | TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

A.l. Daftar Kode Rekemng Blda.ng, Sub Ridang, dan Yegtatan

Kode Reker_llng

'BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

L1 |BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI
SRR v Blda,np; Penyelenﬁgaraan Pemierintalian Negen BT Sl bidearng ‘din keg ﬂt&ﬂ yang

dipunaloan anmlc mumm KT SRV el RN, |'v,m|_x,nt nmnnrmmhm\ l-‘immﬂ yong
mencakup: ' :

i 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasﬂan 'I‘et.ap, Tunjangan dan

_|Operasional Pemerintahan Negeri (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)

1 1 01 [Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri

1 1| 02 [Penyediaan Pengnasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri

1 1 03 |Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Negeri

1 11 04 |Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri (ATK, Honorarium PKPKN dan PPKN ’
perlengkapan perkanteran, Eakaxan dinas/atribut, listrik/ telpon, dl])

1] 1 05 PcnyedLaan Tunjangan BPN/Saniri Negen

1 1] 06 Penyedlaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), per]engkapan

;" .. |perkantoran, Pakaian Seraga.m perjalanan dinas, listrik / telpon dﬂ]

L 1], 07 |Penyediaan Insentif/Cperasional RT/RW .

1| 1] 90 |Pemberian penghargaan purna tagas Kepala Pemerintah Negeri dan Pcrangkat Negeri

L] 1} 91 [|Penerimaan Lain Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri

1| 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Negeri

1 2| 0! IPenyediaan sarana {aset tetap} perkantoran/pemerintahan

1[_2] 02 [Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Negeri o

1 2 03 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Negeri **

1 2] 90 |Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Negeri

! 2| 91 |Pembangunan sarana dan prasarana Balai Negeri

1 2| 92 |{Pengelolaan Aset Negeri .

3 21 93 [|Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Negeri

1 2 ¢ 94 . |Pengelolaan Pungutan Negeri Non Administrasi

1) 2 95 |Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Negeri

1 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

1 3| 01 [JPelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat P\,ngantar / Pelayanan
KTP, Akta Xelahiran, Kartu Kelnarga, dif) -

H 3| 02 [Penyusunan/Pendataan /Pemutakhlran Profil Negeri {profil kependudukan dan

_____|potensi Negeri)** '

1 3 | 03 .|Pengelolaan adzmmstram dan kearmpan pemermtahan Negen

1 3 ] - 04 |Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan’ dan Pencatatan Slp

1 3 | 05 [Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Negeri secara Partisipatif

1] 31 90 |Dukungan Penyelenggaraan Nikah Massal
Fasilitasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja/ penyelenggaraan pelatlhan tenaga

1 31| 91 [kerja/pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Negeri

i 3 82 [Penyelenggaraan arsip Negeri

1 3] 93 [Pendataan Negeri .

1 3| 94 |Pelayanan registrasi kependudukan dan catatan sipil tingkat Negeri

1 3| 95 (Pemantaunan keéwaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa

] 3 | 96 |Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala Negeri

1] 3| 97 [Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Negeri dan antar Negeri

1 3 | 98 f(Pembentukan dan fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin

1 31 99_ [Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis Digital

1 4 Sub Bideng Taia Fraja Pemerintahan, Perencanaan, Kevangan dan Pelzporan

4] Ol {Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Negeri /Pembahasan APBNeg (Musneg,

Musrenbangneg/Pra-Musrenbangneg, dll.,, bersifat reguler)

Mk




Penyelcngga.r-am Musyawarah. Hegeri 1aiinnya {musdus, rembug warga, dil., yang

: e bersifat non-reguler sesuzi kebutuhan Negeril _
1 | 41 03 |Penyusunan Dokumen Perericanaan Negeri (RPJMNeg/RXPNeg,dll)
1 4| 04 |Penyusunan Dokumeén Keuangzan Negeri (APBNez/ APBNeg Peruba_lhan,f LPJ APBNeg,
' dan. seluruh dokuinen terkait) . _ : . :
1 4, 0S5 \Pengelolaan/Administrasi/inventarisasifPenilaton Aset Negeri
1 4 | 06 |Penyusunan Kebijakan Negéri (Perneg/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
Pembangunarn /Kenangar) o - .
1 4 07 [Penyusunan Lapordn Kebala.Negeﬂ /Peényelenggaraan Pemerintahan Negeri (laporan
- |akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun
anggaran, iriformasi kepada ma_syarakat]
1] "4 08 |Pengembangan Sistem Informasi Negeri . .
1 4| 09 |Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Negeri
(Antar. Negeri /Kécamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** .
1 4 10  |Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan
. Pemilihan BPN (yang menjadi wewenang Negeri)
1 4 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam
, mengilauti Lomba Negeri :
1 4| 90 [Dukungan Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan SBumpah Kepala Pemerintah
_|Negeri dan Perangkat T L :
1 4 | 91 |Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Negeri
1 4! 92 |Pembentukan organisasi Pemerintah Negeri/Lembaga Kemasyarakatan Negeri
1 4 |93 |Pengisian/penjaringan / penyaringan Kepala Pemerintah Hegeri dan BpM++
1 4 | 94 [|Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Negeri
1] 4] 95  |Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Negeri
1 5 Sub Bidang Pertanahan =
1 5.1 0l [Sertifikasi Tanah Kas Negeri . _ L o _
1 5| 02 |Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda
1 Pertanahan) _ . L ' '
1) 5| 03 |Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1 o | 04 |Mediasi Konflik Pertanahan
1 5 | 05 [Penyuluhan Pertanahan
1[ S| 06 [Adminjstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)] -
1/ 5] 07 [Penentuan/ Penegasan /Pembangunan Batas /Patok Tanah N egeri **
1] S| 90 |Penetapan dan Penegasan Ratas Negeri _ |
1] S| .91 |Penyusunan tataruang Negeridan Peta Negeri_
1 S | 92 _|Pengelolaan Tanah/Kebun Negeri
1 2] 93 [Pengelolaan Meti Negeri
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NEGER!
Bidang Pelakszmaah:Pembahgunan Negeri berisi sub bidang dan kegiatan dalam
pembanguna_n; pendidikan; kesehatah, pekerjaan umum, dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga
_ terkait dengan pembangunén; non fisik seperti pengembangan: dan pembinaan,
2| 1 Sub Bidang Pendidikan o - ) .
2 1.1 01 {Penyelenggaraan PAUD/ 'ij TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri **
|(Bantuan Honot Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst}
1 02 _|Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst}
2 1] 03 - |Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2 1| 04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustaikaan /Taman Bacaan Negeri / Sanggar
IBelajar Milik Negeri ** _ : ' ' : '
- 2| 11 05 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA JTPQ/Madrasah Non-
' Formal Milik Negeri ** o _
2} 1| 06 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan SaranajPrasarara/Alat Peraga
o Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negeri **
2 1 07 PembangunanfRehabilitas’if Pen‘ingkatan Sarana Prasarana Perpustakasn/Taman
] Bacaan Negeri / Sanggar Belajar Milik Negeri **
2 17| 08 {Pengelolaan Perpustakaan Milik Negeri (Pengadaan Buku-bulau Bacaan, Honor
_ : Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri) '
2 1! 09 |Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2 1

Dukungan Pendidikan begi-Siswa Miskin /Berprestasi

4
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Pengadaan/pembangunan/pehypembangan/ p;;;zn.elﬂlaraan sarana prasarana bangunan

2 ! 90 PAUD/bulkui/wahana permaianan anak di PAUIIY/ peralatan belajar PAUD ** :
Pengadaan/ pembangun:n/pengembangur / peineliharaan sarana prasarana taman belajar
2 b 9t keagamaan /buku/bahan bacaan/pengelolaan perpustakaan Negeri dan taman bacaan **
- Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pem eliharaan sarana prasarana balai .
& L] 22 pelatihan /kegiatan belajar masyarakat/sanggar seni/film dolumenter/peralatan kesenian **
2 1] 93 |Pembangunan Rumah Singgah Pendididlkan
2| 2 Sub Bidang Kesehatan _
2 2| 01 |Penyelenggaraan Pos Kesehatan Negeri (PKN)/Polindes Milik Negeri (Obat-obatan;
Tambahan Insentif Bidan Negeri /Perawat Negeri, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst] - . :
2 21 02 |Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas ITbu Hamil, Kelas Lansia,
Insentif Kader Posyanduj
2 21 03 |Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Mésyarakat, Tenaga
0 __|Kesehatan, Kader Kesehatan, dli) -
2 3 Q4 (Ponvelenpaarnon Neger] Singo Kpaghetan, . T =
21 2] 05 {Pembinaan Palang Merah Rem
2] 2] 06 |Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2 2| 07 [Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2 2 08 [Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu /Polindes/PKD
2| 2 09 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu /Poskesdes/Polindes/PKN ** .
Pengadaan / pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana Alat Bantu
2 2 { 90 _|Penyandang Disabilitas/panti rehabiltasi penyandang disabilitas ** .
Pengadaan /pembangunan/ pengembangan /pemeliharaan sarana prasarana Mobil/Kapal
"2 21 91  IMotor untuk Ambulance Neger: ** e . T, S
. Pongarduan/pembangannn ZPenpamtinsigos /jasis Haeann HHERYIH gHan PreBUrany)|
2] 2| 92 |kesehatan/air bersih/sanitasi /kebersihan lingkungan /jambanisasi JMCK **
Pengadaan/pembangunanf pengembangan /pemeliharaan sarana, prasarana bhalail
pengobatan/posyandu /poskesdes/ polindes/ posbindu /reagen rapid test ldd untuk menguji
2 2 { 93 |sampel-sampel makanan ** )
2] 2] 94 |Pembersihan Lingkungan
2 2| 95 jRembuk Stunting
2| 2{ 96  |Pembangunan Rumah Singgah Kesehatan /Rumah Tunggu Kelahiran**
24 21 97 |Sosialisasi Ancaman Endemi Malaria dan Demam Berdarah (DBD)
2 2 | 98 |Peningkatan Kesehatan Warga Melalui Pendataan Kartu Desa Sehat (KDS}
2 3 Sub Bidang Pekerjanan Umnm dan Penataan Ruang
2 3] 01 [Pemeliharaan Jalan Negeri _
2 3] 02 [Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman /Gang
2 3 03 [|Pemeliharaan Jalan Usaha Tani _
2 3 | 04 [Pemeliharaan Jembatan Milik Negeri
2 31 05 |Pemeliharaan Prasarana Jalan Negeri {Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,
Drainase, Prasarana Jalan lain) - ' :
2 3 | 06 |Pemeliharaan Geduhg/Prasarana Balai Negeri /Balai Kemasyarakatan
2| 3} 07 |Pemeliharaan Pemakaman Milik Negeri /8itus Bersejarah Milik Negeri/Petilasan Milik
2 3| 08 [Pemeliharaan Embung Milik Negeri '
2 31 09 [Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Negeri
2 3 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Negeri **
21 3] 11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman/Gang ** :
2 3 | 12 (Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2 3 | 13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jembatan Milik Negeri **
2 3| 14 |Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Negeri {Gorong-gorong,
. Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2 3| 15 |Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Balai Negeri /Balai Kemasyarakatan**
2 3| 16 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Negeri /Situs Bersejarah
Milik Desa/Petilasan \
2 3 17 _{Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Negeri **
2 3 | 18 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Negeri
2| 31! 19 |Pembangunan/Rehahilitasi/Peningkatan Embung Negeri **
2 3 20

Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Monumen /Gapura/Batas Negeri **

A




|Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan/Talud pengaman tebing/saluran

S irigasi/energi baru dan terbar.ukan/pembangkit listrik tenaga mikl:g‘lr'lidl'o/ lapangan
Negeri/taman Negeri/lingkungan permukiman masayarakat Negeri

2 3] 91 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu**

2' 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman L -

) 4 | 01 |Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni

_ _ {(RTLH) GAKIN {peémetaan, validasi, dl)

21 4 02 (Pemelihardan Sumnur Resapan Milik Negeri

2 4 [ 03 |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Air/Tandon Penampunga.n Air
Hujan/Sumur Bor, dll '

2 4 | 04 |Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)

2| 4| 05 |Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dil., diluar
prasarana jalan) ' ,

2 4| 06 [Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

2 4| 07 |Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Negeri /Permukiman (Penampungan,

Bank Sampah, dll)

2 4) 08 |Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)

2 41 09 |Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Negeri

2 4 | 10 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

2 4 11 |Pembangunan/Rehabiiitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Negerd (Mata,

Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dllj** .

2 4| 12 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
(pipanisasi, dll) ** . :

2 4| 13 [Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman [G‘bron;g-gorong,

Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) ** L :

2 4 14 _|Pembangunan /Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum /MCK umum, dlf **

2 4| 15 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah.

sl e e R250Bormulsimen. (Penampunpen, Bonle Ranspgh diise T

2| 4| 16 |Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah [Drainase,

|Air limbah Rumah Tangga)** ) o :

2 d: 17 )Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman /Taman Bermain Anak Milik Negeri **

2] 41 90 [Pembangunan Rumah Layak Huni Untuk Fakir Miskin

2] 4| 91 [Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Fakir Miskin .

2 4| 92 |Pembangunan/Rehabilitasi Pagar = Negeri/ Pagar Kantor Negeri/ Pagar Gedungj
PAUD/TK/TPA/TPQ/SMTPI/ Pagar Gedung POSKESDES/POSYANDU/POLINDES
**(Diperbolchkan setelah semua fasilitas dasar terpenuhi dan memperhatikan kemampuan
keuangan Negeri)

2 41 93 |Pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman masayarakat Negeri/Penerangan
lingkungan " Pemukiman/pedesterian/drainase Negeri/selokan/tempat  pembuangan
sampah/pengadaan gerobak sampah/pengadaan kenderaan pengangkut sampah/pengadaan
mesin pengolah sampah** : ,

2| 4| 94 [Stimulan Perumahan Swadaya

2 5 Sub Bidang Kehutanan dan ngkun_gan Hidup

2} 51 01 [Pengelolaan Hutan Milik Negeri

2 5| 02 [{Pengelolaan Lingkungan Hidup Negeri

2 5| 03 |Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan /Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan
Kehutanan :

21 5] 90 |Penghijauan/pelestarian linkungan hidup **

2] 5| 91 [Pembangunan/pemeliharaan taman Negeri **

2 S5 | 92 |Perawatan terasering/pembersihan daerah aliran sungani/plesenagan suangai **

Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai/pembangunan jalan

2 o ] 93 |evakuasi dalam bencana gunung berapi **

2 5 | 94 |Pengadaan tong sampah/pembangunan tempat sampah **

2 S | 95 |Pelatihan Pengolahan Sampah dan Gerakan Sedekah Sampah Kalesang Negeri

2| 6 Sub Bidang Perbubungan, Komunikasi, dan Informatika
2| 6] 01 |Pembuatan Rambu-rambu di.Jalar Negeri

2 6| 02 |Penyelenggaraan Informasi Publik Negeri (Misal : Pembuatan Poster/Baltho Informasi
penetapan/LPJ APBNeg untuk Warga, dll)

2 6| 03 [Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan /Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal
Negeri

21 6 90 [Pembangunan - /Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana|

transportasi/informasi/komunikasi/terminal Negeri**

Al e
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i’emba.ngunan / Pengaciaan /pen gemlbanga.n /pemeliharaan tambatan perahu /jalan!

21 6| 9L pemukiman/jalan poros Negeri/jalan .Negcrli antara permukiman ke wilyal’i *Pertaman /jalan
Negeri antara permukiman ke lokasi wisata/jembatan Negeri/Gorong-gorong - P —

2 6 | 92 |Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pecicliharaan jaringan internet un - ggle
Negeri/website Negeri/peralatan pengeras suara [Ioudspeaker)/telepon urnm / rag
Side Band {SSB) ** -

20 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral -

2 7 01 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energl Alternatif tingkat Negeri . :

9 7 02 ‘|Pembangunaii/Rehabilitasi/ Penjngkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatifl

\ . ] tingkat Negeri ** . -

2 7 | 90 |Dukungan Sarana Prasarana Energi Listrik(Panel Surya, Genset, Bensin, O]i‘ dny )
Dukungan Penyediaan PLTM/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro{Upah pikul, makan

2 71 91 {minum, Bensin, Oli dl}) _ o L

'|Pengadaan/pembangiinan/ pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana
energi/sumber daya alam/pembangkit listrik tenaga mikrohidro /pembangk:t listrik tenaga

2 7 92 |matahari/pemeliharaan instalasi biogas/jaringan distribusi tenaga listrik **

2 7} 93 |Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat guna

2| 8B Sub Bidang Pariwizata .

2 "8 01 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Negeri

2| 8| 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik

2 8 | 03 [Pengembangan Pariwisata Tingkat Negeri )

2 &1 90 |Pengadaan/pembangunan/ pengembangan /pemeliharaan sarana dan prasarana Desa
Wisata/pondok wisata/panggung hiburan /kios cenderamata /kios warung makan/wahana
permainan anak/wahana permainan outbond /taman/tempat penjualan tiket/rumah
penginapan/Angkutan Wisata**

2 81 91 |Pembangunan/Rehabiltasi Sangpgar Seni**

2 8 | 92 {Pembangunan/Rehabilitasi Taman Rekreasi**

2 8 | 93 |Pembangunan/ pengembangan /pemeliharaan Warung Makan Negeri** _
Dukungan Pengembangan Transportasi Wisata Negeri(bantuan helm pengendara/ penumpang,

2 8 | 94 (rompi pengendara, penyediaan kelengkapan pengendara)

Pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Sebagai Media Penguatan Ekonomi Pekebun

2 8 [ 95 |Cengkeh Dan Nelayan

2 8 |- 96 |Pengembangan Desa Wisata Melalui Konservasi Biota Lant

2| 81 97 [Revitalisasi Wisata Scjarah /Pengelolaan Wisata sejarah untulk Peningkatan PAD

21 8] 98 |Pemanfaatan Air Sungai sebagai Media Destinasi Wisata dan Prudes

2 8} 99 [Pengembangan Destinasi Wisata Hutan Kawasan Kerjasama dengan Perum Perhutan]

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NEGERI
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk
meningkatkan peran serta dan kesadaran magyarakat flembaga kemas, arakatan
Negeri yang mendukung proses pembangunan Negeri yang mencakup:

3 1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

3 1,| 61 (Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Negeri (pembangunan pos, pengavwasan
pelaksanaan jadwal ronda/patroli dil) **

3 1 02 |Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemerintah Negeri 'Satlinmas Negeri) '

3 1 03 |Koordinasi Pembinaan Keténtra.man, Ketertilban, dan Pelindungan Masyarakat
{denpan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Negeri

3 1| 04 [Pelatthan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Negeri

3 1 | 05 [Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Negeri

3 14 06 _[Bantuan Hukum Untuk Aparatur Negeri dan Masyarakat Miskin

3 1 | 07 |Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan
Pelindungan Masyarakat ' '

3 1 90 |Pembinaan Keamanan dan Ketertiban B

3| 1| 91 |Pembentukan dan Pembinaan Kampung Toleransi -

3 1§ 92 |Sosialisasi SIKAD (Sistem Informasi Kewaspadaan Dini Masyarakat Berbasis IT)

3 L] 93 |Dukungan Penyelenggaraan Pos Kescjahteraan Sosial (Poskesos)

3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3 2| 01 |Pembinean Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Negeri

3 2 02

Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Negeri di
tingkat Kecamatan dan Kabupaten '

Ui




Penyelenggaraan chtwa1 hc,b(,man Ada.’rK Kebudayaan, dan Keagamaan {perayaan

- 03
 |hari kemerdekaan, hari besar keagamaaiy, dll) tingkat Negeri
3 2| 04 |Pemeliharaan Sarana den Prasarana’ Kebudavaan /Rumah Adat/ Keagamaan Milik
) ) N Negeﬂ ‘hi . .
.3 2| 05 Pembangunan / Rel" ablhta& / Penmgkata.n Sdrdna dan Prasarana
] __|Kebudayaan/Rumah Adat/Keagariasm Milik Negeri **
3 2| 90 [Pembinaan Kerukunan Umat Beragama,
3¢ 2) 91 |Pengembarngan Pelestarian Hubungan Adat Antar Negeri (Panas Pela, dii)
3 2| 92 [(Dukungan Perayadn Hari-hari Besar Nasmnaj dan Keagamaa.n
al 2] 93 Dukungan Pelaksanaan Ke]ompok Budava e . : .
3{ 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga _ - |
3 3| 0l [Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Ola.h Raga sebagal Waldl Negeri di tlngkat
Kecamatan dan Kabupaten .
3 31 02 |Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan {chemudaan Penyadaraan Wawasan
_ _ - |Kebampsaan, dil) tingkat Negeri _
3] 3] 03  [Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaa,n dan QOlahraga tmgkat Negeri **
3 3| 04 |Pemeliharaar Sarana dan Prasarana. Kepemudaan dan Olah Raga Milik Negeri **
3 3| 05 ' |Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemngkatan Sarana da.n Prasa:ana Kepemudaan dan
] . Olah Raga Milik Negeri ** |
.31 31 06 |Pembinaan Karang Taruna;‘Klub chemudaan/Klub Olah ra.ga i
_ 3] 3} 90 |Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olahraga -
3] 3 91 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
.31 . 3| 92 |Penyediaan Inseutif Bagi Pimripinan Qrganisasi KCpemudaan (ora.ng kali keglata.n}
3] . 3] 93 [Pembangunan Sorga Desa Berbasis Peta Deémografi
3| 3] 94 |Lahan Kosong Untuk “Taman Olahrags Desa”
31 3| 95 |Penyediaan lnfrastm ktur dalam mendukung Sarana Ola.hraga di Desa
3! 4 N Sub Bidang Kelembagaan _Masyamkat
3] 4] 01 |Pembinaan Lemibaga Adat )
3 4 02 [Pembinacn LKMD/LPM/LPMD
3 4 | 03 |Pembinaan PKK : .
3] 4§ 04 |[Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3 4 |90 Pukungan Penyelenggaraan PKK ' : ‘
3 4| 91 _|Penyediaan Insentif Bagi lepma,n Organ1sas1 Kf:masyarakatan (orang kah keglatan]
3 4| 92 Penyed1aan Insentif Bagi Perangkat Pemerintahan Adat (orang kali keglatan)
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub- -bidang dan keglatan yang
diarahkan untuk meningkatkan pemshaman, kapasitas masyarakat dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4] 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan _ _
4 1{ 01 [Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Negeri
4 I ] 02 [Pemeliharaan Pelabulian Perikanan Sungai/Kecil Milik Negen -
4 1| 03 {Pembangunan/ Rehablhtas1 /Pemngkatan Karamba/ Kolam Penkana.n Darat Milik
. |Negeri **
4 1] 04 [Pembangunan/ Rehablhtam / Pemngkatan Pelabihan Perikanan Sungau / Kecﬂ Milik
- Negeri ** :
4{ 1| 05 [Bantuan Perikanan (B1b1t / Pa,kan/dst
-4 1| 06 |Pélatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Per]ka_nan
i - Darat/Nelayan **
4 1| 90 |Pengadaan Peralatan Nelayan
4. I'l 91 [|Bantuan Peralatan Nelayan :
4] 1] 92 |Pengembangan Produk Unggulan Negen bldang Kelautan
4 I, 93 Pengembangan Produk Unggulan Negen bidang Perikanan
4| 2 Sub Bldang Pertanian dan Petermakan '
-4 | 2| 01 [|Peningkatan Prodiksi Tanaman Pangan (Alat Produksi da.n pengolahan pertanian,
) ' penggilingan Padi/jagung, dll) _
4 2 | 02 |Peningkatan Produksi Peternakan {Alat Produk31 dan pengolahan peternakan,
kandang, dl]j ’
4 2

/%4

Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Negeri, dll)




Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

2| 04 :
Z 2| 035 |Pelatihan/Bimtek/Pengenealan Tekonologl Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
2] 20 90 Pengadaan/Bantuan Peralatan Perfanian /Peternakan/Perkebunan**
4| 2| 91 |Pelatihan Pelnbuatan Pakan Ternak Fermentasi pengganii Rumput
4 2 92 |[Pelatihan Prudes Prioritas Cokelat/Kakac
.4 2 93 |Pemanfaatan Lahan Tidur/Tanah Negeri Untuk Peningkatan Ekonomi Desa
4 2 | 94  |Pelatihan Penggemukan Sapi . L . ' - -
4 2| 95 |Pelatihan dan Pengembangan Jeruk Manis Dan Durian Montong Dengan Sistimn Okulast
4 21 96 |Pelatihan dan Pembudidayaan Tkan Lele ' :
4 2| 97 |Pengembangan Produk Unggulan Negeri Bidang Pertanian/Peternakan /Perkebunan*
4 2 98 [Pelatihan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu/Pelatihan Budidaya Damar /Pelatihan dan
Peningkatan Pendapatan Warga melatui Komuditas Bawang/Pclatihan Pengembangan
Komoditi Cabe melalui Pemanfastan Lahan Tidur** L :
3l 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Negerl
4 3 Ol  |Peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri
4 $| 02 |Peningkatan kapasitas perangkat Negeri i
4 3 | 03 [Peningkatan kapasitas BPN/Saniri Negeri o
JDukungan Peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri, Peranglkat Negeri, BPN {Sanirj
4 3| 90 |[Negeri (bisya perjalanan dinas, kontribusi pelatihan ke panitia penyelenggsdran yang
dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pemerintah) .
-4 1 . Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perli.ndut_lggn Anak dan Keluarga
.4 4| 01 _  Pelatihan/Penyiluhan Pemberdayaar Perémpuian - . : .
A 4, 03 | Peinfihnn/Peayaitthan Porindungms Anok
4| 41| 03 |Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) _ ]
Bantuan kesejahteraan untuk keluarga miskin, lansia, Janda, Yatim, Piatu dan penyandang
4 4| 90 |difabel e _ ) o : o
4 47 g1 Kampanye dan_ promosi Ih.idup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular,
penyakit seksual,” Human Immunocdeficiency Virus/Acquired immunodeficiency syndrome,
tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa/ hak-hak anak, ketrampilan
pengasuhan anak dan per]j.ndung_am Anak/ pengelolaan balai pengobatan Desa dan
persalinan/ perawatan kesehatan dan/atan pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan
menyusui** . '
4| 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Meaengah (UMKM)
4 5 | 01 |Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM _ .
4 5| 02 [Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi,
4} 5| 03 [Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-
) Pertanian ' . '
4 5 | 90 [Bantuan Permodalan untuk UMEKM | : : .
Bantuan Sarana produksi, distribuéi dan pemasaran untuk Pelaku Usaha Ekonomi
4 5| 91 [Masyarakat . , o | o o
4] 5S¢ 92 |Pengadaan Sarana Instalasi Air Minum Isi Ulang uatuk usaha Negeri
4] 5] 93 [Pengadaan Alat Transportasi untuk usaha Negeri - _
4] 5| 94 |Pengadaan Peralatan Pesta untuk usaha Negeri _ _ o
4 5| 95 |Pengadaan Molen untuk usaha Negeri '
A1 51 96 |Pelatihan Pengolahan Produk Singkong : '
4] 5| 97 |Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Untuk Menambah Nilai Ekonomis Pasar
4 5| 98 [Pelatihan Pemasaran berbasis Pasar Tematik /Online
4 5| 99 [{Pelatihan Penjernihan Air Ramah Lingkungan Dan Kelembagaan Tata Kelola Air/Pelatihan
Dan Pengembangan * Produk . Pengasapan Ikan/Dukungan Gelar Produk Unggulan
' |Desa/Pelatihan Pengolahan Produksi Gula Merah Dari Air Pohon Sawit/Pelatihan Dan
Pemanfaatan Asap Cair/Pelatihan Pengolahan Limbazh Pohon Pisang Menjadi
Prudes/Pelatihan Dan Pemanfaatan Ikan Mujair Dan Umbi-Umbian -Untuk Pembuatan|
Tortila** L ' :
4 6 | __|Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal . .
4 6 | Ol (Pembentukan BUM Negeri (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Negeri)
4 6 02 |Pelatihan Pengelolaan BUM Negeri(Pelatihan yang dilaksanakan oleh Negeri)
4 6| 90 [Dukungan Pelatihan Pengelolaan BUM Negeri (biaya perjalanan dinas, kontribusi pelatihan
) ke panitia penyelénggaran yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pemerintah)
_4 6 ] 91 |Pelatihan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalul BUMNeg
4 6§ 92 |Pengembangan Usaha Bumdes melalui BumdesMart '
4| 6] 93

Diferensiasi Unit Usaha Bumdes berbasis Pemetaan Potensi Negeri

.

A



|Sub Bidang Perdagangan dan Perindustx ign

{ : _‘ "; ‘] 01 |Pemelihavaan Pasar Negeri/Kios Milik Nedbn
| 4| 7] 02 |Pembangunan/Rehabilitasi/Péningkatan Pi .sar Negeri / Kios Milik Negeri **
[_ 4 7| 03 |Pengembangan Industri kecil level Negeri - .
4| 7| 04 |Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelornpok usaha ekonomi
produktif (pengrajin, peddgﬁmg, industri rumah tangga, dil) **
4 7| 90 |Bantuan Subisidi Pangan . i
4 71 91 jiPelatthan Kerja dan Ketrampilan )
|4 71 92 [Pembangunan/Rehabilitasi Tungku Bakar Garam**
4.4 7| 93 [!Pembangunan/Rehabilitasi Tambak Garam**
4| 71 94 [Pelatihan Rumah Industri Pangan Desa
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk
kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5| 1 Sub Bidarig Pendnggnlangan Bencana
5 1| 00 |Penanggulangan Beacana _
5| 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
5 2| 00 |Keadaan Darurat -
5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
5 3| 00 [|Keadaan Mendesak

w*k

= (untuk penamaan kf:glatan pilih salah satu sesuai kebutuhan Negeri, Imsal Pemba.ngunan atau

Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau’ Pengerasan)




A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Petnbiayaan

Kode Rekening

Uralan

a b C d
4 | PENDAPATAN
4 1.1 Pendapatan Asli Negeri
4 |1 L Hasil Usaha
4 1 1 101 Bagi Hasil BUMNeg —
4 i1 1 | 90 Hasil Usaha Lamnia
4 I 2 Hasil Aset
4 1 | 2 |01 Pengelolaan Tanah Kas Negeri
4 1 2 .02 1 . Tambatan Perahu
4 1] 2103 Pasar Negeri
4 11 2 | 04 Tempat Pemandian Umum
4 i.] 2 |05 Jaringan Irigasi Negeri
4 1 2 | 06 Pelelangan Ikan Milik Negerl
4 1 2 107 Kios Milik Negeri ' ' ]
4 |1 2 | 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Negen
- 4 1 2 190 Hasil Aset Lainnya
4 1 | 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4 (1 | 3 |01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong
41 1 1.3 ]9 ~_Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lamnya
4 1 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Negeri
4 14 |01 Hasil Pungutan Negeri ]
4 1 4 | 90 Lain-lain Pendapatan Ash Negeri Lamnya
4 2 Transfer :
4 | 2 1 Dana Negeri
4 2 1 |01 ' Dana Negeri
4 12 ]2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4 2 2 {01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Poe—
4 2 3 Alokasi Dana Negeri
4 | 2 | 3 |01 Alokasi Dana Negeri
4 12| 4 Bantuan Keuangan Provinsi
4 2 4 | &1 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 2 4 | 90 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4 2 5 |01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4 2 5 | 90 Bantuan Khusus APBD Kabupaten .

M



At

4 | 215 191 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4 3 Pendapatan Lain-lain
4 | 3 1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Negeri
4 3 1 |01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Negeri
4 3 2 Penerimaan dari Hasi! Kerjasama Negeri dengan Pihak Ketiga
4 13| 2 ]01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Negeri dengan Pihak Ketiga,
4 3 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Negeri -
4 3 3 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Negeri
4 1314 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4 3 4 | 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga . ) :
4 3 |56 |~ Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Negeri pada tahun anggaran berjalan |
4 [3 ] 5] o1 - Korclltsi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Negeri pada tahun anggaran
: berjalan o ' o : - :
4 | 3| 6 [ Bunga Bank B
4 136 |01 Bunga Bank '
4 | 3 o | . Lain-lain pendapatan Negeri yvang sah
4 3 9 | 90 'Lain-lain pendapatan Negeri yang sah
S BELANJA.
"5 1 Belanja Pegawai L ) _
5 |1 1] Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Negeri
5 [ 1 1 101§ Penghasilan Tetap Kepala Negeri
S5 1] 1 |02 Tunjangan Kepala Negeri -
5 1 1 190 Tambahan Tunjangan Kepala Peterintah Negeri . L
S 1 1 | 91 Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Pemerintah Negeri
5 1 1 |92 Tambahan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri
5 1 1 |93 Penerimaan Lain Kepala Pemerintah Negeri Yang Sah
5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri
5 1 2 101 Penghasilan Tetap Perangkat Negeri
5 1 2 | 02 Tunjangan Perangkat Negeri
5 | 2 190 Tambahan Tunjangan Perangkat Negeri _
5 1 2 191 Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Negeri
5 1 2 | 92 Tunjangan Jabatan Perangkat Negeri '
5 1 2 193 - _Penerimiiaan Lain Perangkat Negeri yang Sah
5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Negeri dan Perangkat Negeri
5 1 3 (01 Jaminan Kesehatan Kepala Negeri
5 1 3 102 Jaminan Kesehatan Perangkat Negeri
5 1 3 | 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Negeri
5 1 3|04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Neger




2 1 4 Tunjangan BPD
5 1 4 | 01 Tunjangan Kedudukan BPD:
5 1.1 4 |02 Tunjangan Kinerja BPD
S 2 Belanja Barang dan Jasa
> 2 _ - Belanja Barang Perlengkapan _ . )
5 2 1 | 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos _
5 2 1 ]02 _Belanja Periengkapan Alat-alat Listrik . L -
5 2 1 | 03 . Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
-5 2 1 104 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5 2 1 |05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
~ 5 2 1 |06 . Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan /minum) - Belanja Barang Konsumsi _
5 |2 [-1]07 Belanja Bahan/Material e o o -
5 2 |1 {08 Belanja'Bendera/Umbul-umbuI/Spahduk
5.1 2 1 109, Belanja Pakaian Dinas/Seragam /Atribut
5 2 -1 ] 10 Belanja Obat-cbatan - ]
5 2.1 11 Belanja Pakan Hewan/lkan; Obat-obatan Hewan
5 2 1 |12 Belanja Pupuk/Qbat-obatan Pertanian
5 [ 2 1 |90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5 2 1 2 | Belanja Jasa Honorarium T N
5 2 9 | 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5 2 2.] 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Negeri/Operator
5 2 2 103 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Negeri '
5§ | 2 2 | 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/ Profesi/Konsultan/Narasumber
5 2 2 105 Belanja Jasa Honorarium Petugas : :
5 2 2 |90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas - o
51 2 3 |01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5 2 3 103 Belanja Kursus/Pelatihan
5 2 4 Belanja Jasa Sewa
5 2 4 | 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/Ruang
S 2 4 | 02 Belanja Jasa Sewa Perslatan/ Perlengkapan
‘5 2 4 | 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5 2 4 | 90 Belanja Jasa Sewa Lainnya
5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran
b 2 5 |01 Belanja Jasa Langganan Listrik
5 2 5 |02 Belanja Jasa Langganan-Air Bersih
5 2.1 5 |03

Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

Y/ e
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5 | 2 | 5 |04 Belanja Jasa Langganan Telepon.
5 2 5 | 05 Belanja Jasa Langganan Internet
5 2 5 | 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro . i
5 2 5 | 07 Belanja Jasa Perpanjangari Ijin/Pajak
5 2 15 [90 " Belanja Operasional Perkantoran Lamnya
5 2 1.6 Belanja Pemeliharaan
5 2 6 | 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5 2 6 | 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5 2 & | 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan
5 216 |04 Belanja Pemeliharaan Bangunan
5| 2] 6 |05 Belanja Pemeliharaan Jalan .
5 2 6 | 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan™ = :
"5 2 6_| 07 | Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sung&u/ Embung/ Air Bersih, _]anngan Alr Liniiah, Persampahan, d1})
512 |6 |08 Belanja Pemeliharaar Jaringan dan Instala51 [L1str1k Telepon, Intemet Komumkas., dli)
5 2 6 | 90 Belanja Pemeliharaan Lamnya
51 2 7 Belanja-Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5 2 | 7 01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5 g -+ 7-] 02 . Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masymakat
5 2 7 1 03. Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5 |.2 7 | 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakaf Miskin
512 (7 108 Belanja Bantuan Bibif Tahaman/Hewan/Ikan :
5.1 2| 7 {90 Belanja Barang dan Jasa ya,ng Diserahkan kepada Masyarakat Lamnya
5 3 Belanja Modal
5 3 1 Belanja Medal Pengadaan Tanah
5 | 311 |01 Belanja Modal Pembebasan / Pembelian Tanah
5 | 3 1 | 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanzh
5 31 1y |03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah '
5 3 1 |04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah '
513 1 | 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5[ 3 1 {90 __Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya -
5 3 2 1 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5 3 2 101 Belanja Modal Honor Tim yvang Meiaksanakan Kegiatan
5 3 2 102 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5 3 2 | 03 Belanja Modal Péralatan Komputer =
5 3 2 |04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5 | 3|2 |05 __Belanja Modal Peralatan Dapur .
5 3 2 | 06 " Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5 3 2 | 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah




i

Belanja Modal Peralatén khusus Kesehatan

5 3 2 08

5 3 2 | 09 Belanja Modal Peralatan khusus Pertaman/Penkanan/Peternakan
5 3 2 10 Belanja Modal Mesin

5 3 2 .| 11 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

5 3 2 | 90 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya

5 3 | 3 Belanja Modal Kendaraan

5 3 3 [ 01 - Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5 3 3 102 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor .

5 3 3 |03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor

5 3 3 |04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor

5 3 | 3 [.05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor

5 3 3 190 : Belanja Modal Kendaraan Lainnya . ;

5 3! 4 Belanja Modai Gedung, Bangunan dan Taman

5 3 4 | 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5 3 4 | 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5 3 4 | 03 Belanja Modal Bahan Bal _

S [ 3 4 | 04 Belanja. Modal Sewa Peralatan -

5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan

5 3 5 | 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5 3| 5102 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja ' :

5 3 |5 ]03 Belanja Modal Bahan Baku

5 3| 5104 Belanja Modal Sewa Peralatan

3 3 6 | Belanja Modal Jembatan

5 3 6 |.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5 3 6 | 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5 3 6 103 Belanja Modal Bahan Baku

5 | 3] 6.]04 Belanja Modal Sewa Peralatan

5 3. 7 1 Belanja Modal Irigasi/ Embung/Air Sungai/Drainase/ Alr Limbah/ Persampahan
5 |3 7 | 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan .

5 3 7 | 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja . : .
5 | 3] 7 |03 Belanja Modal Bahan Baku - T
5 3 7 | 04 - Belanja Modal Sewa Peralatan ‘
‘5 3 8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi

S 3 g8 [ 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Ke _gi_atan '
5 3 8 | 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5 3 8 | 03 Belanja Modal Bahan Baku

5 3 g8 | 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

5 3 9

Belanja Medat lainnya

At




5 3 9 | 0l Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5 3 19 |02 Belanja Modal khusus Olahraga
5 3 9 | 03 Belanja- Modal khusus Kesenian/ Kebudayaan/keagamaan
5 3 g9 | 04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5 3 9 | 05 Belanja Moda! Hewan
51 39190 Belanja Modal Biaya a Adminisirasi Keglatan
5 3 19 191 Belanja Modal Tahap Persiapan
5 3 g 192 . Belanja Modal Tahap Pelaksanaan _
S 3 9 193 Belanja Moda) Honor Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Negerl
5 3 9 194 Belanja Modal Perjalanan Pelaksanaan Kegiatan
5 3 g9 |.95 Belanja Modal Lain-Lainnya
5 4 {0 I Belan_]a Tak Terduga
5 4 1 Belanja Tak Terduga
3 4 1 |01 Belanja Tak Terduga
6 PEMBIAYAAN
6 1 Penerimaan Pembiayaaﬁ
6 1 1 SILPA Tahun Sebelumya
6 | 1] 1701 SILPA Tahun Sebelumya
6 1 2 | Pencairan Dana Cadangan
6 1 2 ;01 Pencairan Dana Cadangan
4] i 47 3 Hasil Penjualan Kekayaan Negeri yang Dipisahkan
6 1.]-3 |01 Hasil Penjualan Kekayaan Negeri vang D1p1sahkan
6 1 9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6 1 g | 90 Penerimaan Pembiayaan Lamnya
6 2 Pengeluaran Pembiayean
6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 1 01 Pembentukan Dana Cadangan
6 2 2 Penyertaan Modal Negeri
6 2 2 [ 01 Penyertaan Modal Negeri
6 2 9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6. 2 9 [ 90 Pengeluaran Pembiayaan lainnya _

r



A.3 REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT DAN SAUAN DUTPUT

TABEL REFERENSI DATA BIDANG , KEGIATAN, URAIAN QUTPUT, SATUAN OUTPUT

:‘e"f’“‘"cg ' BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Keglatan Uraian Output Satuan Dutput |
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGERI o o
o Bidang Penyelenggaraan Peaerintahan Negeri berisi sub —
bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung
terselenggaranya fungS| pemermtahan Negeri yang
[ |mencakup:
B IR | Sub Bidang Penvelenggaraan Belan]a Penghasllan Tetap,
Tunjangan dan Cperaslonal Pemerl_ntahan Negeri
_{{Maksimal 30 % untuk kegiutan 1.7} - . '
1 | 1|01 |Penyadiaan Penghasilan Tetap dan Tunjawgan Kepala Kegiotan ini mencakup penyedioan penghasilan tetap dan tunjangen [Penghasiian Tetap Kepals Pemerintah  [OB (Orang/Bulan)

Pemerintah \legen

Kepalu Pemerintah Negeri khususnyo yang berasal dari’ APBNegeri sefain
dari pengefolaon Tanah Kos Negeri

Negeri - ] ) -

Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri

08 {Orang/Bulan)|

Kegiatan ini mencakup penyedioan pengnasn’an tetap don run;angan
Perangkat Megerl khususnye yang berosat dan APBNegen selain dori
pengelolaan Tanah Kas Negeri_

Penghasilan Tetap Perangkat Negeri

OB (Crang/Bulan){

Tunjangan Perangkat Negeri

08 {Crang/Bulan)y

[ 1 |82 |Penyediaan Penghasﬂan Tetap dan Tun}angan Perangkat
‘ Negeri
11103

Fenyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Permerintah Negeri
dan Perangkat Negeri :

D:pergunakan unruk penyedraan ;amman sosial  (khususnye  untuk
aagsuran BPIS Kesehatan) Kepole Pemerintah Negerl dan Perangkot

_ |Megeri yong berasal dari APBNegeri selain dari penge!o:‘aan Tanoh Kas

Negeri, Untuk BPJS Ketenogakerjaan dapat diberikan sepanjong diatur
dalom Perbup Daftar Kewenangon Negeri/Pengelolaan Kevangan Negeri

Jaminan Sosial Kepala Pemerintah
Negeri

Op (Orang/Paket)

Jaminan Sosial Perangkat Negeri

|oP {orang/Paket)

L



Rekening

a

b|c

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

Penjelasan Kegiatdn

Uraian Output .

SatuaOutput '

1

1104

Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri {ATK,
Honorarium PKPXD dan PPKD, perlengkapan perkantoran,
pakaian dinas/atribut, listrik/teipon, dll)

Termasuk dalam kegioton ini antara lain adalah Penyedioan Operosional
Femerintah Negeri, misalnya untuk ATK {sesuai kebutuhan); Honorarium
PKPKD dant PPKD, Honorarium Petugas yang terkoit dengen operasiona
Pemerintah Negeri, Perlengkapan Perkantoran, Pengodean Pukoicn Dinas
dan Atribut Kepala Pemerintah Negeri dan Atributoya, Perja.'rman Dinas,
Pembayaran Josa Listrik, Telepon, Air, Internet, Majafah/Sumt Kobar, Pos’
dan Gira, dan Lain-lain,

COperaslonal Pemerintah Negeri

Paket .

Penyediaan Tunjangan BPD

Kegiotan ini mencakup penyedman tunjangan BPD bcnk runjangan
Kedudukan dan Tunjangon Kinerja BPD,

Tunjangan BPD -

OB (Omeg/Bulan)}

Penyediaan Operasional BPD {Rapat-rapat (ATK, mékan-
minumy}, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam,
perjalanan dinas, listrik/telpon, dli)

_|fain.

Termasuk dolam  kegioton im' c.-dafah Penyediaan Operds.-'ona! BPD,
misalnya - untuk ATk (sesual  kebiituhon), Honorarium

Perkantoran, Pengadoan Pakaian Dinas don Atribut BPD dan Atributnya
{Sepanfang dictur oleh Perbup Daftar Kewenangan), Pemboyaran tasa
Listrik, Telepon, Air, Internet, Ma;afah/Surat Kabar, Pos dan Giro. Dan Lain]

Petugas/Operator/Tenaga Staf BPD, - Perjalanan Dinds, Per!engk&pqn,

Operasional BPD

{Paket

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Kegiatan Ini mencokup penyediaon insentif untuk ART/RW yang
pernberiannye berupa bantuan kelembagaon {Ge!ondongcm dan berupa
paketdan dictur lebih .fonjut dafem Perbup Pengelolaon Keuangan Negerl,
dengan nama: Penyediaan Operasional/insentif RT/AW)

Operasional RT/RW

Paket

%9

Lain-lain Sub Bidang Penyélf_'nggaraan Belanja Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemetintahan Negeri

|Tunjengan dan  Operasionat Lainnya  seperti:
Pemerintah Negeri don Perangkat Negeri lainnya, yong beraso! dari}

\47/2015); Pemberian Taii Asih untuk Kepala Pemerintah. Negeri dan

|Bentuan Keuengan Khusus (Pasol 13 Permendagr! 20/2018) otou

Termasuk dolam kegiatan ini edaloh untuk Penyediaen Penghasilan Tetap,

pengefofaan tanah Kas Negeri {Sesuci ketentuan Pasal 100 ayat (3) PP
Perongkat Negeri yong berasaf dori Pengeloloan Tanoh Kos Negeri gtou
Operasionol lain yang terkait dengan alokasi Buntuan Kevangan Khusus,

diluar perhitungan 30% untuk operasional perkantoran.

- Penerimaan  Kepalo| |

sepenjang diatur lebifi lanjut oleh Perbup/Perwali, Kegiatan tambahar in

<Sebutkan ...>

<Sebution -
Satuanz=uof
kegiatay

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Negeri

A,




L] ] .
R‘-‘"E“'“g BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Satuan Qutput
a c . F .
1| 2 | 01 |Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan  |Termasuk datam kegiotan in adalch untuk Penyediaen/Pengadaan Sarang | Kesfzaan Roda 4 Unit
. . {Aset Tetup) Perkantoren/ Pemerintahan berupa Penyediaan Modat | '
Peralatan { Mebeulair, Komputer, Dapur dan fain-foin), Kendaraan dan
Mesin yong tg*kmr dengon pengadaan sarong perkontoran
- Kedtirzan Roda 2, Unit _
Mekzir Kantar Unit
_ - Kommter Unit
"~ |Pra=na Kantor Lainnya Unit
1| 2 ;02 |Pemeliharaan Gedufg/Prasarana Kantor Megeri Termasuk dalam kegigton ini adalah untuk Pemeliharaon Gedung dan |Pergdharaan Gedung dan Prasatana Unit
' ' ' Prosarana Perkantaron (Taman di Kantor, Ruang Pelayanan, den lain-tain), |Peftoran '
dapot berupa Cat Ulang, perboikan ringan, dan laif-lain, seponfong '
bukan/tidak menambah umur ekonomis aset rerap setum _dengan
L L _ikebijakon akuntansi tentang kapitalisasi asgt,
1|2 ]03 pembangunan/RehabﬂItasifPenmgkatan Gedung{Prasarana Terrmasul dolam kegiatan inf adplah untuk Pembangunan Gedung Baru |Tamk m2
" |kantor Negeri** " |atou Rehabilitosi/Perembahan Gedung Kentor (Menombah Rugng|
- Pelayanan, Ruong Menyusui, Toﬂet,_ dan lain-lgin) otou Prasgrana
Perkantoran (Tanah, Lahan Park:'r, Holaman/Taman di Kantor, Pagar, dan
lein-lain), vong menamboh. vmur ekonoris oset tetdp sesuaf dengan
kebifakon akuntansi rentcmg kapitalisasi uset.
m_.. T Bargan-” Uni-tP_
Halamn dan Area Parkir Kantor Unit
Rel=ltasi/Peningkatan Bangunan Unit
Rers#tas!/Peningkatan Halaman dan  [Unit
AreaZykir Kantor
1 { 2 |80-|lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Kegiatan ini mencakup penyediaon sarana dan prosarana kantor lofnnya } <Schalinn ....> <Sebutkan
- 99 |pemerintahan Negeri* yang tidak tercover keg.-'atan kegiaton di atasnya, Misal Penyediaon : Satuan sesuaf
Modal untuk Tanch Negerf untuk Perkontoron {sepan;ang memmk: . kegiatan>

sumber dari selain DD)

1|3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Statistlk dan Kearsipan

A



Rekeb"‘"ﬁ BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Keglatan Uraian Output Satuan Output
a C :
1 | 3-{01|Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Kegfatan inf mencakup Penyelenggoraan peloyanan administrosi umumipelayanan Administrasi Umum dan Paket
Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan kependudukan df Negeri. termasuk didotamnya pembuotan sur%l(ependudukan
dll] menyurat pelayencn Kependudukon, Penyedioan perjalancn dinas bog :
Staf yang membantu proses penyelesaiken layonon kependudukan dari
Negeri ke Kecamatan/Kabupaten, - Pembuatan/pembelic
sistem/hardware untuk peioyanon cdministras kependudukan Dan lain
lain P
1} 3 |02 [Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Negeri {proﬁ[ Kegiatan ™ ini mencakup penyvsunan/pendataan/pemutakhitran. proffipokumen Profil Negeri {profil Paket .
) ' kependudukan dan potensT Negeri)** Negerrj. T termosuk ~ didaldmnya berupa survey - dan{(ependuduklan dan potenst Negeri) )
pendataon/pemutakhiran - kependudukern Pembuatan/pembelian
s:stem/hardware untuk pendatgan don pemutakhfmn profil Negeri, Dan
fain-tain : ] ~
= -
1| 3 |03 |Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Negeri |Kegiatan ini mencokup  pengelolaan  administrasi  dan  kearsipanPengelolaan administrasi dan kearsimn }Paket
' . : pemerintah Negeri. Dapot termasuk of dalomaye Pembugtan/pembelion ;;emerintahan Negeri '
sistem/hardware untuk pengeio!aan administrasi dan kearsipan, don fain:
" |tain -J
1| 3 |04 |Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tantang Keglatan ini mencokup pemberian penyuluhon don Informaosi me.-'a.'u:Penyquhan Kependudukan dan Kali
Kepéndudukan dan Pencatatan Sipil media/papen  informasi  untuk  penyodaran  masyorakat tentangpencatatan Sipil
kependugukon don pencatatan sinif, dan loin-iain ]
"1 | 3 | 05 [Pemetaan dan Analisis Kerniskinan Negeri secara Partisipatif [Kegiatan inf mencakup pemetagn dan anafisis kemiskinan Negeri secara‘_ mokumen Pemetaan Kemiskinan Negri: _Paket
e partisipatlf. Termasuk df da!amnya survey dan pendaraan/pemurakhtran “sprara Partisipatif
data kemiskinan. H
. - i
1 | 3 |90-{lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudikan, Kegigtan ini mencokup kegfatﬂ'ﬂ lain-igin  sub b.rdang adm!msrms:' =Sebutkan ...> <Sehutkan
89 |pencatatan sipil, statistik dan kearsipan® kependudukan, pencotatan sipif, statistik dan keorsipan f ) _Sutuan sesual
¢ kegigtan>
| |
1| 4] IsubBidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, ;
' Keuangan dan Pelaparan ! -
1 | 4 | 01 |Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kegictan ini  mencakup penyelenggoroan  Musyowaroh NegeriYrzrselenggaranya Musyawarah Negeg. |Kali
Negeri/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra- |Musyaworah Perencongan Pembangunan Negeri atau pro Musyawarathul’er .
Musrenbangdes, dll., bersifat reguler} Perenconogn Negeri yang digunakan untuk p::.-n=.-.".'i::anafc:fn.,".ﬁ’emabc.'f*.'carscmJ
' APBDes yang bersifot reguier - . )

At




Re*‘z“‘“g BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan . Uraian Output Satuan Output
a C .
1 | 4 |02 |Penyelenggaraan Musyawarah Negerl lzinnya (musdus, Kegiotan Ini mencekup penyefenggaroon Musyawgrch Negeri otou, Terselenggaranya Musyawarah Negen Kali
rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler Sesuai Musyawarah Perencanaon Pembangunon Negeri yeng bersifat non-|Non Reguler
kebutuhan Negeri) reguler atou khusus, semisal untuk penganggeran bencona don keglaton
menNegerik otau dorurat yang dihadapi Negeri, :
1 | 4 | 03 {Penyusunan Dokumen Perencanaan Negeri Kegiatan inl mencokup proses penyusunan dokurmen perenconaon Negeri |Dokurmnen Perencanaan Negeri Paket
{RPJiDes/RKPDas,dll) boik RPIMNegeri ataupun RKPNegerl, diluar kegiatan Musdes dan ‘
: MusrenbangNegeri, misal rapat tim kecil, konsurrosr dan lain-fain.
1 | 4 | G4 |Penyusunan Dokumen Kéuangan Neger! (APEDes/ APBDes - Kegiatan inf mencakup proses penyusunan dokumen penganggaran Negeri | Dokumnen Keuangan Negeri - Paket
" |Perubahan/ LPi APBDes, dan seluruh dokumen terkait) baik APBNegeri ataupun APBNegeri Perubahan, dan Penyusunan LR - ) o
APBNegeri, misal untuk rapat tm kecil, konsuitasi dan loin-fain. :
1 | 4 |05 {Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Negeri |Kegiatan in! mencakup Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi/ Penifalan | Terselenggaranya Pengelolaan Paket
: Aset Negeri, misal untuk rapat tim kecll, inventarisasi dan pehcataton | Administrasi Aset Negeri
aset Negeri, kansuitdsi, mendatangkan tim penfiai dan lain-loin. Lo
1 | 4 .06 |Penyusunan Kebijakan Negeri (Perdes/Perkades, dll - diluar  |Kegiaton int mencakup proses penyusunan Kebijokon Negeri of “huor [Dokumen Kebljakan Negeri non Paket
dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) dokumen perencanoan pembengunon don keuangon, dapat berupa rapat |Rencana Pernbangunan/Keuangan
_ o o _Ltim kecH, konsultasi dan }ar‘n-ra!n. —— |
14 07 [Penyusunan Laporan Kepala Pemerintah Kegiatan ipi menmkup proses penyusunan Lo‘porﬂ'n Kepalg Pemermrah Laporan Penyelenggaraan Paket
Neger{/Penvelenggaraan Pemerintahan Negeri {laperan akh|r Negzri/Penyelenggaraan . Pernerintahan Negeri ({laporon akhir tahun Pemerintahan Negeri
tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan. keterangan akhir tahun o
keterangan akhir tahun anggaran, mforr'nasn kepada enggoran, informasi kepade masyarckat), misal untuk repat tem kecil,
masyarakat) konsultasi dan pelaporan, serta pengunggahan ke media informosi, dan
fain-fain.
1 | 4 |08 [Pengembangan Sistem Informasi Negert ~ Kegiatan ini mencakup kegiatan pengembangan sistem informas! Negerf. | Tarciptanya Sistem Informasi Negeri Paket
. . Seperti miscl pembuatan/pembelion sistemn, pelatihan operator. Dan [5in-|
fain. _




Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

Penjelasan Kegiatan

Uraian Output

Satuan Outpury:-

[

Pertanahan

ajb]lec
1 | 4 | 08 |Keordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan. |Keglaton ini  mencakup kegiotan  kaordinosi mtou  kerjasamo |Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama |Paket
Pembangunan Negeri (Antar Negeri/Kecamatan/Kabupaten, [penyelenggoraan pemerintohon don pembangunan Negeri baik- yong |Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pihak Ketiga, dlly** antar Negeri dalam 1 kecumatan, antor kecamatan gtoy antor kabupaten, | Pernbangunan Negeri :
- ' serta pihak ketiga, :
1| 4 |10 |Dukungan Pelaksanaan dan Sostalisasi Pilkades, Pemilihan Kegiotan inf mencakup kegiatan dukungan peicksanaon. Sesiglisasi |Terselenggaranya Dukungan Paket
Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD {yang menjadi Pilkades, Pemiliiian Kepaio Kewifayahan don Pemilihan BPD (yrmg menjodi |Pelaksanaan dan Sosialisasi Pitkades,
wewenang Negeri) wewanang Negeri), dan fain-foin Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan BPD
11411 Penyelenggéraén Lombe antar kewilayahan dan gengiriman  [Xegfoton  Ini mencakup  kegigton _Penye!eng;garaan fomba ontar {Penyelenggaraan Lomba antar Kall
koatingen dalam mengikuti Lomba Negeri kewllaychar dan pengiriman kontingen dolem mengiketi formba Negeri. Kewil'aya han
st - T Pengiriman kontingen L_om“l;a Negeri Kall
-1 | 4 |90-|lain-ain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, Kegiatan Ini mencakup lain-lain kegiaton sub bidang toto prajo |<Sebutkan..> <Sebutkan -
99 [perancanaan, keuangari dan pelaporan*, pemerintahan, perencanaon, keuangan dos pe!apomn vang belum ada Satuon sesuai
' dalam keglatan di atas, kegiatan>
15| |SubBidang Pertanahan - .
1 | 5 |01 |Sertifikasi Tanah Kas Negeri Kegmtan ini mencakup serrrﬂkas.- tanah kas Negen' pang mei’:puu semiua |Sertifikat Tanah Negeri Unit
' _|proses sampai sertifikat tersebut terbit. e
. . . .- — i
1} 5 02 jAdministrasi Pertanahen (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian |Kegiotan Ini mencakup proses Administrasi Pertanaban. (Pendaftaran Terselengggaranya Admim’stra_si Paket gl
Registrasi Agenda Pertanahan) Tanoh, dan Pemberian Registiasi Agenda Pertanahan). Pertanahan :
1 | 5 |03 |Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin Kegiotan ini mehcokup kegioton fosilitasi ™ sertifikosf tangh untuk|Sertifikat Tanah Masya[‘akat Miskin Unit
' masyorokat miskin khususnya untuk  menunjong keglotan Prona .
Pertanahan. -
' 1 | 5 {04 :Mediasi Konflik Pertanahan Xegiatan inl mencakur- -keg.-'atan, memediasi konflik pertanchan skalg |Terselenggaranya Mediast Konflik Paket
) Negeri yang menjadi kewenangannya. Kegiatannva dopat berupa rapat, {Pertanahan
konsultasi ke dinas/badan terkoit, don lain-foin i
1 05 |Penyuluhan Pertanahan “Kegiatan ini mencakup kegiatan penyulufion pertanchan skalu Negeri|Terselenggaranya Penyuiuhan Kali

yang menjodi kewenongannya, .




Rekening

S BII_)ANG, SUB:BIDANG, dan KEGIATAN - Penjelasan Kegiatan Uraian Qutput Satuan QZput
1| 5 | 06 |Administrast Pajak Bumi-dan Bangunan (PBB) Kegiotan inl mencakup kegiatan Administrasi BB yang menjadi | Terselenggaranya Administrasi PBB Paket
kewenangonnyd. ' o
1] 5 |07 |Penentuan/ Penegasan{Pembangunan Batas/Patok Tanah Kegiotan ini mencokup kegiatan Penenruan/Pena_ﬁsbn/ Pembangunan {Batas Tanah Negeri Unit
Negeri ** Batas/Patok Tanah Negeri yang menjadi kewenanmgnnya. Kegiaton dopat| ~ : v
berupg ropot awal, konsultesi ke Dinas/Badan terkds, don lain-tcin.
1 | 5 190-|iain-lain kegiatan sub bid'ang_ pertanahan* Keg;atan inf mencakup keg!atan lain-fain sub b:dmg pertanahan ya.ﬂg <Sebutkan ....» <Sebutkan
a9 | ' ' belum tercanturm dj atos. : Satugn sesg
— ' kegioton>
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Negeri ) -
' Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri berisi sub bidang i
dan keglatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, -
pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti
hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait -
dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan
pernbinaan, bidang ini mencakup:
2| 1| |sub Bidang Pendidikan B . o 2
2 | 1 |01 |Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-  |Kegiatan ini mencakup kegiatan penyelenggaraan |Qperasional Paket
: Formal Milik Negeri** [Bantuan Honor Pengajar, Pakaian PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal yarpmenjadi milik Negeri [PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- :
Seragam, Operasional, dst) (bukan milik kefompok masyarakat/yayasan/orms tertentu di Negerf) Fdrmél Milik Negeri
. yang menjadi kewenangannya.dianggarkan sepanjmg. PAUD atau sefen’s ' :
tersebut  tidek  mompu/kurong dolam  operasmalnya  dan  periu
mendapatkon bantuan dari APBNegeri, -
2 | 1 |02 [Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) * |Kegigton ini  mencokup kegiatan dukungm penyelenggaraan Dukungan Penye_leng’gﬁraan PAUD non |{Paket

.PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madramh non formal yarg bukan miiik Neger
{rmilik kelompok masyarakat /yayason/ormas tertesy di Negerl) berupa
kegiotan penyerchen bareng yang diberikon kepat masyarakat (misal
APE, bahan bangunan, atau sarana PAUD), tidak digzkenankan diberikan
berupa uang tunal {(Pengonggaran diberikan sepanjzy FAUD otou sejenis
tersebut tdek mampu/kurang  dalam operasma!ﬂya don  perlu
mendapatkan bantuan daori APBNegeri)

Millk Negeri

A




Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

Penjelasan Kegiatan

Uraian Output

-‘I Satuan Dutput

Sarao@Prasarana/APE PAUD/
TK/TEYTKA/TPQ/Madrasah Non-

albic
2 | 1 |03 |Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Kegiatan ini mencokup kegiatan penyutuhon dan pelotihon pendidikan |Jurith Peserts Penyuluhan dan Qrang
' bagi masygrokat yang menjadi kewenangannyo., Pelathan Pendidikan bag! Masyarakat: - |-
2 [ 1 |04 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman . |Keglatan ini mencakup keglatan Pemeliharoan Sorana don Prasarana | PernBharaan Sarana dan Prasarana Unit
Bacaan Negeri/ Sanggar Belajar Milik Negeri ** Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/ Sanggar Belnjar yang menjadi Millk Perpstakaan/Taman Bacaan Negerl/
Nageri fhukian milik kelompok ‘masyarakat/yayasan formios tertentu di|Sangar Belajar Milik Negeri
L Negen’) :
211105 Pemehharaan Sarana dan Prasarana : KEmeUﬂ il mencokup kegiatan Pemelihargan Sarana don Prasarana |Pemdiharaan Sarana dan Prasarana | Unit
PAUD/TK/TPA/TKA/T POjMadrasah Non-Formal Mll:k PAUD/TK/TPASTKA  /TPQ/Moadrasak Non-Formol yang menjadi Millk PAUBITK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non—
Negerf** Negeri (bukan milik ke!ompok masyumkat Ayayasan formas. tertentu di | Forpe M|I¢k Negen
L Negeri).
2|1 06 Pembangunan/Rehabllitasi/Peningkatan/Pengadaan Kegiatan ini. mencakup kegiatan “Tanatuntuk PAUD/ m2
Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif {APE) PAUD/ Pembangunan/ﬁehabmrasr/Pem’ngkaran/Pengadaan Saronia/ | TK/TR/TKA/TPQ/Madrasah Non-
TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Negen”‘_ Prasarana/Alat  Peragu  Edukatif (APE) PAUD/TK/TRA/TKA  /TPQ/{Formsd Milik Negeti
Madrasoh Non-Formaf yang menjadi Milik Neger! (bukari milik kelompok
masyarakat /yayesen formos tertentu di Negeri).
' Geding/Bangunan PAUD/ Unit
TK/TRTKA/TPG/Madrasah Non-
- — Fornz Milik Negeri
Bukudan. Pelajaran PAUD/ Unit
TK/TRYTKA/TPO/Madrasah Non-
N Forms Milik Negeri
- Alat Praga Edukatif {APE) - Unit
- Mebgair PAUD/ _ - Unit
: TK/TRTKA/TPQ/Madrasah Nan-
Formd Milik Negeri ]
SararjPrasarana PAUD/ . {Unit
. TK/TRYTKA/ TP/ Madraszh Non-
i FormeMilik Negerl Lainnya
Rehafitasi/Peningkatan

Unit

FormaMiltk Negeri




:e":"‘"f— BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Satuan Output
2 | 1 |07 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana  |Kegiaton ini mencokup kegiaton Pembangunon  baru  prasorana | Temgh untuk Perpustakaan/Taman m2
Perpustakaan/Taman Bacaan Negeri/ Sanggar Belajar Milik  [Perpustakaon/Taman  Bacoon  Negerl/ s:mggbr Belajoratau | Bzaan/Sanggar Belajar
Negeri** Rehabilitasi/Peningkatan  Prasprant  atou  pengadaan  Sgrana|
Perpustakaan/Taman Bacoon Negeri/ Songgar Belajor yang menjad; pMitik
Negeri {bukan milik kelompok masyarakat fyayasan formas tertenty di
Negeri},
Gelung/Bangunan Unit
Papustakaan/Taman Bacaan/Sanggar
. Bejar
' Maelair Perpustakaan/Taman Unit
—_ Baaan/Sanggar Belajar
Szana. Perpustakaan/Taman Unit
] . ‘| Bzzan/Sanggar Belajar Lainnya ° '
R&abllltasMPenIngkatan
Sagna/Prasarana Perpustakaan/Taman
Baaan Negeri/Sanggar Belajar
2 | 1 |08 |Pengelaiaan Perpustakaan Milik Negeri {Pengadaan Buku- Kegiatan ini mencakup kegiatan Pengelolaan Perpustokean yang menjadi | Teselenggaranya Operasfbnal Paket
buku-Bacaan, Honar Penjaga untuk Perpustakaan/Taman, Milik Negeri. - |Pepustakaan/Taman Bacasn/Sanggar
Bacaan Negeri) : ‘Beajar Lainnya
2 | 1 |09 |Fengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Kegmrcn inf mencakup keg:atan Pengembengan. dan pembmam 5a”ggc,, Tamh untuk Sanggar Seni dan Belajar  |m2
: ) Senl dan Belajar yang menjadi Mitik Negen - '
Gaiung/Bangunan Sanggar Seni dan Unit
Reafar
Peslatan Kesenian Unit
WME2elair Sanggar Seni dan Belajar Unit
_|Samna Sanggar Seni dan Belajar Lainnya (Unlt
2 | 1 | 10|Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprastasi Kegiatan ini mencakup pemberian beosiswa bagi siswa miskin atou |jurdah. Sisv.a Penerima Bea Siswa Orang
' berprestas, mekonisme pemberion beasiswa diatur febin lanjut dalom d :
perbup/perwal pengelplaar kevangan Negeri’

AlF,



:ekz'"”f BIDANG, SUS BIDANG, dan KEGIATAN ~  Penjelasan Kegiatan Uraian Output ‘Satuan Output |
2 | 1 |90-|lain-tain kegiatan sub bidang pendidikan*® Kegiatan ini mencokup kegiatan foin-loin sub bidang pendidikan yang |<Sebutkan ...> <Sebutkan
99 : belum tercantum. di ates. Semisal untuk pengodean tanch untuk Satuan sesuai
prasarana pendidikan yang poda tahun berkengon belum dibangun kegiatan>
{sepanjang memiliki sumber dari selain BD) - :
242 Sub Bidang Kesehatan .
2 | 2 |01 {Penyelenggaraan Pos Kesehatan Negeri (PKD)/Polindes Miiik |Kegiotan ini mencokup kegiatan penyelenggaraan Pos Kesehatan Negeri | Obat-cbatan Paket-
'~ [Negeri {Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan (PKD)/Polindes yang menjodi milik Negeri (bukan mifik kei’bmpok
. |Negeri/Perawat Negeri; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat masyorekat/yoyasen/ormas E re_rienru di  Negeri) yang menjodi
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst}. k_eweﬂéﬂgﬂﬂnyﬂ- ' : : '
Jumiah Peserta KB Kontrasepsi keluarga {Orang
. . . Miskin ' '
: Terselenggaranya Operasionai Pos Paket
Kesehatan Negeri (PKD}/Polindes Milik
Negeri Lainnya
2 | 2 | 02 |Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas (bu  |Kegiotan fni mencokup kegigton penyeienggaman Posyondu batk Makanan Tamb'ahan Unit '
Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Posyandu Aalite/Lansia atau Posyandu milik Neger! fginnya.
R Jumlah thu Hamil Orang’ s
3 _ o - Jurmtah Lansia Orang
' R Terselenggaranya Operasional fos Paket -
Kesehatan Negeri (PKD],’Polmdes Milik,
Negerl Lainnya
2'[ 2 |03 |Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan {untuk Kegicton inf mencakup kegioten penyuluhan dan pelatikan bidang |lumlah Peserta Penyufuhan dan -fOrang
Mas'yara,kat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dil) kesehotan bogi masyerakat, tenoga kesehatan, kader kesehatan yang |Pelatinan Bidang Kesehatan :
: Lo ' : menjadi kewenangannya, B '
2 2104 Penyelengga_raan Negeri Siaga Kesehatan Kegiaton ini  mencokup kegiotan penyelenggaroan. Negeri Siaga [Ambulance ' . _ |Unit
' ’ " |Keschatan. Penyedican yang dial:kasikon dapat berupa Penvediaan -
Barang dan Josa termasuk Pemeliiaragn Mobil Staga/Ambulonce Negeri, |
otau pengedoan Mobil Sioge (Sepanjang dialokasikan dolom Penyedioon
Bantuan Khusus oleh Pemerintah Kabﬂpaten/Kora/vafnsf}, atau
pengadaan Ambulance Negeri. Cataton: Kegiatan ini ridak boleh tumpang
tindifh dengan kegiatan loin di bidang kesehatan

Al



Re"‘;"'"g BIDANG, SUB BIDANG; dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uratan Output sataan Output
a C .
Penyelenggaraan Negeri Siaga Paket
___ Kesehatan Lathnya
2 | 2 | 05 |[Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR] tingkat Negeri Keglaten ini mencakup kegiatan Pembinaan Pa}ang Merah Remajo {PMR) | lumtah (frekwensi) Pembinaan Paléhg- |Kall
. tingkat Negeri, Merah Remaja (PMR) tingkat Negesi
2 | 2 {06 |Pangasuhan-Bersama atau Bira Keluarga Balita (RKB) Kegiatan inf mencakup kegiotan Pengasuban Bersome otau Bing Kefuarga umlah Pengasuhan Bersama atau Bina |Orang
: I o ) ) - BG’”fﬂ (BKB} tmgkﬂ't Negeri. . Ketuarga Ballta {BKB] L
Terselenggaranya Operasional Paket
Pengasuhan Bersama atau Bina
- . Keluarga Baiita (BKB)
2 | 2 | 07 |pembinaan dan Pengawasan Upaya _Keseﬁatan Tradisional - Kegmttm ini mencakup kegiatan Pembinoan dcm Pengawasan Upaya Terselenggaranya Pembinaan dan Paket
' ; Kesehatan Trad:s;onaf tingkat Negeri. Pengawasar: Upaya Kesehatan
Tradisional
[ 2 | 2 | 0B |Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD K_eg'fatcn . ini mencokup  kegiotan  Pemeffharaan.  Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Linit
. . . Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Milik Negeri, Posyandu/Polindes/PKD —
2 | 2 |09 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Kegiatan ini mencakup  kegiotan Pembongiinan baru  Prasarang {Tanah Posyandu/Palindes/PKD m2
Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** Pasyandu/Polindes/PKD Mifik Negeri. Atou berbentuk
- : Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana  don  pengadaan Sarana
Posyandu/Polindes/PXD Milik Negeri. _ -
Gedung/Bangunan Unit
Posyandu/Polindes/PKD
Mebelalr Posvandu/PnhndesfPKD Unit
Peraiatan Kesehatan Unit
Posyandu/Polindes/PKD :
Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya. |Unit
2 | 2 |90-{lzin-lain kegiatan sub bidang kesehatan* Kegigtan ini mencakup kegiotan loin-fain sub bidang kesehatan yong|<Sebutkan ....> <Sebutkon
99 : belum tercantum di atas sebagal contoh pengadoon tanah untuk Satuan sesuai
prasarana. kesehoten yong poda tohun berkenoan belum dibargun kegiaton>
(sepanjang memiliki sumber dori selain DD)
213 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

-1




tidak masuk dolom kategori kapitolisasi sebagaf Befanja Modal menurut

Pemeliharaan Embung Negeri

"REkEmng BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Satuzn Capt
a c . : |-
2 | 3 | 01 |Pemeliharaan Jalan Negeri Kegiatan ini mencakug pemeliharaan Jalan Negeri (Sepanjang tidak masuk |Pemeilharaan Jalan Neger! meter {mn)
dalom ketegori kapitolisasi sebogai Belanja Modol menurut kebijakan ' o
okuntansi setempaot) -
2 | 3 {02 |Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Kegiatan inf mencakup pemeliharean Jaton Lingkungen dtos permukiman |Perneliharaan Jalan Lingkungan meter {m)
: ' atau Gong o Neger! (Sepanjang tidok maosuk dolam kategori kdpitafisosi |Permukiman/Gang '
sebagoi Penyediaan Mod'al menurut kebijakan okuntansi setempat] '
2 | 3 [03|PemeltharaanJalan Usaha Tani Kegiatan ini mencakur pemeliharean Jaian Usaha Tani, Jalar menuju | Jalan-Usaha Tani meter {m}
o o ' Sawah, doqt loin-lain {Sepanjang tidak masuk dalam kotegori kagitalisasi ' :
sebagai Penyediaan Modaf menurut kebijakan akuntansi setempat)
2 | 3 |04 |Pemeliharaan Jembatan Milik Negeri Keglatar ini mencokup pemelihoraan Jembatan {Sepanjang tidok mosuk [lembatan Milik Negeri Unit
: S dalam kategori kapitolisasi sebaga: Penyedioan Modoi menurut kebjjakan
akuntansf setempat)
2 | 3 | 05 |Pemeliharaan Prasarana Jalan Negeri {Gorong-gorong, - Kegidtar}_ ini menmkup pemefiharaen prosorona Jalgn Negeri seperti 'Pem'elihlaraan FrasaranaJalan Negeri  |meter {m)
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Gorong-gerong, Selckan, Box/Slab Culvert, Drainase di tepi jolan, dan|(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab ;
: Frasarang falan ialn {Sepanjang tidok masuk dafem kotegori kapitolisosi | Culvert, Drainase, Prasarana Jataniain)’ |
sebagoi Penyedioon Modol menurut kebijaken akuntansi setempat} . :
2 | 3 | 06 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Neger|/Balai Kegiatan ini mencakup pemelikarasn Bangunon/Gedung/Prasorana Balai [Pemelibaraan Gedung Balai Unit
Kemzsyarakatan Neger! atou Balal Kemasyorakatorn di Negeri {Sepanjong tidok masuk |Negeri/Balai Kemasyarakatan
. datarn kategori kopitafisasi sebagoi Belanjg Modai menurut kebfjakan i
. akuntansi setempar)
2 | 3 |07 |Pemeliharaan Pemakaman Milik Negeri/Situs Bersejarah Kegiatan Ini mencakup pemellharean Bongunan Pem'akéman ‘Milik |Pemeliharaan Pemakaman Milik Unit
Milik Negeri/Petilasan Milik Negeri Negeri/situs Bersejaral Mifik Negeri/Petilasan Milik Negeri {Sepanfang |Negeri/Situs Bersejarah Milik
tidak masuk dolam ategori kapitalisasi sebagai Belanja- Moda! menurut [Negeri/Petilasan Miiik Negeri.
kebijokan akuntansi setempat) ]
2 | 3 |08 |Pemeliharaan Embung Milik Negeri Keglatan ipi mencokup pemefiharaan Embung Milik Negeri (Sepanjong Unit

kebijakan akuntansi setempat)

A




Rekenln

- BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Yraian Qutput | Satum Output
a c . : . : .
2 | 3 | 09 [Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Negeri Kegiatan ini mencukup pemeliharaan Bangunan Monumen/Gapura/8atas |Pemeliharan Manumen/Gapura/Batas |Unit
Negeri (Sepanjong tidok masuk dolorm kotegori Kopitalisasi sebagal Megeri - '
Befanje Modal Menurut kebljakan okuntansi setempat)
2 | 3 | 10 [Pembangunan/Rehabflitasi/Peningkatan/Pengerasan lalan  {Kegloton ini mencakup Pembangunan Joldn Negeri yong boru otau|lalan Negeid meteriz)
Negeri ** - . . Rehabilitasi/Peningkoton/Pengerasan Jolan/Prasarana otas Jolan Negeri '
yang tefah ade (Sepanjeng masuk dofam kotegori kapitolisasi sebogal
Belonja Modo!l menurut kebijaken akuntansi setempat).- o B -
T AR - Rehabilitasifeningkatan/Pengerasan  [meter ()
Jalan Negef -
2 [ 3 | 11]Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan . Kegiotan  ini mencekup  Pembongunan  Jolen  Lingkuhgon |jalan Perfutman/Gang meter {n}.
Lingkungan Permukiman/ Gang ** Permuklmen/Gang yang Baru) atou Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerason E - '
: gtas Jolan Lingkungon Permukiman/Gang yong teloh ade (Sepanjang
masuk dofom kotegori kapitalisusi sebagai Belanjd Modal menurut
kebijakan akuntansi setempat)
Rehabilitasifeningkatan/Pengérasan.  |meter {z)
Jalan Lingkugan Permukiman/ Gang
2 | 3 |12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan  |Kegiatan ini mencakup Pembangunan Jolan Usaha Tariflotan Persawahan |Perbanguran jalan Usaha Tani meter & |
Usaha Tani ** yang boru ateu Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasen otas Jalen- Usaha
Tani/Persawahan yong telah oda (Sepanjang mesuk dofam kategori|
kapitalisos/ sebagei Belanja Modal menurut kebljakon akuntensi -
setempat) - e ' : . -
. _ Rehabilitasifeningkatan/Pengerasan  (meter{m)-
Jalan Usahatani
2 | 3 |13 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Keglaton ini mencakup Pembangtman Jembatan Miltk Negeri yang baru {lembatan Neer! Unlt’
lembatan Milik Negerj ** atau Rehablilitasi/Peningkatan/Pengerasan atas Jembatan Milik Negeri . i )
: yang teloh uda {Seponjang masuk dalam kategori kapitolisas! sebagai | Fe
Belanja Modal menurut kebijokan akuneansi setempat)
Rehahilitasifeningkatan lembatan Unit

Negeri




:‘“E"'“E BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelssan Kegiatan Uraian Output Satuan Output
2 | 3 | 14{Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kegiatan ini mencakup Pembangunan Prasarane iofen yang baru berupa | Prasarana lalan Negeri (Gorong-gorong, |meter (m)
Negeri (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Dralnase, {Gorong-gorong, Sefoken, Box/Slab Culvert, Draingse, Prosarana Jofan fain |Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,
Prasarana Jalan lain} ** atau Rehabilitasi/Peningkatan atos Prosarana lalon vong telah oda Prasarana Jalan lain)
(Sepanjong masuk dalom kotegori kopitalisosi sebagaf Belanja Modol ’
menurut kebijoken akuntons! setetnpat)
Rehabilitasi/Peningkatan Frasarana meter [m)
Jalan Negeri (Gorong-gorong, Selokan,
Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana
Jalan laln) e
213115 Pembangunan/'Rehab:[rtam/Penmgkatan Balal Negen/Balal - |Kegiatan ini mencokip Pembangunen Bongunon Bolal Negeri/Baloi |Gedung Balai Negeri/Balai uUnit’
Kemasyarakatan** Kemasyarakatan yang baru otqu Rehabilitasi/Peningkatan etas Bangunen |Kem aéyr’akatan
. Bala Negeri/Balai Kemosyoraketan yang telch edo {Sepaniang masuk S
dalom kategori kaprtahsas: sebagai Belanjo Modal menurut kebjjaian
- gkuntensi setempat) - _
Rehabll{tasi/PenIngkatan Baiai Unit
Negeri/Balai Kemasyarakatan o
21318 Per_nbangunan{Rehabi!itqsi}'Peni'ngkatan Pemakaman Milik  (Kegiatan ini mencakup Pernbangunan baru Pemakaman Milik Negeri/Situs | Pemakaman Milik Negeri Unit -
' NegerifSitus Bersejarah Milik Negeri/Petilasan Bersejoroh ' Mtk Negeri/Petilasan otou
Rehabifitasi/Peningkatan/Pengerason  Pemakomon  Milik  Negerl/Situs
Bersejorah Milik Negeri/Petiloson yang teloh ada (Seponjong masuk
dalom kategori kapitalisosi sebegoi Befonja Modol menurut kebijakan
okuntansi setempot) —_
I Situs Bersejarah Milik Negerl Unit
- Petilasan Milik Negeri Unit
" |Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman  {Unit
Milik Negeri/Situs Bersejarah Milik
Negeri/Petilasan
2 [ 3 |17 [Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Negeri ** |Kegiatan inf mentakup Pembuaton/Pemutakh!mn Peta Wilayah don Sosial | Peta Wilayah dan Sosial Negeri Paket
: Negeri, dif
213118 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Neg'eri Kegiatan ini mencokup penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang |Dokumen Perencanaan Paket
Negerl, berupa Penvediaan pertengkapon kantor (ATK dllj, Penyediaon
Sewa, dun Penyediaan perfolanan dinos

e



Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

Penjelasan Kegiatan

Uraian Output

alb|c :
2 | 3 | 19 {Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Negeri **  |Kegintan ini mencakup penyediaon Embung mifik Negerf yang baru otou |EmburcNegeri Uni: R
. Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Embung milik Negeri yong teleh ado
{Seponjong masuk dofam kategori kapitolisasi sebagei Belanja Modal
menurut kebiiokan akuntons; setempat) : - .
' : Rehabilissi/Peningkatan Embung Unt
— - | Neged -
2 | 3 | 20 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kegiatan Inl mencokup Pembongunun bary Monumen/Gopura/Batos |Monume/Gapura/Batas Negeri Unit
Monumen/Gapura/Batas Neger] ** Neg_e'r.-' atou Rehabifitasi/Peningkatan/Pengerasan
- o Monumen/Gapura/Batas Negeri'yang tefah ada (Seponjang masuk daigm
kategori kapitalisasi sebogai Befonja Modal menurut kebijokan akuntansi
L setempat) ' . - ' )
: : RehabiIfEsi;fPeningkatan Unit
Monune/Gapura/Batas Negeri
2 | 2 {90-|iain-tain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan |Kegiotan ini mencakup kegiatan lgin-lain sub bidang pekerjoan umum dan |<Sebutie > <Sebtkan
99 |ruang™ ' ' penataan ruang yang befum tercantum di atas. Semisal pengadaan tanah Satum sesuai
i untuk prasarana kePUan yang pada tahun berkepacn belum dibangun |- kegidan>. .
{sepanjong memifiki sumber dori sefain DD) .
‘274 Sub Bidang Kawasan Permukiman ;
24 |m Dukung}m pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Kegiotan ini mencakup kegioton dukungan pelaksaroan  progrom |jumiahTmah Tidak Laysk Hunl (RTLH) |Unit
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAK!N {pemetaan, validasi, [Pembongunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN. berupa| .
dil} . ' kegiatan pemetaan, volidasi, dif, dopat Juga berupn Penyediaon bantugn
rehab RTLH, bargng yang diberikan kepada masyarakat {berupa bahan
bangunan), Pengalokasian febih lonjut diotur dolam Perbup Pengelolean |
| Keunngan Negeri
2 | 4 | 02 |Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Negeri Kegiatan inf mencakup Penyediaan Pemelihgroan Sumur Resopan Mifik Pemelfsan Sumur Serapan Unit
* |Megeri (Seponjang tidak masuk dalam kotegori kapitolisosi sebagoi| :
Belanja Modol menurut kebijakan-akuntansi setempat)
2 1 '4 | 03 |Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Negeri (Mata Kegiatan ini mencakup Penyedioan Pemeliharaan Sumber Air Bersih Mitik | Pernelitezan Sumber Air Bersih Unit
Afr/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dil) Negeri (Mata Air/Tandon Penompungan Air Hujan/Sumur Bor, dlj
. {Sepanjang tdek masuk dalam kategor! kapitelisosi sebagai Belanjo
Modal menurut kebijakan okuntansi setempat)

At



Rekening

d

b

C

BIDANG, 5UB BIDANG, dan KEGIATAN

Penjelasan Kegiatan

Uraian Qutput

_Satuan Output

2

4.

04

Pemeliharazn Sambungan Alr Bersih ke Rumah Tangga
(pipanisasi, dll)

Kegiatan ini mencekup Penyediaan Pemeliharaan Sombungan Afr Bersih

ke Rumah Tangga (pipanisasi, dif} (Sepanjong tidek masuk dolom kotegori _
Belanja Modal menurut kebjoken okuntonsi

kapitalisasi
setempat)

sebagai

Fmeliharaan Sambungan Air Bersih

meter {m)

05

Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan,

Parit, dlf., dituar praszrana Jalan)

Kegiatan ini mencakup Penyedigan Pemelihargan Sanitasi Permukiman
(Gorong-gorong, Selokan, Parit, dif., diluar srasarana jolan) (Sepanjang
tidak masuk dalom kategori kapitalisasi sebggal Belanjo Moda! menurut;
kebijakon okuntonsi setempat)

.‘ii&nefiharaah Sanitasi

meter (m)

06

Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dif .

Kegioton ini mencokup Penyediaan Pemelifaracn Fasliitas Jembaon

Umum/MCK  umum, dif (Sepanjang tidak masuk dalem kategori
Modol  menurut  kebifokan  okuntonsi]

kapitalisasi sebagof

setempat)

Befanjo

Eellharaan Fasiiitas Jamban
m!MCK umum, d[l .

Unit

o7

Pemel{haraan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Negeri/Permukiman {Penampungan Bank Sampah dll)

Kegloton ini mencakup Penyediaen Pemeliharaon Fasilités Pengeloloon
Sompah  Negeri/Permukiman  (Penampupgan, Bank Sompah, dif)
({Sepanjang tidok masuk dalomy kategori kapitafisasi sebagoi Be!anja
Modal menumr kebijakon akuntanst setempat)

[Bmeliharaan Fasilitas Pengelolaan
Zmpah Negeri/Permukiman

Unlt

08

Pemeliharaan Sistern Pembuangan Alr Limbah {Drainase, Air
limbah Rumah Tangga)

Keg'rfatan inf mencakup Penyedﬁaar_i'Pemeﬁhamar? Sisten Pembuangan Air
Limbgh (Drainase, At limboh Rumah Tongge) (Sepanjong tidek masuk
dalom kategori kapitalisasi sebagal Belonjo Modo! menurut kebjjakan
akuntansi setempat)

*meliharaan Sistem Pembuangan A_ir"
E&ah :

[ meter {m).

09

Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Millk Negeri

Kegiotan ini  mencakup  Penyedisan  Pemellhoreon  Bongunon
Taman/Toman Bermain Anak Milik Negeri (Sepanjong tidak masuk dafom
kategori kopitalisasi sebogai Belanja Modal menurut kebijakan akuntans:
setempat}

veliharaan Taman,/ Taman Bermain
sk Milik Negeri

Unit

1p

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **

Keglotan ini mencakup Penyedieen Pembongunan Sumur Resopon (fika
Baru) atau Rehobilitasi/Peningkgtansumur Resapan (Sepanjong masuk
dolam kategori kapi_rarﬁsasf sebagal Belanje Moadal menurut kebijakaon

ey Resapan

Unit

akuntansi setempat)

Béabilitasi/Peningkatan Sumur

Unit

jpan

4




RERZnin& BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan _ ' Uraian Cutput Satuan Output
d C - : , . .

2 | 4 |11 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Kegiaton ini mencakup Penyedigan Pembangunan Sumber Air Bersih Milik |Sumber Air Bersih Milik Negeri [Mata  |Unit
Milik Negeri (Mata Air/Tandon Pénampungan Alr Negeri (Mat? Air/Tondon Penempungon Air Rujan/Sumur Bor, dif} {jika Air/Tandon Penampungan Air
Hujan/sumur 8or, di))** _ Boru) atau Rehabllitasi/Peningkatan Sumber Air Bersin Milik Negeri {iota [Hujan/Sumur Bor, dll)

Alr/Tandon Penampungan Air Hujon/Sumur Beor, dlij {Sepanjang masuk
dolom kategori kapitalisasi sebagoi Belanja Modal menurut kebijakon

- — o skuntansi setempat) _ . _
Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air  {Unit
Bersih Milik Negeri {Wata Alr/Tandon
Penampungan Air Hujan/Sumur Bpi-, dil)
2 | # |12 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air  |Kegiatan ini mencakup Penyediaan Pembungunan irigasi/Embung/Air | Sambungan Alr Bersih ke Rumah Tangga |meter {m} - -
IBersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll} ** Sungai/Drainase/Air  Limbah/Persampahon like  Baru)  atou|(pipanisas, dil) o
. o o . |Rehabilitasi/Peningkaton/Pengerasan  Irigasi/Embung/Air _ _

Sungai/Driinase/Air tmbah/Persampahan) (Sepanjong masuk dalom
kategori kpitalisasi sebagai Belanja Modal menurut kebijokon okuntansi

setemnpat] . ) ) .
1 Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan  |meter (m)
Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,
— dll).- :
2 i 4 |13 iPembangunan/Rehabllitasi/Peningkatan Sanitasi Keglatan, ini mencakup Penyedioan Pembangunan Sanitosi Permukiman |Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, |mete (m)
Permukiman {Gorong-gerong, Selokan, Parit, dll., diluar {Gorong-garong, Selokon, Parit, dif, .dﬁﬂm"prasarmmjm'gn {iika Boru) otau |Selokan, Parit, dil,, diluar prasarana
prasarana jalan) ** ' Rehabilitasi/Peningkotan Sanitesi Permukiman {Gorong-gerong, Selokan, Tjalan)
Parlt, dil, ditver prasarana jolon (Seponjang masuk dofom kategari .
kapitolisas! sebagoi Belanja Modal menurut kebijcken akuntansi
setempat] : . . ]
Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi  © [meter (m}
Permukiman (Gorong-gorong, Selokan,
Parit, dil,, diluar prasarana jalan)
-2 | 4 |14 [Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Kegiatan ini mencokup Penyedigan Pembangunan Fasifitas Jamben |Fasllitas Jamban Umum/MCK umur-, dil |Unit
' Umum/MCX urmnum, dil ** Umum/MCK umum, dif (jika Baru) atou Rehabilitasi/Peningkatan Fosilitas

Jamban  Umum/MCK umum, dlf (Sepanjong masuk dalam kategorf
kopitalisasi  sebagai  Belonja  Modal  menuryt kebijekan okuntansi
setempat) : '

Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas - [Unit

Jamban Umum/McK umum, dil

i



menjadf kewenangannye, Penyediaan yang diglokasikon dapot berupa
Penyedigon  ATK,  biblt, pupuk,  Horor Tim/Petugas/tenaga
Ahli/Narasumber, opergsional perkantoron atou Mokon minum serta

aRekEmnf BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan - Uraian Output Saltuan OQutput |
2 | 4 | 15 |Pembzngunan/Rehabititasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan |Kegiotan ini mencakup Penyedican Pembangunan Fasmtas Penge!o)‘aan Fas/litas Pengelolaan Sanip&éF\- ) unit
Sampah Negeri/Permukiman (Penampunga n, Bank Sampah, Sompeh Negeri/Permukiman (Penompungan, Bank Sampah, dﬂ) {jtka |Negeri/Permukiman {Penampungan,
diy** . Boru) otau Rehabititosi/Peningkatan Fasliitas Pengelofaon Sampak Bank Sampah, dil}
Negeri/Permukimon (Penampungan, Bonk Sampah, dii] {Seponjong masuk
datam kotegor., kepitafisast sebagoi Belonju Modal menurut keb{;akan
akuntansi setempat) L
Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Unlt
Pengelolaan Sampah.
Negeri/Permukiman (Penampungan, |
Bank Sampah, ) ' '
2| & | 16|Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sistem Pembuangan Kegiatan inl mencakup Penyediaan Pembangunan Sistem Pembuanigan Ajr | Sistem Permbuangan Air Limbah meter {m)
: Air Limbah_(Draina_se, Air limpah Rumah Tangga)** Limboh (Droinase, Ajr fimbah Rumah . Tongge) (jika - Boru atay {Draiﬁase, Alr limbah Rumah Tangga)
. Rehobifitasi/PeningkatanSistem Pembuangan Air Limbah (Draingse, Air] - S
- |ffmbah Rumah Tongga) (Sepanjong masuk datom kategori kapitalisasi |
sebagai Be.‘an_m Moda.' menurut kebijokan akuntanst 5etempat}
o Rehabilitasi/Peningkatan Sistem meter (m)
Pembuangan Air Limbah {Drainase, A:r
o - - |limhah Rumah Tangga)
2 | 4 117 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Kegiatan inf mencakup Penyediaan Pembongunan Tomon/Taman Bermain [Taman/Taman Bermain TR o
Bermain Anak Milik Negeri** Anak  Milik  Negeri  (jika Baru) otat  Rehabilitasi/Peningkatan Negeri
: Tamanﬁaman Bermain Anak Miltk Negeri {Sepanjang masuk dalam
<ategori kopitolisosi sebagai Belonja Modg! menurut kebijakon akunrons;
|setemput) : . . i .
Rehabilitasl/Peningkatan Taman/Taman | Unit
Bermain Anak Milik Negeri '
2 Sub Bldang Kehutanan dan Lingkungan. Hidup L
2 | 5 | 01 [Pengelolaan Hutan Milik Negeri Keg!atan ini mencakup kegiatan pengelolzan hutan mn'.-k Negr i yang |Terselenggaranya Pengelofaan Hutan  {Paket

Milik Negeri.

Befanfo Mada! yang diperuntukian dolam Pengeloloan

A,



Rekening

. BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

Penjelasan Kegiatan

Uraiandutput

Satuan Output

altb|c
2 | 5 |02 |Pengelolaan Lingkungan Hidup Negeri. . . .. Kegiatan ini mencakup kegiotan pengeloloan lingkungon hidup Negeri|Terselenpgaranya Pmghijauan Negeri  |Paket
a yang menfadi kewenangannya, Penyedican yang dialokasikon dopat
berupa Peryediaan ATK, bibit, pupuk, Honor Tim/Petugos, operasional
perkontoron atau Makan minum serta Belanjo Modal yung diperuntukkan
datom pengelolaan
' Terselenggaranya Pegelolaan Paket
Lingkungan Hidup Nzerf Lainrya
215 |03 Pe{atlhan/Sos;aIrsasr/PenyuIuhaanenyadaran tentang Kegiatan ini mencokup kegiatan | Terselenggaranya Péatihan/ Kalf .
L:ngkungan Hidup dan Kehutanan Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadardn tentang Lingkungon Hidup Sosialisasi/Penyububm/Penyadaran
dan Kehutenan. Penyediaan yang diclokasikan dapot berupa Penyedioan tentang Lingkungan ﬁdup'daln .
ATK, bibit, pupuk, Honor ' Tim/Petugas/tenaga- Ahli/Narosumber, |kehutanan
- I .. [operasiong! perkantoran atau Makan minum ) - -
2 | 5 |90-|lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan -{\Kegiatan ini mencekup kegiatan. lein-laini sub bidang Kehutanon don|<Sebutkan ...> <Sebutkan
99 |Hidup*® Lingkungan Hidup yong belum tercontum di “atas, Penyediacn yong| Satuan sesuai
iatokastkan’ dopat berupa Penyedioan ATK, perjalancn dinas , Honor kegiatan>
tim/Petugos/narasumber, operas;‘onq]’ perkantoran, dan Makan minurm
2 6] |subBidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika T T
2 | 6 |01 |Pernbuatan Rambu-rambu di Jalan Negeri Kegiatan inf mencakup Belanja Modal Perafaton Rumbu/Patok Negeri|Rambu Jalan Unit
{Sepanjang masuk dafam kategori kapitafisasi sebogei Belanja Modal
menurut kebijokon akuntansi setempat) .
2 | 6 |02 |Pcnyelenggaraan informas! Pubitk Negeri (Misal : Kegiatan ini mencakup keg!atan Penyelenggaraan informasi Publik Negeri Poster{‘BaIiho;‘Lainn‘gﬁatas ke Unit
Pernbuatan Poster/Baliho {nformasi penetapan/LP) APBDes |(Misal : Pembuatan Poster/Balihe Informasi penetapan/LPI APBDes untuk |masyarakat }nformasyAPBDes, LPJ, dan
untuk Warga, dli) ' Warga, dii). Penyedican yong diglokasikan dapat berupa Penyediaan ATK, |lainnya
i tohan/ moterial, sewa peralatan, Honor tim/Petugas, operasional
perkantaran, dan Mokan minum
216 (03 Keglotan.- Ini muncakup keglotan  Pengelsloon don  Pembuoton |Poster/Baliho/Lainmzatas ke Unit

 {Pengelolaan dan Pémbuatan faringan/Instalasi Komunikast

- - |dan Informasi Lokal Negeri .

.r‘urmgan/fnstm‘as; Komunikasi dan Informasi Lokol Negeri. Penyedioan

) yong diglokasikan dapat berupa Penyedioon ATK, bahan/ muoteriol, sewa

peralaten, Honer tim/Petugas, aperasional perkantoran, Maken minum
atou Belanja Modal peralatan elektronika/studio/ Kompurer gtau Belanja
Kodaol Jarmg_n/mstafas!

masyarakat InformasiaPBDes, LPJ, dan
lainnya .

Afh



Reko;ning BIDANG.SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Output Satuan Output
a C : :
2 | 6 |50-)iain-iain kegfatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan |Kegigtan ini mencakup kegiaton lain-foin sub bidang Perhubungan, |<Sebutkan.....» <Sebutkan
59 [Informatika* - Komunikosi, dan Informatika yang befum tercantum di otas. Pesyedioan. | Satuon sesuai
yang diolekasikan dapat berupa Penyediaan ATK, perjalonan dinas , Honor kegigtan>
tim/Petugas/narasumber, operasionol perkantoran, dan Makan mmum
sesuai deng_n kebutuhan -
ERE; Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral . o ] : -
2 | 7 |01 |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatlf tingkat |Kegioten ini mencakup Penyedioon Pemelihargan Sarana don Prosarono |Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Watt
Negerl Energi Alternatif tingkat Negeri (Sepanjang tidak masuk daiom kategori Energi Alternatif tingkat Negeri
kapitalisasi sebagar Belanja  Modal menurut kebijokan akuntansi -
setempit)_ - L
2|7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan ’ Kegmtan ini mencakup pembangunon Sarana don Prasarana Energi 1Sarana dan Prasarana Energi Alternatif |watt
Prasarana Energi Alternatif tingkat Negeri ** Alternctif Hngkat Negert yang baory atau Rehab;#ras:/Penmgkatan tingkat Negeri
i : ' o7 pengadoan Sarona dan Prosorana Energi Alternatif tingkat Negeri yang |
telzh ode (Sepanjang masuk daiem kategor! kapitalisasi sebagai Be.‘crn;a :
Medal menurut kebijakan akuntansr setempat} ' - : :
) Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan jwatt
Prasarana Energi Alternailf tingkat 3
. Negeri I
2 | 7 |90-|lain-ain kegiatan sub bidang Enérgi dan Sumber Dava Kegiatan ini mencakup kegiotan fain-lain sub bidang Efergi dan: Sumber | <Sebutkan ....> <Sebutkan
99 {Mineral* Daya Mineraf yang belum tercantum di otas. Semisal pembelian tongh Satuan sesuai
: untuk prosarana £rergi day Sumber Daya Minera! baru yong dalem tohun kegiatan>
berkenacn belum dibongun (sepanjang memitiki sumber dori sefoin DD) '
28 Sub Bidang Pariwisata _ ) _ -
2 | 8 101 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Millk Negeri  |Kegiatan jni mencakup Penyediaon Femeliharaan Sarana dan Prasarana | Pemeliharaan $arana dan Prasarana unit
Pariwisata  Miltk Negeri (Sepanjong tidak masuk dalam kategorf |pariwisata Milik Negeri
kapitalisas! sebagai Befanjo Modai  menurut kebljokan okuntansi '
setempat). ' '
2 | 8 | 02 {Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Kegratan ini mencakup pembangunan Saranc dan Prosarens. Poriwisato |Sarana dan Prasaranz Pariwlsata Milik, {unit
Prasarana Pariwisata Milik Negeri ** Milik Negeri yong baru atau Rehabiiitasi/Peningkatan Sarone -dan | Negeri
: Prasorana Pariwisata Milik Negeri yong teloh ada {5epanjang mosuk
dalom kategori kapitafisasi sebagoi Befenjo Modaf menurut kebayakan -
akuntonsf setempat) : —




“’-’-“‘Z"‘“E BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Keglatan Uraian Output Setuan Output
Rehal#asi/Peningkatan Sarana dan |umt.
Prasamma Pariwisata Milik Negeri '
218 |03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Neger Kegictan inl mencokup kegiaton pengembang}an poriwisata tingkat | Terselmpgaranya Pengembangan Paet -
Negeri. Misalnye pengadoon/pembelian  tangh untuk  prosarong | Parwizta Tingkat Negeri '
pariwisata barv yong dalem tohun berkenaan belum dibangun {sepan_:ang
: memilit] sumber dari selain DD) N . i
[ 2 | 8 [90-{lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata* Kegmran inf mencakup kegiatan fain-loin sub bfdang pariwisato yong |<Sebufin ...» <shytkan
|99 IR - Belum tercantum di atgs. : Seemn sesuai
- . - ~ feesigtan>
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Negeri T N
|Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan ] -
kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran
masyarakat /lembaga kemasyarakatan Negeri yang
mendukung proses pembangunan Negeri yang mencakup:
3| 1| |subBidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat L . . . . . B
31|01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Negeri Kegiotan ini mencakup Penéua’aan/Penyefenggdraan Pos Keamonan | Pos Kemanan Negeri -
{pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan JadwaI Negeri  {pembangunan pos, pengawasan pelaksanaon  jodwal :
ronda/patreli dll) ** . ronda/patrofi dii}, . C ' . .
' Penyelsiggaraan Pos Keaamanan Paet,
Neger! _ "
3 | 1 | 02 |Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga _ Kegiatan ini mencekup pelatihan tenaga keamonan/ketertiban dalom | lumlakiZéserta Pelatihan Tenaga Ozng:
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Negeri {Satlmmas rangka ketenteraman ketertiban ymum dan perlindungen masyarokat, Keamaen/Ketertiban Pemerintah
Negeri) Negeri B
3 | 1 [ 03|Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan. Kegiaton ini mencokup koordinas! Pembinoan Ketentraman, Ketertiban, Terselezgaranya Koordinasi Pit;f'
Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi dan Pelindungan Masyeroket (dengan mosyarokat/instansi pemerintah Pembinzn Ketentraman, Ketertiban, o
pemerintah daerah, 4il} Skala Lokal Negeri taerah, dli), berupe rapat-rapat dan koordinasi lainnya, dan Pedungan Masyarakat {dengan
: masyagiat/instansi pemerintah
daerahg) Skala tokal Negeri

Alf




Rekening |

: BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan - i . Uraian Output 'Satuan Output
a C . : i .'
3 | 1 | 04 |Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Negeri |Kegiaton in! mencakup pelatiban kesiapsiogean dan tanggap bencanoly ilah Peserta Pelatiban ) Orang
skelo fokal Negeri, untuk masyarakat dan tenaga keamanan/ketertiban, Feslapsiagaan/Tanggap Bencana Skala.
dif ' ' ' Iokal Negeri -
3 | 1 | 05 |Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Negeri Kegiatun ini mencokup Pengadoan/Penyedican Pos Kesiapsiogounges Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal |Unit
’ bencane skafa Negeri berupe pembangunan pes, pelaksangen ;adimfif-:;gﬁ ' )
. ronda/pateoli dif (Pembangunan maoupun pelaksanaan jiko dimungkinken} -
dapat bersinergi dengon penyelenggoroon pos  keomanan Negerf,%
sehingga tidak tumpong tindik dalam peloksondan), :
"3 | 1|06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Negeri dan-Masyarakat Dlaiokas;kan guno rembantu apdratur Negen dan masyarakar mrskm b:nléh‘Bantuan Hukum Untuk Aparatur [Kali
Miskin dalam menghadapi masaloh hukurn, dif, . ’égen dan Masya rakat Miskin
3| 1 |07/ {pelatihan/Pe nyuluhan/SosIalisaSEREpada, tasyarakat di Kegiatan inf mencakup memberikan Pelatihan/Penyulfuhan/Sosialisasi {ah Peserta Orang
Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat kepada Masyarakat di Bidong Hukum dan Pelindungan Masyarakat, dil, atihan{Penyuluhan{'Sosmllsam
' ' : ' b_ada Masyarakat di Bidang Hukum
in-Pelindungan Masyarakat
, — . A
3 | 1 |90-|lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban i Kegiatan ini mencokup Leg.-atan imn fain sub b.-dang poriwisata yang @H;)rkan . <Sebytkan
99 tUmum, dan Pelindungan Masyarakat* belum tercantum di atas. w Sotuen sesuai.
: _ kegiatan>
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan ; & _
3 | 2 |01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Negerl Keglatan ini mencakup memberikan pembmaan Group Kesenian dan;gselenggaranya Pemblnaan Group Paket
. Kebudaycan tmgkat Negeri. nian dan Kebudayaan Tingkat
geri
3 | 2 |02 {Pengiriman Kentfngen Group Kesenian dan Kebudayaan Keglatan inl mencakup mengirimkan kontingen terkait Sebogoi wakr‘ff’la_h Frekwens! Pengiriman Kali

sebagai Wakil Negeri di tmgkat Kecamatan dan
Kabupaten/Kota-

Negeri di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dif.

“mtingen Group Kesenlan dan
pstdayaan sebagai Wakil Negeri di

h‘gi{gt Kecamatan dan Kabupaten/Kota

A




Rekening K
1o < BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Qutput: Satuan Qutput |
3 | 2 |03 |Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat!Kebudayaan dan Kegicton inf mencakup penyelenggaroan  festival/upocara  terkait | Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Kall
Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagomaan di Negeri, dil. * |Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,
keagamlaan,.(_:lll} tingkat Neger! - dan Keagamaan {perayaan hari
’ kemerdekaan, hari besar keagamaan,
dit) tingkat Negeri
312 |04 _Pemehharaan Sarana dan Prasirana Kebudayaan{Rumah Kegiatan ini mencakup Penyedioan Pemelitaroan Sarm;a dan Prasarona | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Unit
i . .
Adat;'Keagamaan MuI k Negen . Kebudayaori/Rumah Adat/Keagamuaon Milik Negeri {Sepanjong tidok |Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan :
' masuk dalom kategori kapitalisasi sebagai Penyediann. Modal menurut [ Millk Negeri T
kebqakcm akuntansi setemput) .
312|085 Pembangunan_/Reh,abiITtasli/Penfngkatan Saranadan . " |Keglatan inf mencak:..-p pengadaan/pembangunan Sarana“dan pmsc',mm Sarana dan Prasarana uUnit
Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan ilik Negert |Kebudayean/Rumafi. Adat/Keagarmoaan Mitik  Negeri yung baru gtau Kebudayaan/Rumah Adat{Keagamaan '
L .
Rehabifitasl/Peningkatan  Sardna don Prasarona Kebudayaan/fumoh | Millk Negeri.
Adat/Keagomaon Milik Negeri yong tetah ado (Sepanjang masuk dofam
kategori kapitalisasi sebogoi Befonjo Modal menurut kebrjakan akuntansi
setempot) .
Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Unit
Prasarana Kebudayaan/Rumah
. _ Adat/Keagamaan Milik Negeri
3 | 2 |90-|lain-Tain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* }(égfatan inf mencakuﬁeg.‘atan Iain-tain sub bidong Kebudoyoan don |<Sebutkan ....» <Sebutkon
99 ' ' Keagamaon yang befumn tercantum di atas. Satugn sesuai
] kegiatan>
3|3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
313|a Pengllrlman.}‘(cntingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai  |Kegiatan ini mencakup mengirimkan kontingen terkgit sebogoi wokil | Jumlah Frewens! Pengiriman Kontingen |Kali
Wakil Negeri di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota Negeri di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, dif, Kepemudaan dan Olah Raga sebagai
. o wakil Negeri di tingkat Kecamatan dan
_ Kabupaten/Kota
3 | 3 | 02 {Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan,” Keglatan ini mencakup memberikon pelatihan kepemudgan {Kepemydaan, |lum'ah Peserta Pelatihan kepemudaan [Orang
Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Negeri Penyadaraan Wawasen Kebangsaan, dff), dif {Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan
' Kebangsaan, dif] tingkat Neger!

A



L e

Re"E“"‘E_ BIDANG, SUB BID:\NG, dan KEGIATAN Penjetasan Kegiatan Uraian Gatput Satuan Output
a " - :
3 { 3 |03 [Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Clahraga |Kegiatan inf mencokup penyelengqoraon  festivol/Kepemudaan  dan | Jumlah Frekwensi Pergelignggaraan Kali
tingkat Negeri Olahraga di tingkat Negeri, , dil. Festival/Lomba Kepamudaan dan
Olahraga tingkat Neges
3| 3 |04 [Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah  |Kegiatan ini mencokup Penyedipen Pemeliharaon Sarong don Praserens |Pemeliharaan Saranasn Prasarana Unlt
Raga Millk Negeri** : Kepemudaon dan Olah Raga Milik Negeri . Kepemudaan dan OlatRaga Milik '
' 1 . Negeari )
3|3]|0s pembangunan/RehabilitasifPehingkatanj Sarana dan | Kegiatan ini mencekup pembangunan/pengadaon Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasaranadapemudaan dan |Unit
Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Neger(** Kepemudoan  dan  Olgh Raga Milik  Negeri yong baru atou|Olah Raga Milik Nepes . ' :
' ' T Rehabilit=si/Peningkatan Sarane dan Prasarana Kepemudaan dan Olah
Rago Milik Neger! yang teloh ada (Sepanjang masuk dalom kotegori
kopitalisasi sebagal Penyedioan Modal menurut kebijokan akuntansi) -
_ setempot) ’ ) o _
' : Rehabilitasi/Peningkatn Sarana dan  [Unit
Prasarana Kepemudazdan.Olah Raga
] . Milik Negeri -
3l3los Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Qiah rag?kegiamn inf menaup n-Iember'fkan_ Pembinoan Karang Toruno/Klub [Terselenggararya Perri'sin?an Karang  |Paket )
: Kepemudaon/Klub Olah raga, dif Taruna/Kiub Kepemadan/Kiub Olah ’
) S _ - raga i R
3 | 3 |90-|lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga* ~ |Kegiotan il mencakup kegiatan lain-tain sub bidang Kepemudaon dan i<Sebutken ....> o : <Sehutkan
g9 ' Olah Roga yong belum tercontum of atos. dif - Satuon sesuai
: : keglatan>
3|4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat T - o - -
3 | 4 | 01{Pembinaan Lembaga Adat Keglatan ini mencakup memberikan Pembinogn Lembago Adat atgu Terselenggaranya PentEnaan Lembaga |Paket
sebutan Iagin. Adat -
3 | 4 |02 {Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Kegiatan ini mencokup memberikon Pernbinaon LKMD/LPM/LPMD atau Terselengggaranya Pesfinaan Paket
_ - sebutan foin . LKMB/LPM/LPMD '
3 | 4 |03 [Pembinaan PKK Keglatan ini mencakup memberikan Pembinaan PKK, dif Te?szlenggaranya Petiaaan PK¥, Paket -

A




Re"‘;“'"g BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uralan Output Satian Output
a C
3 | 4 | 04 |Pelatihan Pembinaan Lernbaga Kemasyarakatan Kegiaton ini mencakip memberikon Pelotifon Pemdingar untuk Lembaga Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Orang
- Kemasyarokatan, dif : Lembaga Kemasyarakatan IR
3 | 4 |90-|tain-fain keglatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat* Kes‘mff-’-"-' ini mencakup kegfatan Tain-iain sub brdang Kelembagoan | <Sebutkan ...> <Sebutkon
- 99 Masyarakat yang be!um tercantum di atas, Dif, ' Satuan sesuar
' _ kegiatun>
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Negeri N -
' Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang
dan keglatan vang diarahkan untuk meningkatkan
pemahaman, kapasitas »nasyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
411 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan ) . -
4 | 1 [01{Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Negeri |Kegiatan ini mencakup Pe"lfeo'mﬂﬂ Pemeliharacs Peralatan dan ‘atou {Pemeliharaan Karamba (darat/iaut) dan [Unit
: : : Bonguran karomba {darat/tlaut} dan kolom perikamn dorot miflk Negeri |Kolam Perfkanan Darat Milik N'egeri |
{Sepanfang tidak mosuk da)‘am_kﬂtegon kapitatissi sebogai Penyediaan | ’ o ’
Meodaf menurut kebijokan akuntansi setempgt)
4 | 1 | 02 |Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri [Kegiatan *;-"Tme”mkub Penyedican Pemelitioracn Felobuhan Perikonan | pemelinaraan Pelabuhan Perikanan Unit
Sungai/Kecil Milik Negeri (Seponjong tidek mzuk dofom kategori [Sungai/Kecil Milik Negeri
kapitalisasi sebagoi Penyedman Modo! menurut kebuakan akunmns: '
setempat)
4 | 1 |03 |Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Kegiatan ini mencakup penyedican perafatan at&g pembangunon |Karamba [darat/laut) Millk Negeri . [Unit
Perikanan Darat Milik Negeri** koramba (darat/laut) dan kolam peritkanan dargt ik Negeri yang boru
atau rehabilitasi/peningkaton karamba {dorat/lautiZen. kolam perfkonon -
darat milik Negerl yang teloh odu’ (Sepanjong msuk daiom kategori |
kapitalisas! sebagai Penyedraan Modal menurut .kebuakan akuntansf
setempat) .
: " IKolam Perikanan Darat Milik Neger} Unit
Rehabilitasi/Pentngkatan Karamba Unit
{darat/laut} dan Kolam Perikanan Darat
willlk Negeri

AL



R‘-'k';"ini BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan. - Uraian Output Satuzn Output |
a C
4 | 1 |} 04 |Pembangunan/Rehabilitasl/Peningkatan Pelabuhan Keglatan ini mencakup penyediaan perufcran atowr  pembangunon {Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik [Unit
Perikanan Sungai/Kecii Milik Negeri** pelabuhan. perikanan  sungoifkeci!  milik Negeri yang baru  atou |Negeri
: rehabllitasi/peningkatan atas- pelabuhan perikanan sungai/kecit mifik] :
Negeri yang sudah ada {Sepanjong masuk dafom kotegori kapitafisasi |
sebogai Penyediaan Modaf menurut kebijokan akuntonsi setempat) .
' Rehabilitasi/Peningkatan Pefabuhan Unit
Perikanan Sungai/Kecil Milik Negeri
4 | 1 (05 [Bantuan Perikanan (ﬁl bit/Pakan/dst) a Kegiatan mi’ mencakup penyedmun borang don josa yang dfsemhkan pada [Bantuan Perikanan (Blblt{ Pakan/dst). |Paket
’ T masyarokat berupa penyedioan bantuan Bibit/perlengkopon ;Pakanj i
41108 Peiatnhan/ﬂlmteklpengena!an Tekonolog; Tepat Guna untuk Keglatan Ini mencakup pemberion Pe!anhd-ri_amu Bimbingan teknis atou | Jumlzh Peserta. ) Orang
Perikanan Darat/Nelayan, ** tahap Pengenaian Teknologi Tepat Guna (TTG} kepada Mudsyarakat, boik | Pejatihan/Bimtek/Pengenalan Teknpl ogi
: _|umum mavpun nelayan. Tepat Guna untuk Perikanan
- Darat/Nelayan
4 { 1 190-{1ain-lain kegiatan sub bidang kefautan dan perikanan* Kegiatan ini mencokup keg.-amn lain- !am sub bidang kemutcm dan <Sebutka'n'.“,> <Sebutkan . :
9g : perikanan yang belum rercantum of atos. Dff Satuagn sesuat
- kegigtan>
412 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan T R o T B T T
4 [ 2 |01 |Peningkatan Produksi Tanaman Pangan [Alat Produksi dan Keglotan ini mencakup penyediagn barang don josa yang diserahkan poda |Jumlah alat produkst dan pengolahan  {Unit
pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagu ng, dll} masyarakat berup? penvedicon bantuan peraiatan/Blbit/perlengkapan | pertanian yang diserahkan
. ' ) (pupnik) untuk bidang petanion )
A 2|02 (Peni ngka;tan Produksi Peternakan{Alat Produksi dan - Kegiatan ini mencokup Penyedican Berang dan fasa yang diserahkan podo |Jum/zh alat pmdu?___ssi dan pengolahan Unit
pengolahan peternakan, kandang, dif) masyarokat berupn Penyediaon bantuan perelaton/bohen fpeternakan yang Qiserahkan
: bangunan/Bibit/perlengkapan {pakcm} untuk bidang peternukan. ) o
4 [ 2 103 |Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Negeri {Lumbung Kegiotan Ini mencakup pembangunon baru otau pengeloloon serta Lumbung"Negeri Unit
Negeri, dli) pemeliharaan Lumbung Negeri sesua! dengan Kewenangan Negeri . .
' Pengelolaan dan Pemeliharaan: Paket
Lumbung Negeri

AL



Rekening

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN.

~Penjelgsan Keglatan

Uraian Output

Satuan Output

02 | Pefatihan/Penyuluhan Pertindungan Anak

Peﬂmdungan Anak df Negen

Pelafian/Penyuluhan Perfindungan

Andk |

a|lb|c .
4 | 2 | 04 |Pemeliharan Saluran Irigast Tersier/Sederhana Kegiatan -ini mencokup Pepyedisan  Pemeliharaan  Penvedioan Pemliﬁaran Saluran irigasi Unit
Pemehhaman trigosi terster/sederhona (Sepanjang tidak masuk ‘dalom Teﬁ‘grjs.gderhana
kategon kapitolisasi sebaga.r Penyedigan Modg! menurut kebuckan i
akuntansi setempct) -
4 | 2 105 |Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk  |Kegiotan inf mencakup memberikan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG Jurish Peserta Orang
Pertanian/Peternakan ** : bidang pertanion dan atou pe_temakf':_n kepado Masyarokat umum gtou Pelz.ihan!Bimfek!Pengenalan. .
khusus pada petani/peternak, Telmologi Tepat Guna untuk -
] Perenian/Peternakan
4 | 2 [90-|lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan* = [Keglatan Jni .nencakup kegaatan fain-tain sub bfdang kei’outan dan |<Séltkan ...> <Sebutkan .
gol| - perikanan yang befum tercantum di ctas . ' Sgtian sesugf
- i — : . __ keglatan>
413 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Negeri
4| 3 q1 Peningkatan kapasitas Kepala Pemerintah Negeri Kegiatan inf mencakup peningkatan kapasitos Kepala Pemerintah Negeri, { Jurnh Frekwensi Peningkatan Kalt
: .- berupa Penyediaan Perjalonan Dinas dan Kursus/petatipon - kapzitas Kepala Pemerintah Negeri .
4 | 3 |02 |Peningkatan kapasitas perangkat Negeri’ Kegiatan ini mencakup peningkatan kapositas Pemngkat Megeri, berupo Jun‘ﬂ{ Peserta Peningkatan kapasitas 10rang.
. Penyediaon Perjalonan Dipas dan Kursus/pefotihan perzgkat Negeri '
4 | 3 | 03 [Peningkatan kapasitas BPD Keglotan ini mencakup peningkatan kap'}:s_:’ra's BPD, be;upa Penyediaan {lun®h Peserta Peningkétan kapasitas [Orang
Perjalanon Dinos dan Kursus/pelatihon BPD ’ : -
4 | 3 |90-lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur |Kegiatan ini mencakup kegiaton loin-loin sub bidang peningkaton |<Schtkan ....> <Sebutkan’
99 [Negeri kapasitus Aparatur Negeri yang belum tercantum df atos. ' Satuan sesugi
kegigtan>
44 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perllndungan Anak
dan Keluarga
4 [ 4 {01 |Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan inf mencakup memberikan Pehuhan/Penyu:‘uhan Pemberdoyaon |Jumih Frekwensi _ Kalt
Perempuon di Negeri ' - Peldhan/Penyuiuhan Pemberdayaan |
] Persapuan B
414 Kegiatan Inf mencokup memberikan Petat:han/Penyufuhun tenrang Junith Frekwensi Kali




Rekening

EIDANG, SUB BIDANG, dun KEGIATAN

Penjelasan Kegiatan

Uraian Output

dilaksanakan oleh Negeri)

Keglatan inf mencakup pelatihon pengefolaan BUNINegeri,

- |BUM Negeri (Peiatihan yang
dilaksanakan aleh Negeri)

alb|c¢
4 | 4 | 03 |Pelatihan dan Penguatan Penyanda ng Difabel {penva ndang ) Kegmmn ini mencakup memberikan Pelatihan dan penguaton bogi | fumiah Frekwensi Pelatthandan Kali
disabititas) khususu Penyandang disabiiites, Di - : Penguatan Penyandang Difabel-
) ) ] {penyandang disabllitas}
4 | 4 {90-|lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan |Kegloton inf mencakup Eg}?utan lain-lgin sub bidang Pemberdoyoon |<Sebutkon ...» <Sebutkon
{99 |Perlindungan Anaic* : Perempuan don Perfindungan Anak yvang belum tercentum di atas. Dif Sotuan sesuai
' kegiatan>
4|5 Sub Bldang Koperasl, Usaha Mikro Kecil dan Menengah N
{UMKM) : . - o . L .
4 | 5 { Ot {Pelatihan Manajemen Pengelslaan Koperasi/ KUDX_UMKM Kegiaton ini me: cakup membenkan Pefﬂ'fmanMO'nGjemEﬂ Penge!o!aan Ju’mlah Peserta Pefatihan Manajemen  [Orang
. : _ _ Koperasf/ KUD/ UMM, i Pengelolaan Koperasi/ KD/ UMKM
45102 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecrl dan " |Kegigtan mencokup mengadakdn dan mengembangkan Terselen_gga_ranya Pengembangan Paket
WManeéngah serta Koperasi : " |sarane/prasarana Usaha Mikro, Kecil don Menengah serta Ko,oe'as; yang [Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecif
dimiliki oleh Neger{ dif. dan Menengah serta Koperasi
4503 Pengadaan"'r:éknoiogf Tepat Guna untuk Pengembangan N Kegiatan ini mencakup mengodakaon teknologl tepat guna yang dimiliki Pengadaan Teknologl Tepat Guna untuk |Unit
Ekonomi PeNegerian Non-Pertanian oleh Negerl untuk menunjong ekonomi perNegerfan non-pertanian, [Pengembangan Ekonorni PeNegarian
diatokasikan ke Penyedioan sarana/prasarong unruk EkHOJ’Og! tepat guna [Non-Pertanian ’
d! Negerf B
-4 | 5 [90-|laln-lain kegiatan sub bidang Koperasi Usaha Kecil dan Kegigtan inl mencekup kegiatan lain-fain sub bidang Kopems:, Usahc.- Kec:! <Sebutkan . R <Sebutkan
’ 99 [Menengah® dan Menengah yang belum tercontum di atos. dif Satuan sesual
kegigtan>
416 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modai
4 | 6 ) 01 [Pembentukan BUM Negeri [Persiapan daq Pembentukan Kegigtan ini- mencakup- ropat-rapat dan koordinost pembentukan ewal |Persiapan dan Pembentukan Awal BUM |Paket
Awal BUM Negeri} BUMNegeri, dif (Keterangon: Untuk penyertogn Modof dimosukkan dalam |Negert _ _
] . Pembiayaan). :
oo
4 | 6 | 02 |Pelatihan Pengelolaan BUM Negeri (Pelatihan yang " Tumlah Peserta Pelatihan PengelOiéaﬂ Orang

A

Satuan Output |




' Rekenin f NG dan ,
6 E BIDANG, 5UB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelssan Kegiatan Uratan Qutput Satuan Outpu,
4 | & |90-{lain-tain kegiatan sub bidang Penanaman Madal* kegiatan ini mencakup kegiatan Join-foin sub bidoag Penonamon Modal |<Sebutkan ....> <Sebutkan
99 yong beturm tercantum df atas. Satuan sesuai
o i L kegiatan>
4 | 7 | _jsubBidang Perdagangan dan Perindustrian -~ | - T .
4 | 7 |01 |Pemeliharaan Pasar Negeri/Kios miltk Negeri Kegiaton ini mencokup Penyediaan Pen"ef:hgmga Bongunan Pasar atou Per’neliharaan Pasar N'iérill(ics millk  [Unit
Kios Mifik Negeri (Sepanjong tidok masuk dolom kategori kapitalisesi [Negeri
sebagaf Penvediaon Modal menurut kebijakon akuntansi setempot)
4|7 |0z ﬁembanguhanIRgh'abilftasi/P'é_nfngkatan Pasar Negeri/Kios  {Kegiatan ini mencokup Penyediaan Modal Pembangunan Posor atau Kios { Pasar Negér]. Unit
miilk Neger? ** Milik Negeri yang boru atou Rehabilitasi/Peningkatan Pasor atou Kios
: Mitik Negeri yang sudohk adg fSepanjang masuk dalom kategori
kopitalisas! sebagai Penvedioon Modal menuryt kebifakon akuntonst
_ setempat) -
B ) | Kios miltk Negeri Unit
Rehabilitasi/Peningkatan Pasar unit
NegerUKfos milik Negeri . -
4 | 7 |03 |Pengembangan Industri kecil lavel Negeri Kegiatan int mescakup pefatihon pengembangan industri kecil fevel Negeri | Terselenggaranya Pengembangan Paket
dan pengodoon sarana don prasarana pendukung kawasan mdustrr fevel [Industri kecil lavel Neger
. _ . _|Negeri, - )
4 | 7 {04 |Pembentukan/Fasilitasl/Pelatiian/Péndampingan kelompok | Kegiatan ini mencakaﬁér-nbenrukan_ Fasifitos], Pelatihan, Pendarnpingan Tgs—elenggaranya " |Paket
usaha ekonomi produktif-{pengrajin, pedagang, industri kelompok useho ekonomi produktif seperti misal: pengrajin, pedogang, Pembentukan{Fasnrtas;{PeIatihaanend
rumah tangga, dil) ** industri rumch tungge, ). ampingan kelompok usaha ekonomi
' B produkﬁf (pengrajin, pedagang, industri
rurah tangga, dli)
4 7 90-|lzin-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Kegiaton ini mencakup kegiston lgin-ioin sub bigong Perdagaﬁgan dan |<Sebutken ....> |<Sebutkan
98 | Perindustrian™® Perindustrion vang befum tercantumn di atas. Satuan sesual
. ~ ' L kegiatan>
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN
DARURAT DAN MEMNegeriK Negeri




Rekenin : -
Tt f BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN Penjelasan Kegiatan Uraian Qutput Satuan Oufut
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan '
MenNegerik Negeri digunakan untuk kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menNegerlk
5|2 Sub Bidang Penanggulangan Bencana ) o
5 | 1 | 00 [Penanggulangan Bencana Kriteria Penangguiongen Bencana Dijeloskan lebih lanjut dalom: Perbup | Jumlah Kejadian Penanggulangan Kali
. ) _ Pengelofaan Keuangan Neger.-‘ Bencana
512 | {SubBidang Keadaan Darurat | S , ' . .
5| 2 | 0D [Keadsdan Darurat Kriteria Penanggu!angan Bencano D.'je.'askan febih .'gnjut da.'am Perbup Jumiah Kejadian Keadaan Darurat Kall.
. i . Pengelolaan Keuangan Negeri - - - -
3 | [Sub Bidang Keadaan MenNegerik. o _
3 | 00 |Keadaan MenNegerik Kriterig Penanggulangon Bencano Dueiaskan febih Joryut datem’ Perbup |lumlah Kefadian Keadaan MenNegerlk  |Kali
. Pengeloloan Keuangan Negeri ' i -




Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri’

PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN NEGERI L
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

. DASAR PEMIKIRAN | o -

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Negeri yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Negeri dan Badan -Permusyawaratan Negeri (BPN) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Negeri
ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Negeri. ' : '

2. APB Negeri disusun sesuai kebututhan dan kewenangan Negeri yang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin
anggaran. ) . . .

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Negeri tenta.ng
APB Negeri harus dievaluasi oleh Camat atas nama Bupati.

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimsana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri
perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Negeri sebagai acuan Bupati
melakukan ‘evaluasi Rancangar . Peraturan Negeri tentang APB Neger dan
Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

. MAKSUD DAN TUJUAN ° .

Maksud dan tifjuan-pandiian ini, yaita:

1. Mpdssiad . . .
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsii. kepatuhan,
keselarasan, keseimbangan dan. kejelasan pengelolaan kenangan Negeri dalam
membiayai Pembangunan Negeri berdasarkan kewenangan Negeri yang
mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan. . : c '

2. Tujuan Umum - . _ . , :
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atau
Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Negeti tentang APB Negeri
atau Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri. :

SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu: _ _

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Negeri dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan
penetapan Rancangan Peraturan Negeri-tentang APB Negeri dan Rancangan
Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri. _ _

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan
penilaian kepada Negeri dalam kaitannya dengan' substansi dan mater
Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Raricangan Peraturan
Negeri tentang Perubahan APB Negeri. : o

RUANG LINGKUP EVALUASIT' L

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu: . . :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi
terkait dokumen pendukung dalam periyusunan Rancangan Peraturan Negeri
tentang APB Negeri dan Rancangan Peraturan Negeri tentang perubahan APB
Negeri; e | . .

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi- peraturan-peraturan yang melandasi
penyu/sZ—nan Rancangan Peraturan Negeri dimaksud; '

A



3 Aspek.kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi
dengan RPJM Negeri dan RKP Negeri; dan - o

4, Aspek substansi ‘anggaran dalam struktur APB Negeri ygng meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaa_n.l- '

E. EVALUASI
L. Persiapan Evaluasi - o : _
a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan

evaluasi, yaitu: ' -_ R | I

'1} Berdasarkan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan evaluasi
Rancangan - Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan Rancangan

- Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri kepada camat.
Pelaksanaan evaluasi APB Negeri didelegasikan kepada Camat
ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini dengan dilampiri Pedoman
Pelaksanaan Evaluasi APB Negeri.

2) Tim Evaluasi APB Negeri sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:
a.” Ketua - :Camat - - : R |
b. Sekretaris : Sekretaris Camat : B o
c. Anggota  : 1. Kasi Ekbang/PMD

: 2. Kasi Pemerintahan _
3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala UPT Terkait .

3} Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang
memeiliki kompetensi sesuaj bidangnya dari unsur terkait untuk
melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri
dan Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

4} Tim Evaluasi APB Negeri dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaky.
5) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan

tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten.
b. Dekumen Evaluasi
‘1) Dokumen Utama _ _
1. Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri yang telah
~disepakati bersama BPN; dan/atau o o
' 2. Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri yang
telah disepakati bersama BPN. L
2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
' a) Disampaikan oleh Negeri ' _
- l.Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri (untuk evaluasi
Rancangan Perneg tentang APB Negeri), berita acara hasil
musyawarah; atan o _— .
Keputusan Musyawarah BPN Fembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri
(untuk’ evaluasi Rancangan Perneg tentang Perubahan APB
Neger; | :
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJM Negeri).
6. Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP Negeri) tahun berkenaan,
7. Peraturan Negeri ‘tentang Penetapan Daftar Kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Neger. -
8. Dokumen yang relevan (misal, Pemeg tentang pembentukan dana
cadangan, Perneg tentang pendirian BUMNegeri; hasil analisa
kelayakan penyertaan modal BUMDes, dli)



b) stlapkan oleh Tim Evalua51 :

1. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Negen

2. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal-usal dan lokal berskala Negeri o

. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Negeri

. Peraturan Bupati tentang Dana Negeri

. Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Negeri

. Pératuran Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten

. Peraturan Daerah tentang Angga.ra.n Pendapatan Belan_}a Daerah

qo_wm-hco'

2. Pelaksanaan Ehraluam
- Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evalnasi administrasi dan legalitas.
1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebaga.l

2)

Catatan :

berikut:

 a) Kepatuhan atas kelcngkapan penyampalan dokumen evaluasu
'b) Kepatuhan atas penyajian mfomas1 dalam Rancangan peraturan yang

- akan dlevaluam. )

-cj Konsistenal penggunaasn deolumén dan dnﬂnrﬂmai dwlﬂm I\mmﬂngﬂn

peraturan yang akan dievaluasi;

'd) Kesesuaian Rancangan peraturan yang aka.n dleva.lua31 dengan, tekn1s

penyusunan peraturan Negeri;

Langkah-langkah evaluasi:

a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan la.mpu‘an
semua dokumen; :

c) Langkah' 3 -; Penelitian dan penganahman nomor, tanggal dari
kelengkapan la.mplran semua dokumen; :

d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampalan semua dokumen

dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian
dokumen;

e) Langkah 5 | Kcsunpulan secara narasi tentang hasﬂ langkah 1 s/d 4.

Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi
sesuai ketentnan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Negeri
untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembah
setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktar APB Negeri/perubahan APB Negeri.
Langkah- la.ngkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlamplr

3. Hasil Evaluam

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang
APB Negeri atau Rancangan Peraturan Negeri tentang perubahan APB Neger,
Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam
. Keputusan Camat.
Laporan hasil evaluasi dunaksudkan untuk menyampa.lkan temuan anahsls
terhadap Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri atau Rancangan
‘Peraturan Negen tentang Perubahan APB Negeri sebagai umpan balik kepada
pemerintah  Negeri untuk  melakukan penyempurnaan atau * persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri atau Rancangan
Peraturan Negeri tentang Perubahan ABNegeri. Laporan hasil evaluasi (LHE)
. tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: -~ L
(4) evaluasi atas sistem APB Negeri atau Perubahan APB Negeti, dan
(b) evaluasi atas substans1 APB Negeri atau Perubahan APB Negeri.

At



Ya

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Negeri tentang APE Negeri atau
" Rancangan Peraturan Negeri tentang perubahan APB Negeri didistribusikan
kepada : _ . ' | ._
‘a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri atau
. sebutan lainnya; dan ‘
b. Inspektorat Daerah Kabupaten.



Lembar Evaluasi APB Negeri

Kabupaten
Kecamatan
Negeri : .
—
No Aspek/Komponen Periksa Kesesuaian — Alat Verifikasi Keterangan
' : Ya Tidak | S .
1 Aspek Administrasi dan Legalitas - -
1.1. | Apakah semua dokumen evaluasi telah dltenma dari |
- | Negeri secara lengkap : _ X - o
1.2 - | Apakah pengajuan Rancangan Pemeg tentaﬂg APB Negeri Keputusan hasil Musyawarah | Berdasarkan aturan, 3 ha:'. :
 atau Rancangan Perneg tentang Perubaham APB Negeri BPD . Pembahasan dan | setelah disepakati bersai%B
dilakukan tepat waktu - - Penyepakatan Perneg tentang Pemeg tentang tan
| APB  Negeri/Perubahan APB | Negeri/Perneg te\‘; fl
| Negeri (lihat tanggal keputusan) ierubahaéw. 1.?:.)1}13 keggila .
arus igju
_ :Keputusan hasﬂ Musyawarah Bupati atad camat untuk:
dievaluasi o '
1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perneg tentang BPD - Pembahasan dan Berdasarkan Permendagri ;
APB Negeri/ Rancangan Pemeg tentang Perubaham APB Penyepakatan Perneg tentang | mengenai BPD - o
: Negen APB Negeri/Perubahan APB o _ .
Negeri —
Kesimpula.n penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: '
T2 Aspek Kebijakan dan Strukiur APB Negeri/Perubahan APB Negeri
2.1 Umum _ N
2.1.1 | Apakah Rancangan Perneg tentang APBDes/ Perubahan| RKP  Negeri atau  RKP
APB Negeni disusun berdasarkan RKPNegeri/RKPNegeri Perubahan tahun berkenaan
Perubahan tahun berkenaan o _
2.1.2

Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan

peraturan Perundang-undangan

A




2.2 Pendapatan
2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis -
2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Negeri yang bersumber darj Perneg terkait PA Negeri {misal
Pendapatan Asli Negeri rasional dan realistis, serta Perneg tentang Pungutan, dll}
didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peratura.n ' '
- Negeri '
2.2.3 | Apakah estimasi pendapatan Negeri yang bersumber dari
: Dana Transfer rasional dan realistis
2.3 | Belanja :
2:3.1 | Apakah peniempatan pos Belanja: tela.h sesuai dengan
: peraturan Perundang-undangan . e S
2.3.2 | Semuia kegiatan Belanja Negen telah . sesuai dengan Perbup tentang Daftar |
Kew::nangan Negen Inventaris Kewenangan Negeri
2.3.3 | Apakah ada program/ keglatan yang dﬂakukan lebih dd.rl
' 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)
2.3.4 | Apakah belanja Negeri yang ditetapkan dalam APB Negen
' paling banyak 30% dipergunakan untuk: _
1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat.
| 2. operasional pemerintahan Negeri:
3. tunjangan dan operasional BPD
4. insentif rukun tetangga dan rukun warga : -
2.3.5 | Siltap, Tunjengan dan Operasional untuk Kepala Peraturan Bupati tentang ADD |
~ | Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri sesuai yeng atau Perbup tentang Penetapan
ditetapkan dalam Peraturan Bupatl Siltap Kepala Negeri dan| .-
Perangkat Negeri
2.3.6" | Besaran Tunjangan dan Operasmnal untuk Anggota BPD, Peraturan Bupati tentang ADD
-serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang dltetapkan Atau Perbup tentang Penetapan
dalam peraturan Bupati Siltap Kepala ) Negeri dan
: . Perangkat Negeri
2.3.7 | Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis Standar Harga yang ditetapkan

karena telah memperhitungkan tingkat kema.halan dan
geograﬁs (Standar Harga) .

Kabupaten /Kota

1

A




kegiatan Bursa Inovasi Desa tanggal 1 November 2018,

‘Inovasi Desa

Tanggal 1

‘2.4 | Pembiayaan ]
2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan |- :
.- | peraturan Perundang-undangan
2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk
| pembentukan Dana Cadangan o _
2.4.3 | Apakah Pembentulkan Dana Cadangan telah dltetapkan Peraturan Negeri tentang Dana
- dengan Peraturan Negeri Cadangan )
244 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk |
o penyertaan modal pada BUMDes _
2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai Peraturan .Negeri  tentang
~dengan peraturan perundang-undanhgan dan ditetapkan Pembentukan - BUMDes dan
- melalaui Peraturan Negeri dan memenuhi I'l.llal kelayakan hasil analisa kelayakan usaha’
usaha . : ’
2.4.6 | Pada evaluasi Peruba.han APB Negeri, pada pos
'penenmaan pemblayaan terdapat SilPA tahun anggaran a i
| sebelumnya
2.4.7 | Pada evaluasi Pembaha.n APB Negen apakah SllPA-_ i
tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya | i
2.5 | Khusus S
2.5.1 -| Belanja yang bersumber.dan ADD sudah sesuai dengan i Peraturan Bupati = tentang |
ketentuian penggunaan ADD P Pedoman ADD _ -
2.5.2 | Belanja yang bersumber dari DD sudah sesuai dengan 1 Peraturan Bupati . tentang | Aabila digunakan di luar
ketentuan penggunaan DD Pedoman DD proritas  penggunaan DD
' ' ;q S heus ada - .permohona.n
i tegulis dari Kepala
[ Pemerintah Negeri Kepada
Camat untuk diberikan
: S er, : : S Retomendasi Persetujuan L
2.5.3..| Penganggdaran Kembali Dukungan Dana Untuk Kegiatan ; ‘Daftar  Rekapan Kegiatan : o :
PAMSIMAS yang belum selesai pada TA 2017 dan 2018, 0 PAMSIMAS
2.5.4 | Penganggaran kegiatan yang dikomitkan pada saat d  Daftar Rekapan Menu Bursa |

A

| November 2018



| 2.5.5 | Penganggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan
sesual  dengan  Program  Padat Karya  Tunai
(Memaksimalkan sumber daya lokal untuk bahan
 baku/material pembangunan dan penggunaan tenaga
kerja dari dalam Negeri minimal 30 % dari biaya |-
pembangunan per kegiatan digunakan untuk membayar
upah tenaga kerja serta pelaksanaan ~ kegiatan
dilaksanakan secara swakelola)

2.5.6 |Kegiatan yang dla.nggarkan dari sumber Dana Desa

: “dityjukan untuk mesejahterabkari masyarakat Desa
'Pcnmgkatan Kualitas * Hidup - ManuSIa\ dan |
Penanggulangan Kemlslﬁnan '

Kcsnnpulan penilaian Aspek Kebl_;akan dan Struktur APB Negen/ Perubahan APB Negen :

Evaluas1 dilakukan tanggal ... 20
Ketua Tim Evaluasi Kecamatan ........... Sekretaris Tim Evaluasi Kecamatan ...........
Camat
Pangkat/Gol : o : ' ' N f’-angkat /Gol

X/f/% .an- ........... | | . : o NIP.._...I.__..‘..I...I-.



...............................................

NIP ...........

...............................................

NIP

Anggota Tim Zvaluasi Kecamatan ...........
Pangkat/Gol
. © NIP .o
Anggota Tim Evalpasi Kecamatan ...........
Pargkat/Gol -
NIB...........



C. .Format Rancangan Péi'aturan Negér’i tentahg APB Neger? dan APB Negeri
C.1. Format Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri

Menimbang

Mengingat

]

KEPALA PEMERINTAH NEGERL... (Nama Negeri)

KABUPATEN MALUKU TENGAH-

PERATURAN NEGERL.. (Nama Negen)
NOMOR........... TAHUN ........ | ,

TENTANG

AN GGARAN PENDAPATAN DAN. BELANJA NEGERI

a.

& w

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPAIA PEMERINTAH NEGERI

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagal
wujud dari pengelolaan keuangan Negeri dilaksanakan secara

 terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besariiya

kemakmuran masyarakat Negeri;

bahwa . Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun
Anggaran ... termuat dalam Peraturan Negeri tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggara.n
..... . yahg disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemenntahan Negeri berdasarkan prinsip kebersamaan,
efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
]Jngkunga_n dan ketmandirian sehirigga landasan kuat dalam
‘melaksanakan pemerintahan dan- pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
'Tahun Anggaran

‘Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan -

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;
Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang~Undang Nomor 2.3 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan

Daerah;

-Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa; '

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis. Peratura.n di Desa;

M;é



Menetapkan

8. .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemba,ngunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 20 18 tcntang
Pengelolaan Keuangan Desa

10. Peraturan- Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ... -
Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran ..... ;

" 11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .. .. tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dderah Tahun
Anggaran ...... ; : :
12. Peraturan Bupatl Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ...
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri; -

13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang
Pedoman Pengadasn Barang dan Jasa di Negeri dalam wilayah
Kabupaten Maluku Tengah;

14, ....... dan seterusnya;

- Dengan Kesepakatan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ... (Nama Negeri)

- dan. ;

KEPALA PEMERINTAH NEG’ER’I '...-..(Na'ma Negeri)

MEMUTU SKAN

: PERATURAN NEGERI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NEGERI....... . TAHUN ANGGARAN

-Pasal 1

'Anggara_n Pendapatan dan Belan_]a Negeri Tahun Anggaran

...... dengan permman sebagai berikut:

1. Pendapatan Ne'geri . Rp. oo,
2. Belanja Negeri ‘ RO cooioiiiiann .,
Surplus/Defisit 1335 PR

- 3. Pembiayaan Negeri _ Rpl i,

a. Penérimaan Pembiayaan Rp.
b.  Pengeluaran PembiayaanRp.

Selsisih Pembiayaan (a-b)  Rpo,
Pasal 2

Uraian lehih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negen

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lamplran '

yang merupakan bagian tak terplsahkan dar Peraturan Negeri ini:

Pasal 3

_Lamplran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat

a.'. APB Negeri; - :

b, daftar penyertaan modal, _]lka tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d

daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun a.nggaran
sebelumnya, jika ada. :

At



: o Pasal 4
Keﬁala. - Pemerintah Nege‘ﬁ -menetapkan  Peraturan Kepala
Pemerintah Negeri tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja
Negeri sebagéi 1andasan-0pérasional pelaksanaan APB Negeri,

Pasald

(1)~ Pemerintah’ Nepori " danay aldiadnaiig el Wik
th pngnggulanganﬂbcncana, keadaan darurat, dan mendesak.

. (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pag_ia ayat (1)
. menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. _
(3) Pemerintah Negeri = dapat melakukan keg;iatan‘
peénanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam - rancangan. ‘Peraturan Negeri tentang
perubahan APB Negeti. - B

(4) * Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria; _ : : :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas

" pemerintah Negeri dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
¢. -berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Negeri;
d. memiliki dampak ‘yang siginifikan terhadap anggaran
 dalam rangka pemulihan -ya‘ng'_ disebabkan oleh kejadian
.. yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e: berskala lokal Negeri.

. Pasal 6.
Dalam hal terjadi : S _ C
a. . penambahan dan/atau pengurangan dalam  pendapatan
T Negeri pada tahun berjalan; '
b.  keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
- antar objek belanja; dan - S ‘
c.  kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan d‘lélam tahun berjan.
Kepala Pemerintah Negeri dapat mendahului perubahan APB
Negeri ~dengari melakukan perubahan Peraturan Kepaia
Pemerintah Negeri tentang Penjabaran "APB  Negeri dan
memberitahukannya kepada BPN/Saniri Negeri.

‘Pasal 7 -
Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat kbusus disampaikan
kepada Negeri setelah Peraturan Negeri tentang Perubahan APB -
Negeri ditetapkan, Kepala Pemerintah Negeri dapat melakukan
Perubahan APB Negeri kembali yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Pemerintah Negeri dan diberitahukan kepada BPN dan
selanjutnya disampaikan Kepada Camat atas nama Bupati melalui
-surat - pemberitahuan mengenal Peraturan Kepala' Pemerintah
Negeri tentang Perubahan APB Negeri. ' '

Atp



. . Pasat 8 - .
Peraturan Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora;ng -dapét ' mengefahui, . memerintahkan
pengundangan Peraturan Negeri ini dalam Lembaran - Negeri
~ «...(Nama Negeri]. -

Ditetapkan d1 .................... :
pada tanggal .....................

KEPALA PEMERINTAH NEGE
..(Nama Negeri)

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ... .
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),
tandai taﬁgén- . |

© NAMA

.LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

i



C.2. Format APB Negeri

LAMPIRAN : PERATURAN NEGER! ..... ' : .

_NOMOR ...... TAHUN .....
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

* ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
PEMERINTAH NEGERI........... .
TAHUN ANGGARAN. ............

Contoh: .
| ” ' - ANGGARAN | SUMBER
KODE REKENING ) .URAIAN. “Rp. DANA
1 2 . o -3 4 5
a b c al b :
4 PENDAPATAN
.4 | 1 |PA Negeri -
41 2 |Transfer
_4 | 3 -{Pendapatan lain-lain _
JUMLAH PENDAPATAN
5 BELANJA .
1 Penyelenggaraan Pemerintakan Neger
111 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
_ Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Negen
1 1 | ) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tuny anga.n

|Kepala Pemerintah Negeri

) 1 |01 S | 1. |Belanja Pegawai

1 3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Slpll
; _|Statistik dan Kearsipan
113 |01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
' ' (Surat Pengantar/ Pelayana.n KTP Kartu Keluarga,
1dl .
113|101 ] 5] 2 Belanja'Barang dan Jasa
2 ' Pelaksanaan Pemban D ZUNA&n Negen
2 1 Pendidikan -
.2 1 705 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sarana

Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan
Negeri/Sanggar Belajar

s,




2| 21|05 5| 3 Belanja Modal

3 : Pembinaan Kemasyarakatan Negeri

3 1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masayarakat =

3 1 01 : Pengadaan /Penyelenggaraan Pos Kemaanan
Desa(pembangunan pos, pengawasan pelal{sanaan
jadwal rondapatroli dll} . .

T bl .5 2 |Belanja Barang dan Jasa

_|Pemberdayaan Masyarakat Negeri NIV I P

milik Negeri

1 01| 5|2 |[Belanja Barang dan Jasa

dst

3
4
O T o N e e =3t n el Ty :
N It M i N+ ¥ i ittt (ot 577 Hﬁ%&cﬂ&’ leiramliafknium‘pcrm&:rlaffi“darat' -
4
5

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak . : :

Penanggulangan Bencana .

‘5 4 |Belanja Tak Terduga -

Keadaan Darurat

Keadaan Mendesak -

‘o |en [en [en e [on

1
1
2 .
2 5 4 [Belanja Tak Terduga
3 :
3

5 | 4 [Belanja Tak Terduga

- |[JUMLAYH BELANJA

SURPLUS /{DEFISIT)

6 |PEMBIAYAAN

o
—

Péenerimaan Pémbiayaan

6 2 {Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

.............................................

Kepala Pemermtah Negen,
(o )
Keterangan Cara Pengisian
Kolom 1 :  diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Keglatan
a. bidang;
b. sub bidang; dan
¢.  kegiatan _ .
Kolom 2 : . diisi berdasarkan Klasifikzsi ekonorni terdm dari Pendapatan, Belan_]a dan Pembiayaan:

. - Bagxan pendapatan diisi:
a.' pehdapatan; dan

b. kelompok pendapatan.

Akf



- _Bagian Belanja diisi:
a. Belanja; dan _ .
b. jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)-
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiajraan;
) b. Kelompok pembiayaan:
"Kolom 3:  diisi uraian Pendapatan, Beianja dan Pem-biayaan
: (nomenklatur dan kode rekening livat lampiran A Perbup ini)
Kolom 4: . diisi dengan jumlah anggaran vang ditetapkan I
Kolom 5: diisi Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan
_dalam Kegiatan (kolom 1.c) terkait =

Ml



D. Format Rancaﬁgan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran APB
Negeri dan Fermat Penjabaran APB Negeri ) .
D.1. Format Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri _

KEPALA PEMERINTAH NEGERL. .. (Nama Negeri
 KABUPATEN MALUKU TENGAH
- PERATURAN KEPALA PEMERINTAH
.. NEGERL... (Nama Negeri)
- NOMOR .......... TAHUN ........

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- 'KEPALA PEMERINTAH NEGERI
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Negeri
Nomor ..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negeri Tahun Anggaran ......, maka perlu menyusun Peraturan
Kepala' Pemerintah Negeri tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja' Neger ... (Nama Negeri) Tahun-

Anggaran.....: -

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan ‘Antara Pemerintah. Pusat dan Pemerintahan
Daerah: , R ' '

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangundangan; .

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tehtang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah; - - _

S. Peraturan Pemerintah Nomor 43 ~Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa; _ o _ _

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 ‘Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara; ' -

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014,

‘tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri -Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keunangan Desa;
10. Peraturan Daerah . Kabupaten Maluku Tengah Nomor ...,
- Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran .....; . :
11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Daerah Tahun Anggaran ......: '
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ... Tahun
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;

“bF

O



Meonstapioail

13 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang
Pedoman Pengadaan Baran g dan Jasa di Negen dalam wilayah
Kabupaten Maluku Tengah : :

: 14. e dan setemsnya

MEMUTUSKAN

PIERATURAN mP-ALA ! BEMH}NIN’FAH NEGBERT  NHNDPANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN .

' Pasal 1
Penj abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun
Anggaran .... terdiri dari: :
1. Pendapatan Negeri : : _

a. Pendapatan Asli Negen ‘Rp...oioienee,

b. Transfer Rpoorerinenenns
c. Lain-lain Pendapatan yang sah ' Rp....cocaueeeenn

J um.lah Pendapatan . . : Rp.ciireneene.

. 2. Belanja Neger

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri  Rp................

b. Bidang Pembangunan |34 » J
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ' Rp . ceerrnenn.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat = Rp........ S
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, '

Dan Mendesak Negeri Rp.oorereennn,
Jumlah Belanja o ' " Rpecaeii,
-Surplus/(Defisit} - - RpPiiiiiirii

3. Pembiayaan Negeri

a. Penerimaan Pembiayaan . Rpeeeriai

b. Pengeluaran Pembiayaan o RDeveeeiiraannnn,

Sehs:h Pemblayaa.n (a— ) _ . Rpeeireenn. -
| Pasal 2

Uraian lebih lamut Pen_]abéran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negeri' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran.yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Pemerintah Negeri ini.

Pasal 3’

. Pelaksanaan Penjabai’ah Anggaran Pendapatan Belanja Negen"

yang ‘ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Angga:an (DPA) yang disusun oleh

" Kepala Urusa.n dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

- Pasal 4
Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini mulai bcrlaku pada

- tanggal diundangkan.

»W



Agar  setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini dengan

- penempatannya dalam Berita Negeri .....(Nama Negeri}
' IDit‘etapkan e TR
- pada tanggal ......cc.cccnnnee..
| KAPALA PRMBRINTAL NN
..(Nama Negeri)
_ tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGER! ... (Nama Negeri),
tanda tangan "

NAMA

LEMBARAN NEGER! ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

wth



L

D.2. Format Penjabaran Anggaran _Pendapatq_n dan Belanja Négeri

Contoh

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI

NOMOGR.......... TAHUN

TENTANG : PENJABARAN ANGGPLRAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGER1

‘FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

PEMERINTAH NEGERI....
TAHUN ANGGARAN......

KODE REKENING

URAIAN

KELUARAN/OUTPUT

VOLUME

SATUAN

ANGGARAN

SUMBER

DANA

1

2

4

6

7

a] b

b [

2]

PENDAPATAN

PANegeri .

Hasil usaha

. |<Obyek Pendapatan=

Transfer

Dana Negeri

Pendapatan lain- lain

el R B L BRI RN
w'mwz\bms—-m

Penerimaan dari Hasil Kexjasama
Antar Negeri

.- [<Obyek Pendapatans>

dst...

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerinmhan
egeri

Penyelenggaraan Belan_]a
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Negeri

01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Pemerintah -
Negeri

01

Belanja Pegawai

01

Penghasilan Tetap & TunJangan
Kepala Pemerintah Negeri

01

- <Rincian Obyek Belanja>

Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Sfatlstlk dan

Kear31pan

A b




b

1{3{01: Pe}ayanan administrasi umum -
dan kependudukan (Surat _
Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu _
Keluarga, dll)

b2

01 | 2] Belanja Bareng dan Jasa

—
W

1} 3101 [ 2 22 Belanja Jasa Honorarium
' <Rincian Obyek Belanja>

2 - Pelaksanasn Pembangunan ' ;
: Negeri

2L L - | TPendidikan . e e T T

@ 1 |on wmpnngunm;/ mcnanmmsl f t*t:mrl
: : gkatan Sarana Prasarana

Perpustakaan/Taman Bacaan

[Negeri/Sanggar BelaJaI

9]
[0

05 Belanja Modal -

05

%)
n

Belanja Modal Gedung dan

len

3] 4 §... [<Rincian Obyek Belanja>

‘o e po e

Penanggulangsn Bencans,
Keadaan Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana -

00 | - Penangeulangan Bencana

00 | 5] Belanja Tak Terduga

|| |on|an|
Dl Pl Bl Y Y

00 | 5 GO | _ |Belanja Tak Terduga

FNENES

00| 5 00 ] 00 [Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

|SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN )
Penerimaan Pembiayaan
SiLPA Tahun Sebelumnya

1 [ 1 |SiLPA Tghun Sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan

1 Pembentukan Danga Cadangani
2 | 1 [Pembentukan Dana Cadangan -

Sy [o | [ ov

dst

[SELISTH PEMBIAYAAN

Kepala Pemermtah
- Negeri,

Keterangan Cara Pengisian: '
Keolom 1 : diisi berdasarkan kla31ﬁka51 Bldang Keglatan
a. bidang; .
b. sub bidang; dan
c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan Klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan
Pembidyaan:




Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolomm 6
Kolom 7

- Bagian pendapatan diisi: -
a. Pendapatan:
b. kelompok pendapatan:
¢. jenis pendapatan; dan .
d. obyek pendapatan.
- -Bagian Belanja diisi:
a. belanja; ' ' :
b. jenis belanja (dlsesua,lkan dengan jenis keglatan)
_c. obyek belanja: dan-
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. pembiayaan;
b. kelompok pembiayaan, dan
¢. jeriis pembiayaan
Uraian Pendapatan, Belanja dan Pemb1ayaan (L1hat Lampxran A Perbup ini)
Volume diisi dengan volume {jumlah) output kegiatan (Kolom 1.¢) dan volume (]umlah}
input pada rincian cbyek belanja (Kolom 2.d)

Satuan diisi dengan satuan output {paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan {paket umt)

input.-pada rincian obyek belanja

Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dltetapkan
Sumber Da.na diisi ‘dengan Sumber Dana yang digunakan dalam keg1atan (kolom 1.¢) terkait



E. Format Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri dan Format -

Perubahan APB Negeri
E.1. Forrnat Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERI ... {Nama Negeri)

KABUPATEN MALUKU TENGAH

 PERATURAN NEGERL... (Nama Negeri)

- NOMOR e ‘TAHUN ........ :

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BF‘LANJA NEGERI

Mlmin‘ihﬂﬂﬂ '

Mengingat

ba 2]

W

. KEPALA PEMERINTAH NEGERI

TAHUN AN GGARAN

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

laphiwe nnhubungun Lm_]a(ll pmhmmumlgun yt:ulg udak sesual

- dengan rencana anggaran 'yang telah Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negeri sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negeri
dilzksanakan' secara terbuka dan bertanggung jawab uniuk
sebesar-besarnya kemakmuran masayarakat Negeri;

- bahiwa Anggaran Pendapatan dan - Belanja Negeri Tahun

Anggaran ..... termuat dalam Peraturan Negeri tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ..... yang

- disusun sesuai.  dengan kebutuhan  penyelenggaraan

pemerintahan - Negeri perlu dipertanggungj awabkan
pelaksanaanya; '

bahwa . berdasarkan- pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Negeri
tentang Laporan Pertanggun'awaban Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ....

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah:- ' '
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perandang-undangan; '

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah - Nomor 42 Tahun 2014 tentang

. Peraturan Pelaksa.naan Undang-Undang Nomor € Tahun 2014

tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; |

Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Mo



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa; .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor .....
Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran ..... .

11. Peraturan Bupafti. Matukua Tengah Nomor ..... Tahun

tentang Penjabaran , Anggaran Pendapatan da_n Belanga
D e h T h n A n;ln R R !
12, Pgr;t?.;rmf gupa?ﬁ raﬁl‘:lku ’i‘nngah Nomor ..... 'I‘a.hun

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri; P
13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negerl da.lam wilayal
Kabupaten Maluku Tengah

14. ....... dan seterusnya

Denga.n Kesepakatan Bersama' o
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERT ....(Nama Negeri)
. dan .
KEPAIA PEMERINTAH NEGERI ..... (Nama Negeri)

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN NEGERI TENTANG < PERUBAHAN ANGGARAN
. PENDAPATAN DAN BELANJA NE‘GERI TAHUN ANGGARAN
Pasal I: . '
Anggaran Fﬂnduputﬂn eleirn Bulan_ja Nogerl Cahiin Anggararl ..... semula
begjumlah Rp. ... erenee (RSO ), bertambah/ berkurang
-sejumlah Rp. ..o (o s ) sehingga menjadi Rp.
............ v {eviiiiiiiiiien.l) dengan rincian sebagal benkut
- 1. Pendapatan Negeri ‘
a. semula L  Rpeceiene,
b. bertambah / (berkurang) - 3 O
Jumlah pendapatan setelah perubahan.  Rp.......cc..........
2. Belanja Negeri
a, semula o S _ 3¢ RO S
b. bertambah/ irbfarl{l.u'ang) _ Rp................
_Jumlgh belanja setelah perubahan : Rp.oeiiieinn,
Surplus /(Defisit) setelah perubahan =~ Rp......ccoooe......

3. Dembmyaan Negeri
3.1. Penerimaan Pemblayaan . _ '
a. Semula. : | Rp
b. Bertambah /(berkurang)
Jumlah penerimaan setelah perubahan  Rp....................

3.2. Pengeluaran Pembiayaan _
a. Semula . : Rp
b. Bertambah/(berkurang] . - Rp

...................

Selisih Pembiayaan setelah perubahan{a-b) Rp

Pasal 2 -
Uralan iebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negeni sebagaana.na dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagtan tak terpisahkan dari Peraturan Negen ini.

4M



Pasal 3
Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah
Negeri' tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negeri sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBNegeri. ' ' ' '

‘Pasal 4

" Peraturan Negeri ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Negeri ini dalam Lembaran Negeri... (nama Negeri).

Ditetapkan di ..:............. e
pada tanggal ............. e

KEPALA PEMERINTAH NEGERI
{(Nama Negeri)

tanda tangan .

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGER!I ... (Nama Negeri),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negefi) TAHUN ... NOMOR

A



E.2. Format Perubahan AngQaran Pendapatan dan Belanja Negeri

LAMPIRAN :

PERATURAN NEGERI
NOMOR ......
TENTANG :

TAHUN .....
PERUBAHAN ANGGARAN PENIBPATAN

DAN BELANJA NEGERL

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

PEMERINTAH NEGERI

TAHUN ANGGARAN
Contoh: . Ce . _
e i _ SEMULA - - ' MENJADI BERTAMBAH; | .
KODE REKENING URAIAN _ ANGGARAN (Rp.] ANGGARAN (Rp.) | (BERKURANg) | SUMERDANA
i 3 r 5 7 8
a | bi ] . 3

Cara pengisiam:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
- Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom & : diiiii CZ&

gan sumber dana

.Kepala Pemerintah ]ng..:ri, :




F. Format Peraturan Kepa.la Pemermtah Negerl tentan, PenJabaran '
.Perubahan APB Negeri. . ° :

F.1. Format Peraturan Kepala Pemenntah Negen tentan Pen_]abaran |
Perubahan APB N egeri.

:Menimbang

Mengingat

KEPALA PEMERINTAH NEGERI ..... (Nama Negeri)
KABUPATEN ........ (Nama Kabupaten )

PERATURAN KEPALA PEMERINTAH NEGER[ . (Nama Negeri)
NOMOR ... TAHUN . o

| TENTANG ~
PENJABARAN PERUBAHAN

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAI—IA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERL.. (Nama Negeri),

Pendapatan dan Belanja Negen Tahun Anggaran

Negeri ...... (Nama Negeri) Tahun Anggaran ..

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemermtah Pusat dan Pemerintahan

Daerah:

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Pemndang undangan;
3.. Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan

Dagerah;

5. Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tenta_ng
Peraturan Pelaksanaan Undang—Unda.ng Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana_
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

. Negara,

7. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 111 Tahun 2014

- tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang -Pedoman Pembangunan Desa;

/9. 'Peraturan Menteri "Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentarg Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor

Tahuan ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran ..... ;

a4

. 'bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Negeri Nomor....... Tahun ...... tentang Perubahan Anggaran

..... , maka
- perlu menyusun Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang
Penjabaran - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja



1i. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun
tentang Penjabaran Aunggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran ...... ;

12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ... Tahun ...... |
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;

13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang
" Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negen dalam wilayah

Kabupaten Maluku Tengah; :

14, ... dan seterusnya;

s

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI TENTANG
PENJABARAN 'PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGER] ...... (Nama Negeri) TAHUN ANGGARAN ..

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran
s-8emula berjumlah Rp......... (oo )
.bertambah /berkurang sejumlah Rp.

sehingga menjadi Rp .................. (il }- dengan rincian
sebagal berikut: '
1. Pendapatan Negeri' -
1 1 Pendapatan Asli Negeri
a. Semula Rp. .....................
'b. Bertambah/ {berkurang) _ BD. coeveiieieee
Jumlah PAN setelah perubahan ° Rp. oot
1.2, Transfer
. a Semula . - C RPeeeee,
b. Bertambah / (berkurang) N TP
Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan : " Rpeiaiiiien,
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula  Rpeeeal
b. Bertambah/ (berkurang) - Rp........ s
- Jumlah lain-lain pendapatan yang '
sah setelah perubahan Rp..cccviiininii,
- Jumiah Pendapatan setelah
Perubahan . " Rpaiia,

2. Belanja Negeri
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negen

a. Semula Rpovoiviiiiannnn,
b. Bertambah/ (berkurang) Rp.sicneannnnn.n,
 Jumlah setelah perubahan 154 o TR
2.2. Bidang Pembangunan !
a. Semula Rp...ol.
b. Bertambah /(berkurang) Rp.........L.....
Jumlah setelah perubahan Rp.coviniiennnnn.,
' 2.3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
‘a. Semula - : 34« TR
b. Bertambah/ [berkurang] Rp.cverinnn.....
. Jumlah setelah perubahan - Rpa.

Hp



2.4, 'Bidang Pem‘t;erdayaan Masyarakat

a. Semula

b. Bertambah/ [berkura_ng]

Jumlah setelah perubahan _

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan MenNegerik
_ Negcn

a. Semula :

b. Bertambah/ berkurang}
. Jumlah setelah perubahan

Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus / 1Dcﬁ31t} setelah perubahan

3. Pemblayaan Negéri ° o
©oB.1. . Fenermaan Pemhlayaan

a. Semula
' b. Bertambah/ berkura,ng}
Jumlah setelah perubahan
+.3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 a.Semula
~ b. Bertambah / (berkurang) -
© Jumlah setelah perubahan

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

Pasal 2

Uraian leblh lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

_ Belanja Negeri sebagaifnana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam

Lampitan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan'

Kepala Pemenntah Negeri ini.

Paf;al 3.

- Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Negeri yang d1tetapkan
dalam Peramran ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen .
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA} yang disusun cleh Kepala

Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.



Pasal 4 ,
Peraturan Kepala Pemermta_h Nggerl ini mulai berlaku pada tanggal

' d1undangkan

- Agar ‘setiap | orang - dapat menget;ihui " memerintahkan

" pengundangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri ini dengan
, penempatannya dala.m Berita Negen (Nama Negen)

.Dlitf:;caipkan R PP
~pada tanggal .........

'KEPALA PEMERINTAH NEGERI
[Nama Negeri)

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),

tanda tangan

NAMA

BERITA NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

M



F.2. Format Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri

LAMPIRAN : PERATURANIEGERI ..... _
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG : ZENJABARAN PE}RUBAHANANGGARAN PENDAPATAN
3AN BELANJA NEGERI

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA NEGERI
PEMERINTAH NEGERI.............,
TAHUN ANGGARAN.....:.......

SEMULA ' S . MENJADI

* KODE REKENING " [KELUARANJOUTPUI[ ANGGARAN | URAIAN | KELWRAN/OUTPUT | ANGGaRAN |BERTAMBAH/ | SUMBER
- : - ; URAIAN VOLUME [SATUAN|  (Rp) ___|[VOLUEE | SATUAN | (Ry - |(BERKURANG) | DANA
1 2 - - N B _ = R ——= 5

a_bca-b cld |

.......................................

-------------------

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi _

Kolom 3 ; diisi déngan seluruh uraian, keluara.n/ output, dan anggaran sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan

Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi anan sumber dana

A4t



. “

G. Format DPA )
G.1. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN*

TAH UN ANGGARAN ..ot . : -
NEGERI
KADUDATEN -
PROVINSI .
. . .. RENCANA PENARIKAN ANGGARAN . _ )
. : _ANGGARAN | o Rp} : JUMLAH
KODE REKENING URAIAN Ju‘zé:lllah Sumber | Jan Feb | Mar | Apr Mel | Jun| Jul Agt Sep | Okt Nop Des- {Rp)
: = . _ . L . .
1 ’ 2 ' 3 4 5 - 3 - T
at blcfalb c| d - - . - .
1 ’ | |Penyelenggaraan :
: . Pemerintehan Neger{ . o : -
I I A 1" .| - |Penyelenggaraan Belanja | SR |
. [Penghasilan Tetap,
= | [runjangan dan Operasional
) Pemerintahan Negeri
1  1yjo1 |, i+ [Penyediaan Penghasilan -
Tetap dan Tunjangan Kepala
_ Negeri
0l] 5] 1 Belanija Pegawai

1y 1forfs| 1] 1 Penghasilan Tetap 8
-1 Tunjangan Kepala Pemenntah

: _ _ [Negeri .
“ 1l 14015 |1 1§ ... kRincian Obvek Belanja>
1] 3 Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

11 3]01 Pelayanan administrasi
umum den kependudukan -
Surat Pengantar/Pelayanan
TP, Kartu Keluarga, dll)

1{ 3|oif5 ]2 Belanja Barang dan Jasa
1] 3Jor|s 1 2] 2 Belanja Jasa Honorarium
' j <Rincian Obyek Belanja> | _
;2 Pelaksanaan Pembangunan ' ' ' . | ) L
: ' Neperi : : B
21 1 ' Pendidikan
21 1|05 , Pembangunan /Rehabilitasi/
Peningkatan Sarana
Prasarana
Perpustakaan/Taman

jBacaan Negeri/Sanggar



|
2| 1{os| 5| 3] a Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
1} 11055 3: 4 | .. |<Rincian Obyek Belanja>

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan
MenNegerik

5| 1 - Penanggulangan Bencana
5] 1(00| 3 41 =" Penanggulangan Bencana
5| 1foo]| 5 4 Belanja Tak T?:rduga
51 1jo01 5 4|00 Belanja Tak Terduga
S| _1700] 5| 4]00.| 00|Belanja Tak Terduga
dst ' -
Diveﬁﬁlcasi oleh: o o - L . S _ - . h . - - C Kar/Kasl e
Sekretaris Negeri, ' o o o ’ : - ’
fevmaeins
)
O PROUORI e ) . ' Disetujui oleh:
o _ Kepala Pemerintah Negeri,
o, U UPT o)
Cara pengisian: . :
Kolem 1,2 3, 4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantumdalam Penjabaran APB Negeri sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan E=ggaran
Kolom 6 ...t diisi rencana penarikan anggaran untuk peleksanaan kegiatan oleh masing-masing Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diajukan kepada Keer Keuangan
dalam setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja
Kolom 7 ¢ diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing kegiatan



G.2. Format Rencana Kerja Kegiatan Negeri

RENCANA KERJA KEGIATAKN

* merupakan dokumen perencanean yeng disusun saat penyusunan RKP Ne'g.en'.

A

NEGERI*
NEGERI TAHUN -
KECAMATAN
KABUPATEN
FROVINSI
B — T g - Tim yar
. ' Pelak e
Bidang/Sub Bidang/Kegiatan Sasaran Walu Pelakeanaan Pelaksana | melaksan .
No i Lokasi | Volume Satuan Biaye (Rp) . o . . . gel ' ' Kegiatan n kegiat
Bidang _8ub Bidang Kegiatan Jumlah . laki-laki Perempzn A-RTM Burasi Mulai elesa Anggaran
L 2 3 4 5 & 7 8 9 10 i1 .12 13 14. i5 16 17 18 19
Penyelenggaraan ' -
1 _Pcmcrintﬂhan
. Negeri
Jumlah Per Bidang 1 _
.2 Pem.bgngunan
' | Negeri
Jumlah Per Bidang 2
3 | Pembinasn
. | Kemasyarakatan.
Jumlah Fer Bidang 3
4 | Pemberdayaan - -
Maa}'arakgt
.| Jumlah Per Bidang 4
Bidang
Penanggulengan -
5 | Bencane,
Keadaan Derurat,
dan Menlegerik
Negeti
Kep?.la ............................... ,Tanggal e
Pemerintah
* Negeri, Sekretaris Neger],
eterangarn:



(+.3. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB])

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NEGERL ... c0ovevevereserrran, KECAMATAN.... ... e
TAHUN ANGGARAN. ......cocoviriiirees s, 3 -
Bidang e e |
Sub Bidang L e etr s ites e
Kegiatan D e
Waktu Pelaksanaan ...,
Rincian Pendanaan ._ - - . R o
NO. URAIAN - | VOLUME | HARGA SATUAN| = JUMLAH
| o | (Rp.)- (Rp.) .
1 2 3 [ 3 T

JUMLAH (Rp.)

Disetujui . I
Kepala Pemerintah Negeri - - - Kaur/Kasi......cooeeinn.
P R ) (et )




éé.ra pengisian :

Bidang diisi dengarn nomenklatur bidang dan kode rekéning sesual dengan APB Negeri

. Sub Bidang diisi d(f;ngan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APR Negeri
- Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APB Negeri - '
. kolom 1 : diisi dengan nomor urut ' . :

. kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

- kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/ barang.

. kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/ ba:éggf_ '
kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4 . o

A

'9"*-40\01&(0[\3:—‘



H. FORMAT DPPA _
H.1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN PERUBAHAN .
- TAHUN ANGGARAN ................

NEGERI

KECAMATAN
KARBUPATEN
PROVINSI
Contoh: e L B : _ : — —— - JM
| g R . . _SEMULA MENJADL - ©__ | - .. RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp) LH
: i . " ANGGARAN . : ANGGARAN . : - - :
KODE REKENING . URAIAN . Jomiah | Somt Tamiat S | . - —T- — (Rp |
' . _ Rp) nmber L;glp]a uim er_ Jan ' Feb | Mar | Apr'| Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop Des | 7y
1 ) 2.} . 3 4 5 6 _ 7 . : - s o . _ 9
alblclalbl c¢cfd ' : g - : —
1 Penyelenggaraan:
Pemerintahan Negeri .
.Penyelenggaraan Belanja, _ :
. . Penghasilan Tetap,
11 ' | Tunfangan dan
Operasional Pemermtahan o : oo . _ _
Negeri ' g ) ' ' —]
Penyediaan Penghasilan . S .
If1 |31 .| . | Tetap dan Tunjangan
Kepala Pemerintah Negeri . : -
1 |1 |01[5]1 Belanja Pegawai 3 ] ] A
’ .| Penghasilan Tetap dan : - - - o :
L 10115111 tunjangan Kepala
. | Pemerintah Negeri :
P | 170115 1] 1. |<Rincian Qbyek Belanja>
Administrasi
Kependudukan,
13 Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan
11301 Pelayanan administrasi
) umum dan kependudukan
(Surat
Pengantar/Pelayanan KTP,
Kartu Keluarga, dll}




130l [5]2]. Belanja Barang dan Jasa
1301|512 2 Belanja Jasa Honorarium B
: <Rincian Cbyek Belanja>
5 Pelaksanaan
Pembangunan Negeri
1 Pendidikan
Pembangunan/Rehabilitas
i/ Peningkatan Sarana
21|05 Prasarana Perpustakaan/
' Taman Bacaan
- Negeri/Sanggar Belajar _
2.]1]105]5 Belanja Modal
Belanja Medal Gedun
2{1 |05 g dan Bangunen } :
11110515 <Rincian Obyek Belanja> N
Penangpulangan Bencana,
5 Keadaan Darurat dan
MenNegerik
511 _ ] Penanggulangan Bencana R
5i1 /00 |5]4 Penanggulangan Bencana —
S1110015]| 4 _Belanja Tak Terduga :
5]11]00|5]'4|00] | Belanja Tak Terduga
5|1[09[5] 4 }060]00] Belanja Tak Terduga

Diverifikasi cleh:
Sekretaris Negeri,

Disetujui oleh:
Kepala Pemerintah Negeri,

..............................



iy L3

I. Format Rencana Anggaran Kas Negeri

RENCANA ANGGARAN KAS NEGERI
- TAHUN ANGGARAN ..o .

NEGERI
KECAMATAN
KABUPATEN -
PROVINSI
Contoh .
KODE REKENING URAIAN - ANGGARAN PENERIMAAN/ PENGELUARAN Rp.} -~ JUMLAH
(Rp) Jan | Feb [ Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep] Okt| Nop | Des| (Rp)
1 | .3 4 : _ - . . 5 6 -
“afl bjclalb , o
|4 PENDAPATAN
4 (1 PANegeri
4 11 Hasil usaha .
14 ]1 <Obyek Pendapatan
412 Transfer -
4 |2 Dana Negeri
413 Pendapatan lain-lain
413 Penerimaan dari Hasil Kerjasama | i
' Negeri dengan Pihak Ketiga il
413 . {<Obyek Pendapatan>
T dst... '
JUMLAH PENDAPATAN
- 5 BELANJA
1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Negeri :
1] 1 ' Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tun’angan
dan Operasional Pemerintahan
Nege_ri_ B _
1l 1l o1 Penyediaan Penghasilan Tetap
dan Tunjangan Kepala Pemerintah |-
Negeri o

AA




oy

1] 1] 01] 5] 1 Belanja Pegawai
1{ 101 57 1|1 Penghasilan Tetap & Tunjangan
. Kepala Pemerintah Negeri
1] 01] 5] 1)1 <Rincian Obyek Belanja>
1y 3 Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan
1l 3{ 01 Pelayanan administrasi umum
dan kependudukan (Surat
) Pengantar/Pelayanan KTP, Karty
- _ Keluarga, dij
1; 3101 5| 2 Belanja Barang dan Jasa
3/ 01] 5] 2, 2] |Belanja Jasa Honorarium
, - <Rincian Obyek Belanja> -
2 Pelaksanaan Pembangunan Negeri
2] 1 Pendidikan
2| 1| o5 Pembangunan /Rehabilitasi/Pénin [
gkatan Sarana Prasarang
Perpustakaan/Taman Bacaan
. Negeri/Sanggar Belajar
21 1105 5] 3 Belanja Modal
2] 1| 05| 5] 3|4 Belanja Modal Gedung dan
'. Bangunan _
11 1105 5] 3{4 <Rincian Obyek Belanja>
5 TOF Penajlggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan MenNegerik
5] 1 . [Penanggulangan Bencana -
5| 1| oof 5 4 Penanggulangan Bencana
5| 1] oo 5] 4] Belanja Tak Terduga -
5] 1] 00| 5f 4|00 Belanja Tak Terduga
5| 1] 00} 5| 4]00|00 [Belanja Tak Terduga
| -~ ldst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS /(DEFISIT)
6| PEMBIAYAAN
) 6 1 Penerimaan Pembiayaan




6l 1] 1 SiLPA Tahun Sebelumnya

6 1| 1| 1|SiLPA Tahun Sebelumnya

6| 2 Pengeluaran Pembiayaan R
6| 2f 1 Pembentukan Dana Cadangan |-

6] 2

2| 1|Pembentukan Dana Cadangan |

dst

- |SELISIH PEMBIAYAAN

Jumlah Total Penerimaan

Jumiagh Total Pengeluaran

Selisih Penerimaan dan

Diverifikasi oleh:
Sekretarls Negeri,

Cara pengisian:

Kolom 1,2, 3, 4:

Kolom 5

Kolom 6

A 4.

" .uu-‘, TRt P L R L N TE LR R R L LR L)

Kaur Keuangan,

evenees) - : ' . ' Drstujui aleh:

#pala Pemerintah Negerl,”

diisi sesuai dengan Penjabaran APB Negeri
diisi dengan: : .
- Pendepatan diisi sesuai rencana waktu penerimaan pendapataz baik yang berasal dari informasi resmi maupun estlman waktu
- Belanja diisi sesuai rencana pengeluaran berdasarkan DPA: yarx digjukan oleh Kaur/Kasi Pelaksana Kegia.an Anggararmaupun rencana pengeluaran
pengahasilan tetap, untuk belanja tunjangan operasional apamnr Negeri
- Pembiayaan diisi sesuai rencana penerimsan dan pengeluaranmmbwyaan
dilsi jumlah penerimaan dan pengeluaran masing-masing item




y

J. Format Buku Pembantu Kegiatan
J.1. Buku Pembantu Kegiatan

- BUKU PEMBANTU KEGIATAN

. NEGERL......ccoereierns KECAMATAN.............. R
TAHUN ANGGARAN..... ..o,
No. | Tanggal | Nomor . Uraian - | Penerimaan | Pengeluaran {(Rp) IPengembalia'I} | Saldo Kas
Bukti | = - dard Kas - ke Kas Negeri (Rp.)
‘ ' (Rp) Belanja | Belanja {Rp)
Barang Modal
- . dan Jasa : .
il 2 3 — 4 5 6 7 8 9
Pindahan Jumlah ’
dari halaman-.
sebelumnya
[Jumlah
_ .__[Total Pénerimaan ____[Total Pengeluaran . _
N T TR I o .. - .. [Total Pemgeluaran + Saldo Kas. ... | o .
Kaur/Kasi.......cocoeevvvuunenannn. . e v—— '
( .
Cara pengisian: - :
Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom 3 : diisi dengan nomor bikti transaksi.
Kolorm 4+ : diisi dengan uraian transaksi. .
Kolom 5 : diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari kas Negeri.
Kolom 6 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
Kelom 7 : diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
Kolom 8 - : diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan ke Kas Negeri.

Kolom 9 : diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

At



‘u

J.2 Buku Pembantu Kegiatan Penerimaan Swadaya Masyarakat |

BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT

Cara pengisian:

Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

Kolom 7 .
Kolom 8

: diisi dengan nomor urut.
- diisi dengan tanggal transaksi.

: diisi dengan nomor bukti transaksi.

:'ditst nama/sumber pemberl bantuan dan jenis bantua.n.

: diisi dengan jumlah uang yang berikan.

: diisi dengan volume jenis barang/ tenaga.
: diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara.
: diisi dengan _;urnlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Kas Negerl.

uth

NEGERL.................... KECAMATAN. .......ccoonmmnnnn.,

TAHUN ANGGARAN. ...t ve v anneeas
Nama Kegiatan: .....cc.vvvvvevunniiiseeeanenns. .. . _ _
No. | Tanggal | Nomor Uraian _ Penerimaan Nomor Saldo Kas

- | Bukti o Uang (Rp) Barang/ . |Bukti Setor (Rp.)
' 2 ' Tenaga ke Kas '
. (Volume) ° Negeri

1 2 3 - .4 5 - 6 7 8

Pindahan '

Jumiah dari

halaman -

sebelumnya

Jumléh

(Total —

Kaur/Kasi
O R UTU )




“ K. Format Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KT.GIATAN DAN ANGGARAN I )

- Jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
- Jjalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M

- kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 o 1 diisi fumlah anggaran yang direncanakan

AL

Bulan @ ..., Tatan: ;
NEGERI - T
KECAMATAN  : e,
. KABUPATEN et e,
- PROVINSI . - ) ' . . :
o OURIT SUMBER DANA |
L . ' "|Dana | Alokasi | Lain- |Bentulk|
KODE R Rencana Realisasi Sampai Saat ini Neger ’ . -
- i ) URAIAN ; el - : i Dana | Lain Lain
REKENING "~ o ' Volume | Satuan jAnggaran Volmie¢:  |Satuan|Anggaran |Capaian| (Rp} | Negeri | (Rp) | - -
' ' ' . ' (Rp) - Re) | (4 ®pl | -
L 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12- 1 13 | 14
a|Blc[A[B]| cld]| - ' ' i : '
dumlahj [T |7
Kaur/ Kasi
ttd
(e )
Cara Pengisian:
Kolom 1dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
Kolom: 3 . diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yzgtercantum dalarn pen_]abaran APB N egen
Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
Kolom 5 ¥~ : diisi satuan valume: _



Kolom 7
Kolom &
Kolem 9
Kolom 10

- Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

. diist volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini

: diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini

: diisi dengan jumlah dana yang digunakan

: diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang&gunakan

: dilsi dengan penggunaan dana dari Dana Negeri (DD} .
: diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Negeri (ADD)

diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD
diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

A



L. Format Surat Perrnmtaan Pembayara.u

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

b}

NEGERI ........' ooy KECAMATAN oo S
TAHUN ANGCARAN et
Bidang _ . e N et ere oo o
Sub Bidang D ereeriennens
Kegiatan o S veerveetrrnanerenens SR .
Walktu Pelaksariaan =  :....... ettt ae e na—an
No | Um PAGU | PENCAIRAN | PERMINTAA JUMLAH SISA DANA
. ANGGARAN S.D.YG N SAMPAI SAAT
S L ' SEKARANG :
. \ L st - ) .. _,_.__',- e - LA'I.'_:LJn [ B . ey et .;-I-NI:_-._:.--:,:,-:-_,.'-_.:...\'E e gy ,.._-,-__‘-_‘.,_::I.-. el
SSUUUP VRSEU S MR T W NS 17T N NN ((i3eh) (LESE)
1] 2 3 ' 4 5 6 7
JUMLAH
T , .. 20.
Telah dilakukan verifikasi _ :

Sekretaris Negeri, . - o ' Kaur/ Kasi..............c.......
.......................................... (e
Disetujul untuk dibéyarka.n D N S : Telah dibayar lunas

~ Kepala Negeri, - - S '  Kaur Keuangan,

Cara penglsmn , .
Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri.
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Negeri
Kegiatan diisi dengan nomenklatur kode rekening sesuai APB Negen
Kolom 1 : dengan nemor urut.
Kolom 2 : diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- Kolom 3 : diisi dengan rincian pagu dana sesuai déngan rencana kegiatan.
Kolom 4 : diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya
Kolom 5 : diist dengan rincian yang dirnintakan untuk dibayar.
Kolom 6 : diisi dengan jumlah permintaan dana sampal saat 1n1
10 Kolom 7 : diisi dengan sisa. anggaran

Abh

OCRXNINH W -



M. Format Pefnyataan Tanggung J awab IBelanja

 PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

NEGERI ........... s KECAMATAN .......cccvenan. e 8
. TAHUNANGGARAN ...
Bidang L eeriee e e
Sub Bidang .. R
Kegiatan D eyt s | |
NO. TPENERIMA -~ | URAAN | JUMLAH
: ' ' Rp.)

T - > 3 4

" JUMLAH (Rp))__

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk
kelengkapan Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamnya.

Cara pengisian: . o

Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri. ~ .
Sub Bidang diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuai APB Negeri.
Kegiatan diisi dengan nomenklatur dan kode rekening sesuat APB Negeri.
Kolom 1 : ditsi dengan nomor urut. - _ _ . o
Kolom 2 : diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja._
Kolom 3 : diisi dengan uraian keperluan belanja.

Kolom 4 : diisi dengan jumlzh belanja.

Baris jumlah diisi jumlah keséluruhan.

%

XU R WN




N. Format Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGAT?AN DAN ANGGARAN

Bulanm: oo Tahuni.......cooeenen
NEGERL i e,
KECAMATAN ettt iee e ieeearearigreras
KABUPATEN i eriniinnas
PROVINSI
’ KODE URAIAN OUTUT SUMBER DANA
REKENING B Rencana Realisasi Dana *}‘Alokasi Lain- Bentuk
' : : Negeri | Dana {Lain (Rp)| Lain
- . : . : Neger{
-Volume | Satuan [Anggaran| Volume’ “Satuan | Anggaran | Capaian | (Rp) (Rp)
: . - {Rp] I (Ep) (%6} '
1 2 B 3 4 s 6 G 8 9 - | 10 11 12 13 . 14
da|blel|a c rdr” - - ’ .
Jumlah
Kaur{Kem
ttd

Cara pengisian:
Kolom 1 dan 2

- Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5 _

Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9
Kolom 10
Kolom 11
Kolom 12
Kolom 13
Kolom 14

iy

: diisi dengan Kode Rekening

diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum daﬂn penjabaran APB Negeri

: diisi volume kegiatan yang d1rencanakan

diisi satuan volume:
- jembatanfbangunan/barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fisik - paket

: diisi jumleh anggeran yang direncanakan

: diisi volume kegilatan yang terealisasi

¢ diisi satuan volume yang terealisasi

: diisi déngan jumlah dana yang digunakan

: diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan

: diisi dengan penggunaan dana dari Dana Negeri

: diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Negeri '

: diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Negeri dan Alokasi Dana Negeri

diisi dengan penggundan bantuan yang tidak berupa uang



O. Format DPAL
0.1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Lanjutan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN LANJUTAN*

TAHUN ANGGARAN ©..lciiiii oo
NEGERI e, .
KECAMATAN = : ... SO . :
KABUPATEN " U ST |
PROVINSI L et eensraerereeeneria: . - - _ -
KODE REKENING URAIAN . ANGGARAN REALISASI ' LANJUTAN_
S - A Anggaran  |Volume| Jumlah | Waktu . Penarikan Anggaran (Rp) -
- S -kegiata | Anggaran | Penyelesaian | o -
t | 2 o Jumlah | Sumber fumlsh (Rp)| % % |. Rp. | har Jan .| Feb | Mar |Jumlah
1 (Rp) | . 2 I I R
atblclalbl c]d -

Diverifikasi oleh: : \ - . . : - : - _-_' o : Kaur/Kasi........... e _
~ Sekretaris Negeri, - L o o | o

ereveeiinemnens ettt ) | - ) T
: ' . Disetujui oleh:
Kepala Pemerintah Negeri,

E

Ket: Diisi untuk kegiatan yang dilajutkan saja

aih




P. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

NEGERI
TAHUN ANGGARAN ...............oo,
 KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI - o _ _ . .
NO [TGL KODE REKENING ' URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN| NOMOR NETTQ SALDO
' ) ' ' © {Rp) Rp) BUK1! TRANSAKSI [Rp)
' (Rp)
1] 2 3 4 5 6 7 8 9
1 -2
a|b clal|hb cld
JUMLAH|Rp. - |Rp. . Rp.. - |Rp.
Diverifikasi oleh: - ' : R .- " ’ . - Kaur Keuangan
Sekretaris Negeri, ) T
. {.....
[enr et ecva e e ) _ Disetujui oleh:
: Kepala Pemerintah
Negeri,
_ - e e ) -
Cara pengisian : - :
Kolom 1 :- diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran,
Kolom 2 : diisi dengan tanggat penerimasn atau pengeluaran. - : - )
Kolom 3 : diisi dengan kode rekening penerimaan dan pengeluaran sebegaimana tertera dalam Penjabaran ARB Negeri.
Kolom 4 : diisi dengan uraian transaks! penerimaan atau pengeluaran sebagaimana tertera dalam penjabaran APB Negeri
Kolom & : diisi dengan jumlah rupiah penerimaan :
Kolom 6 : diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran
Kolom 7 : diisi dengan nomor bukti transalkesi

Kolom 8 : diisi dengan netto transaksi
Kolom 9 : diisi dengan saldo kas.

Ak




Q. Format Buku Pembantu Kas Umum
Q.1. Buku Pembantu Bank

BUKU PENBANTU BANK

NEGERI ..ccorvviiiiinn, EECAMATAN.......... et
: ' TAHUN AEGGARAN ......... -
BULAN
BANK CABANG
NO. REKENING
No. | TANGGAL . | URAIAN BUKTI PEMBUKAN (Rp) PENGELUARAN (Rg SALDO
TRANSAKSI |TRANSAKSI |[TRANSAKSI SETORAH ' BUNGA |PENARIKAN | PAJAK |BIAYAADM | - (Rp)
- ' : BANK - - o
1 2 3 g ~ 5 |6 7 8 | g 10
- [TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
|TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF .

Eur Keuangan

Cara pengisian : :
: diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaranEEank. -

Kolom 1
Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 : diisi dengan uralan transaksi pemasukan dan pengeluaan
Kolom 4 : diisi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 : diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 : diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank,
- Kolom 7 : diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan,
Kolom 8 : diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 : diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 : diisi dengan saldo Bank.

HMiA



(Q.2. Buku Pembantu Pajak

BUKU PEMBANTU PAJAK

. NEGERI ....coooii v, i KECAMATAN ......ccovvivinniiionennn e o
_ TATTI ANCICARAN |y, ]
No. | TANGGAL - URAIAN PEMOTONGAN | PENYETORAN SALDO
o (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
JUMLAH

Cara pengisian - _
: diisi dengan iomor urit pénérimaan (dari peniotongarn pajak)
FHEEE PIRRERRIW Rea (R e R BT P ris),

- .Kolotn-1.

Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4

Kolom S
Kolom 6

diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran.
: diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas.
: diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
: diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
: diisi dengan saldo buku kas bendahara.

A




2.3 Buku Pembantu Panjar

BUKU PEMBANTU PANJAR

NEGERI.................. KECAMATAN.......cocevviinn e
TAHUN ANGGARAN.....coiiiii v e
No. | Tanggal | Nomor Uraian Penerima | Pemberian Pertanggung~ Saldo
Bukti ; {Rp) jawaban Panjar (Rp)
1 2 3 4 S _ 6 7 8

Kaur Keuangan

{!il!llltl-l|Iln'IIIIi!l!ilnlnililii!iiiill‘l]

Cara pengisian: o

Kolom 1 : diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 : diisi dengan nomor bukt: transaksi.

Kolom 4 : diisi nama/sumber pemberi bantuan dan jenis bantuan.

Kolom 5 : diisi dengan jumlah uang yang berikan. -

Kolom 6 : diisi dengan volume jenis barang/tenaga. -

Kolom 7 : diisi dengan nomer bukti setor/pemberitahuan kepada Bendahara. :
Kolom 8 : diisi dengan jumlah rupiah sebagai saldo yang harus dikembalikan ke Xas
Negeri,

.



R. Format Kwitansi

Nomor Bukti Yoo /DDJADD*N.. fIV /2019 Kode Rekening

Lembar Coa/mjwve ' _ Tahun 2 20%x
"~ KWITANSI
Sudah terima dari : Kaur Keuangan Negeri .............
Uang Sejumlah : (ditulis dengan angka) _ _
Untuk Pembayaran : (sebutkan tujuan pembayaran kegiatan/belanja) sesuai nota/faktur dan

- kwitansi/bakti pembayaran lainnya terlampir.

Terbilang

(ditulis dalam huruf)

Harga Barang
{sesual nota /faktur)
‘Potongan PPn*
Potasigan PPhY)

Total Pembayaran

Setuju dibayar \ L . Lunas dibayar Oleh
Kepala Pemerintah Negeri - Kaur Keuangan Negeri/
Negeri Administratif .......

. Yang Menerima

Keterangan : *) nilai pajak ditambahkan ke pembulatan nilai kuitansi apabila penyedia bersedia {pakai
NPWP penyedia) bisa juga kuitansi hanya diisi nilai pembulatan sesuai faktur saja, sedangkan bukti
pajak berdiri sendiri. : ‘ : : ‘ '

dibuat rangkap 4 (émpat}, lembar kesatu bermaterai dengan ketentuan

a. Nilai Rp. 250.000 s/d 1.000.000;- bermaterai Rp. 3.000,- dan

b. Nilai Rp. 1.000.000,- ke atas bermaterai Rp. 6.000,- °

A



S, Format Laporan Pelaksanaan Anggar‘aﬁ Pe.'_ﬁdapatari dan Belanja Negeri Semester Pertama

Contoh

LAPORAN PELAK_SANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH NEGERI........._...
TAHUN ANGGARAN............. _

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN
(Rp)

REALISASI
ANGGARAN

(Rp) .

SUMBER
DANA

—

2

4

5

6

PENDAPATAN

PANegeri

Hasil usaha

_|<Obyek Pendapatan>

_ |Transfer

|Dana Negeri .

Pendapatan lain-lain

SNIFFNES ENFN BN FNES |

Wl n =]~

{Penerimaan dari Hasil Kerjasama

Antar Negeri L

N

o4

- |<Obyek Pendapatan>

dst...

JUMLAH PENDAPATAN

|BELANJA

|Penyelenggaraan Pemerintahan

Negeri : . C

_|Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
- [Operasional Pemerintahan Negeri

Penyelenggaraan Belanja

01

. Penyediaan Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri

01

Belanja Pegawai

01

- (Penghasilan Tetap & Tunjangan

Kepala Pemerintah Negeri

01

'[<Rincian Obyek Belanja>

Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik-dan
Kearsipan :

01

|kependndukan (Surat

Pelayanan administrasi umum dan

Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu
Keluarga, dll)

01

“|Belanja Barang dan Jasa .

01

Belanja Jasa Honorarium

. [<Rincian Obyek Belanja>

Pelaksanaan Pembangunan-Negeri




Pendxdlkan o

05

Pembangunan / Rehablhtam / Pcmngk
atan Sarana Prasarana
_|Perpustakaan fTaman Bacaan
Negeri/Sanggar Belajar -

05

5| 3 "~ |Belanja Modal

05

-9t 3| 4 Belanja Modal Gedung dan
’ : Bangunan

05

51 3] 4 | ... [<Rincian Obyek Belanja>

=

Penanggulangan Bencana, Kcadaan
Darurat dan MenNegerik"

Penanggulangan Bencana

00

Penangeulangan Bencarig

00.

Belanja Tak Terduga .

00

w[enfurjin|a
— =

00 |

ul|lajofu{
Hlplaps

00 | - iBelanja Tak Terduga

00 | 00 {Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT}

PEMBIAYAAN

-|Penerimaan Pembiayaan

1 _- SiLPA Tahun Sebelumnya -

1 | 1 ISiLPA Tahun Sebeluminya

Pengeluaran Pembiayaan

1 Pembentukan Dana Cadangan

o o |ofo |l o
[Nl I I o] el o o

2 | 1 |Pembentukan Dana Cadangan

dst

SELISIH PEMBIAYAAN

Cara pengisian:

Kolem 1

Kolom 2

e 20.....
Kepala Pemcnntah Negen

diisi berdasarkan Klasifikasi Bidang Keglatan
a. bidang; : . :

b. Sub Bidang; dan -

c. kegiatan.

diisi berdasarkan ldaslﬁkam ekonomi terdiri dari Pendapztan, Belanja dan Pembiayaan:
Bagian pendapatan diisi: : .

a. Pendapatan;
b. kelompok- pendapatan
c. jenis pendapatan; dan
d. obyek pendapatan.
Bagian Belanja diisi:
a. belanja; :
b. jenis belanja (dlsesua..kan dengan Jjenis kegiatan);
c. obyek belanja: dan
d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
. a. Pembiayaan;




Kolom 3

Kolom 4

Kolom &
Kolom 6

b. Kelompok pembiayéan; dan

~ c. jenis pembiayaan. :
diisi uraian Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lamp1ran A Permendagn 1m)

~ diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
diisi sumber Dana diisi dengan Sﬁmbe'r_ Dana yang digunakan dalam

. kegiatan (kolom 1.c] terkait

o



T.1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Negeri o '
T.1. Peraturan Negeri tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Negerni

KEPALA PEMERINTAH NEGERL .. (Nama Negeri)
KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN NEGERIL... (Nama Negeri)
- NOMOR .......... TAHUN ........

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
"TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RASMAT TUHAN ¥ANG MAHA BSA
KEPALA PEMERINTAH NEGERI. ...

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagai
wujud dart pengelolaan keuangan Negeri dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masayarakat Negeri: :

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun
Anggaran ... termuat dalam Peraturan Negeri tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran .....
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Negeri perh dipertanggungjawabkarn
pelaksanaanya; :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Negeri tentang Laporan - Pertanggungjawaban Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Neger Tahun Anggaran ....

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
. Daerah: Co

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan’ Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan

- Daerah; c '

5. Peraturan Pemerintah® Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa; ' : ' -

6. Peraturan Pemerintah' Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, . - _ :

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

b4



Menetapkan

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan - Daerah Kabupaten .Maluku 'Tenga.h Nomeor .....

Tahun ......tentang Angga:ran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angga.ran

11. Peraturan Bupatl Maluku Tengah Nomor ... Tahun

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah

Tahun Anggara.n ceren) | :
12. Peraturan® Bupati ‘Maluku Tengah Nomor ... Tabun ......
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;

_ 13. Peraturan. Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .... tentang

Pedoman Pengadaan Ba.rang dan Jasa di Negen dalam wilayah
Kabupaten Mahiku Tenga.h :
14. ....... dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri)
dan
_ KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....(Nama Negeri)

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN: - NEGERI TENTANG .  LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANAAN ~ ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI .... TAHUN ANGGARAN ..

. Pasal 1 .
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran

1. Pendapatan o ' ' Rp. ...

2. Bela.n_]a Negeri \
a. Bidang Penyelenggaraan Pemenntah - Rp.’-.' ..............

. Negeri
b. Bidang Pembanguna.n Negeni _ Rp. ...l
¢. Bidang Pemblnaan Kemasyarakatan Rp. ...............

Negeri :

- d. B1c_iang Pemberdayaan Rp. cereirinnns
" MasyarakatNegeri . '
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. ...... e raas

Darurat dan Mendesak .
Jumlah Belanja =~ . . CRP. e,
Surplus/(Defisit) = . RP. cooiinn

3. Pembiayaan Negeri _
a. Penerimaan Pembiayaan _ Rp. woveeenecn.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. o,
Selisih pembiayaan (a-b) Rp. e,

‘dengan perincian sebagau berikut :

Pasal 2

UraJan leblh lanJut mengenai  hasil pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negeri sebagajmana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Negeri i 1n1 yang terdiri dari :

a. Lampiran I~ : Laporan Keuangan
b. Lamp1ran I : Laporan Realisasi Kegiatan Penode 1 Januan -
' 31 Desember Tahun Anggaran .........

c Lamplran Il : Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke Negeri

o



Pasal 3

' Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan

bagwn ya.ng tldak terpisahkan dari Peraturan Negeri ini.

' Pasal 4
Peraturan Negen ini mulau berlaku pada tangga.l dlundangkan

Agar Sf:tlap orang - dapat mengetahui, = memerintahkan
pengundangan Peraturan Negen mi dalam Lembaran Negeri...
(nama Negerl) o

Ditetapkan di .......... S

pada ta.nggal ............... i

KEPALA PEMERINTAH NEGERI (Nama Negen)_
tanda-tangan

'NAMA

. Diundangkan di ...

- pada tanggal ...

- SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri), |‘. .

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGER!I ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ...

wh



T.2. Format Laporail Keunangan

LAMPIRAN 1 : PERATURAN NEGERI .....

NOMOR ...... TAHUN .....
" TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALI SASI APB NEGERI

Laporéh Keuangan
Pemerintah Negeri ABC
Kecamatan KLM |

Fnbrprien 675
Tahun Anggaran 20x1

Daftar Isi :
: halaman
I Laporan Realisasi APBDes '
Il Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Informasi Umum .
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rinclan Pos Laporan Realisasi Anggaran

1 Rekonsilinai SILPA dan Kas
2 Pendapstan Asli Negeri

3 Dana Negeri

‘4 Bagian dari hasil pajak dan Retr:bum Daerah

5 Alokasi Dana Negeri .

6 Bantuan Keuangan Propinsi

7 Bantuan Keuangan Kabupaten

8 Pendapatan Lain lain

S Belaja Bidang Penyelenggaraan pemenntah Negeri
10 Belanja Bldang Pelaksanaan Pembangunan Negen

‘11 Belanija Bidang Pémbinaan Kemasyarafan Neger -
A YinlaniaBidang Pomberdoayanan Kﬁmﬂayﬂmlnn Nngm’l

13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan MenNegerik Negeri-
14 Belanja Negeri dalam Klasifikasi Ekonomi
15 Belanja Negeri dalam Klasn"_kasu Sub Bidang [Fung51)
16 Pembiayaan
17 Aset Negeri
18 Penyertaan Modal Negeri
Lampiran
Lampiran I - Rincian Aset Tetap Negeri
Lampiran 2 - ....... e S

&k

MM OEE MM M MM MW M MM MMM

Mo oMo

E I



T.2.a. Format Lapora.n Realisasi APB Negen

LAPORAN REALISASI APB NEGERI
PEMERINTAH NEGERI ABC )

!

Kecamatan KLM
Kabupaten XYZ
TAHUN ANGGARAN 20x1
e (€Dib)/
Ref Anggaran Realisast g
PENDAPATAN ) .o
Pendapatan Asli Negerd : _ C.2 HAX XX IR XEX FHX
Pendapatan Tiransfer o ,
Daria Negeri - ' ' o C.3. XX IO XOOLXKX XEX
Bagian dr hasfl pajak dan R::tnbum Daerah C. 4‘I XXX XEX AR XXX biv'sd
Alokasi Dania Negeri . C.5 XXX KKK EXXXXE - XXX
Bantijan Keua.ngan Propinsi : C.6 KX XXX REXXXK xxx
Bantuan Keuangan Kﬂbupdti:n S _ C.7 | XXX EXAXK x01
Pendapatan Lam laip’ ) L cs XEL XK XXX XXX XXX
. JUMLAH PENDAPATAN XXRLKKE  KKOKKKK KKK
BELANJA o _
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Negeri C.9 dan Ci5 AAK XK XXE. XXX AXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri . C.10 danx C15 AKX XXX 3000300 XXX
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Negeri . C.11 dan C15 XXK KKK XL KX KX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Megeri : C.12 dan C15 LK KK HXX XXX KXX
Bidang Penangulangan Bcncana, Keadaan Darurat dan - C,13 dan C15 AXX,KXX XXE XXX K
Manegenk Negen _ )
. JUMLAH BELANJA C.14 X.XXK. XXX X.XHK. XXX XK
SURPLUS /{DEFISIT) XXXXX XX XXX XX
PEMBIAYAAN : C.15
Penerimaan Pembiayaan . HXX XXX XXX XXK xxx
Pengeluaran Pembiayaan e _ S KXX. XXX 200% 305X XX
' t . PEMBIAYAAN NETTO . XX XXX X0 XX
SILPA TAHUN BERJALAN : : 00 XXX XXX

_ |

Lihat Catatan Atas Laporan Kenangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Iaporan keuangan




T.‘2.b. Format Cé.tatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuar.lgan Pemerintah Negerl ABC, Kecamatan KLM

Kabupaten XYZ Tahun Anggaran 20x1

A. Lnformasn Umhum

* Pemerintah Negen ABC merupakan Negen di Kecamatan KLM Kabupaten XYZ. Sesuai dengan Keputusan-
Bupati No. .ooieecnvinenee Tanggal .....ccvvevrniennnnn. , saat ini kepengurusan Pemerintahan Negeri ABC

1. Kepala Pemerintah Negeri : XX3XXX
2. Sekretaris Negeri :' YYYYY - :
3. Bendahara Negeri : ZZZZ7Z

Kantor Pemerintahan Negeri beralamat 41 ........... e nene » Negeri ABC, Kecamatan KILM, Kabupat_en

B, Daaar Ponyajinn Laporan Kouengnn

Laporan Keuangan Negeri berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja. dlcatat pada saat kas dikeluarkan

da_n telah bersrfat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Kenangan-
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 20x1
_Mutas: Porongan Pajak ' . : e s
- Saldo Awal Parindo Pntﬂnﬁﬁﬂ Pmnk ¥R hrﬂnm diﬂpmr Jvi WKan qum'n ’ MpMN
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan C s
- Setoran Pajak ke Kas Negara selamsa tahun anggaran berjalan _ XXX
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak vg belum disetor ke Kas Negara : XXX
Saldo Kas per 31 Desember 20x1 XXXX
2. Pendapatan Asli Negeri o
Pendapatan Asli Negeri terdiri dari: _
' ’ . o ., (Lebih)/
5 N Anggaran _ Realisasi lurang
Pendapatan Asli Negeri terdiri dari: *~ _
a. Hasll Usaha - . | OXXHLXHK 3000 XX XXX
b. Hasil Aset ' ' ' | XXX XKK. XXX XK
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong - o XXX.XXX plolodboied K
d. Lain-lain PADes yang sah _ _ _ XL KX XK KKK XXX

3. Dana Negeﬁ

Dana Negeri merupakan penenmaan Negeri yang chperoleh dari APBN. Jumlah penenmaan Dana Negeri

selama tahun anggaran 20x1 ada]ah sebagai berikut:

. Lebih’
Anggaran Realisasi (kuran)é
Tahap 1 . ' _:- . - XOOL XK XK. KKK XXX
Tahap 2 . . : o XXK. XXX XXX XXX XXX

4. Bagian dari hasil pajak dan Retrlbum Daerah

Penerimaan Negen yang berasal dan Baglan dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagal

Anggaran _ Realisasi E(LSE&T]);
Tahap 1 S ' - XXX XK KX KKK XXX
Tahap2 . = = e : o XL XXX.XXX XXX
S, Aloka31 Dana Negeri {ADD} '
Penerimaan Negen yang berasal dari Alokam Dana Negeri (ADD] ada]ah seba,qa.t beilaut:
: ' kurang

Tahap 1 _ - - KK XXX KR B < S
Tahap 2 ' ' FRE. KKK XKK.KXX XEX '
......... . : T XXX XXX | XODERXX XXX




8.

Bantuan Keuangan Propinsi

adalah sebagai beikut:

Penerimaan Negen yang berasal dan Bantua_n Keuangan Propinsi ... ...

Bantuan Ketlangan Kabupaten

Penerimaan Negeri yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabu_pat'en

Pcndapatan Lain-laini |
Pendapatan lain-lain terdiri dan

Penerimaan dari hasil kerjasama antar Negeri
Penerimaan dari hasil kerjasama Negen dengan pihak |
Ketiga .

Penerimaan dari bantua.n perusahaan yang berlokas.t ch
Negeri

Hibah dan surhbangan dari plhak ketiga

. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran

10.

11.

12.

13.

sebelumnya yang mengaklbaﬂ(an penenmaan di kas
Negeri '
Bunga bank :

Lain-lain pendapatan yang sah

Belanja B1dang Penyelengga:aan Pemerintahan Negeri

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pcmenntahcm Negeri terdiri dari:

Belanj a chawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Belanja - Bidang Pembangunan Negen
Belanja untuk Blda.ng Pembangunan Negeri terdiri dan

Belanja Barang dan J. asa
Belanja Modal

Belanja, - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Negen

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kcmasyarakatan Negeri terdm dari: .

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Belanja Bidang Pemberdayasm Masyarakat’ Negen

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Negeri terdiri dari;

Bélanja Barang dan Jasa .
Belanja Moda_l

. {Lebih) /
Anggaran Realisasi kurang
oo thio 0 d b.0.0.00.0.0.4 XX
XXX XK KL XXX XX
a‘da].ah sebagai _ .
: .. (Lebih)/
Anggaran Rca}\lsam lkurang
_ o Lebih)/
Anggaran - Realisasi (lmran)é
XXX XXX XXX XAX XXX
e (Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
XXX.XXK XXX HKK XXX
A o (Lebih)/
Anggaran _Reahsam Jurang
XX XKX XK KKK XXX,
L (Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang
. {Lebih)/
Anggaran Realisasi kurang

Belahja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Negeri

Y



Selama tahun anggaran 20x1, Pernermtahan Negen thelakukan penanggjlangan bencana dan keadaan
dararat sebaga.l berikut - : .

- . (Lehih)/
Anggaran: Realisasi lurang
LXK poioidbis o d X
................ I p— B
................ po—— ———— p—
14. Belanja Negeri dalam kiasifikasi ekonomi -
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagal berikut -
| ‘Anggaran  Realisasi. T
Belanja Pégawai
Penghasilan Tetdp dan Tunj angan Kepaia Pemermtah . _
Negeri . . KX KXX.RKX X
Penghasﬂan Tetap dan TllIlJ angan Perangkat Negeri . 3OO0 KKK XXX XXX XXX
Jaminan Kesehatan Kepala Pemenntah Negerl dan
Perangkat _ :
Negeri - o I - KXLXXK . XOLERK XXX
Tunjangan BPD T S XXH.XXX __ XEX.XAX . XXX
Belanja Barang dari Jasa . . . _
Belanja Barang Perlengkapan Kantor : E | XOTKLOKX XK. XXX XX
Belanja Jasa Honorarium XICK. K v R v 'd pioiv'd
- Belanja Operasional Aparatur Negen R KR XXX KX . XXX
Belanja Jasa Sewa C- ' : XXX XXX XXHXXX XHX
Belanjd Operasional Perkantoran : ' ' K XXX XX EXK XXX
Belanja Pemeliharaan . ' - XXX XXX . | XXX.XXX ' *xx
Belanja Barang dan Jasa yang D1serahkan kepada . .
Masyarakat _ EXX.XXX . . XXMENXX XXX
Belanja Modal . '
Belanja Modal Pengadaan Tanah o C L XRXXRX oK. X008 : oo
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat ' "L XODGXRR XXX XXX XXX
Belanja Modal Kendaraan =~ . : "+ XXX XXX KKX. XXX XXX
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - : ' XXX XXK | XXK.3OK ' XXX -
Belanja Modal Jalan o . ' KRX, XXX XK XXX XXK
Belanja Modal Jembatan - ' . XX IKK KRR I ' f—
Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Alr Sungal /Dramase | OXXHXHX XXX XXX . oxxx
Belanja Modal Jarmgan /Instalasi . XXX.XKX - XMX. XXX XXX
Belanja Moda_l iainnya _ : . : HXK. XXX . XHLERX XXX
15. Belanja Negeri dalam kla'siﬁkasi Sub Bidang {(Fungsi)- o
_ “Angmaran Realisasi %Egﬂé
Bidang Penyclenggaraan pemerintahan Negeri .
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan XXXXXK  XKH.XKX XXX
Tetap, Tun_]angan da_n Operasmnal Pemennta_han
Negeri : ; .
Sub Bidang Sarana d‘an Prasarana Pemerintahan e o OXERXRX XXX KKK . XXX
Negeri ' - )
Sub Bidang Administrasi Kependudukan T | XXX.XEX XXX XXX ' XXX
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan ' :
Sub Bidang Tata Praja Pcmermtahan Perencanaan KXX.KXX XXH.XXX *XX
Keuangan dan Pelaporan . . . '
Sub Bidang Pertanahan e ) XL XKX XL XRK XXX
Bidang Pembangunan Negeri . . ' ' .
Sub Bidang Pendidikan - . XK. XXX XX XXX .- XXX
Sub Bidang Keschatan ' o | XXX KXX KX KKK XXX
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa.n Ruang T XEXLRRX XK LKRK 0.5
Sub Bidang Kawasan Permukiman S XXX XXX XXX XXX XEX
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup =~ XXK XK XXX XXX XXX
Sub Bidang Perhiibungan, Komunikasi, dan . KA KKK UK XXX, XXX
Informatika ' .
Sub Bidang Energi dan Sumbcr Daya Mineral XXX XXX XX XKX XXX
Sub Bidang Panmsata _ ’ ) KXHEXK XKL XX _ XXX

Bidang Pembinaan Kemasyaratan Negeri
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Ymum, da.n . biolo 3 e 0.4 XXM XXX Lo
Pelindungan Masy&rakat : '

Rl



16.

17.

18.

19.

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
Sub Bldang Kclembagaan Masyarakat

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat I\I_egeri "

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Sub Bidang Peningkatan Kapamtas Apa.ratur Negerl o

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindurngen Anak dan Keluarga

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil da.n
Menengah (UMKM)

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Kcadaan
Darurat dan Mendesak Negeri

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat o

Sub Bidang Keadaan Mendesak. ~

Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 20x1 adalah sebal gg;t berikut:

Penerimaan, Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan térdir‘i dan
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Pen_]ualan Kekayaan Negeri yang dlplsahkan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal Negeri -

Aset Negeri
Perolehan aset Negen ada.lah scbagau benkut

Tanah

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
Kendaraan

Gedung dan Bangunan

Jalan

Jembatan

Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase
Jaringan/Instalasi '

Aset Tetap ldinnya )
Konstruksi dalam Pengerjaan

Rincian Aset Tetap dapat untuk masmg masmg k]amﬁka& diatas dapat dilihat pada lampiran ..

Penyertaan Modal Negeri

Pemyertaan Modal Negeri pada BUMDes adalah 'scbagau berikut,

BUMDes XXX .-

BUMDes YYY .

dst

| RAKXRX FAK KKK X
XXX, KXX KXK. XXX XXX
XXX ploo; B0 e s *xxX

© Anggaran Realisasi %{Lﬁ?aﬂ;l}g/
OOLXXK XK. KKK XXX
HRKL KKK KX EFK XXX,
XXK, XXX XXX XK blo'ss
XXX XXX XXX XXX XRX
XX, XXX XXK. XXX XXX
-
20x0 o0x1 cnambahan/
. {Pengurangan)
XXX KR XXX XXX XXX
XXK. XXX X300, XXX XXX
20x0. 20x1 Penarnbahan /
{(Pencuiranpan)
XXX XXX KK KKK XXX
e b e.sq XXX XXX XXX




T.2.c. Format Rincian Aset Tetap Negerd

. Pemerintah Negeri ABC
Kecamatan KLM, Kabupaten XrZ
. Rmman Aset Tetap Neger! per 31 Desember 20%x
Contoh

Kondial

il Pcmlehan Aset Tetap™) Kcterangan

. _ Bukd chemxhkan 'I‘Ehun
Mo, Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap Jenis  Nomar Tanggal Kode Asct 'I‘etap Parolehan
I Tanah ) . .
1 Tangh Persil A. , Luas 2200 m? HOB 23072014 2 Juli 2014 2014
1
2 Tanah Lapangan X. , Luas 1000 m : 1994

11 P:raIaT.an Mcsm dan Alat Berat

1 Komputer, PC 2014

31 Kcndaman - A )
1 Motor, rierk QQQ, 100cc, No Polisi: DS BPKB. - 12312124 Des 49014 - 2014

3
v chung dan Bangunnn . _— .

1 Bangunan Kantor, Luas 200 m2 ImMB- 432 2 Juli 2014 o 2014

V Jalan : . _
-1 dalan Negeri Lokas! df .............., B0Dm 2014

V1 Jembetan . . : . . B
1 Jembatan XYZ Lokesi dI .............., 50m 3014

VII Irigesi/Embung/Alr Sungeif/Drainas ) )
L Embung XYZ, Lokes! di .............. - 2014

1 Jaringan Listrik Negeri, Lokasi di ,............ : anlg

3 etreeee et ee e
IX Aset Tetap lainuya
1 8apl 3 ekor _ an14

X Kons';l.lks{ dealam Pengerjnan
1 Pembangunan J-mbatan dalam Konstruksi Konstruksl 201

50,000,000 BaJl_( .
Nilai perolehan

Rusak Ringan y.,n etanui

5,000,000 Bk
1;).000,0-00- Baik
7_5,'000.000- Eaik-_
50.000,60'0 Baik
40,000,000 Baik

| 40,000000. Belk -
12(}.,00'0.500' IBIaJ-k
30,000,000

65,000,000

Totel Nilai Aget Tetap per 31 Desember 20xx

485,000,000

*) Dits! dengan Beik (B), Rusak Ringan (RR), dan Risak Berat [RH)

Yy
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T.3. Forinat Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun

LAMPIRAN I :

LAPORAN REALISASI KEGIATAN '
PERIODE 01 JANUARI - 30 JUN] (SEMESTER FERTAMA] / 01 JANUARI - 31 DESEMBER*

PERATURAN NEGER! ....

NOMOR ..., TAHUN
TENTANG : LAPORAN PER’I‘RNGGUNGJAWABAN REALISAS! APB NEGERI

TAHUN ANGGARAN ... .t vrsessenssesttnresae s
"NEGERI - 1 viiianne. ; - :
KECAMATAN @ .iioriiriviiiniininnnenn
KABUPATEN .iccvrevieciirininnaennnnnns
PROVINSI
QUTPUT SUMBER DANA _
KODE , . . Dana | Alokasi Lain- Bentuk.
REKENING BAIAN , RENCANA " REALISASI | Dana .
' UR oo NAMA OUTPUI‘. o o _ ' Negeri | Negeri Lain Lamn
‘Volume  [Satuan| Anggaran |- Volume [Satuan| Anggaran | Capaien{%) | (Rp) (Rp) (Rp). _
(Rp) _ (Rp) — - - ia
1 2 -3 4 . | -5 : 6 7 8 g 10 11 12 13
alhb [ ) : ) i . i - :
Jumlah
Kepala Pemerintah Negeri
' ttd '
(soreeerivnmennenmicnnnnnresans )
Ketersngan:

*  Pilih galah satu
Cara Pengisian Kolom:

Kolom 1: diisi dcnga.n Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegmta.n - ' . ) ) -
e, Untuk Kode rekening Bidang; ' T S - : - : )
b, Kode Rekening Sub Bidang; dan
c, Kode Rekening Kegiatan i

Kolom 2 diisi nomenklatur jenis kegiatan sebapaimana tercantum dalam APB Negeri yang tzlah dllaksanakan

Kolem 3 difsi nama sutput dari kegiatan

Kelom 4 : diisi volume kegintan yang direpcanakan.

Kalom 5 : diisi satuan volume:

: - jembatan /bangunan/ barang atau yang sejenis = unit

- jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis= M
- kegiatan non fiaik - paket
-dll

Kolom 6 : . diisi dengan jumiah dana yang dianggarkan,

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi.

Kolom 8 - - diisi satuan volume.

Kolom 9 diisi realisasi anggaran vang digunakan.

Kolom 10 diisi dengan progres prosentase capaian.

Kolom 11 diisi dengan jumlah penggunaan Dana Negerd {DDJ,

Kolem 12 diisi dengan jumlah penggunaan Alokasi Dana Negeri (ADD).

Kolom 13 diisi dengan jumlah penggunaan anggaran dari sumber dana, selain DD dan ADD.

Kolom 14

Dn:u dengan sumbangan/swadaya masyarakat dan/atau pihak lain yang tidak berbentul uang

K%
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T.4. Format Progrém Sektoral, Progra.fﬁ Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Negeri

LAMPIRAN III PERATURAN NEGERI .....
' "NOMOR - ...... TAHUN ...
. TENTANG : LAPORAN ' .
' PERTANGGUNGJAWABAN .
REALISAS] APEB NEGERI

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH,

"~ DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE NEGERI

MNeger| T
Kecamatan L S PO
Kabupaten .
Provinsi e
o _ " Kegiatan C : _ Anggaran
_ No. | Program Jenis Lokasi { Volume | Satuan Jumlah Sumber Dana

b h

1|i|||iii‘lliliiﬂliiuiIlIIHti|iHilllil!ll“”lilllllllI

- Kepala Pemerintah Negeri




U. Format Peraturan 'Negeri tentang Penye_ri':aax_i Modal dan Dél‘{a_ Cada_ngal}
U.1. Format Peraturan Negeri tentang Penyertaan Modal Pemer;ntah Negeri

KEPALA PEMERINTAH NEGERL... (Nama Negeri)

- KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN NEGERL... (Nama Negeri)
NOMOR .......... TAHUN .......

TENTANG

'PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH NEGERI ...............

PADA BADAN USAHA MILIK NEGERI .......

TAHUN .......

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA BSA

Menimbang a

Mengingat : 1.

B ow

7.

KEPALA PEMERINTAH NEGERI...........

bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Negeri
dan Pendapatan Asli Negeri diperlukan suatu badan yang
menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau
pelayanan timum yang dikelola-oleh Negeri; ' '

- bahwa untuk meningkatkan Usaha BUM Negeri maka perlu
~adanya’ penambahan - modal melaluj Penyertaan Modal

Pemerintah Negeri pada BUM Negeri.....;

‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimena dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan - Peraturan _
Negeri tentang Penyertaan Modal Pemerintah Negeri .... Pada
Badan Usaha Milik Negeri ... Talun ...; '

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan' Antara Pemerintah Pusat den Pemerintahan
Daerah: ' : _ L
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan: . -
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa; :

Peraturan Pemerintah Nomior 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara; _ _ L :
~Peraturan Menteri: Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; ‘ .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa; -

- A



Menetapkan -

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danl'
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

' 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Trausmigrasi - Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2.0 15
tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan XKeputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; '

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahu.n 2016 tenta_ng
Pengelolaan Aset Desa;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertmggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia’ Nomor 16 Tahun 2018
tentang Penetapan Pnontas Penggunaan Dana Desa Tahun

"2019; '

14. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Talmun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa

15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor. .....

Tahun, ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Tahun Anggaran .....:

16. Peraturan Bupatt Maluku ’I‘engah Nomor ..... Tahun
~ tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran ......:
17. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ... Tahun
tentang Peédoman Pengelmaan Keuangan Negeri;
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor .... Tahun .. . tentang
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negen dalam wilayah -
Kabupaten Maluku Tengah;

19. Peraturan Negeri ...... Nomor ... Tahun . tentang Pendlnan
Pengurusan dan Pengelolaan BUM Negeri d1 Negeri ....... ; _

20. Peraturan Negeri ...... Nomor ... Tahun . ...tentang APB Negeri
Tahun Anggaran ....: '

21. Peraturan Kepala Pemerintah Negeﬁ ...... Nomor ... Tahun

tentang Penjabaran APB Negeri Tahun Anggaran
22. ....... dan seterusnya

: Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ....(Nama Negeri)

dan :
KEPALA PE\:IERINTAH N EGER_I ..... (Nama Negeri)

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN NEGERI TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH NEGERI! PADA BADAN USAHA, MIILIK NEGERI

TAHUN ..

. BABI
KETENTUAN UMUM

" Pasal 1.

Dalam Peraturan Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Negen adalah kesaman masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah -yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentmgan masyarakat
setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,

f«%



10.

i1,

12.

dan /atém hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

| sistern Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan wurusan

- pémerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan

Permusyawaratan Negeri atau Saniri Negeri dalam mengatur
dan mengﬁrus kepentingan  masyarakal = setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati da.lam _sistemn Pememtahan Negara
Konptisnn Ropn it Inetandnin,

. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri atau

Raja dan. Perang,kat Pemerintah Negeri sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Negeri. :
Badan Permusyawaratan Negeri yang selan_]umya disingkat
BPN atau Saniri Negeri adalah lembaga yang merupakarn
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan- Negeri dan merupakan unsur penyelenggara
Pemerintahan Negeri. _
Saniri Negeri adalah lembaga/badan - yang merupakan
perwyjudan demokrasi  dalam penyelenggaraan
pemerintahan Negeri' dan’ sebagai unsur penyelenggara
‘pemerintahan Negeri, berfungsi, sebagai badan legislatif
yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk
Peraturan Negeri, - mengawasi pelaksanaan tugas dan
‘tanggung jawab . dari Kepala Pemerintah Negeri serta
‘merupakan badan yang mendampmgl Kepala . Pemerintah
Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang
yang dimilikinya.
Kepdla Pemerintah Negeri atan Ra]a Negen adalah Pen:umpm
- Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Negeri dalam wﬂayah
Kabupaten Maluku Tengah.
Raja atau yang disebut dengan nama lain adalah Gelar
kepala keésatuan masyarakat hukum adat yang meimiliki
wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat
istiadat setempat dan memimpin pemerintahan Negeri.
- Perangkat Negeri adalahi Perangkat Negeri ...... yaitu unsur
' pembantu Kepala Pemerintah Negen da.lam melaksanakan
tugas dan wewenangnya .
Keuangan Negeri adalah semua “hak -dan kewajiban Negeri
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Negeri.
Pengelolaan Keuangan Negeri adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggunggjawaban keuangan Negeri.
Rencana Kerja Pemerintah Negeri, selanjutnya disebut RKP
Negeri; adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Negeri untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, selanjutnya
disebut APB Negeri, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Negeri.

v



13.

14.
15.
16.

, '1'?;

18,

-19,
20.

21,

22.

'Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Negeri dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat.

- Alokasi Dana Desa selanjuinya disingkat ADD, adalah dana

perimbangan vang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Penddpatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
setelah dikurangi Dana Alckasi Khusus.

Pembiayaah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ atau pengeludran vang akan diterima, baik
pada tahun a.nggaran vang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya. '

Kekayaan Negeri adalah barang milik Negeri yang berasal
dari kekayaan asli Negeri, dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belania Negeri atau perolehan'
hak lainnya yang sah.

Kekayaan Negeri yang d1p1sahkan ‘adalah kekayaa.n Negen
rong horanat devl Anasaiag Panrdipaten don Beldidn Negor
dan /atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan
-penyertaan modal Pemerintah Negeri pada BUM Negeri.
Badan Usaha Milik Negeri, selanjutnya disebut BUM Negeri

~adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki. oleh Negerd melaluj penyertaan secara

' IIa.ngsung yang berasal dari kekayaan Negeri yang

dipisahkan guna mengelola aset, Jasa pelayanan, dan usaha

Jainnya untuk sebsar besarnya kesejahteraan masyarakat
Negeri. '

Penyertaan Modal Pemerintah Negeri adalah pengalihan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk . diperhitungkan sebagai modal atan
sahamn Negeri pada BUM Negeri.

‘Musyawarah Negeri atau vang disebut dengan nama lain

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Negeri,

.Pemerintah  Negeri, dan wunsur masyarakat yang
-diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Negen untuk

menyepakati hal yang bersﬂat strategis.
Kesepakatan Musyawarah Negeri adalah suatu Thasil
keputusan dari Musyawarah Negeri dalam bentuk

- kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara

Kesepakatan Musyawarah Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Badan Pennusyawaratan Negeri dan Kepala-
Pemerintah Negeri.

Peraturan Negeri adalah peraturan perundang—undangan
yang ditetapkan oleh Kepala - Pemerintah Negeri setelah

-dibahas dan disepakati bersama BPN/ Saniri Negeri.

'Keputusan Kepala Pemerintah Negeri adalah semua
keputusan' yang . bersifat mengatur dan merupakan
pelaksanaan dari peraturan negeri dan kebijaksanaan
Kepala Pemerintah Negeri yang menyangkut pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan.

AA



. BAB II '
PENYERTAAN MODAL

| Pasalz |
Dengan Peratiiran. Negeri ini ditetapkan Penyertaan Modal
Pemerintah Negeri ... Tahun Anggaran ... pada Badan Usaha
Milik Negeri ... -
| BAB III
TUJUZ&N '
- Pasal 3
(1) Penyertaan Modal Pemenntah Negen ...... ) sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menmgkaﬂcan
pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat
ekonomiis befupa peningkatan perekonomian Negeri dan
peningkatan Pcndapatan Asli Negeri.

(2) Untuk. mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Penyertaan Modal Pemerintah Negeri .... dilaksanakan
" berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap
memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BABE IV
PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA DANA PENYERTAAN
MODAL BESARAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

{1}. Penanggunawab ‘pengelolaan Dana Penyerinan Modal
adalah Badan Usaha’ Mﬂlk Negeri ......

(2) Badan ‘Usaha Milik Negén e, ' wajib
' mempertanggungyawabkan pengelolaan Dana Penyertaan
- Modal kepada Pemerintah Negeri pada setiap akhir tahun
anggaran sesuai staridar akuntanm pengelolaan keuangan

Negen

(3) . Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Negeri.... pada Badan'
Usaha Milik Negeri ... adalah sebesar. Rp ...
- Rupiah) '

(4) Dana Penyertaan Modal sebagalmana dimaksud dalam ayat
(2) diserahkan oleh Pernerintah Negeri kepada Badan Usaha
Milik Negeri ..... secara bertahap yang diatur sebagai berikut:
a. tahapl, sebesar 60 % {enam puluh persen); dan
b. ‘tahap II, sebesar 40 % (empat puluh persen)

(5) Dana Penyertaan  Modal tahap pertama sebagaimana
dunaksud dalam ayat.(4) bersumber dari APB Negeri Tahun

S Anggaran ..... sebesar Rp ....... {......rupiah)

(6) Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud

"+ dalam ayat {4) bersumber dari APB Negen Tahun Anggaran
..... sebesar Rp ....... {-.....rupiah)

ik



(1)

@

)

(4)

5

BAB V
.PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN
.. Pasal 5 _ : _
Pencairan Dana Penyertaan Modal dilakukan melalui proses
pemidahbukuan dari Rekening Kas Negeri (RKN) ke Rekening

~ Badan Usaha Milik Negeri.... dan atau melalui penyetoran

dari Bendahara Negeri ke Rekem"ng Badan Usaha Milik Negeri
Pencairan Dana Penyertaan Modal tahap ' dilakukan setelah
Dn-ektur/ Pimpinan/ Ketua Badan Usaha Milik Negeri .....

_ menyampa:kan kepada Kepala Pemerlntah Negeri dokumen .

persyaratan sebagal berlkut

a. Peratiiran Nogeri tnnmn.q P@mbonhiltﬂn Brdan I-.Inn}m
Milik Negeri.....; -

b. Surat. Keputusan Kepala Pemenntah Negeri tentang
Pengangkatan pengurus Badan Usaha Milik Negeri...... ;
c. 'Angga:an Dasar dan’ Anggaran Rumah Tangga Badan
- Usaha Milik Negeri......;
d. Proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM
' Negeri......; (ihat pasal 35 ayat (6} Perbup PKN)
Penca_lran Dana Penyertaan Modal tahap II dilakukan setelah
Direktur/. Punpman/ Ketua Badan Usaha Milik Negeri .....
menya.tnpaakan kepada Kepala’ Pernenntah Negeri dokumen
persyaratan berupa laporan perkembangan pengelolaan Dana
Tahap I Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Negeri ........
Kepala Pemerintah Negen dapat menunda dan atau
membatalkan Dana Penyertaa.n Modal Tahap II apabila -
Kepala Permerintah Negéeri menilai bahwa Dana Penyertaan
Modal Tahap I tidak dapat dikelola dengan baik.

Penggunaan Dana Penyertaan Modal dianggarkan dalam

- proposal usaha yang telah disusun oleh Badan Usaha Milik

Negen dan dlpI'OSCS sesuai ketentuan yang berlaku.

L ! BAB VI )
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

' Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Negen ini; sepanjang
" tekmis- pelaksanaannya akan dlatur lebih lanjut dalam Peraturan

Kepala Pemermtah Negeri dan / atau Keputusa.n Kepa.la Pemerintah
Negeri. - :

it



S Pasal 7
Peraturan Negeri  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
A'gar' setiap orang dapat mengetahui, mefﬁ'erintahkan
‘pengundangan Peraturan Negeri ini dalam Lembaran Negeri...

(nama Negeri).

Ditetapkait di .......evreeneee..
. pada tanggal ............

KEPALA PEMERINTAH NEGERI (Nama Negeri)
tanda tangan |
NAMA -

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGERI ... (Nama Negeri),
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN NEGERI ... (Nama Negeri) TAHUN ... NOMOR ... .

I



U.2 Format Peraturan Negeri tentang Dana Cadangan

Menimbang

Mengingat -

KEPALA PEMERINTAH NEGERL... {Nama Negeri)

7.

10.

"KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN NEGERL... (Nama Negeri)
'NOMOR ......... TAHUN ........ '

TENTANG.

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN -

~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI.. ... ,

bahwa sesuat ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus dibebankan dalam saty tahun anggaran,
Pemerintah Negeri dapat membentulk dana cadangan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Negeri tentang
Pembentukan Dana Cadangan:
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerii'ntah Pusat dan Pemerintahan

. Daerah: ' '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201{1‘ tentang Pembentukan

" Peraturan Perundang~undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tatiun 2014 tetitang Desa; :
Undang-Undang Nomor'23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
- Daerah; i ' :

Peraturan Pemerintah Nemor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
‘tentang Desa; _ :
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana-
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; . ' N '
‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa; '
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi ' Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang . Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa; : '
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pedoman Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;



10.

11.

- 12,

13.

i4.

15.

'Badanl Pérmusyawaratan Negeri'y'ang selanjutnya disingkat

BPN atau- Saniri Negeri adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi = dalam - penyelenggaraan
Pemerintahan Negeri dan merupakan unsur penyelenggara'
Pemerintahan Negerl

Saniri Negen adalah lembaga/badan yang merupakan
‘perwujudan .demokrasi dalam = penyelenggaraan
" pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara

pomerineahan  Nogarl, Doefungnl scbegel  @adas  leglalatlf
yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk
Peraturan Negefi, mengawasi pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab dari Kepala Pemerintah Negeri serta
merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah
Negeri dalam memirﬁpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang
yang dimilikinya. '
Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Negeri adalah Pemimpin
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Negeri dalam wilayah

. Kabupaten Maluku Tengah.

Raja atait yang disebut dengan nama lam adalah Gelar
kepala kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki
wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat
istiadat setempat dan memimpin pemerintahan Negeri.

Perangkat Negeri adalah Perangkat Negeri ...... yaitu unsur

- pembantu Kepala Peémetintah Negeri dalam nelaksanakan

‘tugas dan wewenangnya

Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban Negen
yang dapat dinilai dengan uang serta segala. sesuatu berupa
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksa.naa.n

" _hak dan kewajiban Negeri.
'_ Per:gelolaan Keuangan Negen adalah keseluruhan keg1&tan

vang melipiiti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

- pelaporan dan pertanggunggjawaban keuangan Negeri,

Rencana Kerja Pemerintah Negeri, selanjutnya disebut RKP

‘Negeri, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Negeri untuk Jangka waktu 1(satu) tahun.
Anggaran = Pendapatan dan Belanja Negeri, selanjutnya
disebut APB Negeri, adalah rencana keuangan tahunan -
Pemerintahan Negeri:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

‘Negeri dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

. pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan
- masyarakat. '

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pembiayaan. adalah setiap penenmaan yang perlu dibayar

kermbali dan/atau pengeluaran. yang akan diterima, baik

.pada tahun anggaran yang bersanglcutan maupun pada

tahun angga.ran berikutnya.

.ﬂ«%



~16.
17.
18,

19,

20.

21.

22.

Kekayaan Negeri adalah. barang milik Negeri yang berasal
dari. kekayaan asli Negeri, dibell atau diperoleh atas beban -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri atau perolehan
hak lainnya yang sah. -

‘Kekayaan Negeri yang d1p1sahkan adalah kekayaan Negeri
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
dan. /atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan
" penyertaan modal Pemerintah Negeri pada BUM Negeri.

. Pembentukan Dana Cadmgan adalah dan yang disisihkan -

ttils sreavEeArey o PR TRE PR PRI WS veng
cukup besar yang tidak dapat dlbebankan sekaligus dalam

satu tahiun anggaran, o -

‘Musyawaralk: Negeri atau yang dlsebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Negeri,
Pemerintah  Negeri, ‘dan  unsur masyarakat yang
d1selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Negeri untuk
menyepakati hal yang bérsifat strategis.

' Kesepakatan Musyawarah Negeri adalah suatu hasil
keputusan dari. Musyawarah Negeri dalam bentuk
kesepakatan yang -dituangkan dalam Berita Acara
Kesepakatan Musyawarah Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Badan - Permusyawaratan ‘Negeri dan Kepala
Pemerintah Negeri. :
Peraturan Negeri -adalah peraturan perundang undangan

~ yang ditetapkari oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah |
dibahas dan disepakati bersama BPN /Saniri Negeri.

Kepu‘rusan Kepala - Pemenntah Negeri adalah semua
koputusan vang harsifat mengatisr  dpd ar Pt
pelaksanaan dari peraturan negeri dan kebijaksanaan

Kepala Pemerintah Negeri yang menyangkut pemerintahan,
pembangunan dan Kemasyarakatan

. BABI
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pe.raturan Negeri ini meliputi:

Toa.

@ Ao o

i

Prinsip dana cadangan;
Tujuan dana cadangan;
Bésaran dana cadangan;

* Sumber dana cadangan dan rincian pembentukannya;

Tahapan pelaksanhaan program/keglatan yang dibiayai dari

‘dana cadarigan;

Pengelolaan dana cadangan dan

Ketentuan penutup. -

: ‘BAB III :
PRIN sIp DANA CADANGAN

. . Pasal 3 _
Dana cadangan diguﬁai{an untuk membiayai kegiatan yang
diteritukan setelah Jumlah dana cadangan yang disisihkan
tercukupi.
Dana cadangan t‘idak dapat digunakan untuk membiayai

kegiatan di luar vang ditetapkan dalam Peraturan Negeri.

o



Menetapk_an |

11. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2016 tenta.ng
Pengelolaan Aset Desa;

| 12. Peraturan Menteri Desa, Pemba.ngunan Daerah ’I‘ertmggal dan

Transmigrasi - Republik Tndonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Penetapan Pnontas Penggunaan Dana Desa Tahun -
2019;

13. Peraturan . Menteri Dalam Negen Nomm 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; .

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor .....
Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran ..... ;

15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun
tentang Penjabaran Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah -
Tahun Anggaran ......; .

16. Peraturan Bupat Maluku Tengah Nomor ..... Tahun

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri;

17. Peraturan Bupati Maluku Tenga.h Nomor .... Tahun ..., tentang

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Negen dalam ‘wilayah
Kabupaten Maluku Tengah;

18 Peraturan Negeri ...... Nomor ... Tahun . ..tentang Pendirian,
- Pengurusan dan Pengelolaan BUM Negeri d1 Negeri ....... ;
19. Peraturan Negeri ...... Nomor ... Tahun . ...tentang APB Negeri
Tahun Anggaran ....; o _
20. Peraturan Kepala Pememtah Negen ---.». Nomor ... Tahun

...tentang Penjabaran APB Negen Ta.hun Anggaran

_ 21. Cevens da;n seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama '
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI .. ..(Nama Negeri)
~dan

) KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....(Nama Negeri)

MEMUTUSKAN
o )
: PERATURAN NEGERI : TENTANG PEMBENTUKAN 'DANA
CADANGA_N '
BAB I
KETENTUAN UMUM
_ Pasal 1

Dalam Peraturan Negcn ini yang dimaksud dengan
1. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum vang memﬂlh
‘batas wilayah yang berwenang wuntuk mengatur dan
| mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
.setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul,
- dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistemn Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonema

2. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan

pemerintahan  oleh  Pemerintah Negeri dan Badan
Pennusyawaratan Ncgen atau Saniri Negeri dalam mengatur
- .dan’  mengurus - kepentingan masya:akau, setempit
- berdasarkan -asal-usul dan adat istiadat seternpat yang
_ diakui dan dihormati dalam 31stem Pemenntahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. -

- 3. ' Pemeérintah Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri atau

Raja dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur
‘penyelenggara Pemerintahan Negeri.

s



- BABIV
TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Tujuan Ipenétapan' 'da._na.i cadangan adalah untuk membiayai
Program pembangiinan .......coceeevvereens '

w

{2)

BABV ‘
- BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 5

‘Besaran dana cadangan untuk programi®  kegiatan -

sebagaimana dunaksud dalam Pasal 4 dltetapkan sebesar Rp
..... PPN (RRRRUI o b § o2 =15 ) B
Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~ .dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk

melaksanakan program dan kegiatan terscbut.

BAB VI

SUMBER DANA CADANGAN DAN RINCIAN PEMBENTUKANNYA

(1)

(2}

(2)

(3)

(L)

Dana caclangan sebagaimana d.imaksud dalam Pasal B ayat _
(1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Negeri kecuali
dari Dana Desa dan penerimaan lain yang penggunaannya -
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarka.n peraturan
perundang-undangan. :

Penyisihan atas penerimaan Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang

dimuldi sejak Tahun Anggaran ...... sampai dengan Tahun
Anggaran ....., dengan rincian sebagai berikut: _
a. Tahun Anggaran .... sebesar ... (tveuiuennen.n. rupiah);
b. Tabun Anggaran .... sebesar ..... Ao, rupiah);
c¢. Tahun Anggaran .. sebesar ..... [reeremmnmneaenss rupiah); dan
‘d. Tahun Anggaran .... sebesar ..... R ATRT rupiah).

BAB VIL

. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
. YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

., Pasal 7 o
Pelaksanaan prograrh /kegiatan - sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ditetapkan pada tahun ......
Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ditetapkan untuk .....cccccoveiiiniinnnn.
Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Kepéla Seksi yang membidangi urusan
tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya.

'BAB VIII
PENGELOLAAN DANA CADA.N GAN

. _ Pasal 8
rengeluaran yang dkan disisinkén untuk pembentukan Dana
Cadangan sebagaimana dimaksud dalam - Pasal 5,

dicantumkan dalam APRBNegeri vpada sisi Anggaran

~ Pembiayaan.

MM



V. Format Berita Acara Rapat Penetapan o o
V.1 Format Berita Acara Rapat Penetapan kriteria keglatap yang dapat dibiayai
untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial :

- BERITA ACARA . |
PENETAPAN KRITERIA KEGIATAN YANG DAPAT DIBIAYAI UNTUK
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI TAHUN ANGGARAN ..... .

NEGEKI .............
'KECAMATAN ........ et
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Pada hari inf.................. tANZZAL oo TahUm............. bertempat di
Kantor Negeri............. weeerenns.. Kecamatan............ e Kabupaten Maluku

Tengah telah- diadakan Rapat Antara Pemeriritah Negeri dengan Badan
Permusyawaratan Negeri dalam rangka Pénetapan Kriteria Kegiatan Yang Dapat
Dibiayai Untuk Penanggulangan Bencana Alam Dan BRencana Sosial Pada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran........... Kecamatan
et e, Kabupaten Maluku Tengah. '

Rapat dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri serta
Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Negeti sebagaimana daftar hadir
- terlagnipir,. IR T ' ' T .
. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata, sepakat mengenai pokek-pokok
hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : N
1. Menetapkan Kriteria Kegiatan Yang Dapat Dibiayai Untuk
Penanggulangan Bencana Alam Dan Bencana Sosial dari Belanja Pada
Anggaran  Pendapatan Dari = Belanja - Negeri ........ we.. Tahun
Anggaran............. Kecamatan. .............. [T Kabupaten Maluku
Tengah yang merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya
bencana alam dan bencana sosial° berupa kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat-kejadian bencana untuk menangarni dampak
buruk yang ditimbulkan, meliputi: L
a} kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
b} pemenuhan - kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan
pengungsi; dan ' : _
¢) penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

2. Realisasi Belanja Tak Terduga atas kegiatan tersebut di atas untuk
Penanggulangan Bencana Alam Dan Bencana Sosial dari Belanja Pada

Anggaran  Pendapatan Dan Belanja Negeri .......... Tahun
Anggaran........... Kecamatan ........ eerr—————— Kabupaten Maluku
‘Tengah dilaporkan sesuai dengan kuitansi/ pengeluaran/belanja yang
dilakukan. '

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 merupakan bagianl dari
Laporan Pertanggungjawaban APB Negeri. '

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan
diadakan perubahan. = - : ' ' '




'DAFTAR HADIR RAPAT

PEMERINTAH NEGERI DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI ......
| NEGERI T SO
KECAMATAN = .o,
. KABUPATEN :MALUKU TENGAH
U TANGGAL e,
NO NAMA | JABATAN..|  TANDA TANGAN
o) - 2 v
3 | < T
- 4 | Aereriieiieens
5 S,
6 B
7 ¢ SO
8 - S
9 Do,
10 10 e
11 |1 SO
12 120
13 1K T
14 | OO
15 15l
16 T 16 e,
Dst N R T
L e e soneeesesaet s eenersanes .. 20 .
KEPALA PEMERINTAH NEGERI ....... KETUA BPN ............




V.2, “Foﬁn‘at B.erita Acara Musyawatah De"s‘a Pénetapan__ Kondisi Keadaan
Mendesak Dan MaSya:akat Miskin Yéng Mengalami Kedaruratan

: BERITA ACARA MUSYAWARAH NEG-ERI
' PENETAPAN KONDISI KEADAAN MENDESAK DAN MASYARAKAT MISKIN
"~ YANG MENGALAMI KEDARURATAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

TAEUN ANGGARAN .......
NEGERI ....c.c..coiemnienaninn. KECAMATAN .....ooiiiicinene.
KABUPATEN MALUKU TENGAH -
Pada hari ift........cc......... tanggal.....ioe.siieeece s, TARUDL oo bertempat di
Kantor Negeri .............c.......... Kecamatan........................... Kabupaten Maluku

Tengah telah dJadakan Musyawarah Negeri dalam rangka Penetapan Kondisi
Keadaan Mendesak Dan Masyarakat Miskin Yang Mengalami Kedaruratan
Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran..........
. Kecamatan .................. ... Kabupaten Maluku Tengah
. Musyawarah Negeri dihadiri oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Perarngkat
Negeri, Pimmpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Negen serta Unsur - .
~ Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. .
: Dalam Musyawarah Negeri tersebuf telah- dlperoleh kata sepakat mengenal

. ‘pokok-pokok hasil penibicaraan para peserta sebagai berikut :

- 1. Menetapkan adanya Xondisi Keadaan Mendesak desngan adanya
: Masyamkat Miskin " Yaug Mengalami' Kedaruratan Pada Anggaran
' Pendapatan Dan Belanja ‘Négeri Tahun Anggaran e «..... Negeri .
............................. Kecamatan ceerirerireisiee.. Kabupaten
Maluku ’I‘engah _ o '
2. Daftar Nama Masyarakat Miskin vang menga.lami Kedaruratan dan
Besaran Nominal Belanja sebaga.lmana dnnaksud pada nomor 1 yakni

- -sebaga.t berikut: :

1) Nama Lengkap - ...

Alamat . D,

2) Nama Lengkap ...l .

o Alamat e e
3. Realisasi Belanja Tak Terduga atas keglatan tersebut di atas untuk
Kondisi Keadaan Mendesak Dan Masyarakat Miskin Yang Mengalami
“Kedaruratan dari Belanja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belan_]a‘
Negeri ... ......Tahun Anggaran........... Kecamatan .....cccc..ocoeeeeeil.nn..
Kabupaten Maluku Tengah . dilaporkan sesuai - dengan

kuitansi/ pengeluaran /belanja yang dilakukan. :

. 4. Laporan sebagalmana dimaksud pada nomor 3 merupakfm bag1an dan
Laporan Pertanggung}awaban APB Negen

Dem1k1an Berita Acara Rapat ini dlbuat untuk dlpergunakan sebagaimana
mestinya  dan apabila di kemuchan hasi temyata terdapat kekehman, akan
diadakan perubahan: : . . . C

' e R
KEPALA PEMFRINTAH NEGERI e KETUA BPN.........

L T




~ DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH NEGERI

UNEGERT folecodieioienneenons
KECAMATAN ' = oo e,
KABUPATEN . : MALUKU TENGAH
TANGGAL oo, e
NO NAMA JABATAN ' TANDA TANGAN
1 T |
2 Ta .
3° SO
4I . L S
5 TR
6 T
7 7 oo nrree e '
8 | N
9 [ G ecorrenni, |
10 I 10wt
11 D E .
12 12
13 LK S |
14 e : Wisitormin
15 TR o
16 | 16,
Dst L S
.............................. OO s BI
KEPALA PEMERINTAH NEGERI ....... KETUABPN ............
PERWAKILAN UNSUR MASYARAKAT NEGERI ........




W.  Standarisasi Biaya Peljalanan Dmas Untuk Aparat Pemermtah Negeri Dan
Honorarium Pengelola Keuangan Negerl

W. 1.1. Bidya Perjalanan Dmas Untuk Rapat Pemerintah Negeri

"RINCIAK BIAYA PERJALANAN

_ (Rupiah) Ket
URAIAN KEGIATAN Transport Transport | pan Uang
P.P |  Lokal Harian

Perjalanan Dinas Dari Negeti ke Ibukota Kecamatan Dan Atau Dari Negeri Ke Dusun
KPN /Ketua BPN Rp.5.000/Km ' - - Rp.50.000/ Hari
Sekretaris o .
Negen/Walul Ketua | Rp.5.000/Km _ - Rp.50.000/ Hari
BPN __ : : ' o '
Perangkat o . : ' ' )

: : - Rp.50.000/H:
Negeri/ Anggota BPN Rp.5.000/Km | o P / an,
Non Perangkat PR - ' .

.0, : - .50.

Negeri Rp S-OOO/KHI o Rp 0.000/Hari

Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dan Ibukota Kecamatan Ke Ibukota
Kabupaten/ Ibukota Kecamatan Lain) dan Luar Daerah {Provinsi dan Lud.- Malu}at)

-KPN/Ketua,BPIN

Mengikuti Standar Biaya Perjalanan

| Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang

Standar Biaya Perjalanan Dinas

Set .,ara Gol.II1

Sekretaris
Negeri/Wakil Ketua
BPN

Mengikuti Standar Biaya Perjalanan

Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang

Standar Biaya Perjalanan Dinas

Setara Gol. 111

Perangkat
Negeri/Anggota BPN

Mengjkutl Standar Biaya Perjalanan
Dinas sesuai Peraturan Bupati tentang .
Standar Biaya Perjalanan Dinas

Non Perangkat
Negeri

Setara Gol.Il

Mengikuti Standar Biaya Perjalanan
Dinas sesuai Peraturan’ Bupati tentang

Setara Gol.IT

At

Standar Biaya Pezjalanan Dinas




W.1.2. Daftar Rincian Es‘umarﬂ J arak Tempuh Pezjalana.n Dinas

(Tanpa Kenderaan)

[ JARAK |

_ URAIAN

\ Kecamatan Seram Utara __ .

1. Negeri Elemata — Negeri Kaloa _ 20 Xm

2. Negeri Hatuolo — NegeriKaloa 5C Km

3. Negeri Manusela ~ Negeri Kaloa 1100 Km

a. N-ege-ﬁ Kanikeh - Negeri Hualu . 48 Km

5. Negeri Marama Negeri Kaloa 104 Km -
Kecamatan Seram Utara Timur Kobi _ _ i

1. Negeri Maneo Rendah — Negeri Waimusi 124 Km

2. Negeri Kabauhari — Negeri Sariputih 100 Km

3. Dusun Maneo Tinggi — Dusun Kabailu 100 Km PP

3. Dusun Maneo Tinggl — Dusun Maneo Rendah 20 Km

S. Dusun Maneo nggz Dusun Slahan ' 100 Km

6. Dusun Manoo Ilnggl ™ Dusan 9illhea - mu I\Em
__ Kecamatan Seram Utara Timur Setz

1. Negen Aketemate - Dusun Patkalaman 50 Km

2. Negeri Seti — Dusun Lubi SO Km
Kecamatan Tehoru | | :

1. Negeri Telutih Baru - Dusun Waelomatan 14 Km 4]

b
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W.2.1. Honorarium Pengelola Keu’éngan Negeri

HONOCRARIUM .
PERINCIAN PEKERJAAN SATUAN ) ]lda;?::__zﬂyard?:;l:h)
- s.d. 0,5 di atas 2
: [T 105s8/dl [ 1s/d2 .
Pengelolaan Keuangan Negeri:
Pemegang Kekunasaan - AR -
Pengelolaan Keuangan Org/bin 300.000 .350,000 " ] 400.000 | 450.000
Negeri (PKPKN) e B -
Koordinator - Pelaksana . . .
Pengelolaan =~ Keuangan| Org/bln | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 400.000
Negeri (KPPKN) - ' L
| Bendahara Negeri Org/bln 200.000 250.000 300.060 | 350.000
Pelaksana - - Kegiatan : X L ' .
Anggaran/Pelaksana . Org/bln/ ' : - :
Pengelolaan . - -Keuangan| bidang - 1150.000 | .?_OIO.OOO_ 250.000 | 300.000
Negeri (PPKN) I | |
Operator Sistem Informasi . _
Keuangan : ; . ' ' ' '
(SISKE%DES) - ate nl?ai?: Org/bln | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000
lain ' ‘

Ve




W.2.2. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Negeri

1.

' angka 1, digunakan untuk:

~ kegiatan.

Setiap program kegiatan pekexjaan konstruksil dibidang pembangunan
Negeri, dapat dialokasikan Biaya Umum maksimal 4% {empat per seratus)
dari besamya alokasi dana dari m'asi‘ng—masipg program kegiatan yang
ditetapkan. S : - o
Biaya Umum setiap program kegiatan sebagaimana dimaksud di pada
a. biaya niusyawarah Negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan antara
lain untuk penyusunan persiapan pelaksanaan kegjatan pembangunan
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; : ' \ 3
b. biaya dokumentasi, pembuatan pelaporan dan pembuatan papan nama
kegiatan; . ' | '
¢. honorarium jasa tenaga ahli pembuatan gambar rencana kerja/desain’
dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) bidang pembangunar; |
d. - honorasium Tim Pelaksana Kegiatan {TPK) Dana Negeri;, dan
‘e. honorarium Panitia Penetitha Hasil Pekerjaan (PPHP) Dana Negeri;

- Biaya musyawarah Negeri dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan' sebagaimana dimalksud pada angka 2
huruf a, dialokasikan maksimal 10%- (lima per seratus) yang diambil dari

-Biaya Umum setiap program kegiatan.
. Biaya dokumentasi, pembuatan pelaporan dan pembuatan papan nama

kegiatan sebagaimana, dimaksud pada angka 2 huruf b, dialokasikan
maksimal 10% (sepuluh per seratus} yang diambil dari Biaya: Umum setiap

program kegiatan.

. - Honorarium jasa tenaga ahli pemmbuatan gambar rencana kerja/ dcsam dan

Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada angka 2
huruf ¢, dialokasikan maksimal 50% (lima puluh per"'serarus) yang diambil
dari Biaya Umum setiap program kegiatan. :

Honorariim Tim Pelaksana Kegiatan Dana'Negeri sebagaimana dimaksud

- pada angka 2 huruf d, dialokasikan maksimal 15% (ima belas per seratus)

yang diambil dari Biaya Umniim. setiap program kegiatan. , .
Honorartum Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ~ (PPHP) Dana Negeri

sebagaimarna dimaksud pada angka 2 huruf e, dialokasikan senilaj 15%
(ima belas per seratus) yang diambil dari Biaya Umum setiap program

P



- X1 Forfnat Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan
Peraturan Negeri tentang APB Negeri :

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI .......
KECAMATAN ....ococorovnvcrrco

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NEGER! .

KECAMATAN .......... KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : ... TAHUN ..coovoevvrvn,
TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NEGERI
TENTANG APB NEGERI TAHUN ANGGARAN ...........

Menimbang - :. a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2} Peratura.n
: ' . Menteri Dalam - Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, ‘Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- ‘disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan
" Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam

‘musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;

b. . bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan
Permusyawaratan Negeri telah dibahas dan sepakati
bersama antara Kepala Pemerintah Negeri dan Badan
Permusyawaratan Negeri atas Rancangan Peraturan Negeri
............ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri
Tahun Anggaran ............

¢. bahwa berdasarkan pf-rtunbangan sebagalmana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Ketua® Badan - Permusyawaratan - Negeri tentang
Penyepakatan Rancangan Peraturan Negeri ciereeen, tentang
nggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran

Mengingat ~: 1. Undang-Undang = Nomor 12 Tahun 2011 tentang
: o 2. Pembentukan Peraturan’ Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
©5234)
" 3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
' {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lemba_ran Negara Repubhk Indonesia Nomor
5495); :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahah Lembaran
.Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
‘beberapa kali diubah terakhir ‘dengan - Undang-Undang
Nomor. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah . (Lembaran = Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);

Ak



6.
7.
8.
o
- 10
11.
12..
" Mefietapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA

" Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomior 123, Tambahan Lembaran Negara
Repubilik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 fentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaian
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tgmb)ahan Lembaran Negara’ Republlk Indonesia Norior
5717); -

Peraturan Menteri Dalam Negen Repubhk Indonesia Nomor
110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teéknis Peraturan di Desa {Berita Negara.
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

. tentang Pengelolaan Keuangan Desa . (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1}
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor
Tahun ...... tentang Badan Permusyawaratan Negeri
Peraturan. Bupat1 Maluku Tengah Nomor ..... Tahun

- MEMUTUSKAN

Menyepakam Rancangan Peraturan Neger'l R tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran
seeeeeen S€bagaimana tercantum: dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak. terp1sahkan dari Keputusan

ini.

'Ranrangan Peraturan Negen creennens i....tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selan_]umya
disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetepkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

................................

.................................

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
© NEGERI

.........................................

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepéda Yth :
1. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. Kepala DPMNPPPA Kabupaten Maluku Tengah di Masom

3. Camat



X.2 Fénnat Berita Acara Hasil Musyawarah BPN.

: BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI
NEGERI ..o ioeeeeeeseee. KECAMATAN ..o

Pada hari ini ........ tanggal ..... bulan ......... tahun ........ ... bertempat di
Kantor Negeri ......... Kecamatan ................... Kabupaten Maluku Tengah telah
dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan WNegeri dalam rangka
Pembahasan Rancangan Pératuran Negeri ........... . tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Tahun Anggaran ............... yang dlhadm oleh

1. Kepala Pemerintah Negeéri;
2. Perangkat Negeri; dan
3. Anggota BPN (sebagalmana daftar hachr terla.mplr)

Dalam rapat tersebut telah dlperoleh kata sepakat mengenal Rancangan

Peraturan Negeri ........ 'I‘entanmr Anggaran Pendapatan da_n Belanja Negeri
Tahun Anggaran .................

Selanjutnya, Rancangan Peraturan Negeri ............ Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ............... sebagaimana dlmaksud agar

disampaikan kepada Camat atas nama Bupati untuk dievaluasi.
Demikian Benta Acara.ini dlbuat untuk dlpergunakan sebagaunana mestinya.

T‘empat, tanggal, bulan, tahun

Kepala Pemerintah Negeri ......... ' Ketua BPN, Negeri

...............

.............................................

............................................




DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWARAH BPN
NEGERI ......... ST ... KECAMATAN. ............ SN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

NO NAMA | JABATAN. %Ncgﬁ\i ‘ . KET
'1. P — . > r
1. Ketua BPN '
2. Wakil Ketua BEN
3. Sekretaris BPN-
4. " Ketua Bidang ......... | .
5 oo sy T "
6. Anggota BPN -
7. Anggota BPN
8. Dst
9. Kepala Petrierintéh
Negeri
10, Sekretaris Negeri
B R
12. Kaur ..........,
13. Kasi.............
1{1. ' . Kasi............
15. Kast ............
16. dst
. Tempat, tanggal, bulan, tahun
Ketua ggﬁ’gﬁgﬁ _________ Sekretaris BPN, Negeri ..............

.............................................




Y. Format Keputusan Camat : _ _ .
" Y.1 Format Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan

Negeri tentang APB Negeri-

PEMERET&E EKABUPATER MALUKLD TENGAE

. - Jalan ............... Telepon ..............

KEPUTUSAN CAMAT .............. KABUPATEN MALUKU TENGAH
o NOMOR ......... TAHUN .........
" TENTANG -

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NEGERI .................
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

Me:ziimbang

Mengingét'

TAHUN ANGGARAN ..........

: bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1)

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ...... Tahun .....
tentang . Pengelolaan = Keuangan Negeri,  Bupati
nieridelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Negeri

- tentang APB Negeri kepada Camat;

bahwa ~hasil evaluasi Rancangan Peraturan Negeﬁ.

. tentang APB Negeri dituangkan dalam Keputusan Camat
-+ dan disampa.ikan' kepada Kepala Pemerintah Negeri
- paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya rancangan dimaksud;
‘bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

- dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan

Peraturan Negeri ........ .. tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negeri Tahun Anggaran

.Undang—Undang‘ Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan " Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2011

‘Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234); . y

Undang-Undang. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran - Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

b

. Indonesia Nomor 5495) '_ _
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

" Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

‘Tahun 1950 (Berita Negara Rl Tahun 1950 Nomor 59);
‘Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentarig

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014  tentang Desa (Lembarati Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diupah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

AL



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU -

KEDUA

KETIGA

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nombr 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksansan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
N Ré:publik Indonesia Nomor 5717); ' _

6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 110 Tahun =~ 2016 tentang Bada'n
- Permusyawaratan  Desa (Berita Negara Republik
- Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); '

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara. Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); _

9. Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor ....,

_ . Tahun ...... tentang Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor .....

" Tahun ...... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Negeri - , o

12. . Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor
Tahun ..... tentang Badan Permusyawaratan Negeri

13. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun .....

1. Surat Kepala Pemerintah Negeri ........ Nomor .... /
/...  Tanggal ........ perihal Penyampaian Rancangan

- Peraturan Negeri -......... tentang APB Negeri Tahun

. Anggaran .............. untuk dievaluasi; -
2. Hasil Evaluasi -atas. Rancangan Peraturan Negeri ........
~ tentang APB Negeri Tahun Anggaran ....... «... oleh Tim
Evaluasi Kecamatan ........... - Kabupaten Maluku Tengah;

3. Dan seterusnya '

...................................................................................

' MEMUTUSKAN

Hasil Evaluasi Rancangan: Peraturan- Negeri tentang Anggaran
Pendapatan. ‘dan Belanja Negeri Tahun Anggaran ...
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Kepala Pemerintah Negeri bersama BPN segera melakukan
penyempurnaan  ‘dan penyesuaian terhadap Rancangan

- Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negeri berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana - terlampir
pada Lampiran Keputusan ini, paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhiturig sejak diterimanya Keputusan- ini.

: Dalam Hhal Kepala Pemerintah _Negeri dan BPN tidak

menindaklanjuti hasil evaluasi dan ‘tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan

-dan- Belanja Negeri menjadi Peraturan ‘Negeri, maka akan

dilakukan pgmbatalan oleh Camat.

A -



KEEMPAT : Rancangan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negeri sah apabﬂa memenuhl ketentuan
perundang undangan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan.

[

-Ditetapkan di ...............
podia "miggf-’-‘ virI 'I!rlll'l|IlHH'I'IHIH!IH

Tanda tangan

NAMA {tanpa gelar dan pangkat)

TEMBUSAN : Keputusan ini disampailan kepada Yih :

Bupati Malnkua Tengah di Masold;

Walcil Bupati Maluku Tengah di Masohi;

Seltretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah dj Masohl

Inspektur Kabupaten Maluku Tengah'di Masohi;

Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Teagah di Masohi"

Kepala Baperlitbang Kabupaten Malulu Tengah; - |

Kepala DPMNPPPA Kabupaten Maluku Tengah di Masoln

Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda Kabupaten Matuku Tengah di Masohi;

Kepala Bagian Hukum, Setda Kabupaten Maluku Tenpah di Maeohi,
0 Ketua BPN Negeri

Se®NOmRLN -

L



Y.2 Format Lampiran Keputusan Camat tentang Hasil
Evaluasi Peraturan Negeri tentang APB Negeri

LAMPIRAN: ;.

KEPUTUSAN CAMA’I‘
NOMOR ...... TAHUN

TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERSTURAN NEGERI ..
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAS DAN BELANJA NEGERI
TAHUN ANGGARAN Ol
o . : : " Kesesuaian L '
No | Aspek/Komponen Periksa —— Keterangan
. o . Ya Tidak :
1 Aspek Penulisan Produk Hukum
Pada konsideran menimbang:
a . '
1.1 b. ...
G evians
Pada k0n51deran mengingat:

- a. R
1.2 b oo
_ C0 vanns
1.3 Penulisan tanggal penctapan ....
2 Aspel Administrasi dan Legalitas
2.1 Semua dokumen evaluasi telah diterima secara lengkap
5 2" Pengajuan Rancangan Perneg tentang APB Negeri atau Rancangan Pemeg

' tentang Perubahan APB Negeri telah dilakukan tepat waktu
0.3 BPN telah menyepakati Rancangan Perneg tentang APB Negeri/Rancangan

' Perneg tentang Perubahan APB Negeri E
3 Aspek Perercananr Pembangunan
31 | Kesesuaian format rancangan Perneg APB Negeri (Permendagri 20 Tahun

' 2018)
3' 5 Kesesuaian dokumen rancangan Perneg APB Negeri dengan dokumern

) Rencana Kerja Pembangunan Negeri (RKP Neg)
3.3 Kesesuaian dokumen rancangan Perneg APB Negeri dengan dokumen




F Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri {(RPJMNeg)
34 RAB dalam rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang |
' penjabaran APB Negeri harus tetap ada :
4 Aspek Kesesualan penggunaan Dans Desa sesuai Permendes 19 Tahun |-
2018 : : ' ' :
1. o
, 2.
4.1 3
5 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Negeri/Perubahan APB Negeri
51 | Umum . ' _ - |
5.1.1 ‘Rancangan Perneg tentang. APB Neg/ Perubahan APB Neg = disusun
T berdagarkan RKP Neg/RKP Neg Perubahan tahun berkenaan -
5.1.9 Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-
""" _{ undangan : _ g _
8.2 Pendapatan .
5.2.1 |'Estimasi pendapatan rasional dan realistis _ :
. Estimasi pendapatan Negeri yang bersumber dar Pendapatan Asli Neger]
5.2.2 | rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam
Peraturan Negeri _ : - -
503 Estimasi pendapatan Negeri yang bersumber dari Dana Transfer rasionaj
- dan realistis :
£.3 | Belanja . o
5.3.1 | Penempatan pos belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang- |
" lundangan .
5.3.2 | Kegiatan Belanja Negeri telah sesuai dengan Kewenangan Negeri
5.3.3 | Program/Kegiatan yang telah dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
e (multiyears} -
Belanja Negeri yang telah ditetapkan dalam APB Negeri paling banyak 30%
dipergunakan untuk: .
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pemerintah
5.3.4 Negeri _
2. Penyediaan Penghasila Tetap dan Tunjangan Perangkat Negeri
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Pemerntah Negeri dan
Perangkat Negeri - .

0y



4. Penyediaan Operasional Pemerintah Negeri (ATK, Honorarium PKPKD
dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut,
listrik/telepon, dil) -

5. Penyediaan Tunjangan BPN

6. Penyediaan Operasional BPN (Rapat-rapat, ATK, Makan-minum,
perlengkapan perkantoran, paka,lan seragam, perjalanan dinas,
Listrik/telepon, dll} }

7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Pemerintah Negen dan

5:3.5 Perangkat Negeri sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
536 Besaran Tunjangan dan Operasmnal untuk anggota BPN, serta insentif |
l RT/RW dianggarkan sesuai vang ditetapkan dalan Peraturan Bupati )
Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah
5.37 :
| memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga) -
5.4 Pembiayaan S . _
5.4.1 Penempatan pos Pembiayaan telah sesuai denaan peraturan Perundang
| undangan -
5.4.2 | Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan
5.4.3 | Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan derigan Peraturan Negeri
'5.4.4 Pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNeg
‘Penyertaan modal pada BUMNeg, telah sesuai dengan peraturan Perundang-
5.4.5 | undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Negen dan memenuhi nilai
kelayakan usaha
5.4.6 Evatuasi Perubahan APB Neg, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat
C SiLPA tehun anggaran sebelumnya
| 547 Evaluasi Perubahan AFPB Neg, SiLPA tahun sebelumnyve telah digunakan
U seluruhnya
5.5 | Khusus
551 Belanja yang bersumber dari ADD sudah sesuai dengan ketentuan
T penggunaan ADD
550 Belanja yang bersumber dari DD sudah sesuai dengan ketentuan
" | penggunaan DD ' '
553 | Penganggaran Dukungan Dana Untuk Kegiatan PAMSIMAS yang
‘77 | belum selesai pada TA 2017 dan 2018. '
5.5.4 Penganggaran kegiatan yang dikomitkan pada saat keglatan Bursa

Inovast Desa tanggal 1 November 2018.

s



5.5..5

Penganggaran pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan sesuai
dengan Frogram Padat Karya Tunai (Memak:imalkan sumber daya
lokal untuk bahan baku/material pembangunan dan penggunaan
tenaga kerja dari dalam Negeri minimal 30 % dar biaya

pembangunan per kegiatan digunakan untuk membayar upah tenaga |

kerja serta pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara swakelola)

556

Kegiatan yang dianggarkan dari sumber Dana Desa ditujukan untuk
mesejahterahkan masyarakat Desa, Peningkatan Kualitas Hidup
Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan. -

oy

Tanda tangan

NAMA {tanpa gelar dan pangkat)




Y.3 Format Keputusaﬁ Camat Tentang Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri

Tentang APB Negeri

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
HCMTM_ .o.‘..ono.‘n-Icaboinoanoo..;-.-..-.tbna

Jalan ............... Telepom w........... _

KEPUTUSAN CAMAT ........ KABUPATEN 'MALUKU TENGAH
' NOMOR .o .. TAHUN ...
TENTANG

_ HASIL KLARIFIKASI PERATURAN NEGERI ................
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

Menimbang:

Mengingat

TAHUN ANGGARAN .......... "~

. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (2)

Peraturan Bupati Maluku, Tengah Nomor ...... Tahun ......
tentang  Pengelolaan  Keuangan . Negeri, Bupati
mendelegasikan Klarifikasi Peraturan Negeri tentang APB
Negeri kepada Camat; - o : -

bahwa -hasil klarifikasi Peraturan. Negeri tentang APB
Negeri dituangkan dalam Keputusan Camat dan

- disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri paling

lama . 30 (tiga puluh) hani kerja terhitung sejak
diterimanya Peraturan Negeri dimaksud; -

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan

- Keputusan Camat tentang Hasil Klarifikasi Peraturan
- Negeri .......... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Negeri Tahun Anggaran ............ '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentitkan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran. Negara Republik Indonesia, Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

‘Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495},

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, ‘'sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Xedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemkaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahén Lembaran
. Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemeriritah Nomor 32 'Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

‘Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
.. Peraturan Pemerintah. Nomior 43

_ ahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014  tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tamhahan Lembaran

‘Negara Republik Indonesia Nomor 3539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

‘Tahun 2015 tentang Perubahan - Atas Peraturan:

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peramra_q.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

ML



L

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA -

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
11. Bupati Maluku Tengah di Massohi;

_tentang Desa {Lembsaran Negara Republik Indonesia
Tahuri 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

* Peraturan. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 110  Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik

7. Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); '

' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

" téntang Pedoman Teknis -Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); -

8. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Talun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

‘tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611}); .
10.. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor

Tabmn ...... tentang Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor .....
11, Tahun’.... L

I | eritdrip Penpanghitan dah Perbathentinm

Ferangkat Ngger . -

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor
Tahun ...... tentang Badan Permusyawaratan Negeri

Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor ..... Tahun ...,

.....

1.~ Surat Kepala Pemerintah Negeri ........ Nomor .... / ...

- - /... Tanggal ....... - perihal Penyampaian Peraturan Negeri
eeieee. tentang APB Negeri Tahun Anggaran
untuk dikiarifikasi;

2. * Hasil Klarifikasi' Peraturan Negeri ....... tentang APB
Negeri Tahun Anggaran ........... oleh Tim Klarifikasi
Kecamatan ............ Kabupaten Maluku Tengah;

e R L R R

 MEMUTUSKAN

Meneltapkaxlll_ Hasil Klarifikasi Peraturan Negeri .............
tentang APB Negeri Tahun Anggaran ....... sudah sesuai

~dengan  kepentingan umum, dan/atay ketentua

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. ‘
Hasil ‘Klarifikasi Peraturan Negeri sebagaimana dimaksud

- dalarr diktum KESATU menjadi pedoman Kepala Pemerintah

Negeri-untuk menyampaikan informasi mengenai APB Negeri
kepada masyarakat melalui media informasi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan di .....cccouvvveevvieveenenenn.,
“pada tanggal ..........cooiiiiiie ..

CAMAT ...l

Tanda tangan -

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

12, Waidl Bupati Maluku Tengah di Masohi: ' o

13. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi; .

14, Inspekiur Kabupaten Malku Tengah di Masohi; - '

15. Kepala BPKAD Kabupaten Malukn Tengeh di Maschi;

16, Kepala Baperlithang Kabupaten Matuku Tengah; :

17. Kepala DPMNPPPA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi; .
18. Kepala Bagian Pemerintatian dan Otda Setda Kabupaten Malul Tengah di Masehi; .
19. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;

20. Ketua BPN Negeri ..........

Afh



Z. TFormat surat pengailt'ax ' L .
Z.1 Format surat pengantar Kepala Pemerintah Negf.:n _Penyax.npala.n _
Rancangan Peraturan Negeri tentang APB Negeri untuk dievaluasi.

' PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

' KECAMATAN ..... O . | .
KEPALA PEMERINTAH NEGERI ..... SR IR
Jalan ........... reearen Telepon............ S
.............. 3 erereeenneneni 200000,
Nomor  : ......../..... e Kepada _
Lampiran : 1 (satu) bende . Yth. Camat............... _
Perihal Penyampaian Rancangan Kabupaten Maluku Tengah
Peraturan Negeri fentang APB di-
Negeri Tahun Anggaten ...

untuk dievaluasi

' ;Ménindaklanjuti ketentuari Pasal ... Pera.turan Bupati Maluku Tengah Nomor...,

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri, maka terlampir bersama ini
disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Negeri ............... ... tentang
APB Negeri Tahun Anggaran -o-ioe YANE telah dibahas dan disepakati. Gersama
HBPN mertr kelanglapnn dalenmapn penthaletig Inivnyn pank (g ey § -

1. Rancangan Peraturan Negeri ............. tentang APB Negeri Tehun Anggaran

2. Rancangan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri .......... tentang Penjabéra.'r'l
APB Negeri Tahun Anggaran _........; - ' :

3. Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan

Peraturan. Negeri ...... tentang.” APB Negeri Tahun Anggaran ..... dan Berita
Acara Hasil Musyawarah Negeri serta Daftar Hadir Musyawarah; : .

4. Peraturan Negeri ............. tentang Penefapan Daftar Kewenangan berdasarkan
hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Negeri;

5. Peraturan Negeri ........... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Negeri (RPJM Negeri) Tahun ........ : ' c

6. Peraturan Negeri ............ tentang Rencana Kerja Pemerintah Negeri (RKP

Negeri) Tahun .....; dan S _

7. Dokumen lain yang relevan seperti Perneg tentang pembentukan dana
cadangan, Perneg tentang pendirian BUMNeg, Perneg tentang Penyertaan
Mo-al dll (sesuai kebutuhan)® = ; '

Selanjutnya, mohon berkenan untuk dapat dilakukan evaluasi atas Rancangan |
Peraturan Negeri ......... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... beserta berkas
kelengkapannya (terlampir) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan périksa, dan atas perkenaannya disampaikan terima

“kasih. -

f@ S . KEPALA PEMERINTAH NEGERI .




: 7.2 Format Surat Pengantar Kepala Pemerintah Negen Penyampaian Peraturan Negerl tentang
‘ APB Negen Untuk Diklarifikasi ke Camat

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN ....... ........ _

Nomor LR SUT o S ' .. Kepada -
- Lampiran :- 1 {(satu)-bendel - ' : o Yth. Camat........... :
Perihial :  Penyampaian Peraturan - ' Kabupaten Maluk‘u Tengah
Negeri tentang APB Negeri di-
Tahun Anggaran ..... untuk - et ——.as
dillarifikasi / -

Menindaklanjuti ketentuan Pasal . . Peraturan Bupatl Maluku Tengah Nomor
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Feuangan Negeri, maka terlampir bersama ini

disampaikan dengan hormat Peraturan Negeri ............. Nomor ........ Tahun ......
tentang APB Negeri Tahun Anggaran ....... yang telah ditetapkan pada tanggal -
...... ... terdin atas .
. 1. Peraturan Negen' ....... .. Nomor ...... Tahun ...... tentang APB Negeri Tahun
Anggaran .....; dan : :
2. Peraturan Kepa.la Pemerintah Negeri .......... Nomor ...... Tahun ...... tentang

- Penjabaran APB Negen Tahun Anggaran

' 'Selanjutnya mohon berkenan untuk dapat dilakukan Klarifikasi Peraturan
Negeri ......... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... beserta berkas
kelengkapannya (terlampu') sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1

Demikian untuk men Jadlkan penksa dan atas perkenacmnya disampaikan tenma
kasih, -

KEPALA PEMERINTAH NEGERI .......

.....................................




Fo

1

z.3 Fc;rmat Surat Pengantar Kepala Pe'mt:_rj.ntah Ne‘gf:ri' Pt_:nyampaiail Peraturan Negeri.
tentang APB Negeri Untuk Diverifikasi Ke Bupati :

Nomor
Lampiran
Perihal

' 1. Peravwran Nogorl ............ tcntang AFB Negerl lahun Anggaran .....!

KECAMATAN B T E T T RSP
PEMERINTAH NEGERY ........ccc.oooo.........
C Jalan ... oowiro.. Telepon................ _

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

.............. P ienieeeeeen 200,
.......... / o . o Kepada-'
1 {satu} bendel - . Yth. Bupati Maluku Tengah
Penyampaian Peraturan - di- :

‘Negeri tentang APB Negeri L e

Tahun Anggaran ..... untuk o

‘Diverifikasi -
Menindaklanjuti ketentuan Pasal 99 _Peratufan _Pemérintah Nomor 47 Tahun
2015 tentarig Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

‘tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2014 tentang
‘Desa. dan Ketentuan Pasal® 102. Peraturan  Menteri Keuangan Nomor

225/PMK.07/2017 tentang Perubahan . Kedua Atas PMK Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang
mengatur tentang penyaluran ADD dan DD dari RKUD ke RKD, maka terlampir
bersama ini disampaikan dengan hormat Peraturan Negeri ............. Nomor

Tahun ...... tentang APB Negéri Tahun Anggaran ....... yang telah ditetapkan pada

tanggal .......... ssr'tal."dokuﬁien‘lkeléngkapan 'la{npya yang terdiri dari: S

2. Peraturan Kepala Pemerintah 'Negeri ........, tentang Penjabaran APB Negeri
Tahun.Anggaran ..... aaa] : ' :

3. Keputusan Musyawarah BPN Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan
Peraturan Negeri ...... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... dan Berita
Acara Hasil Musyawarah Negeri serta Daftar Badic Musyawarah;

4. Keputusan Camat ... tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan' Negeri

- tentang APB Negeri...Tahun Anggaran....,

9. Peraturan Negeri ........... ..tentang Penetapan Daftar Kewenéngan berdasarkan
hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Negeri; ' '
6. Peraturan Negeri ........... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Negeri (RPJM Negeri) Tahun .......,

7. "Peraturan Negeri .......... tentang IRencana Kerja Pemerintah Negeri {RKP

Negeri) Tahun ..... ;dan .

8. Dokumen lain yang relevan seperti Perneg tentang pembentukan dana
-cadangan, Perneg tentang pendirian BUMNeg, Perneg tentang Penyertaan
Modal dll (sesuai kebutuhan) :

Selanjutnya, mohon berkenan untuk dapat dilakukan Verifikasi Peraturan Negeri

..... -... tentang APB Negeri Tahun Anggaran ..... beserta berkas kelengkapannya
'[terla}inpir} sesuai derigan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk mienjadikart periksa, dan atas pérkenaénnya disampaikan terima
kasih. - ' .
| ' KEPALA PEMERINTAH NEGERI .......




